G. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

KOTA DEPOK

G.1.1.

PEMERINTAH KOTA DEPOK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2020

BAB |
PENDAHULUAN

Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai
posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang penting yang dilakukan oleh suatu
entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Salah satu fungsi laporan keuangan
adalah menyediakan informasi yang dapat digunakan untuk mengetahui nilai sumber
daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional
pemerintahan, untuk menilai kondisi keuangan, untuk mengevaluasi efektivitas dan
efisiensi suatu entitas pelaporan, serta untuk membantu menentukan ketaatan
terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Laporan Keuangan Pemerintah Kota Depok Tahun Anggaran 2020 menyajikan
informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas dan Kkinerja
keuangan pelaporan yang bermanfaat bukan hanya untuk kalangan aparatur
Pemerintah Kota Depok dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Depok, tetapi
juga masyarakat dan pihak-pihak lain yang berkepentingan sebagai stake holder
dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial
maupun politik dengan cara:

1. Menyediakan informasi mengenai apakah penerimaan periode berjalan cukup
untuk membiayai seluruh pengeluaran;

2. Menyediakan informasi mengenai apakah cara memperoleh sumber daya
ekonomi dan alokasinya telah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan dan
peraturan perundang-undangan;

3. Menyediakan informasi mengenai sumber daya ekonomi yang digunakan dalam
kegiatan Pemerintah Daerah serta hasil-hasil yang dicapai;

4. Menyediakan informasi mengenai bagaimana Pemerintah Daerah mendanai
seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;

5. Menyediakan informasi posisi keuangan dan kondisi Pemerintah Daerah
berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun
jangka panjang; dan

Laporan Keuangan Pemerintah Kota Depok TA 2020 11



G.1.2.

6. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan Pemerintah
Daerah, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Kota Depok dalam
penyusunan dan pelaksanaan anggaran, program maupun kegiatan Tahun Anggaran
2020 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir
melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 serta Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2020.

Dalam rangka pertanggungjawaban penggunaan anggaran, maka sesuai dengan
ketentuan dimaksud, Kepala Daerah harus menyampaikan Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan serta
ditindaklanjuti melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013,
yaitu Laporan Keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Berbasis
Akrual dimana SAP yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas
dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja dan
pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang
ditetapkan dalam APBD.

Sesuai dengan SAP tersebut, maka Laporan Keuangan Pemerintah Kota Depok TA
2020 terdiri dari Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Laporan Operasional
(LO), Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran
Lebih (LPSAL), Laporan Arus Kas (LAK), dan Catatan atas Laporan Keuangan
(CaLK).

Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Depok Tahun Anggaran 2020
didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan
(Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya
Daerah Tingkat 1l Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat Il Cilegon (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3858);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang
Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3851);
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4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan
atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4090);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan
Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400);

9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4438);

11. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5189);

12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembagian Hasil
Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan antara Pemerintah Pusat dan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 36, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3943);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintan Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan
Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang
Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada
Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan
Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5351);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan
Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24
Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4540);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan
Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4585);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4592);
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23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintah antara Pemerintah Pusat, Pemerintahan Daerah Provinsi dan
Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan
Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5272);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik
Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Permendagri
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan
Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban
Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif
dan Dana Operasional,

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan
Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249)
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34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44,

45.

Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor
119/2813/SJ dan Nomor 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 Dalam Rangka
Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19) serta Pengamanan Daya Beli
Masyarakat dan Perekonomian Nasional.

Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Tahun 2020 tentang
Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019
di Lingkungan Pemerintah Daerah

Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 4 Tahun 2005 tentang Kedudukan
Keuangan Walikota dan Wakil Walikota (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun
2005 Nomor 57);

Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 02 Tahun 2007 tentang Kedudukan
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2007 Nomor 02);

Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 08 Tahun 2007 tentang Pemekaran
Kecamatan (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2007 Nomor 08);

Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 01 Tahun 2008 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Depok Tahun 2006-2025
(Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 01);

Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008
Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun
2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 11 Tahun
2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kota Depok Tahun 2014 Nomor 04);

Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pendirian
Perusahaan Daerah Air Minum Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok
Tahun 2011 Nomor 10);

Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 7 Tahun 2016 tentang RPJMD Kota
Depok Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 7);

Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penambahan
Penyertaan Modal Pemerintah Kota Depok kepada Perusahaan Daerah Air
Minum Kota Depok Tirta Asasta (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016
Nomor 3);

Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal
Melalui Penambahan Modal Saham Pemerintah Kota Depok kepada PT Bank
Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, TBK (Lembaran Daerah Kota
Depok Tahun 2016 Nomor 4);

Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun
2016 Nomor 10);
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46.

47.

48.

49.

50.

51.

52.

53.

54.

55.

Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 7 Tahun 2019 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota
Depok Tahun 2019 Nomor 7);

Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran
Daerah Kota Depok Tahun 2020 Nomor 6);

Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pengelolaan
Barang Milik Daerah (Lembaran daerah Kota Depok Tahun 2018 Nomor 11);

Peraturan Walikota Depok Nomor 34 Tahun 2009 tentang Sistem dan Prosedur
Pengelolaan Keuangan (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2009 Nomor 34)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Depok Nomor 45 Tahun
2014 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Depok Nomor 34 Tahun 2009
tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan (Berita Daerah Kota Depok
Tahun 2014 Nomor 45);

Peraturan Walikota Depok Nomor 51 Tahun 2010 tentang Kebijakan
Kapitalisasi Aset Tetap Pemerintah Kota Depok (Berita Daerah Kota Depok
Tahun 2010 Nomor 51);

Peraturan Walikota Depok Nomor 60 Tahun 2010 tentang Tata Cara
Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Berita Daerah Kota
Depok Tahun 2010 Nomor 60);

Peraturan Walikota Depok Nomor 08 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusutan
Barang Milik Daerah Berupa Aset Tetap Pada Pemerintah Kota Depok,
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Depok Nomor 75
Tahun 2016 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Walikota Depok Nomor 08
Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusutan Barang Milik Daerah Berupa Aset
Tetap Pada Pemerintah Kota Depok (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2016
Nomor 75);

Peraturan Walikota Depok Nomor 20 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi
Pemerintah Kota Depok sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota
Depok Nomor 83 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan
Walikota Nomor 20 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota
Depok (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2020 Nomor 84);

Peraturan Walikota Depok Nomor 21 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi
Pemerintah Kota Depok sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota
Depok Nomor 76 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota
Nomor 21 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kota Depok
(Berita Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 76);

Peraturan Walikota Depok Nomor 53 Tahun 2015 tentang Pedoman Amortisasi
Barang Milik Daerah Berupa Aset Tak Berwujud pada Pemerintah Kota Depok.
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56. Peraturan Walikota Depok Nomor 74 Tahun 2016 tentang Tata Cara
Penghapusan, Koreksi dan Penyisihan Piutang Pajak Daerah, sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Depok Nomor 77 Tahun 2019
tentang Perubahan Tata Cara Penghapusan, Koreksi dan Penyisihan Piutang
Pajak Daerah (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2019 Nomor 77);

57. Peraturan Walikota Depok Nomor 66 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;

58. Peraturan Walikota Depok Nomor 75 Tahun 2018 tentang Penjabaran Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;

59. Peraturan Walikota Depok Nomor 50 Tahun 2017 tentang Tata cara Penyisihan
Piutang Selain Pajak Daerah;

60. Peraturan Walikota Depok Nomor 51 Tahun 2017 tentang Sistem dan Prosedur
Pengelolaan Penerimaan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah yang tidak
melalui Rekening Kas Umum Daerah pada Pemerintah Kota Depok
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Depok Nomor 85 Tahun
2018 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Depok Nomor 51 Tahun 2017
tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Penerimaan Penerimaan dan
Pengeluaran Daerah yang tidak melalui Rekening Kas Umum Daerah pada
Pemerintah Kota Depok (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2018 Nomor 85);

61. Peraturan Walikota Depok Nomor 75 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota
Depok Tahun 2019 Nomor 75)

62. Peraturan Walikota Depok Nomor 77 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah
Kota Depok Tahun 2020 Nomor 78)

63. Keputusan Walikota Depok Nomor 903/454/Kpts/Bapp/Huk/2011 tentang
Penetapan Pola Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit
Umum Daerah Kota Depok; dan

Informasi Umum Tentang Entitas Pelaporan atau Entitas Akuntansi

Kota Depok di awali pembentukannya berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 43 Tahun 1981 tentang Pembentukan Kota Administratif Depok
yang peresmiannya diselenggarakan pada 18 Maret 1982.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat Il Depok dan Kotamadya Tingkat Il
Cilegon yang ditetapkan pada 20 April 1999, Kota Administratif Depok dihapus dan
dibentuk menjadi Kotamadya Daerah Tingkat Il Depok yang diresmikan pada 27
April 1999. Sejak Juni 1999, sesuai dengan Pasal 121 Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, sebutan “Kotamadya
Daerah Tingkat II Depok™ berubah menjadi “Kota Depok”.
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Secara Geografis Kota Depok terletak pada koordinat 6° 18’30 — 6° 28”00 Lintang
Selatan dan 106° 42°30” — 106° 55°30” Bujur Timur. Bentang alam Depok dari
Selatan ke Utara merupakan daerah dataran rendah perbukitan bergelombang lemah,
dengan elevansi antara 50-140 meter diatas permukaan laut dan kemiringan
lerengnya kurang dari 15 persen. Kota Depok dengan luas wilayah 200,29 km? atau
0,58% dari luas Provinsi Jawa Barat, berbatasan langsung dengan tiga kabupaten
dan dua Provinsi dengan batas sebagai berikut:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Ciputat Kabupaten Tangerang
Provinsi Banten dan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

2. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Pondokgede Kota Bekasi dan
Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat;

3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Cibinong dan Kecamatan
Bojonggede Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat; dan

4. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Parung dan Kecamatan
Gunungsindur Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat.

Jumlah penduduk Kota Depok mencapai 2.406.826 jiwa yang terdiri dari Penduduk
laki-laki 1.210.887 jiwa dan penduduk perempuan 1.195.939 jiwa, sebagaimana data
Depok dalam Angka Tahun 2020.

Pertumbuhan penduduk cukup tinggi dipengaruhi oleh tingginya arus migrasi dan
kelahiran di Kota Depok, mengingat Kota Depok dinilai sebagai daerah yang sangat
strategis dilihat dari seluruh fungsi kota terutama jasa, perdagangan dan
permukiman.

Dari sisi kepadatan penduduk, kepadatan rata-rata Kota Depok Tahun 2019
mencapai 9.275 jiwa/km? dengan kecamatan terpadat adalah Kecamatan Sukmajaya
(18.536 jiwa/km?) sedangkan kepadatan terendah adalah Kecamatan Sawangan
(6.532 jiwa/km?).

Wilayah Kota Depok meliputi 11 kecamatan dan 63 kelurahan, yaitu Kecamatan
Beji, Kecamatan Pancoran Mas, Kecamatan Cinere, Kecamatan Limo, Kecamatan
Cimanggis, Kecamatan Cipayung, Kecamatan Sukmajaya, Kecamatan Sawangan,
Kecamatan Bojongsari, Kecamatan Cilodong, dan Kecamatan Tapos.

Pemerintah Kota Depok menyelenggarakan urusan pemerintahan dan mengatur
pelayanan publik untuk kepentingan masyarakat sesuai dengan batas wilayah dan
kewenangan. Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Depok
mencakup urusan:

1. Pendidikan;

2. Kesehatan;

3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
Penunjang urusan Pemerintahan;

Pendukung urusan Pemerintahan;

N oo o A

Urusan kewilayahan;
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8. Ketentraman, ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat;
9. Perhubungan;

10. Lingkungan Hidup;

11. Pertanahan;

12. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
13. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
14. Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana;
15. Sosial;

16. Tenaga Kerja;

17. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;

18. Penanaman Modal;

19. Kebudayaan;

20. Kepemudaan dan Olahraga;

21. Kesatuan Bangsa dan Politik;

22. Pangan;

23. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

24. Statistik;

25. Kearsipan;

26. Komunikasi dan Informatika;

27. Persandian; dan

28. Perpustakaan.

Selain urusan wajib tersebut Pemerintah Kota Depok juga melaksanakan urusan
pilihan yang mencakup:
Pertanian;

Pariwisata;

Kelautan dan Perikanan;

1

2

3

4. Perdagangan;
5. Perindustrian; dan
6

Transmigrasi.

Setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) memiliki tugas pokok masing-
masing yang merupakan pelaksanaan fungsi dari urusan pemerintahan yang menjadi
tanggungjawabnya. Selain melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, setiap SKPD
selaku entitas akuntansi juga melakukan pengelolaan dalam bidang keuangan yang
meliputi  aspek  perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan,
pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.
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Entitas pelaporan tingkat Pemerintah Kota Depok dilaksanakan oleh Badan
Keuangan Daerah (BKD) Kota Depok sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Depok
Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota

Depok.

Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Dalam penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan ini, dibagi dalam 7 (tujuh)
bagian yang disusun untuk memudahkan pengguna laporan keuangan untuk
mendapatkan gambaran yang utuh dan memadai atas Laporan Keuangan Pemerintah
Kota Depok. Sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

Bab |

Bab Il

Bab 111

Bab IV

Pendahuluan

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

1.3. Informasi Umum Tentang Entitas Pelaporan atau Entitas Akuntansi
1.4. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Ekonomi
APBD

2.1. Informasi Tentang Ekonomi Makro

2.2. Kebijakan Umum dan Strategi dan Prioritas APBD
2.3. Rencana Program

Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

3.2. Hambatan dan Kendala dalam Pencapaian Target yang Telah
Ditetapkan

Kebijakan Akuntansi

4.1. Entitas Pelaporan Keuangan

4.2. Entitas Akuntansi

4.3. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
4.4. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

4.5. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang
Ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan
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Bab V  Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan
5.1 Laporan Realisasi Anggaran
5.2 Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
5.3 Neraca
5.4 Laporan Operasional
5.5 Laporan Arus Kas
5.6 Laporan Perubahan Ekuitas
Bab VI Penjelasan Informasi-Informasi Non Keuangan
Bab VII Penutup
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G.2.1.

BAB 11
EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN
PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

Informasi Tentang Ekonomi Makro

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) disamping merupakan salah satu indikator
pembangunan regional juga sekaligus sebagai tolak ukur dalam melihat tingkat
kemakmuran suatu daerah, karena PDRB menunjukan jumlah produk dan jasa yang
dihasilkan dalam suatu wilayah dengan dukungan faktor-faktor produksi yang ikut
berperan dalam suatu wilayah tersebut. Perkembangan ekonomi di Kota Depok dalam
lima tahun terakhir menunjukan adanya perubahan yang signifikan, hal ini dapat

dilihat dari tren kenaikan PDRB Kota Depok dari tahun tahun sebelumnya.

Dampak Pandemi virus corona (covid-19) pada paruh pertama tahun 2020 lebih parah
dari yang diperkirakan sebelumnya. Ekonomi dunia akan mengalami krisis yang
belum pernah terjadi. Selain itu proses pemulihan pun akan memakan waktu lebih
lama dari yang diperkirakan. Aktivitas perekonomian domestic mengalami penurunan
akibat pembatasan social yang diterapkan untuk menekan persebaran covid-19.
Investasi swasta cenderung tertahan karena perusahaan cenderung menunda belanja

asset di tengah tingkat ketidakpastian yang tinggi.

Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kota Depok tahun 2019 (yang dipublikasikan
tahun 2020) mengalami penurunan yaitu sebesar 6,74% dari 6,97% d ari tahun
sebelumnya. Laju pertumbuhan ekonomi Kota Depok masih diatas laju pertumbuhan
ekonomi Jawa Barat yang sebesar 5,07%, juga diatas laju pertumbuhan ekonomi
nasional yang sebesar 5,02%. Hal ini memperlihatkan bahwa ekonomi di Kota Depok

meningkat lebih baik dibandingkan dengan rata-rata Jawa Barat maupun Nasional.

Nilai PDRB Kota Depok atas dasar harga berlaku pada tahun 2019 mencapai
71.041.985,71 juta rupiah. Secara nominal, nilai PDRB mengalami kenaikan sebesar
6.678.742,11 juta rupiah dibandingkan dengan tahun 2018 yang mencapai
64.363.243,60 juta rupiah. Naiknya nilai PDRB ini dipengaruhi oleh meningkatnya

produksi hampir di seluruh lapangan usaha dan adanya inflasi.
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G.2.2.1.

Berdasarkan harga konstan 2010 angka PDRB juga mengalami kenaikan dari
45.978.885,33 juta rupiah pada tahun 2018 menjadi 49.076.626,47 juta rupiah pada
tahun 2019. Sehingga selama tahun 2019 Kota Depok mengalami pertumbuhan
ekonomi sebesar 6,74 persen, tumbuh lebih lambat dibandingkan tahun sebelumnya.
penurunan PDRB ini murni disebabkan oleh pelambatan produksi diseluruh lapangan
usaha, tanpa dipengaruhi inflasi.

Laju Inflasi Kota Depok tahun 2019 tercatat sebesar 3,29 %, lebih besar dibandingkan
laju inflasi tahun sebelumnya (Januari-Desember) 2018 yaitu 2,86%. Laju inflasi per
bulan di Kota Depok selama tahun 2019 tertinggi sebesar 1,11 persen pada bulan Juni
2019. Untuk kota Depok, pertumbuhan ekonomi tidak selalu menyebabkan inflasi
atau sebaliknya inflasi tidak selalu menghambat pertumbuhan ekonomi. Dinamika
Inflasi sangat dipengaruhi oleh Kebijakan Bank Indonesia dalam mengendalikan
jumlah uang yang beredar serta kebijakan-kebijakan lain disektor perbankan maupun

perilaku transaksi spekulatif para pelaku ekonomi.

Kebijakan Umum dan Strategi dan Prioritas APBD
Kebijakan Umum

Pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi memang berimplikasi pada semakin
luasnya kewenangan daerah dalam mengelola dan memanfaatkan pendapatan daerah.
Kewenangan yang dimiliki bertujuan agar daerah melakukan identifikasi dan
ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah dan memanfaatkannya untuk
peningkatan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat. Dengan kewenangan
ini daerah memang diharapkan secara bertahap memiliki kemandirian pendapatan dan

mengoptimalkan seluruh sumber daya yang dimiliki daerahnya.

Pengelolaan keuangan daerah merupakan suatu sub sistem yang tidak dapat berdiri
sendiri dari pengelolaan keuangan Negara. Demikian juga kebijakan pemerintah
daerah merupakan suatu bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan pemerintah
pusat. Kebijakan pengelolaan keuangan daerah merupakan suatu rambu-rambu yang
disepakati sebagai bagian dari upaya untuk mencapai sasaran utama dan prioritas

pembangunan nasional yang disesuaikan dengan potensi dan kondisi daerah.

Kebijakan umum pengelolaan keuangan daerah Kota Depok Tahun Anggaran 2020
ditetapkan dengan berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
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13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah beserta ketentuan
perubahannya, yaitu Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 dan Permendagri Nomor 21
Tahun 2011, serta mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33Tahun
2019 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2020 Kebijakan di
tingkat daerah sebagaimana tercantum dalam RPJMD | dan RPIJMD Il Kota Depok
serta RKPD Tahun 2020 juga menjadi acuan perencanaan pembangunan yang
selanjutnya dituangkan dalam KUA/KUPA-PPAS/PPASP Tahun Anggaran 2020.

Kebijakan keuangan daerah difokuskan pada kebijakan yang memperhatikan
kapasitas fiskal yang utamanya memfokuskan pada Pendapatan Asli Daerah,

Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

Kebijakan belanja daerah juga diarahkan untuk pemenuhan kebijakan belanja wajib,
mengikat dan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Selain itu juga difokuskan
pada belanja untuk mendukung kebijakan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat

serta Pemerintah Propinsi Jawa Barat.
Arah kebijakan pendapatan daerah meliputi :

1. Kebijakan perencanaan pendapatan daerah yang akan dilakukan pada tahun
anggaran berkenaan;
2. Uraian arah kebijakan berkaitan dengan target pendapatan daerah;

3. Upaya-upaya pemerintah daerah dalam mencapai target

Kebijakan umum pendapatan daerah Tahun Anggaran 2020 adalah mengoptimalkan
pencapaian pendapatan daerah melalui perbaikan sistem dan manajemen pengelolaan
keuangan daerah, penggalian potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD), peningkatan
disiplin wajib pajak dalam pelaporan dan pembayaran dan peningkatan kualitas SDM

pengelola pendapatan.

Dengan memperhatikan arah kebijakan pendapatan Tahun 2020, maka upaya-upaya

yang akan dilakukan dalam meningkatkan pendapatan daerah antara lain :

A. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), melalui :

1. Meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah dengan melakukan
berbagai program intensifikasi dan ekstensifikasi dari segi Wajib
PajakDaerah/Wajib Retribusi Daerah;

2. Peningkatan sistem operasional pemungutan pendapatan daerah, termasuk
retribusi IMB;
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10.

11.

12.
13.

14.

15.

Peningkatan pendapatan daerah dengan intensifikasi dan ekstensifikasi Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah melalui aplikasi T-Reg;

Peningkatan kualitas dan optimalisasi pengelolaan aset untuk peningkatan
pendapatan;

Peningkatan pelayanan masyarakat dan perlindungan konsumen sebagai
upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak daerah
dan retribusi daerah antara lain melalui peningkatan kualitas loket
pembayaran, pendaftaran dan pembayaran secara online/ATM/internet
banking, market place pemasangan spanduk /baliho /billboard dan sosialisasi
pelaksanaan pungutan pajak daerah dan retribusi daerah;

Memberdayakan peran dan fungsi Kecamatan/Kelurahan guna membantu
penggalian potensi pajak daerah dan retribusi daerah;

Penyempurnaan database obyek Pajak PBB termasuk penyesuaian Zona
NilaiTanah dan penyesuaian harga komponen bahan bangunan;
Pengembangan sistem PBB/BPHTB dan SIMPAD;

Pertukaran data untuk dengan instansi vertikal untuk peningkatan pendapatan;
Peningkatan ketaatan Wajib Pajak (WP) melalui kegiatan pemeriksaan dan
sosialisasi berbagai peraturan perpajakan;

Peningkatan kesadaran dan motivasi wajib pajak melalui pemberian
penghargaan dan hadiah bagi wajib pajak daerah.

Mengoptimalkan pendapatan dari piutang.

Peningkatan koordinasi dan kerjasama secara sinergis di bidang Pendapatan
Daerah dengan Pemerintah Pusat (BPN), Pemerintah Provinsi (Pajak
Kendaraan Bermotor) dan Perangkat Daerah penghasil (integrasi pelayanan
pajak reklame antara Badan Keuangan Daerah dan Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).

Melakukan sosialisasi kepada wajib pajak seperti restoran, hotel, mini market,
tempat hiburan dan lain sebaginya untuk menerapkan protokol kesehatan
sebagai proteksi kepada para pelanggan agar merasa nyaman, sehingga
diharpakan akan meningkatkan kepercayaan pelanggan terhadap pelayanan
tersebut.

Meningkatkan sosialisasi dengan wajib pajak untuk beradaptasi dengan
kebiasaan baru (new normal) dengan mulai menggunakan e-commerce untuk
memasarkan produknya atau melakukan transaksi melalui ATM/internet

banking
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B. Peningkatan Dana Perimbangan agar kapasitas fiskal daerah meningkat adalah
melalui:

1. Optimalisasi intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan Pajak Orang Pribadi
Dalam Negeri (PPh Pasal 25 dan 29, PPh Pasal 21) sebagai bentuk kepatuhan
masyarakat dalam membayar pajak;

2. Diwajibkan untuk mendaftarkan NPWP Cabang/lokasi bagi penyedia
arang/jasa yang mendapatkan pekerjaan di Kota Depok.

3. Meningkatkan koordinasi secara sinergis di bidang Pendapatan Daerah
dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan DKI Jakarta,

Perangkat Daerah penghasil dan instansi vertikal lainnya;

Kebijakan belanja daerah Pemerintah Kota Depok Tahun 2019 diarahkan untuk:

1. Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial Terencana dan Tidak
Terencana, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan,Belanja Tidak Terduga;,
tunjangan kesejahteraan dan uang jasa pengabdian pimpinan dan anggota DPRD;
serta kenaikan tambahan penghasilan Aparatur Sipil Negara;

2. Penyesuaian terhadap belanja tidak terduga yang dialokasikan sebagai antisipasi
terjadinya sesuatu yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang, serta
kebutuhan mendesak lainnya yang apabila ditunda dapat menimbulkan kerugian
yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah

3. Membiayai 6 (enam) Prioritas Pembangunan Tahun 2020 yang merupakan
penjabaran dari visi dan misi Kota Depok, tersebar dalam urusan pemerintahan
yaitu: (a) Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar (b)
Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, (c)
Urusan Pemerintahan Pilihan dan (d) Penunjang urusan. Penyelenggaraan urusan
tersebut difokuskan pada pembangunan prioritas daerah bidang infrastruktur,
pendidikan dan kesehatan, serta dalam rangka pemenuhan janji Kepala Daerah dan
pelaynan publik lainnya.

4. Membiayai rencana kerja penunjang yang bersifat tetap dan mengikat (fixed cost)
dan kegiatan rutin dalam mendukung operasional sesuai tugas pokok dan fungsi
SKPD;
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5. Membiayai rencana kegiatan prioritas dari hasil proses musrenbang kecamatan dan
kelurahan, serta pokok-pokok pikiran DPRD dan aspirasi masyarakat lainnya;

6. Mendanai Pembangunan RSUD Wilayah Timur secara kokmprehensif dan tuntas

7. Mendanai kegiatan BLUD Puskesmas dan BLUD RSUD dari sumer pendapatan
BLUD dan SILPA BLUD.

8. Mengoptimalkan target capaian kinerja dan meningkatkan efisiensi dalam
penggunaan anggaran.

Strategi dan Prioritas APBD

Sesuai dengan RPIMD Kota Depok Tahun 2016-2021 maka kebijakan pembangunan
daerah Kota Depok Tahun 2020 adalah Pemantapan Infrastruktur dalam Upaya

Peningkatan Daya Saing Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat

Prioritas pembangunan daerah Kota Depok Tahun 2020 merupakan agenda
pembangunan pemerintah daerah tahunan yang merupakan penjabaran dari RPJMD
Kota Depok Tahun 2016-2021. Prioritas pembangunan daerah dirumuskan dari isu
strategis yang diselaraskan dengan sasaran misi RPJIMD tahun berjalan, berkorelasi
dengan pencapaian prioritas pembangunan nasional (RKP), dan Prioritas

Pembangunan Propinsi Jawa Barat (RKPD).

Berdasarkan hasil isu strategis, maka ditetapkan prioritas pembangunan daerah Kota
Depok Tahun 2020 sebagai berikut:

1. Membangun infrastruktur publk dan penataan kota yang ramah dan nyaman

2. Peningkatan daya saing ekonomi melalui pengembangan ekonomi kreatif

3. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup,

4. Meningkatkan ketahanan keluarga dan sosial kemasyarakatan yang ramah dan
religius,

5. Percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran

6. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang kokoh dan mandiri.

Prioritas pembangunan Kota Depok pada dasarnya diharapkan pula dapat mendukung

pencapaian tiga program unggulan sebagai berikut:
a. Depok Kota Sehat (Smart Healthy City)

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 72 tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan
Nasional, pengelolaan kesehatan dilakukan secara berjenjangdi pusat dan daerah
dengan memperhatikan otonomi daerah dan otonomifungsional di bidang

kesehatan. Komponen pengelolaan kesehatan dikelompokkan dalam subsistem:
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Upaya kesehatan.

Penelitian dan pengembangan kesehatan.
Pembiayaan kesehatan.

Sumber daya manusia kesehatan.

Sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan.

Manajemen, informasi, dan regulasi kesehatan dan

N o g~ w D

Pemberdayaan masyarakat.

b. Depok Kota Bersih (Zero Waste City)
Kebijakan Pemerintah Kota Depok dalam pengelolaan sampah adalah menerapkan
pola pengelolaan sampah 3R (reuse, reduce recycle) disesuaikan dengan komposisi

dan sumber sampah.

c. Depok Kota Ramah Keluarga (Family Friendly City)
Kebijakan Pemerintah Kota Depok dalam Ketahanan keluarga ditujukan untuk
mewujudkan keluarga berkualitas, yang pada akhirnya dapat lahir sumber daya

manusia yang tangguh dari setiap keluarga di Depok.

Ketahanan keluarga yang dimaksud mencakup aspek kesehatan, ekonomi, pendidikan,
infrastruktur dan interaksi sosial. Strategi yang diterapkan adalah membangun sistem
sosial yang mendukung, mulai dari tingkat individu, keluarga maupun komunitas
seperti yang digambarkan melalui bagan berikut. Pada tiap tingkatan dijelaskan pula
unsur yang sepatutnya dibentuk. Untuk membangun kompetensi tersebut, disusun

beberapa program sebagai berikut:

1. Peningkatan Ketahanan Keluarga:

2. Peningkatan dan pengembangan Kota Layak Anak;

3. Peningkatan Kualitas Lingkungan Keluarga, melalui:
Selain program prioritas, terdapat janji Wali Kota dan wakil Wali Kota sebagai bagian
dari kebijakan pembangunan tahun 2020. Terdapat 10 (sepuluh) janji Wali Kota dan
Wakil Wali Kota terpilih yang telah disampaikan secara publik. Kesepuluh janji
tersebut merepresentasikan keinginan WaliKota dan Wakil Wali Kota untuk mencapai

Depok unggul, nyaman, dan religius.
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Rencana Program

Dalam Tahun Anggaran 2020, Pemerintah Kota Depok berdasarkan dokumen
perencanaan daerah, aspirasi masyarakat dan hasil beberapa pertimbangan dari DPRD
kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah pada waktu pembahasan Kebijakan Umum
APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran
2020, telah berhasil menentukan beberapa program sebagai prioritas yang harus
didahulukan, sebagai berikut:

Urusan Wajib yang di Laksanakan

1. Urusan Pendidikan

Program peningkatan sarana dan prasarana pendidikan, program peningkatan
akses pembiayaan pendidikan, program pendidikan anak usia dini dan lembaga
pendidikan masyarakat, program peningkatan kualitas dan tata kelola pendidikan,
program standarisasi pelayanan publik dan program peningkatan kualitas tenaga
pendidik.

Urusan Kesehatan

Program peningkatan kualitas dan kuantitas sarana prasarana pelayanan, program
peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan, program
peningkatan sarana dan prasarana kesehatan, program pengembangan dan
pengelolaan BLUD, program pengembangan program kota sehat, program
peningkatan promosi kesehatan, program peningkatan kesehatan keluarga,
program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dan tidak menular,
program kewaspadaan pangan dan gizi dan program peningkatan kesehatan

lingkungan.
Urusan Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

Program pembangunan dan peningkatan jalan kota, program rehabilitasi dan
pemeliharaan jalan, program peningkatan sarana dan prasarana ke-PU-an,
program perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian ruang, program
pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi dan jaringan pengairan lainnya,
program pengendalian sistem drainase makro dan mikro yang terpadu dan

program konservasi sumber daya air.
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4. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan, Program penataan kawasan
permukiman, program pelayanan pengelolaan air limbah skala rumah tangga dan
komunal, program pengembangan perumahan bersusun dan tidak bersusun,
program perbaikan rumah tidak layak huni, program peningkatan pengelolaan dan
layanan air bersih, dan program peningkatan pelayanan cakupan IPLT.

5. Urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat

Program peningkatan ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat serta

program pelayanan kualitas layanan bencana.
6. Urusan Pangan

Program penganekaragaman dan keamanan pangan
7. Urusan Lingkungan Hidup

Program pengendalian pencemaran dan pengrusakan lingkungan hidup, program
perlindungan dan konservasi sumber daya alam dan lingkungan hidup, program
pengelolaan persampahan dan kebersihan, program peningkatan pengelolaan

TPA, serta program pembangunan, pemeliharaan dan peningkatan kualitas RTH.
8. Urusan Perhubungan

Program penyediaan sarana dan prasarana pendukung inftrastruktur transportasi,
program penyediaan simpul transportasi dan program peningkatan layanan

transportasi umum.
9. Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Program peningkatan pelayanan kependudukan dan catatan sipil.
10. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Program penguatan peran perempuan dalam pembangunan ketahanan keluarga,
peningkatan kualitas keluarga miskin dan rentan, serta program pengembangan

kota layak anak.
11. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Program Peningkatan Inovasi Daerah, Program peningkatan peran serta dan

pemberdayaan masyarakat serta kemandirian dalam pembangunan.
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Program peningkatan keluarga harmonis, program pengembangan keluarga
berencana dan program peningkatan kelembagaan ketahanan keluarga.

Urusan Sosial

Program Peningkatan Kualitas Layanan Bencana, Program peningkatan
perlindungan dan jaminan sosial, program peningkatan rehabilitasi sosial,
program pemberdayaan sosial, serta program pengembangan kota ramah lansia.

Urusan Tenaga Kerja

Program peningkatan kompetensi usia kerja, program peningkatan perluasan

kesempatan kerja dan program peningkatan perlindungan tenaga kerja.
Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Program peningkatan kualitas keluarga miskin dan rentan, program peningkatan
kapasitas IKM dan UM, program penciptaan wirausaha baru, program
peningkatan akses pembiayaan usaha, program peningkatan akses pembiayaan
usaha, program peningkatan akses pemasaran produk IKM dan UM, program
peningkatan mutu produk IKM dan UM, program peningkatan kelembagaan

koperasi dan program peningkatan usaha koperasi.
Urusan Penanaman Modal

Program peningkatan layanan investasi dan usaha.
Urusan Kebudayaan

Program pengembangan seni dan pelestarian budaya, program pengembangan
pusat Kkreasi rakyat dan pusat budaya kreatif, program pengelolaan dan

perlindungan cagar budaya.
Urusan Kepemudaan dan Olahraga

Program pembinaan organisasi dan komunitas pemuda dan program peningkatan

pembinaan prestasi olahraga.

Urusan Statistik

Program pengembangan data dan informasi statistik sektoral.
Urusan Kearsipan

Program peningkatan pengelolaan kearsipan.
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21.

22.

23.

24,

Urusan Komunikasi dan Informatika

Program pengembangan keterbukaan informasi dan komunikasi publik.
Urusan Persandian

Program pembangunan dan pengembangan teknologi informatika.
Urusan Perpustakaan

Program peningkatan minat baca masyarakat

Urusan Kearsipan

Program peningkatan pengelolaan kearsipan.

G.2.3.2 Urusan Pilihan Yang Dilaksanakan

1.

Urusan Kelautan dan Perikanan

Program peningkatan produksi perikanan, Program Peningkatan Pemasaran

Produk Pangan dan Program Penganekaragaman dan Keamanan Pangan.
Urusan Pertanian

Program Peningkatan Kualitas Keluarga Miskin dan Rentan, Program peningkatan
produktivitas tanaman pangan dan holtikultura, program peningkatan produksi
peternakan, program pencegahan dan penanggulangan penyakit hewan menular,

program peningkatan pemasaran produk pangan.

Urusan Pariwisata

Program pengembangan obyek wisata dan program pengembangan pariwisata.
Urusan Perdagangan

Program Penigkatan akses pemasaran produk IKM dan UM, Program penyediaan
kios bagi UMKM, program revitalisasi pasar rakyat dan program pengelolaan

informasi dan pengawasan distribusi barang dan bahan pangan.
Urusan Perindustrian

Program Peningkatan Kualitas Keluarga Miskin Dan Rentan, program Peningkatan

kapasitas IKM dan UM dan program Peningkatan mutu produk IKM dan UM.

Laporan Keuangan Pemerintah Kota Depok TA 2020 33



7. Urusan Transmigrasi
Program peningkatan perluasan kesempatan kerja.

Terkait capaian target kinerja penyelenggaraan pemerintah disajikan dalam laporan
terpisah yaitu Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dan Laporan
Keterangan Pertanggungjawaban (LKP J) Kepala Daerah.
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G.3.1

G.3.1.1.

BAB 111
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Realisasi Pendapatan

Pendapatan Kota Depok pada TA 2020 pada APBD murni tahun 2020 dianggarkan
sebesar Rp3.083.042.116.963,00 , namun sejalan dengan masih adanya pandemi
covid-19, maka target pendapatan Kota Depok Tahun 2020 mengalami penurunan
sebesar 0,27% menjadi sebesar Rp. 3.074.802.282.633,80.

Guna mencegah penyebaran virus Covid-19 Pemerintah dan Pemerintah Daerah
harus memberlakukan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) berdasarkan
Peraturan Meneteri Kesehatan RI Nomor 9 Tahun 2020, penerapan PSBB ini
mempunyai dampak menurunnya kegiatan perekonomian.

Pembatasan ini berakibat dengan melemahnya sektor Penerimaan dari Pendapatan
Asli daerah (PAD) terutama dari sektor pajak daerah, oleh karena itu harus
dilakukan penyesuaian terhadap anggaran pendapatan daerah.

Pendapatan Asli Daerah turun dari sebesar Rp. 1.269.422.760.810,00 pada APBD
murni tahun 2020 menjadi Rp. 1.140.891.422.838,80 pada APBD Perubahan
2020 atau turun sebesar Rp. 128.531.337.971,20 (10,12%).

Penurunan PAD ini tentunya tidak mengurangi kinerja dalam rangka pemungutan
PAD untuk memenuhi target pendapatan daerah. Dengan anggaran sebesar
Rp. 1.140.891.422.838,80 realisasi Pendapatan Asli Daerah pada Tahun 2020
sebesar Rp. 1.214.939.201.530,00 atau 106,49%.

Untuk Pendapatan Transfer pada Tahun 2020 hanya terealisasi sebesar 95,20%
atau sebesar Rp 1.692.035.384.452,00 dari target anggaran sebesar
Rp. 1.778.868.163.795,00. Sedangkan untuk Lain-Lain Pendapatan yang Sah
terealisasi sebesar Rp. 152.800.599.333,00 atau 98,55% dai target anggaran
sebesar Rp. 155.042.696.000,00. Rincian dapat dilihat pada tabel berikut.
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Tabel 3.1
Anggaran Murni dan Perubahan APBD TA 2020

No Jenis Pendapatan Anggaran Murni Anggaran Perubahan %
(Rp) (Rp)
1 |Pendapatan Asli Daerah
1.1 [Pajak Daerah 1.027.794.130.000,00 899.112.226.167,00 | (12,52)
1.2 |Retribusi Daerah 40.054.627.486,00 34.873.739.686,00 | (12,93)
1.3 |Hasil Pengelolaan Daerah Yang Dipisahkan 13.453.680.609,00 24.283.705.171,00 | 80,50
1.4 [Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 188.120.322.715,00 182.621.751.814,80 (2,92)
Jumlah Pendapatan Asli Daerah| 1.269.422.760.810,00 | 1.140.891.422.838,80 | (10,13)
2 [Pendapatan Transfer
2.1 |Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan 1.066.752.504.000,00 | 1.194.478.633.429,00 11,97
2.2 |Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya 20.465.336.000,00 63.976.963.698,00 | 212,61
2.3 |Transfer Pemerintah Daerah-Lainnya 602.321.316.153,00 544.341.562.668,00 (9,63)
Jumlah Pendapatan Transfer| 1.689.539.156.153,00 | 1.802.797.159.795,00 6,70
3 |Lain-Lain Pendapatan Yang Sah
3.1 |Pendapatan Hibah 124.080.200.000,00 131.113.700.000,00 5,67
3.2 |Pendapatan Lainnya - -
Jumlah Lain-Lain Pendapatan Yang sah 124.080.200.000,00 131.113.700.000,00 5,67
Jumlah Pendapatan| 3.083.042.116.963,00 | 3.074.802.282.633,80 (0,27)
Pendapatan Kota Depok pada TA 2020 dianggarkan  sebesar
Rp3.074.802.282.633,80 dengan realisasi sebesar Rp3.059.775.185.315,00 atau
99,51% dari anggaran, dengan rincian sebagai berikut.
Tabel 3.2
Anggaran dan Realisasi Pendapatan TA 2020
No. Jenis Pendapatan Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) %
1 Pendapatan Asli Daerah
1.1.|Pajak Daerah 899.112.226.167,00 949.575.773.211,00 | 105,61
1.2. [Refribusi Daerah 34.873.739.686,00 38.183.011.839,00 | 109,49
1.3. [Hasil Pengelolaan Daerah Yang Dipisahkan 24.283.705.171,00 8.816.976.722,00 36,31
1.4.|Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 182.621.751.814,80 218.363.439.758,00 | 119,57
Jumlah Pendapatan Asli Daerah 1.140.891.422.838,80 | 1.214.939.201.530,00 [ 106,49
2 [Pendapatan Transfer
2.1.|Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan 1.194.478.633.429,00 1.188.768.773.705,00 99,52
2.2.|Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya 63.976.963.698,00 63.984.803.000,00 [ 100,01
2.3. | Transfer Pemerintah Daerah-Lainnya 520.412.566.668,00 439.281.807.747,00 84,41
Jumlah Pendapatan Transfer 1.778.868.163.795,00 | 1.692.035.384.452,00 95,12
3 |Lain-Lain Pendapatan Yang Sah
3.1. [Pendapatan Hibah 131.113.700.000,00 130.309.499.333,00 99,39
3.2. |Pendapatan Lainnya 23.928.996.000,00 22.491.100.000,00 93,99
Jumlah Lain-Lain Pendapatan Yang Sah 155.042.696.000,00 152.800.599.333,00 98,55
Jumlah Pendapatan| 3.074.802.282.633,80 | 3.059.775.185.315,00 99,51
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G.3.1.2.

Pendapatan Asli Daerah Kota Depok tahun 2020 termasuk dalam kelompok
daerah menuju mandiri yaitu sebesar 37,10% dari Total Pendapatan Daerah yang
berarti bahwa keuangan Pemerintah Kota Depok cukup besar tergantung kepada
Pemerintah Pusat. Komposisi Pendapatan Asli Daerah terdiri dari Pajak
Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang
Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, sebagaimana yang
tertera pada tabel di atas. Dari penerimaan Pendapatan Asli Daerah ini yang
memberikan kontribusi terbesar adalah dari Pajak Daerah yaitu sebesar
Rp949.575.773.211,00 atau 78,15%.

Besarnya Dana Alokasi Umum Tahun Anggaran 2020 adalah
Rp843.978.499.000,00 dimana dari jumlah dana DAU ini dialokasikan untuk
pembayaran gaji Pegawai Negeri Sipil dan untuk pelayanan publik dan belanja
lainnya. Prosentase belanja kebutuhan aparatur yang masih mendominasi
struktur belanja menyebabkan Pemerintah Kota Depok perlu menyusun skala
prioritas yang diharapkan dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat
secara optimal dengan terus menggali sumber-sumber pendapatan asli daerah
yang masih dapat ditingkatkan. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah
Kota Depok terus berupaya mengatasi keterbatasan-keterbatasan keuangan
daerah dengan mengoptimalkan manajemen kas daerah, melakukan efisiensi
dan penghematan, mempertajam prioritas dan terus melakukan intensifikasi
serta ekstensifikasi dalam pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah.

Realisasi Belanja

Belanja Kota Depok pada TA 2020 dianggarkan sebesar Rp3.671.363.699.698,35
dengan realisasi sebesar Rp3.199.202.687.103,55 atau 87,14% dari anggaran,
dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 3.3
Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2020

No.| Jenis Belanja Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) %
1 |Belanja Operasi 2.598.343.240.583,50 | 2.322.045.835.733,00 | 89,37
2 |Belanja Modal 768.409.830.459,65 705.054.247.042,00 | 91,75
3 [Belanja Tak Terduga 304.610.628.655,20 172.102.604.328,55 | 56,50
Jumlah Belanja| 3.671.363.699.698,35 | 3.199.202.687.103,55 | 87,14

Belanja Operasi merupakan belanja yang terbesar dari seluruh komponen
belanja tahun 2020 yaitu sebesar Rp2.322.045.835.733,00 atau 89,37% total
belanja. Belanja Operasi terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan
Jasa, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial dan Belanja Bantuan Keuangan,
dengan komposisi Belanja Pegawai sebesar Rpl1.345.661.702.319,00 atau
57,95%, Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp761.026.671.814,00 atau 32,77%,
Belanja Hibah sebesar Rp196.964.296.600,00 atau 8,48% dan Belanja
Bantuan Sosial sebesar Rp18.393.165.000,00 atau 0,79%dari jumlah
keseluruhan belanja operasi.
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Belanja Modal terealisasi sebesar Rp705.054.247.042,00 atau 22,04% dari
nilai Total Belanja dalam Tahun 2020, dengan komposisi belanja terbesar
digunakan untuk Belanja Modal Gedung dan Bangunan vyaitu sebesar
Rp243.450.816.862,00 atau 34,53%. Selanjutnya digunakan untuk Belanja Modal
Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp216.187.539.162,00 atau 30,66%, Belanja
Tanah sebesar Rp106.762.821.955,00 atau 15,14%, Belanja Modal Peralatan dan
Mesin sebesar Rp102.295.109.179,00 atau 14,51% dan Belanja Modal Aset Tetap
Lainnya sebesar Rp36.357.959.884,00 atau 5,16%.

Belanja  Tak Terduga pada Tahun 2020 dianggarkan sebesar
Rp304.610.628.655,20 dengan realisasi sebesar Rp172.102.604.328,55 atau
56,50% dari Total Belanja dalam TA 2019.

G.3.1.3. Realisasi Pembiayaan Tahun 2020
Pembiayaan Bersih Kota Depok pada TA 2020 dianggarkan sebesar
Rp596.561.417.064,55 dengan realisasi sebesar Rp596.561.417.064,55 atau 100%
dari anggaran, dengan rincian sebagai berikut.
Tabel 3.4
Anggaran dan Realisasi Pembiayaan TA 2020
No. Jenis Pembiayaan Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) %
1 |Penerimaan Pembiayaan
Penggunaan SiLPA Tahun Lalu 670.655.917.064,55 | 670.655.917.064,55 [ 100,00
Jumlah Penerimaan Pembiayaan 670.655.917.064,55 | 670.655.917.064,55 | 100,00
2 [Pengeluaran Pembiayaan
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah
Daerah 74.094.500.000,00 |  74.094.500.000,00 [ 100,00
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan 74.094.500.000,00 74.094.500.000,00 | 100,00
Jumlah Pembiayaan Neto| 596.561.417.064,55 | 596.561.417.064,55 | 100,00

G.3.2. Hambatan dan Kendala Dalam Pencapaian Target Yang Telah Ditetapkan

Hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian target yang telah ditetapkan
pada tahun 2020, diantaranya:

G.3.2.1. Pendapatan Daerah
Kendala dalam pencapaian target pendapatan daerah, yaitu:

1. Akibat dari adanya pandemic Covid-19, hal ini berdampak menurunnya kegiatan
perekonomian, dengan diberlakukannya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB)
berdasarkan Peraturan Meneteri Kesehatan Rl Nomor 9 Tahun 2020, maka sangat
berpengaruh secara signifikan terhadap perolehan Pendapatan Asli Daerah sehingga
perlu dilakukan penyesuaian terhadap target Pendapatan Asli Daerah .

2. Belum optimalnya sarana dan prasarana pelayanan yang dapat menunjang
peningkatan penerimaan Retribusi Daerah, seperti sedang dimulainya
pelaksanaan pembangunan terminal terpadu;
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G.3.2.2.

G.3.2.3.

Penetapan target pendapatan daerah khususnya dari dana perimbangan sulit
untuk diprediksi sehingga realisasi pendapatan dari dana perimbangan sangat
ditentukan oleh kebijakan Pemerintah Pusat, terutama dalam hal bagi hasil bukan
pajak yang berasal dari sumber daya alam (perikanan, kehutanan dan
pertambangan);

Masih diperlukannya sosialisasi dan pendekatan untuk meningkatkan ketaatan
warga dalam membayar pajak dan retribusi daerah;

Belum optimalnya pemanfaatan aset Pemerintah Daerah sebagai salah satu
sumber PAD, yang diantaranya disebabkan belum optimal kondisi aset tersebut,
seperti lapangan olah raga, balai rakyat, situ-situ tempat wisata;

Masih banyaknya pelaku usaha yang belum memiliki perijinan sesuai ketentuan,
sehingga belum dapat dilakukan pemungutan pajak daerah;

Kesadaran yang kurang dari wajib pajak untuk melaporkan adanya perubahan.

Belanja Daerah

Kendala dalam pencapaian target belanja daerah, yaitu:

1.

Kondisi Pandemi Covid-19 pada tahun 2020, membuat prioritas belanja pada
APBD TA 2020 mengalami penyesuaian yang salah satunya adalah pencegahan
penyebaran dan percepatan penanganan Covid-19 di Kota Depok.

Sesuai dengan Edaran Walikota Depok Nomor 900/197-BKD tentang
penyesuaian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dalam Realokasi dan/atau
Refocussing Kegiatan APBD TA. 2020, maka perlu dilakukan penyesuaian
terhadap Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada masing-masing
perangkat daerah. Hal ini harus diperhitungkan dengan ketersediaan dana pada
kas daerah akibat adanya penurunan target pendapatan daerah

Terdapat sisa anggaran dari hasil efisiensi kegiatan, akibat adanya perubahan
pola pertemuan pada setiap kegiatan dari semula pertemuan secara langsung
(offline) menjadi pertemuan secara online/daring.

Pembiayaan

Terbatasnya sumber pembiayaan daerah dan masih mengandalkan pada Sisa Lebih
Perhitungan Anggaran tahun sebelumnya.

Nilai SILPA yang menurun di tahun 2020 dibandingkan dengan tahun 2019
mengindikasikan bahwa penyerapan belanja yang telah dianggarkan sudah
terlaksana walaupun ada yang belum optimal.
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G4l

G.4.2.

BAB IV
KEBIJAKAN AKUNTANSI

Entitas Pelaporan Keuangan

Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas
akuntansi atau entitas pelaporan yang menurut ketentuan peraturan perundang-
undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan
keuangan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok dan Peraturan Wali Kota
Depok Nomor 109 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi Serta Tata Kerja Badan Keuangan Daerah (BKD), selain memiliki fungsi
sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) juga diberikan kewenangan sebagai
Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPKD) atau merupakan entitas
pelaporan yang bertugas menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Kota Depok
hasil konsolidasi dari laporan keuangan seluruh SKPD.

Laporan keuangan yang harus disusun sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan
(SAP) terdiri atas Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Laporan Operasional
(LO), Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran
Lebih (LPSAL), Laporan Arus Kas (LAK) dan Catatan atas Laporan Keuangan
(CaLK).

Entitas Akuntansi

Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang
yang wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk
digabungkan pada entitas pelaporan.

Pemerintah Kota Depok dalam melaksanakan anggarannya dibantu oleh 38 SKPD
yang terdiri atas 2 (dua) Sekretariat, 18 (delapan belas) Dinas, 3 (tiga) Badan, 13
(tiga belas) Kantor, 1 (satu) RSUD dan 1 (satu) Inspektorat, termasuk didalamnya
satu SKPD yang telah menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan
Umum Daerah (PPK-BLUD) yaitu RSUD Kota Depok dan 11 Unit Pelaksana
Teknis (UPT) yaitu 38 Puskesmas pada 11 Kecamatan di wilayah Kota Depok.

Berikut daftar SKPD Tahun 2020 pada Pemerintah Kota Depok.
Tabel : Daftar SKPD Kota Depok TA 2020

Dasar Pembentukan
No. SKPD (Peraturan Walikota)
1 |Dinas Pendidikan No. 81 Tahun 2016
2 |Dinas Kesehatan No. 82 Tahun 2016
3 |Rumah Sakit Umum Daerah No. 46 Tahun 2011
4 [Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang No. 69 Tahun 2016
5 |Dinas Perumahan dan Permukiman No. 106 Tahun 2016
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Dasar Pembentukan
No. SKPD (Peraturan Walikota)
6 [Satuan Polisi Pamong Praja No. 110 Tahun 2016
7 [Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan No. 112 Tahun 2016
8 |Dinas Sosial No. 104 Tahun 2016
9 [Dinas Tenaga Kerja No. 103 Tahun 2016
Dinas Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat
10 |dan Keluarga No. 107 Tahun 2016
11 |Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan No. 78 Tahun 2016
12 |Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan No. 71 Tahun 2016
13 |Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil No. 70 Tahun 2016
14 |Dinas Perhubungan No. 113 Tahun 2016
15 |Dinas Komunikasi dan Informatka No. 84 Tahun 2016
16 |Dinas Koperasi dan Usaha Mikro No. 108 Tahun 2016
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
17 |Pintu No. 77 Tahun 2016
Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan
18 |Pariwisata No. 80 Tahun 2016
19 |Dinas Kearsipan dan Perpustakaan No. 79 Tahun 2016
20 |Dinas Perdagangan dan Perindustrian No. 86 Tahun 2016
21 |Inspektorat Daerah No. 85 Tahun 2016
22 [Badan Keuangan Daerah No. 109 Tahun 2016
Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelifan
23 |Pengembangan Daerah No. 101 Tahun 2016
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber
24 |Daya Manusia No. 102 Tahun 2016
25 [Sekretariat Daerah No. 100 Tahun 2016
26 [Sekretariat DPRD No. 83 Tahun 2016
27 |Kantor Kesatuan Bangsa dan Politk No. 33 Tahun 2016
28 |Kecamatan Beji No. 111 Tahun 2016
29 [Kecamatan Cimanggis No. 111 Tahun 2016
30 [Kecamatan Limo No. 111 Tahun 2016
31 |Kecamatan Pancoran Mas No. 111 Tahun 2016
32 |Kecamatan Sawangan No. 111 Tahun 2016
33 |Kecamatan Sukmajaya No. 111 Tahun 2016
34 |Kecamatan Tapos No. 111 Tahun 2016
35 [Kecamatan Cinere No. 111 Tahun 2016
36 [Kecamatan Cipayung No. 111 Tahun 2016
37 [Kecamatan Bojongsari No. 111 Tahun 2016
38 |Kecamatan Cilodong No. 111 Tahun 2016

SKPD sebagai entitas akuntansi berkewajiban menyusun laporan keuangan sebagai
bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran yang terdiri atas Neraca, Laporan
Perubahan Ekuitas (LPE), Laporan Operasional (LO), Laporan Realisasi Anggaran
(LRA) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Laporan keuangan tersebut
kemudian akan dikonsolidasikan menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Kota
Depok.
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G.4.3. Basis Akuntansi yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Kebijakan akuntansi dan pelaporan yang digunakan oleh Pemerintah Kota Depok
mengacu kepada:

1.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4438);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan
Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Permendagri
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008
Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun
2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 11 Tahun
2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kota Depok Tahun 2014 Nomor 04);
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pengelolaan
Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2018 Nomor 11);

Peraturan Wali Kota Depok Nomor 34 Tahun 2009 tentang Sistem dan Prosedur
Pengelolaan Keuangan (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2009 Nomor 34)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Depok Nomor 45 Tahun
2014 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Depok Nomor 34 Tahun 2009
tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan (Berita Daerah Kota Depok
Tahun 2014 Nomor 45);

Peraturan Wali Kota Depok Nomor 51 Tahun 2010 tentang Kebijakan
Kapitalisasi Aset Pemerintah Kota Depok (Berita Daerah Kota Depok Tahun
2010 Nomor 51);

Peraturan Wali Kota Depok Nomor 07 Tahun 2014 tentang Tata Cara
Penghapusan dan Penyisihan Piutang Pajak Daerah, sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Peraturan Wali Kota Depok Nomor 74 Tahun 2016 tentang Tata
Cara Penghapusan, Koreksi dan Penyisihan Piutang Pajak Daerah (Berita
Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 74);

Peraturan Wali Kota Depok Nomor 08 Tahun 2014 tentang Pedoman
Penyusutan Barang Milik Daerah Berupa Aset Tetap Pada Pemerintah Kota
Depok, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Wali Kota Depok
Nomor 75 Tahun 2016 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Wali Kota
Depok Nomor 08 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusutan Barang Milik
Daerah Berupa Aset Tetap Pada Pemerintah Kota Depok (Berita Daerah Kota
Depok Tahun 2016 Nomor 75);

Peraturan Wali Kota Depok Nomor 20 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi
Pemerintah Kota Depok sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota
Depok Nomor 83 Tahun 2020 tentang Perubahan keempat atas Peraturan Wali
Kota Nomor 20 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota
Depok (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2020 Nomor 84);

Peraturan Wali Kota Depok Nomor 21 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi
Pemerintah Kota Depok sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota
Depok Nomor 76 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota
Nomor 21 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kota Depok
(Berita Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 76);

Peraturan Wali Kota Depok Nomor 74 Tahun 2016 tentang Tata Cara
Penghapusan, Koreksi dan Penyisihan Piutang Pajak Daerah sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Wali Kota Depok Nomor 77 Tahun 2019 tentang
Perubahan atas Peraturan Wali Kota Depok Nomor 74 Tahun 2016 tentang Tata
Cara Penghapusan, Koreksi dan Penyisihan Piutang Pajak Daerah (Berita
Daerah Kota Depok Tahun 2019 Nomor 77);

Peraturan Wali Kota Depok Nomor 50 Tahun 2017 tentang Tata cara Penyisihan
Piutang Selain Pajak Daerah (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2017 Nomor
50);
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19. Peraturan Wali Kota Depok Nomor 51 Tahun 2017 tentang Sistem dan Prosedur
Pengelolaan Penerimaan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah yang tidak
melalui Rekening Kas Umum Daerah pada Pemerintah Kota Depok
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Depok Nomor 85 Tahun
2018 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Depok Nomor 51 Tahun
2017 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Penerimaan Penerimaan dan
Pengeluaran Daerah yang tidak melalui Rekening Kas Umum Daerah pada
Pemerintah Kota Depok (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2018 Nomor 85);

Prinsip-prinsip akuntansi yang penting, yang diterapkan secara konsisten dalam
penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Depok untuk tahun yang berakhir
sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019, adalah sebagai berikut:

1. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan adalah cash basis
untuk pengakuan pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi
Anggaran (LRA) dan accrual basis untuk pengakuan pendapatan operasional
dan beban pada Laporan Operasional (LO), dan untuk pengakuan aset,
kewajiban dan ekuitas pada Neraca.

Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode langsung dengan
mengelompokkan perubahan dalam kas dan setara kas kedalam Aktivitas
Operasi, Aktivitas Investasi, Aktivitas Pendanaan dan Aktivitas Transitoris.

2. Prinsip-Prinsip Penggabungan/Konsolidasi

Laporan Keuangan Pemerintah Kota Depok merupakan
penggabungan/konsolidasi laporan keuangan seluruh Unit/Satuan Kerja
Pengguna Anggaran/Pengguna Barang yang meliputi 38 SKPD yang terdiri atas
2 (dua) Sekretariat, 18 (delapan belas) Dinas, 3 (tiga) Badan, 13 (tiga belas)
Kantor, 1 (satu) RSUD dan 1 (satu) Inspektorat, termasuk didalamnya satu
SKPD vyang telah menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan
Umum Daerah (PPK-BLUD) yaitu RSUD Kota Depok dan 11 Unit Pelaksana
Teknis (UPT) yaitu 38 Puskesmas pada 11 Kecamatan di wilayah Kota Depok
dengan rincian dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel : Sekretariat Kota Depok TA 2020

No. SKPD SKPD
1 |Sekretariat Daerah .
2 |Sekretariat DPRD 2 Sekrefariat
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Tabel : Dinas Kota Depok TA 2020

No. SKPD SKPD
1 |Dinas Pendidikan
2 [Dinas Kesehatan
3 |Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4 |Dinas Perumahan dan Permukiman
5 |Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
6 [Dinas Sosial 18 Dinas
7 [Dinas Tenaga Kerja
Dinas Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat
8 [dan Keluarga
9 |Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
10 |Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
Tabel : Dinas Kota Depok TA 2020
11 |Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
12 |Dinas Perhubungan
13 |Dinas Komunikasi dan Informatka
14 |Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu .
. 18 Dinas
15 |Pintu
Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan
16 |Pariwisata
17 |Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
18 |Dinas Perdagangan dan Perindustrian
Tabel : Badan Kota Depok TA 2020
1 |Badan Keuangan Daerah
Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian
2 |Pengembangan Daerah 3 Badan
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber
3 |Daya Manusia
Tabel : Kantor Kota Depok TA 2020
1 |Satuan Polisi Pamong Praja
2 _|Kantor Kesatuan Bangsa dan Politk
3 |Kecamatan Beji
4 |Kecamatan Cimanggis
5 [Kecamatan Limo
6 |Kecamatan Pancoran Mas
7 |Kecamatan Sawangan 13 Kantor
8 [Kecamatan Sukmajaya
9 |Kecamatan Tapos
10 |Kecamatan Cinere
11 |Kecamatan Cipayung
12 |Kecamatan Bojongsari
13 |Kecamatan Cilodong
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Tabel : RSUD Kota Depok TA 2020

[ 1 |Rumah Sakit Umum Daerah | 1RSUD |
Tabel : Inspektorat Kota Depok TA 2020
| 1 |Inspektorat Daerah | 1 Inpekiorat |
Tabel : Puskesmas Kota Depok TA 2020
NO NAMA PUSKESMAS KECAMATAN
1 UPTD PUSKESMAS PANCORAN MAS
2 |UPTD PUSKESMAS DEPOK JAYA
3 |UPTD PUSKESMAS RANGKAPAN JAYA PANCORAN MAS
4 |UPTD PUSKESMAS MAMPANG
5 |UPTD PUSKESMAS SUKMAJAYA
6 [UPTD PUSKESMAS ABADI JAYA
7 |UPTD PUSKESMAS BAKTIJAYA SUKMAJAYA
8 |UPTD PUSKESMAS PONDOK SUKMAJAYA
9  |UPTD PUSKESMAS CIMANGGIS
10 |UPTD PUSKESMAS TUGU
11 |UPTD PUSKESMAS HARJAMUKTI
12 |UPTD PUSKESMAS PASIR GUNUNG SELATAN CIMANGGIS
13 |UPTD PUSKESMAS CISALAK PASAR
14 |UPTD PUSKESMAS MEKARSARI
15 |UPTD PUSKESMAS CINERE CINERE
16 |UPTD PUSKESMAS BOJONGSARI
17 |UPTD PUSKESMAS DUREN SERIBU BOJONGSARI
18 |UPTD PUSKESMAS BEJI
19 |UPTD PUSKESMAS TANAH BARU BEJI
20 |UPTD PUSKESMAS KEMIRI MUKA
21 |UPTD PUSKESMAS DEPOK UTARA
22 |UPTD PUSKESMAS TAPOS
23 |UPTD PUSKESMAS SUKATANI
24 |UPTD PUSKESMAS JATI JAJAR TAPOS
25 |UPTD PUSKESMAS CILANGKAP
26 |UPTD PUSKESMAS CIMPAEUN
27 |UPTD PUSKESMAS SUKAMAJU BARU
28 |UPTD PUSKESMAS SAWANGAN
29 |UPTD PUSKESMAS PASIR PUTIH
30 |UPTD PUSKESMAS KEDAUNG SAWANGAN
31 |UPTD PUSKESMAS PENGASINAN
32 |UPTD PUSKESMAS CINANGKA
33 |UPTD PUSKESMAS CIPAYUNG
34 |UPTD PUSKESMAS RATU JAYA CIPAYUNG
35 |UPTD PUSKESMAS CILODONG
36 |UPTD PUSKESMAS VILLA PERTIW CILODONG
37 |UPTD PUSKESMAS KALI MULYA
38 |UPTD PUSKESMAS LIMO LIMO
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G.4.4.

Pengaruh dari seluruh transaksi dan saldo yang material antar Unit/Satuan Kerja
telah dieliminasi dalam penyajian laporan keuangan gabungan. Kebijakan
akuntansi yang dipakai dalam penyajian laporan keuangan gabungan telah
diterapkan secara konsisten oleh semua Unit/Satuan Kerja, kecuali dinyatakan
secara khusus.

Laporan keuangan Perusahaan Daerah yang seluruh atau sebagian modalnya
dimiliki oleh Pemerintah Kota Depok, dan yang merupakan Kekayaan Daerah
yang Dipisahkan, tidak dikonsolidasikan dalam laporan keuangan ini.

Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Pengakuan dalam akuntansi adalah proses penetapan terpenuhinya Kkriteria
pencatatan suatu kejadian atau peristiwa dalam catatan akuntansi sehingga akan
menjadi bagian yang melengkapi unsur pendapatan, belanja, pembiayaan, aset,
kewajiban dan ekuitas dana sebagaimana termuat pada laporan keuangan
Pemerintah Kota Depok. Pengakuan diwujudkan dalam pencatatan jumlah uang
terhadap pos-pos laporan keuangan yang terpengaruh oleh kejadian atau peristiwa
terkait.

Kriteria minimum yang perlu dipenuhi oleh suatu kejadian untuk diakui yaitu :

1. Terdapat kemungkinan bahwa manfaat ekonomi yang berkaitan dengan kejadian
atau peristiwa tersebut akan mengalir keluar dari atau masuk ke dalam entitas
Pemerintah Kota Depok;

2. Kejadian atau peristiwa tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur
atau diestimasi dengan andal.

Adapun basis pengakuan yang menjadi kebijakan dalam pencatatan dan pelaporan
keuangan adalah:

1. Pendapatan LRA

Pendapatan-LRA menurut basis kas diakui pada saat diterima di rekening kas
umum daerah atau entitas pelaporan.

2. Belanja

Belanja menurut basis kas diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening
kas umum daerah atau entitas pelaporan. Khusus pengeluaran melalui bendahara
pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas
pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi
perbendaharaan.

3. Pembiayaan

Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan Pemerintah Kota Depok, baik
penerimaan maupun pengeluaran yang perlu dibayar atau akan diterima kembali,
yang dalam penganggaran terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau
memanfaatkan surplus anggaran. Pembiayaan diakui pada saat kas diterima pada
Kas Daerah serta pada saat terjadinya pengeluaran kas dari Kas Daerah.
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4. Pendapatan LO

Pendapatan-LO adalah hak Pemerintah Kota Depok yang diakui sebagai
penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak
perlu dibayar kembali. Laporan Operasional melaporkan pendapatan yang
menjadi tanggung jawab dan wewenang entitas pelaporan dan entitas akuntansi,
baik yang dihasilkan oleh transaksi operasional, non operasional dan pos luar
biasa yang meningkatkan ekuitas entitas pelaporan dan entitas akuntansi.

Kebijakan Akuntansi :

a. Pendapatan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah oleh
Bendahara Umum Daerah (BUD) atau oleh SKPD atau entitas lain diluar
Pemerintah Daerah atas nama BUD.

b. Pendapatan yang diterima oleh Bendahara Penerimaan di SKPD yang belum
disetor ke Kas Daerah pada akhir tahun buku dicatat sebagai kas Bendahara
Penerimaan dengan akun pasangan Pendapatan.

c. Penerimaan Pendapatan dalam bentuk barang dan jasa diakui pada saat serah
terima barang dan jasa dilakukan (BA serah terima barang dan jasa) sebesar
nilai yang tercantum dalam BA serah terima. Apabila dalam BA serah terima
tidak dicantumkan nilai barang dan jasa tersebut, maka dapat dilakukan
penaksiran atas nilai barang dan jasa yang bersangkutan.

d. Akuntansi Pendapatan dilaksanakan berdasarkan asas bruto yaitu dengan
membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah
dikompensasikan dengan pengeluaran).

e. Dalam hal besaran pengurang Pendapatan LRA terhadap bruto (biaya)
bersifat variable terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan
terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka azas bruto dapat
dikecualikan.

f. Bagi SKPD yang pendapatannya belum digunakan langsung (misal BLUD),
maka pendapatan diakui pada saat SKPD tersebut melaporkan pendapatan
dan penggunaannya kepada BUD. Pada saat yang sama BUD membebani
anggaran belanja SKPD tersebut sebesar penggunaan Pendapatannya.

g. Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang (recurring) atas penerimaan
pendapatan pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya
dibukukan sebagai pengurang pendapatan.

h. Koreksi kesalahan yang sifatnya tidak berulang (non-recurring) atas posisi
kas atau tidak, dibukukan sebagai pembetulan pada akun yang bersangkutan
pada periode yang sama.

i. Koreksi kesalahan yang sifatnya tidak berulang (non-recurring) atas
pendapatan, yang terjadi pada periode periode sebelumnya, yang menambah
saldo kas, dibukukan sebagai penambah saldo kas dan ekuitas dana lancar
pada periode ditemukannya koreksi kesalahan tersebut.
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J. Koreksi kesalahan yang sifatnya berulang (non-recurring) atas pendapatan,
yang terjadi pada periode periode sebelumnya, yang mengurangi saldo kas,
dibukukan sebagai pengurang saldo kas dan ekuitas dana lancar pada periode
ditemukannya koreksi kesalahan tersebut.

k. Entitas pelaporan menyajikan klasifikasi pendapatan menurut jenis
pendapatan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan rincian lebih lanjut jenis
pendapatan disajikan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

5. Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode
pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau
konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban diakui pada saat terjadinya
peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah daerah tanpa diikuti keluarnya kas
dari Kas Daerah.

6. Pendapatan dan Belanja Non RKUD

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Depok Nomor 51 Tahun 2017 tentang Sistem
dan Prosedur Pengelolaan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah yang tidak
melalui Rekening Kas Umum Daerah pada Pemerintah Kota Depok diatur
sebagai berikut:

a. Pencatatan anggaran pendapatan dan belanja yang tidak melalui RKUD
dapat dilakukan:

1) Dalam hal sampai berakhirnya tahun anggaran terdapat sisa dana yang
tanpa melalui RKUD dicatat sebagai Sisa Lebih Pembiayaan tahun
berkenaan dan selanjutnya digunakan pada tahun anggaran berikutnya.

2) Sisa saldo tahun lalu dicatat sebagai belanja pada tahun berikutnya.

3) Dalam hal terdapat bunga dan/atau jasa giro dalam pengelolaan dana
tanpa melalui RKUD, maka bunga dan/atau jasa giro tersebut menambah
pendapatan dana tanpa melalui RKUD pada tahun anggaran berkenaan
dan dapat langsung digunakan untuk pelayanan.

4) Dalam hal terdapat bunga dan/atau jasa giro dalam pengelolaan Dana
BOS, bunga dan/atau jasa giro tersebut dipindahbukukan ke RKUD Kota
sesuai peraturan perundang-undangan.

b. Berdasarkan laporan realisasi pendapatan dan belanja dana tanpa melalui
RKUD, kepada perangkat daerah menyampaikan Surat permintaan
pengesahan pendapatan dan belanja (SP3B) kepada PPKD. Lalu berdasarkan
SP3B tersebut, PPKD selaku Bendahara Umum Daerah menerbitkan Surat
Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP2B).

c. Dalam hal dana tanpa melalui RKUD belum dianggarkan dalam APBD
Tahun Anggaran berjalan, maka untuk memenuhi prinsip transparansi dan
akuntabilitas, pendapatan dan belanja tanpa melalui RKUD paling sedikit
disajikan dalam Laporan Operasional dan CaLK.
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7. Penyisihan Piutang

Penyisihan piutang dilakukan berdasarkan penggolongan kualitas piutang yang
diatur dalam Peraturan Wali Kota Depok Nomor 74 Tahun 2016 tentang Tata
Cara Penghapusan, Koreksi dan Penyisihan Piutang Pajak Daerah, sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Peraturan Wali Kota Depok Nomor 77 Tahun 2020
tentang Tata Cara Penghapusan, Koreksi dan Penyisihan Piutang Pajak Daerah
sebagai berikut:

a.

Penyisihan piutang dilakukan sesuai besaran tarif penyisihan piutang
berdasarkan penggolongan kualitas piutang;

Penggolongan kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh
tempo/umur piutang dan perkembangan upaya penagihan yang dilakukan
oleh Pemerintah Daerah;

Kualitas piutang dikelompokkan menjadi 4 klasifikasi:

1) Kualitas piutang lancar, dimana umur piutang dibawah 1(satu) tahun
dengan besaran penyisihan piutang sebesar 0,5%;

2) Kualitas piutang kurang lancar, umur piutang 1(satu) sampai dengan 2
(dua) tahun dengan besaran penyisihan piutang sebesar 10% setelah
dikurangi nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);

3) Kualitas piutang diragukan, umur piutang lebih dari 2(dua) tahun sampai
dengan 5 (lima) tahun dengan besaran penyisihan piutang sebesar 50%
setelah dikurangi nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);

4) Kualitas piutang macet, lebih dari 5 tahun dengan besaran penyisihan
piutang sebesar 0,5% setelah dikurangi nilai agunan atau nilai barang
sitaan (jika ada);

Penggolongan kualitas piutang dipilah berdasarkan cara pemungutannya :
1) Pajak dibayar sendiri oleh Wajib Pajak (Self Assessment);
2) Pajak ditetapkan oleh Pemerintah Daerah (Official Assessment)

Penyisihan Piutang selain Pajak Daerah diatur dalam Peraturan Wali Kota
Depok Nomor 50 Tahun 2017, sebagai berikut:

a.

Kualitas lancar, dengan kriteria umur piutang kurang dari 1 tahun dengan
estimasi penyisihan sebesar 0,5%;

Kualitas kurang lancar, dengan kriteria umur piutang 1 s.d. 2 tahun dengan
estimasi penyisihan sebesar 10%;

Kualitas diragukan, dengan kriteria umur piutang 3 s.d. 5 tahun dengan
estimasi penyisihan sebesar 50%;

Kualitas macet, dengan kriteria umur piutang diatas 5 tahun dengan estimasi
penyisihan sebesar 100%.
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Pencatatan penyisihan piutang selain pajak daerah meliputi:
a. Beban penyisihan piutang yang disajikan dalam Laporan Operasional;

b. Penyisihan piutang tidak tertagih yang disajikan dalam Neraca.

8. Persediaan
Kriteria atas pengakuan persediaan adalah sebagai berikut:

a. Persediaan bahan baku dan perlengkapan yang dimiliki proyek swakelola
dan dibebankan ke suatu perkiraan aset untk konstruksi dalam pengerjaan,
tidak dimasukan sebagai persediaan;

b. Nilai persediaan yang digunakan adalah biaya perolehan persediaan yang
terakhir diperoleh;

c. Persediaan dalam kondisi rusak atau usang tidak dilaporkan dalam neraca,
tetapi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan;

d. Metode pencatatan menggunakan metode periodik, pengukuran pemakaian
persediaan dihitung berdasarkan inventarisasi fisik yaitu dengan cara saldo
awal persediaan ditambah pembelian atau perolehan persediaan dikurangi
dengan saldo akhir persediaan dikalikan nilai per unit sesuai dengan metode
penilaian;

e. Terhadap jenis persediaan yang membutuhkan pengendalian besar seperti
obat-obatan dapat menggunakan metode perpetual.

9. Aset

Aset diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh
Pemerintah Kota Depok dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur
dengan andal.

Aset dalam bentuk kas yang diperoleh Pemerintah Kota Depok antara lain
bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, pungutan hasil pemanfaatan
kekayaan negara, transfer dan setoran lain-lain, serta penerimaan pembiayaan
seperti hasil pinjaman ataupun penerimaan piutang PAD. Aset tidak diakui jika
pengeluaran telah terjadi dan manfaat ekonominya dipandang tidak mungkin
diperoleh Pemerintah Kota Depok setelah periode akuntansi berjalan.

Sejak Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2012 Pemerintah Kota Depok telah
menerapkan kebijakan kapitalisasi aset tetap sesuai dengan Peraturan Wali Kota
Depok Nomor 51 Tahun 2010 tentang Kebijakan Kapitalisasi Aset Pemerintah
Kota Depok sebagai berikut:

a. Kapitalisasi dapat dilakukan terhadap:

1) Pengadaan Tanah meliputi biaya pembebasan, pembayaran honor tim,
biaya pembuatan sertifikat, biaya pematangan, pengukuran dan
pengurugan, biaya perjalanan dan biaya lainnya yang terjadi berkenaan
dengan pengadaan asset tetap tersebut;
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2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

Pembelian Peralatan dan Mesin sampai siap pakai meliputi harga barang,
ongkos angkut, biaya asuransi, biaya pemasangan dan biaya selama masa
uji coba, biaya perjalanan dan biaya lainnya yang terjadi berkenaan
dengan pengadaan asset tetap tersebut;

Pembuatan Peralatan dan Mesin dan bangunannya yang dilaksanakan
melalui kontrak berupa pengeluaran sebesar nilai kontrak ditambah biaya
perencanaan dan pengawasan, biaya perijinan dan jasa konsultasi, biaya
perjalanan dan biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembuatan
asset tetap tersebut;

Pembuatan Peralatan dan Mesin dan bangunannya yang dilaksanakan
secara swakelola berupa biaya langsung dan tidak langsung sampai siap
pakai meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan,
biaya perencanaan dan pengawasan dan biaya perijinan, biaya perjalanan
dan biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembuatan asset tetap
tersebut;

Pembangunan Gedung dan Bangunan yang dilaksanakan melalui kontrak
berupa pengeluaran nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan,
biaya perijinan, jasa konsultan, biaya pengosongan dan pembongkaran
bangunan lama, biaya perjalanan dan biaya lainnya yang terjadi
berkenaan dengan pengadaan asset tetap tersebut;

Pembangunan Gedung dan Bangunan vyang dilaksanakan secara
swakelola berupa biaya langsung dan biaya tidak langsung sampai siap
pakai meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan,
biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perijinan, biaya pengosongan
dan pembongkaran bangunan lama, biaya perjalanan dan biaya lainnya
yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut;

Pembangunan Jalan, Irigasi dan Jaringan yang dilaksanakan melalui
kontrak berupa nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya
perijinan, jasa konsultan, biaya pengosongan dan pembongkaran
bangunan yang ada diatas tanah yang diperuntukan untuk keperluan
pembangunan, biaya perjalanan dan biaya lainnya yang berkenaan
dengan pembangunan asset tetap tersebut;

Pembangunan Jalan, Irigasi dan Jaringan yang dilaksanakan secara
swakelola berupa biaya langsung dan biaya tidak langsung sampai siap
pakai meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan,
biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perijinan, biaya pengosongan
dan pembongkaran bangunan yang ada diatas tanah yang diperuntukan
untuk keperluan pembangunan, biaya perjalanan dan biaya lainnya yang
terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut;

Pembelian Aset Tetap Lainnya sampai siap pakai meliputi harga
kontrak/beli, ongkos angkut, biaya asuransi, biaya perjalanan dan biaya
lainnya yang terjadi berkenaan dengan pengadaan asset tetap tersebut;
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10) Pembangunan/pembuatan Aset Tetap Lainnya yang dilaksanakan
melalui kontrak berupa nilai kontrak, biaya perencanaan dan
pengawasan, biaya perijinan;

11) Pembangunan/pembuatan Aset Tetap Lainnya yang dilaksanakan secara
swakelola berupa biaya langsung dan biaya tidak langsung sampai siap
pakai meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan,
biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perijinan, dan jasa konsultan.

b. Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap meliputi:

1) Pengeluaran untuk satuan Peralatan dan Mesin dan/atau alat olahraga
yang sama dengan atau lebih besar dari Rp400.000,00 (empat ratus ribu
rupiah);

2) Pengeluaran untuk Gedung dan Bangunan yang sama dengan atau lebih
besar dari Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

3) Nilai satuan minimum Kkapitalisasi aset tetap dikecualikan terhadap
pengeluaran untuk Tanah, Jalan, Irigasi dan Jaringan, dan Aset Tetap
Lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

Selain itu sesuai dengan Peraturan Wali Kota Depok Nomor 53 tahun 2015
tentang Pedoman Amortisasi barang Milik Daerah berupa Aset Tak Berwujud
pada Pemerintah Kota Depok diatur sebagai berikut:

a. Amortisasi hanya dilakukan terhadap Aset Tak Berwujud berupa sistem
aplikasi yang dibangun dan dimiliki sendiri;

b. Amortisasi tidak dilakukan terhadap:

1) Piranti lunak (software) yang sudah termasuk dalam komputer maupun
yang dibeli terpisah dari komputer;

2) Aset tak berwujud dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang
sah dan telah diusulkan kepada pengelola barang untuk dilakukan
penghapusan.

3) Aset tak berwujud dalam kondisi rusak berat dan / atau usang yang telah
diusulkan kepada pengelola barang untuk dilakukan penghapusan.

c. Amortisasi dilakukan tanpa memperhitungkan adanya nilai residu;

d. Aset Tak Berwujud Pemerintah Kota Depok yang tidak diketahui tahun
perolehannya dikategorikan sebagai Aset Tak Berwujud Pemerintah Kota
Depok Tahun 2002;

e. Masa manfaat asset tak berwujud berupa sistem aplikasi yang dibangun dan
dimiliki sendiri dengan masa manfaat 5 (lima) tahun, dengan memperhatikan
factor perkiraan daya pakai dan tingkat keusangan dari naset tak berwujud
yang bersangkutan;

f.  Amortisasi asset tak berwujud dilakukan dengan menggunakan metode garis
lurus, dengan mengalokasikan nilai yang dapat diamortisasi dari aset tak
berwujud secara merata setiap tahun selama masa manfaat.
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G.4.5.

10. Pengakuan Kewajiban

Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya
ekonomi akan dilakukan atau telah dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban
yang ada sekarang, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai
penyelesaian yang dapat diukur dengan andal. Kewajiban diakui pada saat dana
pinjaman diterima atau pada saat kewajiban timbul.

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan
memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan Pemerintah Kota Depok.
Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan menggunakan nilai historis. Aset
dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas atau sebesar nilai wajar dari
imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut dan kewajiban dicatat
sebesar nilai rupiah.

11. Ekuitas

Ekuitas merupakan kekayaan bersih Pemerintah Kota Depok, yaitu selisih antara
aset dan kewajiban Pemerintah Kota Depok.

Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada
Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan

Dalam hal penerapan kebijakan akuntansi, Pemerintah Kota Depok mengacu pada
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan dan sampai dengan laporan ini dibuat telah mempunyai suatu
Peraturan Wali Kota yang terkait penerapan Sistem Akuntansi berbasis akrual, yaitu
Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 04 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Perda
Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah,
Peraturan Wali Kota Depok Nomor 20 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi
Pemerintah Kota Depok sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota
Depok Nomor 83 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Wali Kota
Nomor 20 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Depok dan
Peraturan Wali Kota Depok Nomor 21 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi
Pemerintah Kota Depok.

Untuk penyeragaman atas laporan keuangan SKPD, Pemerintah Kota Depok telah
menerbitkan Surat Edaran (SE) Wali Kota terkait dengan penyusunan dan penyajian
laporan keuangan pada SKPD dan tahun 2020 ini merupakan tahun keenam
diberlakukannya Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual.
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G.5.1.

BAB V
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah Rencana Keuangan
Tahunan Pemerintah Daerah yang telah dibahas dan disetujui oleh DPRD, dan
ditetapkan dengan Peraturan Daerah setelah dievaluasi oleh Pemerintah Propinsi Jawa
Barat. APBD Pemerintah Kota Depok Tahun Anggaran 2020 ditetapkan melalui
Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 dan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020
ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020. Dalam pelaksanaan
APBD terdapat beberapa penyesuaian yang ditetapkan melalui Peraturan Walikota
tentang Perubahan atas Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD Tahun 2020.
Perubahan yang dilaksanakan dapat dilakukan mendahului APBD Perubahan, untuk
selanjutnya dituangkan dalam Perda APBD Perubahan. Untuk penyesuaian yang perlu
dilakukan setelah dilaksanakannya Perubahan APBD, maka cukup dituangkan dalam
Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Pemerintah Daerah. Perubahan dan
Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Depok Tahun 2020
dengan rincian sebagai berikut :

DAFTAR PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN WALIKOTA TENTANG APBD KOTA DEPOK TAHUN ANGGARAN 2020

JENIS PERATURAN TANGGAL PERIHAL

Perwal Kota Depok Nomor 75 Tahun 2019 |05 Februari 2020

Perda Kota Depok Nomor 07 Tahun 2019 |16 Desember 2019 {Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020
Perwal Koa Depok Nomor 75 Tahun 2019 17 Desember 2019 | Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020

Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020
Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Wali Kota Depok Nomor 8 Tahun 2020
Tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Depok Nomor 75 Tahun 2019 Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020

Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020

Perwal Kota Depok Nomor 75 Tahun 2019 {24 Maret2020

Perwal Kota Depok Nomor 75 Tahun 2019 |27 April 2020

Perwal Kota Depok Nomor 75 Tahun 2019 (23 Juli 2020

Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah, Terakhir Dengan Peraturan Wali Kota Depok
Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Depok Nomor 75
Tahun 2019 Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020

Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020
Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah, Terakhir Dengan Peraturan Wali Kota Depok
Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kefiga Atas Peraturan Wali Kota Depok Nomor 75
Tahun 2019 Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020

Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020
Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah, Terakhir Dengan Peraturan Wali Kota Depok

Perwal Kota Depok Nomor 75 Tahun 2019 {18 Juni 2020 Nomor 40 Tahun 2020 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Wali Kota Depok Nomor

75 Tahun 2019 Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2020

Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020
Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah, Terakhir Dengan Peraturan Wali Kota Depok
Nomor 50 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Wali Kota Depok Nomor 75
Tahun 2019 Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020
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JENIS PERATURAN TANGGAL PERIHAL

Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020
Sehagaimana Telah Beberapa Kali Diubah, Terakhir Dengan Peraturan Wali Kota Depok
Perwal Kota Depok Nomor 75 Tahun 2019 {01 September 2020 |Nomor 58 Tahun 2020 Tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Wali Kota Depok Nomor
75 Tahun 2019 Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2020

Perda Kota Depok Nomor 06 Tahun 2020 ~ {10 November 2020 | Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020
Perwal Kot Depok Nomor 77 Tahun 2020 |10 Novermber 2020 ;g;(t)ang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
Tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Depok Nomor 77 Tahun 2020 Tentang

Perwal Kota Depok Nomor 78 Tahun 2020 |16 D 202
envl Ko Depok Nomor 78 Tahun 2020 16 Desember 2020 Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020

Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan satu kesatuan
yang terdiri dari Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan. Semua
pendapatan, belanja dan pembiayaan dianggarkan dan dicatat berdasarkan azas bruto.

G.5.1.1. PENDAPATAN

Pendapatan - LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang
menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan
yang menjadi hak pemerintah daerah dan tidak perlu dibayar kembali oleh
pemerintah daerah. Pendapatan diakui pada saat diterima pada kas di bendahara
penerimaan dan rekening kas daerah berdasarkan azas bruto, yaitu dengan
membukukan penerimaan bruto atau nilai nominal yang tertera pada dokumen bukti
penerimaan atau dokumen lainnya yang dipersamakan sesuai dengan poshya
masing-masing, dan tidak mencatat jumlah netonya atau setelah dikompensasikan
dengan pengeluaran.

Pengakuan pendapatan pada tahun anggaran berjalan dicatat berdasarkan jumlah kas
yang diterima. Apabila, pada akhir tahun anggaran terdapat pendapatan yang telah
menjadi hak namun sampai dengan akhir tahun anggaran tidak terdapat realisasi
penerimaan ke kas daerah, maka dicatat di Neraca sebagai Piutang dan menambah
Ekuitas.

Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang (recurring) atas penerimaan
pendapatan pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan
sebagai pengurang pendapatan. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak
berulang (non-recurring) atas penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode
penerimaan pendapatan dibukukan sebagai pengurang pendapatan pada periode
yang sama. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (non-recurring)
atas penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan
sebagai pengurang Ekuitas pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian
tersebut.

Sumber pendapatan daerah terdiri atas:

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu hasil penerimaan atas Pajak Daerah,
Retribusi Daerah, Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain
PAD yang Sah;
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b. Pendapatan Transfer, yaitu dana yang di transfer dari pemerintah pusat dan
provinsi berupa bagian daerah dari Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Bukan Pajak,
Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus;

c. Lain-lain Pendapatan yang Sah terdiri dari pendapatan hibah, dana darurat dan
pendapatan lainnya yang ditentukan pemerintah.

Realisasi Pendapatan TA 2020 adalah sebesar Rp3.059.775.185.315,00 atau sebesar
99,51% dari anggaran sebesar Rp3.074.802.282.633,80. Realisasi tersebut
mengalami kenaikan sebesar Rp176.502.621.077,00 atau 5,45% dari realisasi
pendapatan tahun sebelumnya sebesar Rp3.236.277.806.392,00 dengan rincian
sebagai berikut.

Tabel 5.1
Anggaran dan Realisasi Pendapatan TA 2020 dan 2019

No. Uraian Anggaran 2020 (Rp) [ Realisasi 2020 (Rp) % Realisasi 2019 (Rp)
1 _|Pendapatan Asli Daerah (PAD) 1.140.891.422.838,80 | 1.214.939.201.530,00 | 106,49 | 1.293.003.769.037,00
2 |Pendapatan Transfer 1.778.868.163.795,00 | 1.692.035.384.452,00 | 95,12 | 1.758.865.812.107,00
3 _[Lain-Lain Pendapatan Yang Sah 155.042.696.000,00 152.800.599.333,00 | 98,55 184.408.225.248,00

Jumlah| 3.074.802.282.633,80 | 3.059.775.185.315,00 | 99,51 | 3.236.277.806.392,00

G.5.1.1.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai
penambah nilai kekayaan bersih. PAD TA 2020 dianggarkan sebesar
Rp1.140.891.422.838,80 dengan realisasi sebesar Rpl1.214.939.201.530,00 atau
106,49% dari anggaran. Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar
Rp78.064.567.507,00 atau 6,04% dari realisasi tahun sebelumnya sebesar
Rp1.293.003.769.037,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.2

Anggaran dan Realisasi PAD TA 2020 dan 2019

No. Uraian Anggaran 2020 (Rp) | Realisasi 2020 (Rp) % Realisasi 2019 (Rp)
1 [Pendapatan Pajak Daerah 899.112.226.167,00 949.575.773.211,00 [ 105,61 | 1.018.129.612.075,00
2 |Pendapatan Retribusi Daerah 34.873.739.686,00 38.183.011.839,00 | 109,49 40.835.247.582,00

Pendapatan Hasil Pengelolaan
3 |Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan 24.283.705.171,00 8.816.976.722,00 | 36,31 21.701.132.428,00
4 |Lain-Lain PAD Yang Sah 182.621.751.814,80 218.363.439.758,00 | 119,57 212.337.776.952,00
Jumlah| 1.140.891.422.838,80 | 1.214.939.201.530,00 | 106,49 | 1.293.003.769.037,00

Kontribusi PAD Kota Depok TA 2020 adalah sebesar 39,71% dari total Pendapatan
Daerah, atau sudah mulai dapat dikategorikan sebagai kelompok daerah mandiri.
Meskipun untuk pengeluaran belanja pegawainya masih bergantung terhadap
transfer Dana Perimbangan Pemerintah Pusat, namun realisasi PAD Kota Depok
pada TA 2020 telah dapat mengimbangi nilai transfer Dana Perimbangan yaitu
mencapai 102,20% dari total transfer Dana Perimbangan yang diterima. Dengan
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demikian ketergantungan keuangan Pemerintah Kota Depok terhadap Pemerintah
Pusat sudah mulai berkurang namun belum sepenuhnya mandiri.

Komposisi PAD terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan
Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain PAD yang Sah sebagaimana yang
tertera pada tabel di atas.

Dari  komposisi

penerimaan PAD sebesar

Rp1.214.939.201.530,00 yang

memberikan kontribusi terbesar adalah Pendapatan Pajak Daerah yaitu sebesar
Rp949.575.773.211,00 atau 78,16%, diikuti Lain-lain PAD yang Sah sebesar
Rp218.363.439.758,00 atau 17,97% dari total PAD.

G.5.1.1.1.1. Pendapatan Pajak Daerah

Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dikenakan terhadap orang pribadi atau
badan tanpa imbalan langsung dan bersifat memaksa sesuai peraturan perundang-
undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan
pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.

Anggaran

Pendapatan

Pajak

Daerah

TA 2020

adalah

sebesar

Rp899.112.226.167,00 dengan realisasi sebesar Rp949.575.773.211,00 atau
105,61% dari anggaran, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.3
Anggaran dan Realisasi Pajak Daerah TA 2020 dan 2019

No. Jenis Pajak Daerah Anggaran 2020 (Rp) | Realisasi 2020 (Rp) % Realisasi 2019 (Rp)
1 [Pajak Hotel 7.500.000.000,00 9.361.392.706,00 | 124,82 19.334.983.691,00
2 |Pajak Restoran 131.000.000.000,00 143.298.280.188,00 | 109,39 202.743.727.278,00
3 |Pajak Hiburan 19.733.681.908,00 9.891.080.404,00 | 50,12 29.611.945.201,00
4 |Pajak Reklame 25.413.318.204,00 28.672.891.179,00 | 112,83 20.006.780.752,00
5 |Pajak Penerangan Jalan 105.532.357.765,00 107.430.537.906,00 | 101,80 101.973.307.355,00
6 |Pajak Parkir 8.600.000.000,00 8.895.602.522,00 | 103,44 16.224.074.558,00
7 |Pajak Air Tanah 8.850.000.000,00 9.906.293.634,00 | 111,94 5.974.950.385,00

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan
8 |dan Bangunan 264.482.868.290,00 274.233.365.292,00 | 103,69 295.359.708.643,00
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan
9 |Bangunan 328.000.000.000,00 357.886.329.380,00 [ 109,11 326.900.134.212,00
Jumlah|  899.112.226.167,00 949.575.773.211,00 | 105,61 | 1.018.129.612.075,00

Mekanisme pemungutan pajak yang diterapkan pada Pemerintah Kota Depok
pada Tahun 2020 vyaitu sistem self assessment dan official assessment.
Pemungutan pajak dengan sistem self assessment memberikan kewenangan
kepada wajib pajak untuk menghitung sendiri besarnya pajak terutang, diterapkan
atas Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Parkir dan Pajak
Pemungutan pajak dengan sistem official assessment
memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk menentukan besarnya
pajak terutang, diterapkan atas Pajak Reklame, Pajak Air Tanah, PBB-P2 dan

Penerangan Jalan.

BPHTB.

Realisasi penerimaan Pajak Daerah TA 2020 sebesar Rp949.575.773.211,00
mengalami penurunan sebesar Rp68.553.838.864,00 atau 6,73% dari realisasi
tahun sebelumnya sebesar Rp1.018.129.612.075,00. Realisasi penerimaan Pajak
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G.5.1.1.1.2.

Daerah TA 2020 terdiri atas 9 jenis pajak dengan kontribusi pendapatan pajak
terbesar berasal dari BPHTB sebesar 37,69% diikuti PBB-P2 sebesar 28,88% dan
Pajak Restoran sebesar 15,09% dari total realisasi penerimaan pajak daerah.

Pendapatan Retribusi Daerah

Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau
pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh

pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Anggaran  Pendapatan  Retribusi

Rp34.873.739.686,00 dengan

Daerah TA 2020
realisasi sebesar Rp38.183.011.839,00 atau

109,79% dari anggaran, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.4

adalah  sebesar

Anggaran dan Realisasi Retribusi Daerah TA 2020 dan 2019

No. Jenis Retribusi Anggaran 2020 (Rp) | Realisasi 2020 (Rp) % Realisasi 2019 (Rp)
| |Retribusi Jasa Umum 11.646.087.900,00 12.868.982.800,00 | 110,50 10.356.059.040,00
1|Pelayanan Persampahan/Kebersihan 5.002.800.000,00 5.599.711.700,00 [ 111,93 2.137.922.500,00
Pelayanan Pemakaman dan
2 |Pengabuan Mayat 580.000.000,00 1.044.525.000,00 [ 180,09 576.750.000,00
3 |Pelayanan Pasar 3.145.770.000,00 3.674.716.000,00 | 116,81 4.367.232.500,00
4 |Pengujian Kendaraan Bermotor 1.573.610.000,00 1.094.736.000,00 | 69,57 2.028.457.600,00
Pemeriksaan Alat Pemadam
5 |Kebakaran 286.000.000,00 292.504.000,00 | 102,27 264.464.000,00
Penyediaan dan/atau Penyedotan
6 |Kakus 577.075.200,00 634.905.000,00 [ 110,02 668.140.000,00
7 |Pengendalian Menara Telekomunikasi 350.000.000,00 357.938.100,00 | 102,27 187.803.440,00
8 [Pelayanan Tera/Tera Ulang 117.307.500,00 158.315.500,00 | 134,96 125.289.000,00
9 [Pelayanan Lanoratorium Lingkungan 13.525.200,00 11.631.500,00 | 86,00
Il [Retribusi Jasa Usaha 2.725.671.786,00 2.558.507.839,00 | 93,87 4.000.060.942,00
1|Pemakaian Kekayaan Daerah 895.321.786,00 914.947.839,00 | 102,19 1.211.644.442,00
2 |Terminal 859.210.000,00 664.244.000,00 [ 77,31 1.210.806.500,00
3| Tempat Khusus Parkir 300.140.000,00 303.676.000,00 [ 101,18 853.800.000,00
4 [Rumah Potong Hewan 671.000.000,00 675.640.000,00 [ 100,69 723.810.000,00
[l |Retribusi Perijinan Tertentu 20.501.980.000,00 22.755.521.200,00 | 110,99 26.479.127.600,00
1|lzin Mendirikan Bangunan 20.000.000.000,00 22.221.637.200,00 | 111,11 25.974.792.100,00
2|lzin Trayek 91.100.000,00 37.728.000,00 | 41,41 106.023.000,00
3 |Izin Mempekerjakan Tenaga Asing 410.880.000,00 496.156.000,00 | 120,75 398.312.500,00
Jumlah 34.873.739.686,00 38.183.011.839,00 | 109,49 40.835.247.582,00

Realisasi penerimaan Retribusi Daerah TA 2020 sebesar Rp38.183.011.839,00
mengalami penurunan sebesar Rp2.652.235.743,00 atau 6,49% dari realisasi
tahun sebelumnya sebesar Rp40.835.247.582,00. Realisasi penerimaan Retribusi
Daerah TA 2020 terdiri atas 17 jenis retribusi yang dikategorikan menjadi 3 jenis
retribusi secara umum yaitu Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan
Retribusi Perijinan Tertentu.
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G.5.1.1.13.

Kontribusi pendapatan retribusi terbesar secara umum berasal dari Retribusi
Perijinan Tertentu sebesar 58,20% dengan penyumbang kontribusi terbesar
berasal dari Retribusi IMB sebesar 63,61%, diikuti Retribusi Jasa Umum sebesar
33,70% dengan penyumbang kontribusi terbesar berasal dari Retribusi Pelayanan
Persampahan dan Kebersihan sebesar 14,67% dan terakhir Retribusi Jasa Usaha
sebesar 6,70% dengan penyumbang kontribusi terbesar berasal dari Retribusi
Kekayaan Daerah sebesar 2,40%.

Atas 17 jenis retribusi yang dikelola Pemerintah kota Depok pada 11 SKPD
pengelola, terdapat 4 jenis retribusi yang tidak mencapai target yang telah
ditetapkan yaitu Pengujian Kendaraan Bermotor, Pelayanan Laboratorium
Lingkungan, Terminal dan Izin Trayek Akibat dari adanya pandemic Covid-19,
hal ini berdampak menurunnya kegiatan perekonomian, dengan diberlakukannya
Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) berdasarkan Peraturan Meneteri
Kesehatan RI Nomor 9 Tahun 2020, maka sangat berpengaruh secara signifikan
terhadap perolehan Retribusi Daerah.

Rincian realisasi Retribusi Daerah per SKPD pengelola dapat dilihat pada
lampiran 1.

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan merupakan penerimaan
daerah yang berasal dari hasil perusahaan milik daerah atau pengelolaan kekayaan
daerah yang dipisahkan, terdiri dari penerimaan dari bagian laba BUMD atau
perusahaan daerah atau bagian laba hasil penyertaan modal daerah kepada pihak
ketiga.

Anggaran Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
Daerah TA 2020 adalah sebesar Rp24.283.705.171,00 dengan realisasi sebesar
Rp8.816.976.722,00 atau 36,31% dari anggaran, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.5

Anggaran dan Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan TA 2020 dan 2019

Jenis Hasil Pengelolaan Kekayaan

L 0 L

No. Daerah Yang Dipisahkan Anggaran 2020 (Rp) | Realisasi 2020 (Rp) % Realisasi 2019 (Rp)

1 |Bagian Laba Bank BJB 8.089.251.718,00 8.816.976.722,00 | 109,00 8.383.723.877,00
Bagian Laba PDAM Tirta Asasta Kota

2 |Depok 16.194.453.453,00 - 13.317.408.551,00

24.283.705.171,00 8.816.976.722,00 | 36,31 21.701.132.428,00

Penjelasan atas realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
Daerah TA 2020 adalah sebagai berikut.

1. Bagian Laba Bank BJB sebesar Rp8.816.976.722,00 merupakan bagian
dividen Tahun Buku 2020 atas laba yang diperoleh oleh PT Bank BJB yang
dibagikan kepada para pemegang saham. Nilai tersebut merupakan bagian
dividen yang diterima oleh Pemerintah Kota Depok atas kepemilikan saham
pada PT Bank Jabar Banten sebesar Rp30.367.329.710,00;
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2. Pada TA 2020 tidak terdapat penerimaan Realisasi Hasil Pengelolaan
Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan yang merupakan Bagian Laba PDAM
Tirta Asasta Kota Depok. Penjelasan saldo penyertaan modal dapat dilihat
pada penjelasan pos-pos neraca bagian G.5.3.1.2.2.1.

G.5.1.1.1.4. Lain-Lain PAD Yang Sah

Lain-lain PAD yang Sah merupakan penerimaan daerah yang tidak termasuk
dalam jenis pajak daerah, retribusi daerah, maupun hasil pengelolaan kekayaan
daerah yang dipisahkan. Termasuk dalam Lain-lain PAD yang Sah yaitu Hasil
Penjualan Aset Daerah, Penerimaan Jasa Giro, Bunga, TGR, Denda, BLUD, BOS
Pengembalian Kekurangan Pekerjaan dan Denda Keterlambatan dan Lain-lain
PAD yang Sah lainnya.

Lain-lain PAD yang Sah TA 2020 dianggarkan sebesar Rp182.621.751.814,80
dengan realisasi sebesar Rp218.363.439.758,00 atau 119,57%. Realisasi tersebut
mengalami kenaikan sebesar Rp6.025.662.806,00 atau 2,84% dari realisasi tahun
sebelumnya sebesar Rp212.337.776.952,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.6

Anggaran dan Realisasi Lain-Lain PAD Yang Sah TA 2020 dan 2019

No.| Jenis Lain-Lain PAD Yang Sah | Anggaran 2020 (Rp) | Realisasi 2020 (Rp) % Realisasi 2019 (Rp)
Hasil Penjualan Aset Daerah Yang
1 |Tidak Dipisahkan 15.000.000,00
Penerimaan Jasa Giro Rekening Kas
2 |Daerah 20.000.000.000,00 12.079.309.944,00 60,40 17.127.671.136,00
Penerimaan Jasa Giro Rekening
3 |Bendahara Pengeluaran 300.000.000,00 181.653.797,00 60,55 190.400.497,00
4 |Pendapatan Bunga Deposito 13.800.000.000,00 19.187.841.540,00 | 139,04 26.777.539.623,00
Penerimaan Gant Rugi Atas Kekayaan
5 |Daerah 262.822,00
Penerimaan Denda Atas
6 |Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan 984.838.496,00 -
7 |Penerimaan Denda Pajak 515.317.002,00 17.298.162.286,00
8 |Penerimaan Denda Retribusi 2.245.488.200,00 6.166.564.700,00
Pendapatan Jasa Layanan Umum
9 |BLUD RSUD 75.328.047.945,00 122.326.998.193,00 | 162,39 70.459.789.060,00
10 [Pendapatan BLUD UPT Puskesmas 55.198.199.977,80 53.245.089.580,00 96,46 60.254.604.868,00
11 [Penerimaan PAD Lainnya 17.995.503.892,00 7.581.640.184,00 42,13 14.063.044.782,00
Jumlah| 182.621.751.814,80 218.363.439.758,00 | 119,57 212.337.776.952,00

Penjelasan atas beberapa pos Lain-lain PAD yang Sah, adalah sebagai berikut:

1. Hasil Penjualan Aset Daerah yang tidak dipisahkan sebesar Rp15.000.000,00

selama tahun 2020;
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2. Penerimaan Jasa Giro Rekening Kas Daerah Nomor 0000667277001 pada Bank
BJB Cabang Depok sebesar Rp12.079.309.944,00 merupakan penerimaan jasa

giro selama tahun 2020;

3. Rekening Kas Daerah yang berasal dari Rekening Bendahara Pengeluaran pada 35

SKPD dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.7

an Penerimaan Jasa Giro di Rekening Kas Daerah Yang Berasal Dari Rekening Bendahara Pengeluaran OPD Tahur

No. SKPD Jasa Giro
1 |Dinas Pendidikan 40.017.399,00
2 [Dinas Kesehatan 8.308.392,00
3 |Rumah Sakit Umum Daerah 27.565.936,00
4 |Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 3.321.823,00
5 [Dinas Perumahan dan Permukiman 12.349.538,00
6 [Satuan Polisi Pamong Praja 1.361.557,00
7 |Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan 54.011.868,00
8 |Dinas Sosial 354.943,00
9 |Dinas Tenaga Kerja 95.291,00
10 |Dinas Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga 1.613.757,00
11 |Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan 2.172,00
12 |Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan 6.238.437,00
13 |Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 65.991,00
14 |Dinas Perhubungan 4.600.770,00
15 |Dinas Komunikasi dan Informatka 499.315,00
16 |Dinas Koperasi dan Usaha Mikro 111.522,00
17 |Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 266.415,00
18 |Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata 139.797,00
19 |Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 331.493,00
20 |Dinas Perdagangan dan Perindustrian 347.737,00
21 |Inspektorat Daerah 128.542,00
22 |PPKD -
23 [Badan Keuangan Daerah 7.780.458,00
24 |Badan Perencanaan Pembangunan dan Peneliian Pengembangan Daerah 84.114,00
25 |Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 877.387,00
26 [Sekretariat Daerah 546.471,00
27 [Sekretariat DPRD 3.420.667,00
28 [Kantor Kesatuan Bangsa dan Politk -
29 [Kecamatan Beji 915.978,00
30 |Kecamatan Cimanggis 510.084,00
31 [Kecamatan Limo 22.448,00
32 |Kecamatan Pancoran Mas 1.253.232,00
33 |Kecamatan Sawangan -
34 |Kecamatan Sukmajaya 453.446,00
35 |Kecamatan Tapos 966.473,00
36 [Kecamatan Cinere 1.498.461,00
37 |Kecamatan Cipayung 134.859,00
38 [Kecamatan Bojongsari 578.569,00
39 [Kecamatan Cilodong 878.455,00
Jumlah| 181.653.797,00

Laporan Keuangan Pemerintah Kota Depok TA 2020

62



4. Pendapatan Bunga Deposito sebesar Rp19.187.841.540,00 merupakan penerimaan
dari hasil investasi jangka pendek berupa deposito pada Bank BJB dengan jangka
waktu 1 bulan. Berikut rincian penerimaan bunga deposito selama tahun 2020

Rincian Penerimaan Bunga Deposito Tahun 2020

Tabel 5.8

Deposito

Jangka [ Penerimaan Bunga
No. Bank
Nomor Seri Tanggal Nilai (Rp) Waktu Tahun 2020
1 |BJB Cabang Depok A 0230569 29/12/2009| 50.000.000.000,00 [ 1 Bulan
A 0230459 15/04/2010|  50.000.000.000,00 | 1 Bulan
A 0273011 24/03/2011| 50.000.000.000,00 [ 1 Bulan
DEP-2014IDR000404 | 30/10/2014|  50.000.000.000,00 | 1 Bulan 19.187.841.540,00
DEP-2018IDR000413| 9/08/2018 |  50.000.000.000,00 | 1 Bulan
DEP-2018IDR000414 | 9/08/2018 |  50.000.000.000,00 | 1 Bulan
DEP-2018IDR000415| 9/08/2018 |  50.000.000.000,00 | 1 Bulan
Jumlah| 350.000.000.000,00 19.187.841.540,00

5. Pendapatan Denda TA 2020 terdiri atas Denda Pajak dan Denda Retribusi dengan
rincian sebagai berikut.

Tabel 5.9
Rincian Pendapatan Denda Tahun 2020

No. Jenis Pendapatan Denda Nilai (Rp)

| |Denda Pajak 515.317.002,00
1| Pajak Hotel 12.389.630,00
2| Pajak Resforan 350.350.338,00
3| Pajak Hiburan 12.904.991,00
4| Pajak Reklame 24.332.619,00
5| Pajak Parkir 45.270.758,00
6| Pajak Air Bawah Tanah 70.068.666,00
7| Pajak Bumi dan Bangunan -

Il [Denda Retribusi 2.245.488.200,00
1] Refribusi Jasa Umum 119.100.000,00
2| Retribusi Perijinan Tertentu 2.126.388.200,00

2.760.805.202,00

6. Pada TA 2020 terdapat realisasi penerimaan yang pengelolaannya tidak melalui
Rekening Kas Umum Daerah yang terdiri atas Pendapatan BLUD RSUD dan
BLUD UPT Puskesmas. Berikut adalah rincian realisasi penerimaan Non RKUD
sebagaimana terlihat pada tabel 5.10.
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Tabel 5.10

Rincian Pendapatan Non-RKUD Tahun 2020

No.

Jenis Pendapatan Non RKUD

Nilai (Rp)

Pendapatan BLUD RSUD

122.326.998.193,00

BLUD RSUD Kota Depok

122.326.998.193,00

Il Pendapatan BLUD Dinas Kesehatan 53.245.089.580,00
1 | BLUD UPT Puskesmas Pancoran Mas 4.148.570.738,00
2 | BLUD UPT Puskesmas Depok Jaya 733.840.825,00
3 [ BLUD UPT Puskesmas Rangkapan Jaya 1.492.386.580,00
4 | BLUD UPT Puskesmas Mampang 556.610.102,00
5| BLUD UPT Puskesmas Sukmajaya 3.243.581.219,00
6 | BLUD UPT Puskesmas Abadi Jaya 1.842.694.377,00
7 | BLUD UPT Puskesmas Bhaktjaya 1.159.320.873,00
8 | BLUD UPT Puskesmas Pondok Sukmajaya 677.244.943,00
9 | BLUD UPT Puskesmas Cimanggis 2.526.857.095,00
10| BLUD UPT Puskesmas Tugu 1.585.320.911,00
11| BLUD UPT Puskesmas Harjamuki 519.136.992,00
12| BLUD UPT Puskesmas Pasir Gunung Selatan 393.847.029,00
13| BLUD UPT Puskesmas Cisalak Pasar 537.576.601,00
14| BLUD UPT Puskesmas Mekarsari 599.356.723,00
15[ BLUD UPT Puskesmas Cinere 3.199.642.255,00
16| BLUD UPT Puskesmas Bojongsari 2.474.157.621,00
17| BLUD UPT Puskesmas Duren Seribu 1.059.953.866,00
18| BLUD UPT Puskesmas Beji 2.374.586.419,00
19| BLUD UPT Puskesmas Tanah Baru 1.138.161.957,00
20| BLUD UPT Puskesmas Kemirimuka 1.084.061.557,00
21| BLUD UPT Puskesmas Depok Utara 515.579.895,00
22| BLUD UPT Puskesmas Tapos 1.659.484.425,00
23| BLUD UPT Puskesmas Sukatani 1.073.852.776,00
24| BLUD UPT Puskesmas Jatijajar 818.959.838,00
25| BLUD UPT Puskesmas Cilangkap 1.043.186.161,00
26| BLUD UPT Puskesmas Cimpaeun 717.760.713,00
27| BLUD UPT Puskesmas Sukamaju Baru 734.641.650,00
28| BLUD UPT Puskesmas Sawangan 1.805.771.757,00
29| BLUD UPT Puskesmas Pasir Puth 839.828.334,00
30| BLUD UPT Puskesmas Kedaung 1.150.359.644,00
31| BLUD UPT Puskesmas Pengasinan 1.320.998.103,00
32| BLUD UPT Puskesmas Cinangka 230.506.678,00
33| BLUD UPT Puskesmas Cipayung 2.705.263.647,00
34| BLUD UPT Puskesmas Ratu Jaya 1.458.799.103,00
35| BLUD UPT Puskesmas Cilodong 1.609.098.751,00
36| BLUD UPT Puskesmas Villa Perfwi 1.117.641.005,00
37| BLUD UPT Puskesmas Kalimulya 631.286.480,00
38| BLUD UPT Puskesmas Limo 2.465.161.937,00

Jumlah

175.572.087.773,00
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7. Penerimaan Lain-Lain PAD Tahun 2020 sebesar Rp7.581.640.184,00 dengan
rincian dapat dilihat pada table berikut

Tabel 5.11
Rincian Lain-Lain PAD Tahun 2020
No. Uraian Nilai (Rp)

1| Denda PPAT 42.500.000,00
2 | Pembayaran Piutang Rekanan 995.310.892,00
3 | Perhitungan PHO 2.019.559.742,00
4 | Pengembalian Kelebihan Tunjangan 61.349.630,00
5 | Pengembalian Dana Bansos 113.671.000,00
6 | Denda PSBB 153.136.000,00
7 | Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan 239.100.237,00
8 | Kelebihan Setoran Pajak 27.588.133,00
9 [ Pengembalian Dana BOS 343.654.714,00
10| Kontribusi Tetap BGS Terminal Terpadu 1.084.308.419,00

Pembayaran Piutang PBB Dibawah
11] Tahun 2006 442.433.866,00
12| Lain - Lain PAD 2.059.027.551,00
Jumlah 7.581.640.184,00

G.5.1.1.2. PENDAPATAN TRANSFER

Pendapatan Transfer TA 2020 dianggarkan sebesar Rpl.778.868.163.795,00
dengan realisasi sebesar Rp1.692.035.384.452,00 atau 95,12% dari anggaran.

Pendapatan

Transfer terdiri

atas Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat,

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat — Lainnya, Pendapatan Transfer Pemerintah
Daerah Lainnya, dan Bantuan Keuangan.

Tabel 5.12

Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer TA 2020 dan 2019

No. Uraian Anggaran 2020 (Rp) [ Realisasi 2020 (Rp) % Realisasi 2019 (Rp)
1 |Transfer Pemerintah Pusat 1.194.478.633.429,00 | 1.188.768.773.705,00 | 99,52 | 1.227.549.178.965,00
2 |Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya 63.976.963.698,00 63.984.803.000,00 | 100,01 10.232.668.000,00
3 |Transfer Pemerintah Daerah-Lainnya 520.412.566.668,00 439.281.807.747,00 | 84,41 521.083.965.142,00

Jumlah| 1.778.868.163.795,00 | 1.692.035.384.452,00 [ 95,12 | 1.758.865.812.107,00

G.5.1.1.2.1. TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN

Transfer Pemerintah Pusat berupa Dana Perimbangan terdiri atas Bagi Hasil
Pajak, Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam, Dana Alokasi Umum (DAU)
dan Dana Alokasi Khusus (DAK) dengan rincian sebagai berikut.
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Tabel 5.13

Anggaran dan Realisasi Dana Perimbangan TA 2020 dan 2019

No. Uraian Anggaran 2020 (Rp) | Realisasi 2020 (Rp) % Realisasi 2019 (Rp)
1 [Dana Bagi Hasil Pajak 96.453.528.588,00 86.946.795.486,00 | 90,14 59.334.129.615,00
2 |Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam 32.745.003.887,00 38.707.722.694,00 | 118,21 24.159.177.895,00
3 |Dana Alokasi Umum 862.617.487.900,00 843.978.499.000,00 [ 97,84 950.369.136.000,00
4 [Dana Alokasi Khusus 202.662.613.054,00 219.135.756.525,00 [ 108,13 193.686.735.455,00

Jumlah| 1.194.478.633.429,00 | 1.188.768.773.705,00 | 99,52 [ 1.227.549.178.965,00

G.5.1.1.2.1.1. Pendapatan Bagi Hasil Pajak

Transfer Dana Perimbangan Bagi Hasil Pajak TA 2020 dianggarkan sebesar
Rp96.453.528.588,00 dengan realisasi sebesar Rp86.946.795.486,00 atau
90,14% dari anggaran, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.14

Anggaran dan Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak TA 2020 dan 2019

No.

Jenis Dana Bagi Hasil Pajak

Anggaran 2020 (Rp)

Realisasi 2020 (Rp)

%

Realisasi 2019 (Rp)

1 |Pajak Bumi dan Bangunan 6.410.643.768,00 5.360.962.440,00 | 83,63 7.039.235.886,00
PPh Pasal 21 dan Pasal 25 & 29 WP
2 |Orang Pribadi Dalam Negeri 85.482.779.820,00 77.407.563.952,00 | 90,55 52.294.893.729,00
Pajak Bumi dan Bangunan Dari
3 |Bagian Pemerintah Pusat - - - -
4 |Cukai Hasil Tembakau 4.560.105.000,00 4.178.269.094,00 [ 91,63 -
Jumlah 96.453.528.588,00 86.946.795.486,00 | 90,14 59.334.129.615,00
Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak TA 2019 sebesar Rp59.334.129.615,00
mengalami kenaikan sebesar Rp27.612.665.871,00 atau 46,54% dibandingkan
dengan penerimaan tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp59.334.129.615,00.
G.5.1.1.2.1.2. Pendapatan Bagi Hasil Sumber Daya Alam
Transfer Dana Perimbangan Bagi Hasil SDA TA 2020 dianggarkan sebesar
Rp32.745.003.887,00 dengan realisasi sebesar Rp38.707.722.694,00 atau
118,21% dari anggaran, dengan rincian sebagai berikut.
Tabel 5.15
Anggaran dan Realisasi Dana Bagi Hasil SDA TA 2020 dan 2019
No Jenis Dana Bagi Hasil SDA Anggaran 2020 (Rp) | Realisasi 2020 (Rp) % Realisasi 2019 (Rp)
1 |Provisi Sumber Daya Hutan 103.536.574,00 62.729.843,00 60,59 38.200.200,00
2 |luran Kuasa Usaha Pertambangan 520.385.707,00 662.048.543,00 127,22 307.505.987,00
3 |Pungutan Hasil Perikanan 1.588.988.903,00 788.276.289,00 49,61 590.155.800,00
4 |Pertambangan Minyak Bumi 4.975.438.833,00 5.198.363.984,00 104,48 4.797.020.800,00
5 |Pertambangan Gas Bumi 2.339.518.000,00 4.779.508.956,00 204,29 6.116.790.610,00
6 |Pertambangan Panas Bumi 23.217.135.870,00 27.216.795.079,00 117,23 12.309.504.498,00
Jumlah 32.745.003.887,00 38.707.722.694,00 118,21 24.159.177.895,00
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Realisasi Penerimaan Transfer Dana Bagi Hasil SDA TA 2020 sebesar
Rp38.707.722.694,00 mengalami kenaikan sebesar Rp14.548.544.799,00 atau
60,22% dibandingkan dengan penerimaan tahun sebelumnya yaitu sebesar
Rp24.159.177.895,00.

G.5.1.1.2.1.3. Pendapatan Dana Alokasi Umum
Transfer Dana Perimbangan - Dana Alokasi Umum (DAU) TA 2020
dianggarkan sebesar Rp862.617.487.900,00 dengan realisasi sebesar
Rp843.978.499.000,00 atau 97,84% dari anggaran.
Realisasi penerimaan DAU TA 2020 sebesar Rp843.978.499.000,00
mengalami penurunan sebesar Rp106.390.637.000,00 atau 11,19% dari
penerimaan tahun sebelumnya sebesar Rp950.369.136.000,00.
G.5.1.1.2.1.4. Pendapatan Dana Alokasi Khusus
Transfer Dana Perimbangan - Dana Alokasi Khusus (DAK) TA 2020
dianggarkan sebesar Rp202.662.613.054,00 dengan realisasi sebesar
Rp219.135.756.525,00 atau 108,13% dari anggaran, dengan rincian sebagai
berikut.
Tabel 5.16
Rincian Dana Alokasi Khusus Tahun 2020
No Jenis Dana Alokasi Khusus Anggaran 2020 (Rp) | Realisasi 2020 (Rp) % Realisasi 2019 (Rp)
| [Dana Alokasi Khusus - Fisik 34.560.702.744,00 27.178.334.984,00 | 78,64 31.469.904.304,00
1| DAKReguler 29.325.545.500,00 23.439.554.584,00 | 79,93 31.067.140.500,00
2| DAK Penugasan 5.235.157.244,00 3.738.780.400,00 | 71,42 402.763.804,00
Il [Dana Alokasi Khusus- Non Fisik 168.101.910.310,00 191.957.421.541,00 | 114,19 162.216.831.151,00
1| Tunjangan Profesi Guru PNSD 113.429.534.635,00 115.974.740.000,00 | 102,24 122.018.559.135,00
2| Tunjangan Penghasilan Guru PNSD - 367.500.000,00 - 1.026.750.000,00
Bantuan Operasional Penyelenggaraan
3| Pendidikan Anak Usia Dini 18.479.400.000,00 18.378.000.000,00 | 99,45 18.227.400.000,00
Bantuan Operasional Kesehatan dan
4] KB 22.789.572.187,00 44.594.619.853,00 | 195,68 12.612.253.761,00
Dana Pelayanan Administrasi
5| Kependudukan 5.427.853.688,00 5.427.853.688,00 | 100,00 3.742.268.255,00
6| Dana BOP Pendidikan Kesetaraan 7.558.850.000,00 6.797.350.000,00 | 89,93 4.589.600.000,00
Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi
7| dan UKM 416.699.800,00 417.358.000,00 | 100,16 -
Jumlah| 202.662.613.054,00 219.135.756.525,00 | 108,13 193.686.735.455,00

Realisasi penerimaan DAK TA 2020 sebesar

Rp219.135.756.525,00

mengalami kenaikan sebesar Rp25.449.021.070,00 atau 13,14% dari
penerimaan tahun sebelumnya sebesar Rp193.686.735.455,00.
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G.5.1.1.2.2.

G.5.1.1.221.

TRANSFER PEMERINTAH PUSAT — LAINNYA

Transfer Pemerintah Pusat Lainnya TA 2020 dianggarkan sebesar
Rp63.976.963.698,00 dengan realisasi sebesar Rp63.984.803.000,00 atau
100,01% dari anggaran. Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar
Rp53.752.135.000,00 atau 525,30% dari realisasi tahun sebelumnya sebesar
Rp10.232.668.000,00. Transfer Pemerintah Pusat — Lainnya merupakan dana

penyesuaian.

Dana Penyesuaian

Realisasi Dana Penyesuaian TA 2020 sebesar Rp63.984.803.000,00 atau
100,01% dari anggaran dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.17
Rincian Dana Penyesuaian Tahun 2020

No.| Tanggal Jenis Dana Penyesuaian Anggaran 2020 (Rp) |Realisasi 2020 (Rp)| % Realisasi 2019 (Rp)
1 121/04/2020  |Dana Insentf Daerah Tahap | 26.192.687.000,00 | 26.192.687.000,00 [ 100,00 10.232.668.000,00
26/08/2020 & ,
2 30/09/2020 Dana Insentif Daerah Tahap |l 37.784.276.698,00 | 37.792.116.000,00 | 100,02
Jumlah 63.976.963.698,00 | 63.984.803.000,00 | 100,01 10.232.668.000,00
G.5.1.1.2.3. TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI

G.5.1.1.2.3.1. Pendapatan Bagi Hasil Pajak

Transfer Pemerintah Provinsi - Pendapatan Bagi Hasil Pajak TA 2020
dianggarkan sebesar Rp520.412.566.668,00 dengan realisasi sebesar
Rp439.281.807.747,00 atau 84,41% dari anggaran. Realisasi Pendapatan Bagi
Hasil Pajak TA 2020 sebesar Rp439.281.807.747,00 mengalami penurunan
sebesar Rp81.802.157.395,00 atau 15,70% dari realisasi tahun sebelumnya
sebesar Rp521.083.965.142,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.18
Anggaran dan Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak Propinsi TA 2020 dan 2019

| SEHD Da“;g:f'r:s"i'as" Pajak | Anggaran 2020 (Rp) | Realisasi 2020 (Rp) | % | Realisasi 2019 (Rp)
1 |Pajak Kendaraan Bermoior 236.015.027670,00 | 181.538.717.295.00 | 7692 | 205.871.166.000,00
2 [Bea Balik Nama Kendaraan Bermolor | 102.757.525.950,00 | 89.180.952.000,00 | 86,79 | _147.506.886.000,00
Pajak Bahan Bakar Kendaraan

3 |Bermotor 08.980.879.481,00 | 8097017473400 | 81,80 |  94.170.560.169,00
4 |Pajak Pemaniaatan Ar Permukaan 132.530.600,00 113.764.600,00 | 85,84 150.605.375,00
5 |Pajak Rokok 82.526.602.967,00 | 87478.199.118,00 | 106,00 | _ 73.384.747.598,00

Jumlah|  520.412.566.668,00 | 439.281.807.747,00 | 84,41 | 521.083.965.142,00
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LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH

Lain-lain Pendapatan Yang Sah dianggarkan sebesar Rp155.042.696.000,00
dengan realisasi sebesar Rp152.800.599.333,00 atau 98,55% dari anggaran.
Realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar Rp31.607.625.915,00 atau
17,14% dari realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp184.408.225.248,00.

G.5.1.1.3.1. Pendapatan Hibah

Terdapat dua pendapatan hibah yaitu Pendapatan Hibah dari masyarakat dalam
bentuk uang yang disetor ke Rekening Kas Daerah Sebesar Rp.100.000.000,00
dan Pendapatan Hibah Dana BOS yang merupakan penerimaan Non RKUD pada
274 SD dan 26 SMP diatur dalam Peraturan Walikota Depok Nomor 51 Tahun
2017 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Penerimaan Pengeluaran Daerah
yang tidak melalui Rekening Kas Umum Daerah pada Pemerintah Kota Depok,
sebagai berikut.

Tabel 5.19
Rincian Pendapatan Non-RKUD Tahun 2020
No. Pendapatan Non RKUD Realisasi 2020 (Rp) | Realisasi 2019 (Rp)
| [Pendapatan Uang Dari Masyarakat 100.000.000,00 -

Il [Pendapatan BOS - UPT 130.209.499.333,00 125.715.328.821,00
1| SD Negeri 101.654.569.822,00 95.589.049.601,00
2| SMP Negeri 28.554.929.511,00 30.126.279.220,00

Jumlah 130.309.499.333,00 125.715.328.821,00

Realisasi Pendapatan Dana Bos senilai Rp130.209.499.333,00. Realisasi tersebut
mengalami kenaikan sebesar Rp4.494.170.512,00 atau 3,57% dari realisasi tahun
sebelumnya sebesar Rp130.715.328.821,00.

G.5.1.1.3.2. Pendapatan Lainnya

Lain-lain Pendapatan Yang Sah berasal dari Pendapatan Lainnya yaitu Bantuan
Keuangan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp22.491.100.000,00 yang peruntukannya
digunakan untuk layanan pendidikan, jaminan kesehatan bagi Penerima Bantuan
luran (PBI) dan sinergitas perencanaan pembangunan

G.5.1.2. BELANJA

Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas Daerah yang mengurangi
ekuitas dalam periode Tahun Anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh
pembayarannya kembali oleh Pemerintah. Belanja Non Modal yang sampai dengan
akhir tahun anggaran telah menjadi kewajiban tetapi belum dilakukan realisasi
pengeluaran kas, dicatat di Neraca sebagai penambah Kewajiban Lancar/Utang dan
pengurang Ekuitas. Belanja Modal diakui dalam periode berjalan pada saat aset yang
dibeli telah diterima dan hak kepemilikannya telah berpindah.

Koreksi atas Pengeluaran Belanja (penerimaan kembali belanja) yang terjadi dalam
tahun anggaran berjalan dicatat sebagai pengurang belanja. Apabila diterima pada
tahun anggaran berikutnya, koreksi atas pengeluaran belanja dicatat dalam Lain-lain
Pendapatan yang Sah.
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Realisasi Belanja TA 2020 sebesar Rp3.199.202.687.103,55 atau 87,14% dari
anggaran sebesar Rp3.671.363.699.698,35. Realisasi tersebut mengalami penurunan
sebesar Rp32.064.688.975,45 atau 0,99% dari realisasi tahun sebelumnya sebesar

Rp3.231.267.376.079,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.20
Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah TA 2020 dan 2019

No.[ Jenis Belanja Anggaran 2020 (Rp) [ Realisasi 2020 (Rp) % Realisasi 2019 (Rp)
1 |Belanja Operasi 2.598.343.240.583,50 | 2.322.045.835.733,00 [ 89,37 | 2.305.009.839.253,00
2 |Belanja Modal 768.409.830.459,65 |  705.054.247.042,00 | 91,75 | 926.089.374.326,00
3 |Belanja Tak Terduga 304.610.628.655,20 172.102.604.328,55 | 56,50 168.162.500,00

Jumlah| 3.671.363.699.698,35 | 3.199.202.687.103,55 | 87,14 | 3.231.267.376.079,00

G.5.1.2.1. BELANJA OPERASI

Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan operasional
pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja Operasi meliputi
Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial
dan Belanja Bantuan Keuangan.

Realisasi Belanja Operasi TA 2020 adalah sebesar Rp2.322.045.835.733,00 atau
89,37% dari anggaran sebesar Rp2.598.343.240.583,50. Realisasi tersebut
mengalami kenaikan sebesar Rp17.035.996.480,00 atau 0,74% dari realisasi tahun
sebelumnya sebesar Rp2.305.009.839.253,00. Belanja Operasi termasuk belanja
dari sumber dana BOS senilai Rp134.276.642.707,00 dan belanja pada unit BLUD
senilai Rp140.258.901.117,00.

Tabel 5.21
Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi TA 2020 dan 2019

No Jenis Belanja Anggaran 2020 (Rp) | Realisasi 2020 (Rp) % Realisasi 2019 (Rp)
1 [Belanja Pegawai 1.503.432.118.754,00 | 1.345.661.702.319,00 [ 89,51 | 1.340.183.748.820,00
2 |Belanja Barang dan Jasa 861.629.270.229,50 761.026.671.814,00 | 88,32 808.848.131.967,00
3 |Belanja Hibah 206.642.851.600,00 196.964.296.600,00 | 95,32 110.781.723.850,00
4 [Belanja Bantuan Sosial 26.639.000.000,00 18.393.165.000,00 | 69,05 43.816.998.700,00
5 |Belanja Bantuan Keuangan - 1.379.235.916,00

Jumlah| 2.598.343.240.583,50 | 2.322.045.835.733,00 | 89,37 | 2.305.009.839.253,00

G.5.1.2.1.1. Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai TA 2020 adalah sebesar Rp1.345.661.702.319,00 atau
89,51% dari anggaran sebesar Rpl1.503.432.118.754,00. Realisasi tersebut
mengalami kenaikan sebesar Rp5.477.953.499,00 atau 0,41% dari realisasi tahun
sebelumnya sebesar Rp1.340.183.748.820,00 dengan rincian sebagai berikut.
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Tabel 5.22

Rincian Belanja Pegawai TA 2020 dan 2019

No. Jenis Belanja Pegawai Realisasi 2020 (Rp) | Realisasi 2019 (Rp)
| |Belanja Tidak Langsung 985.213.684.958,00 | 1.015.459.650.194,00
1 |Gaji Pokok dan Tunjangan 569.042.578.372,00 |  579.708.685.966,00

Tambahan Penghasilan PNS

369.174.299.238,00

392.758.041.779,00

Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan
dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH

19.655.066.200,00

17.521.054.291,00

Biaya Pemungutan Pajak Daerah

23.851.576.137,00

Biaya Pemungutan Retribusi Daerah

935.278.491,00

1.620.292.021,00

Tambahan Penghasilan Berdasarkan

6 [Pertimbangan Objekiif Lainnya 26.406.462.657,00 -

Il [Belanja Langsung 360.448.017.361,00 324.724.098.626,00
1 [Honorarium Non PNS 296.106.664.298,00 209.290.746.871,00
2|Uang Lembur 15.005.078.330,00 9.183.006.000,00
3 [Belanja Pengelolaan Dana BOS 21.565.450.200,00 83.071.149.350,00
4 |Honorarium Pengelolaan BLUD 27.770.824.533,00 23.179.196.405,00

Jumlah

1.345.661.702.319,00

1.340.183.748.820,00

G.5.1.21.2.

Rincian realisasi Belanja Pegawai per SKPD pengelola dapat dilihat pada
lampiran 2.

Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa termasuk dalam kelompok Belanja Langsung, yang
dianggarkan untuk pengeluaran pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya
kurang dari 12 bulan, pekerjaan konstruksi yang tidak direncanakan untuk
menambah aset tetap, barang/jasa yang direncanakan untuk dihibahkan dan/atau
pengeluaran atas barang/jasa yang menjadi kebutuhan operasional rutin
pemerintah daerah.

Realisasi Belanja Barang dan Jasa TA 2020 adalah sebesar Rp761.026.671.814,00
atau 88,32% dari anggaran sebesar Rp861.629.270.229,50. Realisasi tersebut
mengalami kenaikan sebesar Rp47.821.460.153,00 atau 5,91% dari realisasi tahun
sebelumnya sebesar Rp808.848.131.967,00 dengan rincian sebagai berikut.
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Tabel 5.23
Rincian Belanja Barang dan Jasa TA 2020 dan 2019

No Jenis Belanja Barang dan Jasa Realisasi 2020 (Rp) | Realisasi 2019 (Rp)
1 [ Belanja Bahan Pakai Habis 54.572.903.142,00 58.416.724.499,00
2 | Belanja Bahan/Material 48.266.552.435,00 27.953.934.634,00
3 | Belanja Jasa Kantor 61.268.961.119,00 60.624.219.493,00
4 | Belanja Premi Asuransi 28.900.933.575,00 54.781.211.464,00

Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
5 |/Alat Perlengkapan Kantor 26.189.447.575,00 30.127.499.495,00
6 | Cetak dan Penggandaan 31.963.177.811,00 41.019.317.626,00
Belanja Sewa
7 _|Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 14.516.676.920,00 31.937.906.666,00
8 | Belanja Sewa Sarana Mobilitas 1.160.318.964,00 4.403.339.052,00
9 | Belanja Sewa Alat Berat 535.245.000,00 694.045.000,00
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan

10 |Kanfor 3.733.430.492,00 6.839.289.030,00
11 | Belanja Makanan dan Minuman 38.138.111.919,00 57.993.032.835,00
12 | Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 1.537.897.400,00 2.062.864.800,00
13 | Belanja Pakaian Kerja 2.875.738.144,00 5.209.898.901,00

Belanja Pakaian khusus dan hari-hari

14 |tertentu 1.509.894.600,00 4.213.542.307,00
15 | Belanja Perjalanan Dinas 43.998.389.250,00 58.981.613.114,00
16 | Belanja Pemeliharaan 36.127.830.845,00 41.336.394.301,00
17 | Belanja Jasa Konsultansi 46.549.515.595,00 46.054.930.453,00
18 | Belanja Beasiswa Pendidikan PNS 82.000.000,00 90.000.000,00

Belanja Kursus, Pelathan, Sosialisasi, dan
19 |Bimbingan Teknis PNS 2.006.869.140,00 3.916.441.200,00
20 | Belanja Jasa Kegiatan SKPD 27.344.573.118,00 22.682.269.496,00
21 | Belanja Barang dan Jasa BLUD 104.639.267.108,00 109.576.526.646,00
22 [ Belanja Bantuan Sosial Barang 8.723.226.844,00
22 | Belanja Jasa Pelayanan 83.993.958.197,00 49.763.087.365,00
23 | Belanja Barang Dana BOS 84.882.087.831,00 83.083.809.540,00
Belanja Barang untuk Diberikan kepada

24 |Pihak ketiga/Masyarakat 5.532.214.790,00 4.148.784.050,00
Uang untuk Diberikan kepada Pihak

25 |ketiga/Masyarakat 1.977.450.000,00 2.937.450.000,00

Jumlah

761.026.671.814,00

808.848.131.967,00

Rincian realisasi Belanja Barang dan Jasa per SKPD pengelola dapat dilihat pada

lampiran 3.
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G.5.1.2.1.3. Hibah

Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada
pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan/atau
organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya,
bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang
bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.

Realisasi Belanja Hibah TA 2020 adalah sebesar Rp196.964.296.600,00 atau
95,32% dari anggaran sebesar Rp206.642.861.600,00. Realisasi tersebut
mengalami kenaikan sebesar Rp86.182.572.750,00 atau 77,79% dari saldo tahun
sebelumnya sebesar Rp110.781.723.850,00.

Tabel 5.24
Rincian Belanja Hibah TA 2020 dan 2019
No. Jenis Belanja Hibah Realisasi 2020 (Rp) | Realisasi 2019 (Rp)
1 | Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat 84.500.000.000,00 4.199.046.850,00
Belanja Hibah kepada Kelompok
2 |Masyarakat 10.264.705.600,00 12.789.929.000,00
Belanja Hibah kepada Organisasi
3 |Kemasyarakatan 15.128.217.000,00 28.121.298.000,00
Belanja Hibah Dana BOS kepada SD
4 |Swasta 19.950.020.000,00 15.790.200.000,00
Belanja Hibah Dana BOS kepada SMP
5 |Swasta 29.282.250.000,00 16.442.400.000,00
Belanja Hibah Dana BOS PAUD
6 |masyarakat/ Swasta 29.506.200.000,00 29.748.100.000,00
7 | Belanja BOP Pendidikan Kesetaraan 6.934.700.000,00 3.690.750.000,00
8 | Belanja Hibah Kepada Partai Politik 1.398.204.000,00 -
Jumlah| 196.964.296.600,00 110.781.723.850,00

Belanja Hibah Kepada Partai Politik sebelumnya tercatat sebagi Belanja Bantuan
Keuangan pada TA 2019. Sedangkan pada TA 2020 realiasai Belanja Hibah
Kepada Partai Politik sebesar Rpl1.398.204.000,00 dengan rincian sebagai

berikut.
Tabel 5.25
Rincian Belanja Bantuan Keuangan Tahun 2020

No Bantuan Keuangan Kepada Realisasi 2020 (Rp)
1| Partai Keadilan Sejahtera 317.923.500,00
2 | Partai Gerakan Indonesia Raya 269.070.000,00
3 | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 248.218.500,00
4 | Partai Golongan Karya 136.591.500,00
5 [ Partai Amanat Nasional 110.152.500,00
6 [ Partai Kebangkitan Bangsa 106.029.000,00
7 | Partai Demokrat 90.981.000,00
8 | Partai Persatuan Pembangunan 62.301.000,00
9 [ Partai Solidaritas Indonesia 56.937.000,00
Jumlah 1.398.204.000,00
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G.5.1.2.1.4. Bantuan Sosial

Belanja Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang atau barang dari
Pemerintah Daerah kepada anggota/kelompok masyarakat yang sifatnya tidak
secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari
kemungkinan terjadinya resiko sosial dan memenuhi kebutuhan hidup minimum.

Realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2020 adalah sebesar Rp18.393.165.000,00
atau 69,05% dari anggaran sebesar Rp26.639.000.000,00. Realisasi tersebut
mengalami penurunan sebesar Rp25.423.833.700,00 atau 58,02% dari realisasi
tahun sebelumnya sebesar Rp43.816.998.700,00.

Tabel 5.26
Rincian Belanja Bantuan Sosial TA 2020 dan 2019
No. Jenis Belanja Bantuan Sosial Realisasi 2020 (Rp) | Realisasi 2019 (Rp)
Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok
1 [Masyarakat 15.044.084.500,00
Belanja Bantuan Sosial kepada Anggota
2 |Masyarakat 18.393.165.000,00 28.772.914.200,00
Jumlah 18.393.165.000,00 43.816.998.700,00

G.5.1.2.1.5. Bantuan Keuangan

Tidak terdapat realiasi Bantuan Keuangan pada TA 2020 dikarenakan
pencatatannya dipindah sebagai Belanja Hibah Kepada Partai Politik.

G.5.1.2.2. BELANJA MODAL

Belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka
pembelian/pengadaan atau pembangunan Aset Tetap yang mempunyai nilai
manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan
pemerintahan, yang meliputi:

Tanah;
Peralatan dan Mesin;
Gedung dan Bangunan;

Jalan, Irigasi dan Jaringan; dan

a > W N

Aset Tetap Lainnya

Terkait dengan pelaksanaan Belanja Modal, pembayaran dilakukan setelah adanya
jaminan pemeliharaan yang diterbitkan oleh pihak Bank atau Perusahaan asuransi.

Realisasi Belanja Modal TA 2020 adalah sebesar Rp705.054.247.042,00 atau
91,75% dari anggaran sebesar Rp768.409.830.459,65. Realisasi tersebut
mengalami penurunan sebesar Rp221.035.127.284,00 atau 23,87% dari realisasi
tahun sebelumnya sebesar Rp926.089.374.326,00 dengan rincian sebagai berikut.
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Tabel 5.27
Anggaran dan Realisasi Belanja Modal TA 2020 dan 2019

No. Jenis Belanja Modal Anggaran 2020 (Rp) | Realisasi 2020 (Rp) % Realisasi 2019 (Rp)
1 |Belanja Tanah 120.124.420.000,00 106.762.821.955,00 | 88,88 96.852.947.280,00
2 |Belanja Peralatan dan Mesin 110.882.700.957,00 102.295.109.179,00 | 92,26 133.260.162.515,00
3 |Belanja Gedung dan Bangunan 250.606.533.938,45 243.450.816.862,00 | 97,14 323.537.239.086,00
4 |Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan 244.036.136.011,20 216.187.539.162,00 | 88,59 336.932.318.556,00
5 |Belanja Aset Tetap Lainnya 42.760.039.553,00 36.357.959.884,00 | 85,03 35.506.706.889,00

Jumlah| 768.409.830.459,65 705.054.247.042,00 | 91,75 926.089.374.326,00

G.5.1.2.3.

Rincian realisasi Belanja Modal per SKPD pengelola dapat dilihat pada lampiran
4,

BELANJA TAK TERDUGA

G.5.1.2.3.1. Belanja Tak Terduga

Belanja Tidak Terduga merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak
biasa, seperti penanggulangan bencana alam/bencana sosial/kebutuhan mendesak
yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk penganggaran untuk
pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun sebelumnya yang telah
ditutup.

Sesuai dengan Edaran Walikota Depok Nomor 900/197-BKD tentang
penyesuaian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dalam Realokasi dan/atau
Refocussing Kegiatan APBD TA. 2020, Belanja Tidak Terduga mengalami
kenaikan anggaran sebagai akibat dari penyesuaian terhadap Dokumen
Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada masing-masing perangkat daerah untuk
dialokasikan sebagai dana pencegahan penyebaran dan percepatan penanganan
Covid-19 di Kota Depok.

Realisasi Belanja Tak Terduga TA 2020 adalah sebesar Rp172.102.604.328,55
atau 56,50% dari anggaran sebesar Rp304.610.628.655,20 Realisasi tersebut
mengalami kenaikan sebesar Rp171.934.441.828,55 atau 102.243,03% dari
realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp168.162.500,00 dengan rincian sebagai
berikut.

Tabel 5.28
Rincian Belanja Tak Terduga Tahun 2020
No. Jenis Belanja Tak Terduga SK Walikota Realisasi 2020 (Rp)
1| Belanja Tidak Terduga dalam bentuk uang kepada Dinas Pemadam
Kebakaran dan Penyelamatan Kota Depok untuk Penanggulangan 903/109 /Kpts/Pemb/Huk/2020, tanggal 31 6.048.586.000.00
Tanggap Darurat Bencana Banjir, Tanah Longsor dan Angin Kencang di Januari 2020 '
Kota Depok, bersumber dari APBD Kota Depok TA.2020
2 | Belanja Tidak Terduga dalam bentuk uang kepada Dinas Pemadam
Kebakaran dan Penyelamatan Kota Depok untuk Percepatan Penanganan | 903/141/Kpts/Pemb/Huk/2020, Tanggal 20 15.000.000.000.00
Corona Virus Disease 2019(COVID19) di Kota Depok, bersumber dari Maret2020 '
APBD Kota Depok TA.2020
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3 | Belanja Tidak Terduga dalam bentuk uang kepada Dinas Pemadam
Kebakaran dan Penyelamatan Kota Depok untuk Percepatan Penanganan | 903/141/Kpts/Pemb/Huk/2020, Tanggal 20 5.000.000.000.00
Corona Virus Disease 2019 (COVID19) di Kota Depok, bersumber dari Maret 2020 ’
APBD Kota Depok TA.2020. (OPD RSUD Kota Depok).

4 | Belanja Tidak Terduga dalam bentuk uang kepada Dinas Pemadam
Kebakaran dan Penyelamatan Kota Depok untuk Percepatan Penanganan | 903/150/Kpts/Pemb/Huk/2020, Tanggal 27 4.096.000.000.00
Corona Virus Disease 2019 (COVID19) di Kota Depok, bersumber dari Maret 2020 R
APBD Kota Depok TA.2020.

5 | Belanja Tidak Terduga dalam bentuk uang kepada Dinas Pemadam
Kebakaran dan Penyelamatan Kota Depok untuk Percepatan Penanganan | 903/150/Kpts/Pemb/Huk/2020, Tanggal 27 17980 517.900.00
Corona Virus Disease 2019 (COVID19) di Kota Depok, bersumber dari Maret 2020 ’
APBD Kota Depok TA.2020.

6 | Belanja Tidak Terduga dalam bentuk uang kepada Dinas Pemadam
Kebakaran dan Penyelamatan Kota Depok untuk Percepatan Penanganan | 903/150/Kpts/Pemb/Huk/2020, Tanggal 27 865.945.000.00
Corona Virus Disease 2019 (COVID19) di Kota Depok, bersumber dari Maret2020 ’
APBD Kota Depok TA.2020.

7 | Belanja Tidak Terduga dalam bentuk uang kepada Dinas Pemadam
Kebakaran dan Penyelamatan Kota Depok untuk Percepatan Penanganan | 903/175/Kpts/Pemb/Huk 2020, Tanggal 9 April 3.555.125.000.00
Corona Virus Disease 2019 (COVID19) di Kota Depok, bersumber dari 2020 ’
APBD Kota Depok TA.2020.

8 | Belanja Tidak Terduga dalam bentuk uang kepada Dinas Pemadam
Kebakaran dan Penyelamatan Kota Depok untuk Percepatan Penanganan | 903/175/Kpts/Pemb/Huk 2020, Tanggal 9 April 8.234.643.000.00
Corona Virus Disease 2019 (COVID19) di Kota Depok, bersumber dari 2020 T
APBD Kota Depok TA.2020.

9 | Belanja Tidak Terduga dalam bentuk uang kepada Dinas Pemadam
Kebakaran dan Penyelamatan Kota Depok untuk Percepatan Penanganan | 903/175/Kpts/Pemb/Huk 2020, Tanggal 9 April 2.000.000.000.00
Corona Virus Disease 2019 (COVID19) di Kota Depok, bersumber dari 2020 R
APBD Kota Depok TA.2020.

10 | Belanja Tidak Terduga dalam bentuk uang kepada Dinas Pemadam
Kebakaran dan Penyelamatan Kota Depok untuk Percepatan Penanganan | 903/175/Kpts/Pemb/Huk 2020, Tanggal 9 April 3.000.000.000.00
Corona Virus Disease 2019 (COVID19) di Kota Depok, bersumber dari 2020 ’
APBD Kota Depok TA.2020. (Dinas Kesehatan)

11 | Belanja Tidak Terduga dalam bentuk uang kepada Dinas Pemadam
Kebakaran dan Penyelamatan Kota Depok untuk Percepatan Penanganan | 903/184/Kpts/Pemb/Huk/2020, Tanggal 20 April 7 950.000.000.00
Corona Virus Disease 2019 (COVID19) di Kota Depok, bersumber dari 2020 ’
APBD Kota Depok TA.2020.

12 |Belanja Tidak Terduga dalam bentuk uang untuk pengembalian kelebihan
pembayaran pajak BPHTB Tahun 2018 an. Efaprodita Pitaloka 903/187/Kpts/Pemb/Huk/2020, tanggal 23 April 6.446.657 00
Soetrisnanto alamat JI. Raya Mabes Hankam No.40 Rt 002/005 Setu 2020 S
Cipayung Jakarta Timur, bersumber dari APBD Kota Depok TA. 2020
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13 | Belanja Tidak Terduga dalam bentuk uang untuk Restitusi Pajak Reklame
Tahun 2019 an. Agus Firnando alamat JI. Setia 1 No. 7 Rt006/012 Kel. 903/186/Kpts/Pemb/Huk/2020, tanggal 23 April 921024000
Jatwaringin Kec. Pondok Gede Kota Bekasi, bersumber dari APBD Kota 2020 ’
Depok TA. 2020

14 | Belanja Tidak Terduga dalam bentuk uang kepada Dinas Pemadam
Kebakaran dan Penyelamatan Kota Depok untuk Percepatan Penanganan | 903/175/Kpts/Pemb/Huk 2020, Tanggal 9 April 5.800.000.000.00
Corona Virus Disease 2019 (COVID19) di Kota Depok, bersumber dari 2020 ’
APBD Kota Depok TA.2020.

15 | Belanja Tidak Terduga dalam bentuk uang kepada Dinas Pemadam
Kebakaran dan Penyelamatan Kota Depok untuk Percepatan Penanganan | 903/261/Kpts/Pemb/Huk/2020, Tanggal 24 Juni 2 188.685.295.00
Corona Virus Disease 2019 (COVID19) di Kota Depok, bersumber dari 2020 '
APBD Kota Depok TA.2020.

16 | Belanja Tidak Terduga dalam bentuk uang kepada Dinas Pemadam
Kebakaran dan Penyelamatan Kota Depok untuk Percepatan Penanganan | 903/203/Kpts/Pemb/Huk/2020, Tanggal 8 Mei 1.901.200.000.00
Corona Virus Disease 2019 (COVID19) di Kota Depok, bersumber dari 2020 '
APBD Kota Depok TA.2020.

17 | Belanja Tidak Terduga dalam bentuk uang kepada Dinas Pemadam
Kebakaran dan Penyelamatan Kota Depok untuk Percepatan Penanganan | 903/214 /Kpts/Pemb/Huk/2020, Tanggal 18 Mei 14.166.850.000.00
Corona Virus Disease 2019 (COVID19) di Kota Depok, bersumber dari 2020 S
APBD Kota Depok TA.2020.

18 | Belanja Tidak Terduga dalam bentuk uang kepada Dinas Pemadam
Kebakaran dan Penyelamatan Kota Depok untuk Percepatan Penanganan | 903/175/Kpts/Pemb/Huk 2020, Tanggal 9 April 3.415.817.000.00
Corona Virus Disease 2019 (COVID19) di Kota Depok, bersumber dari 2020 '
APBD Kota Depok TA.2020

19 [ Belanja Tidak Terduga dalam bentuk uang kepada Dinas Pemadam
Kebakaran dan Penyelamatan Kota Depok untuk Percepatan Penanganan | 903/ 225/Kpts/Pemb/Huk/2020, Tanggal 27 Mei 999.685.000,00

Corona Virus Disease 2019 (COVID19) di Kota Depok, bersumber dari
APBD Kota Depok TA.2020.

2020

20

Belanja Tidak Terduga dalam bentuk uang kepada Dinas Pemadam
Kebakaran dan Penyelamatan Kota Depok untuk Percepatan Penanganan
Corona Virus Disease 2019(COVID19) di Kota Depok, bersumber dari
APBD Kota Depok TA.2020

903/261/Kpts/Pemb/Huk/2020, Tanggal 24 Juni
2020

21.188.782.990,00

21 | Belanja Tidak Terduga dalam bentuk uang kepada Dinas Pemadam
Kebakaran dan Penyelamatan Kota Depok untuk Percepatan Penanganan | 903/261/Kpis/Pemb/Huk/2020, Tanggal 24 Juni 300.000.000.00
Corona Virus Disease 2019 (COVID19) di Kota Depok, bersumber dari 2020 T
APBD Kota Depok TA.2020.

22 | Belanja Tidak Terduga dalam bentuk uang untuk pengembalian kelebihan
pembayaran pajak BPHTB Tahun 2019 an. Setyardi Widodo alamat Puri 903/270/Kpts/Pemb/Huk/2020, tanggal 1 Juli 17.000.000.00
Matahari No.9 Rt05/07 Kel. Campaka Kec. Andir Kota Bandung, 2020 S
bersumber dari APBD Kota Depok TA. 2020

23 | Belanja Tidak Terduga dalam bentuk uang kepada Dinas Pemadam
Kebakaran dan Penyelamatan Kota Depok untuk Percepatan Penanganan | 903/291 /Kpts/Pemb/Huk/2020, Tanggal 17 Juli 209.100.000.00
Corona Virus Disease 2019 (COVID19) di Kota Depok, bersumber dari 2020 T
APBD Kota Depok TA.2020.

24
Belanja Tidak Terduga dalam bentuk uang untuk pengembalian kelebihan .
oembayaran pajak BPHTB Tahun 2019 an. Aqus Pranob alamatkp, | ) c0ps/Pent) gg;/ozozo, tanggal 23 Apri 9.500.000,00
Pabuaran Timur No.79 Rt04/05 Kel. Pondok Betung Kec. Pondok Betung
Kota Tangerang Selatan, bersumber dari APBD Kota Depok TA. 2020
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25

Belanja Tidak Terduga dalam bentuk uang untuk Pengembalian kelebihan
pembayaran pajak BPHTB Tahun 2019 an. Rochiana alamat JI. Tali No.36
Rt03/08 Kel. Kota Bambu Selatan Kec. Palmerah Jakarta Barat, bersumber
dari
APBD Kota Depok TA. 2020

903/212/Kpts/Pemb/Huk/2020, tanggal 18 Mei
2020

2.241.500,00

26

Belanja Tidak Terduga dalam bentuk uang kepada Dinas Pemadam
Kebakaran dan Penyelamatan Kota Depok untuk Percepatan Penanganan
Corona Virus Disease 2019 (COVID19) di Kota Depok, bersumber dari
APBD Kota Depok TA.2020.

903/320/Kpts/Pemb/Huk/2020, Tanggal 24
Agustus 2020

1.848.000.000,00

27

Belanja Tidak Terduga dalam bentuk uang kepada Dinas Pemadam
Kebakaran dan Penyelamatan Kota Depok untuk Percepatan Penanganan

903/ 315 /Kpts/Pemb/Huk/2020, Tanggal 12

Corona Virus Disease 2019 (COVID19) di Kota Depok, bersumber dari Agustus 2020 156.350.000,00
APBD Kota Depok TA.2020.

28
Belanja Tidak Terduga dalam bentuk uang untuk pengembalian kelebihan | 903/188/Kpts/Pemb/Huk/2020, tanggal 23 April 1322.000.00
pembayaran pajak BPHTB Tahun 2019 an. PT. POS Indonesia (Kantor 2020 '
Pos Depok), bersumber dari APBD Kota Depok TA. 2020

29 | Belanja Tidak Terduga dalam bentuk uang untuk pengembalian kelebihan
pembayaran pajak BPHTB Tahun 2019 an. Achmadi Wendhy Triananda | 903/213/Kpts/Pemb/Huk/2020, tanggal 18 Mei 15.000.000.00
alamat Kp. Cikumpa Rt06/10 Kel. Sukmajaya Kec. Sukmajaya, bersumber 2020 '
dari APBD Kota Depok TA. 2020

30 | Belanja Tidak Terduga dalam bentuk uang untuk Pengembalian kelebihan
pembayaran pajak BPHTB Tahun 2019 an. MAHYUDIN alamat JI. ,
Pekayon Rt04/08 Kel. Pekayon Mas Kec. Pasar Rebo Jakarta Timur, 9037271 Kps! Pembé:;EIZOZO, tanggal 1 ul 14.500.000,00
bersumber dari
APBD Kota Depok TA. 2020

31 | Belanja Tidak Terduga dalam bentuk uang untuk Pengembalian kelebihan
pembayaran pajak BPHTB Tahun 2019 an. ERFINA RATNASARI alamat | 903/271/Kpts/Pemb/Huk/2020, tanggal 1 Juli 10.500.000.00
Jl. Swadaya Kp. Poncol Rt 05/02 Kel. Limo Kec. Limo , bersumber dari 2020 R
APBD Kota Depok TA. 2020

32 | Belanja Tidak Terduga dalam bentuk uang untuk Restitusi Pajak Reklame
Tahun 2019 an. Agus Firando alamat JI. Sefia 1 No. 7 Rt006/012 Kel. 903/339/Kpts/Pemb/Huk/2020, tanggal 11 9.547.200.00
Jatwaringin Kec. Pondok Gede Kota Bekasi, bersumber dari APBD Kota September 2020 R
Depok TA. 2020

33 | Belanja Tidak Terduga dalam bentuk uang kepada Dinas Pemadam
Kebakaran dan Penyelamatan Kota Depok untuk Percepatan Penanganan |  903/320/Kpts/Pemb/Huk/2020, Tanggal 24 7 607.308.000.00
Corona Virus Disease 2019 (COVID19) di Kota Depok, bersumber dari Agustus 2020 ’
APBD Kota Depok TA.2020.

34 | Belanja Tidak Terduga dalam bentuk uang kepada Dinas Pemadam
Kebakaran dan Penyelamatan Kota Depok untuk Percepatan Penanganan | 903/349/Kpts/Pemb/Huk/2020, Tanggal 18 12.733 527 45000
Corona Virus Disease 2019 (COVID19) di Kota Depok, bersumber dari September 2020 '
APBD Kota Depok TA.2020.

35
Belanja Tidak Terduga dalam bentuk uang untuk Pengembalian kelebihan
pembayaran pajak BPHTB Tahun 2019 an. WAODE RENY ZAHRIDAR | 000%0! Kptsslzsmlfkg%o tnggal 11 28,650.000,00
alamat JI. Muararajeun Il No.40 Kel. Cihaurgeulis Rt 02/10 Kec.
Cibeunying Kaler Bandung, bersumber dari APBD Kota Depok TA. 2020.
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36 | Belanja Tidak Terduga dalam bentuk uang untuk Pengembalian kelebihan
pembayaran pajak BPHTB Tahun 2019 an. GALUH CITRA DEWI alamat | 903/188/Kpts/Pemb/Huk/2020, tanggal 23 April 5.994.700.00
JI. Bangau Raya No.194 Rt07/13 Kel. Depok Jaya Kec. Pancoran Mas, 2020 '
bersumber dari APBD Kota Depok TA. 2020

37 | Belanja Tidak Terduga dalam bentuk uang kepada Dinas Pemadam
Kebakaran dan Penyelamatan Kota Depok untuk Percepatan Penanganan | 903/396 /Kpts/Pemb/Huk/2020, Tanggal 16 390.360.000.00
Corona Virus Disease 2019 (COVID19) di Kota Depok, bersumber dari Oktober 2020 R
APBD Kota Depok TA.2020.

38 | Belanja Tidak Terduga dalam bentuk uang kepada Dinas Pemadam
Kebakaran dan Penyelamatan Kota Depok untuk Percepatan Penanganan | 903/349/Kpts/Pemb/Huk/2020, Tanggal 18 13.574.383.100 00
Corona Virus Disease 2019 (COVID19) di Kota Depok, bersumber dari September 2020 '
APBD Kota Depok TA.2020.

39 | Belanja Tidak Terduga dalam bentuk uang kepada Dinas Pemadam
Kebakaran dan Penyelamatan Kota Depok untuk Percepatan Penanganan | 903/396 /Kpts/Pemb/Huk/2020, Tanggal 16 9.476.326.510.00
Corona Virus Disease 2019 (COVID19) di Kota Depok, bersumber dari Oktober 2020 '
APBD Kota Depok TA.2020.

40 | Belanja Tidak Terduga dalam bentuk uang kepada Dinas Pemadam
Kebakaran dan Penyelamatan Kota Depok untuk Percepatan Penanganan | 903/396 /Kpts/Pemb/Huk/2020, Tanggal 16 300.000.000.00
Corona Virus Disease 2019 (COVID19) di Kota Depok, bersumber dari Oktober 2020 ’
APBD Kota Depok TA.2020.

41 | Belanja Tidak Terduga dalam bentuk uang kepada Dinas Pemadam
Kebakaran dan Penyelamatan Kota Depok untuk Percepatan Penanganan | 903/396 /Kpts/Pemb/Huk/2020, Tanggal 16 4035.283.000.00
Corona Virus Disease 2019 (COVID19) di Kota Depok, bersumber dari Oktober 2020 '
APBD Kota Depok TA.2020.

42
Belanja Tidak Terduga dalam bentuk uang untuk Pengembalian kelebihan '
oembayaran pajak BPHTB Tahun 2019 an. SARI LIDIA SITOMPUL alamat| 02! /<P Pembg;;(l;/2020, tanggal 1 i 18.000.000,00
Komplek PP Blok C No. 9A Rt03 Rw 04 Kel. Mekarsari Kec. Cinmanggis,
bersumber dari APBD Kota Depok TA. 2020.

43 | Belanja Tidak Terduga dalam bentuk uang untuk Pengembalian kelebihan
pembayaran pajak BPHTB Tahun 2019 an. USNAH alamat JI. Flamboyan 903/366/Kpts/Pemb/Huk/2020, tanggal 24 1.950.000.00
[I1Rt01 Rw 06 Kel. Pancoran Mas Kec. Pancoran Mas, bersumber dari September 2020 '
APBD Kota Depok TA. 2020.

44 | Belanja Tidak Terduga dalam bentuk uang untuk Pengembalian kelebihan
pembayaran pajak BPHTB Tahun 2019 an. SRI REJEKI FLADESAWATI | 903/213/Kpts/Pemb/Huk/2020, tanggal 18 Mei 6.250.000,00

alamat JI. Raya Centrex Rt02 Rw 10 Kel. Ciracas Kec. Ciracas Jakarta
Timur, bersumber dari APBD Kota Depok TA. 2020.

2020

45

Belanja Tidak Terduga dalam bentuk uang kepada Dinas Pemadam
Kebakaran dan Penyelamatan Kota Depok untuk Percepatan Penanganan
Corona Virus Disease 2019(CQOVID19) di Kota Depok, bersumber dari
APBD Kota Depok TA.2020

903/479/Kpts/Pemb/Huk/2020, 8 Desember
2020

1.835.197.000,00
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No.

Jenis Belanja Tak Terduga

SK Walikota

Realisasi (Rp)

46

Belanja Tidak Terduga dalam bentuk uang kepada Dinas Pemadam
Kebakaran dan Penyelamatan Kota Depok untuk Percepatan Penanganan

903/479/Kpts/Pemb/Huk/2020, 8 Desember

Corona Virus Disease 2019 (COVID19) di Kota Depok, bersumber dari 2020 8.037.252.250,00
APBD Kota Depok TA.2020.
47
Belanja Tidak Terduga dalam bentuk uang untuk Pengembalian kelebihan .
. . 903/188/Kpts/Pemb/Huk/2020, tanggal 23 April
pembayaran pajak BPHTB Tahun 2019 an. Faisal Rizal alamat JI. Raya peFemin nggal e Rl 9.500.000,00

Bogor KM 32 Rt01/06 Kel. Curug Kec. Cimanggis, bersumber dari
APBD Kota Depok TA. 2020

2020

48

Belanja Tidak Terduga dalam bentuk uang kepada Dinas Pemadam
Kebakaran dan Penyelamatan Kota Depok untuk Percepatan Penanganan
Corona Virus Disease 2019(COVID19) di Kota Depok, bersumber dari
APBD Kota Depok TA.2020

903/ 499 /Kpts/Pemb/Huk/2020,21 Desember
2020

1.124.000.000,00

49

Belanja Tidak Terduga dalam bentuk uang kepada Dinas Pemadam
Kebakaran dan Penyelamatan Kota Depok untuk Percepatan Penanganan
Corona Virus Disease 2019(COVID19) di Kota Depok, bersumber dari
APBD Kota Depok TA.2020

903/480/Kpts/Pemb/Huk/2020, 10 Desember
2020

879.091.600,00

50 | Belanja Tidak Terduga dalam bentuk uang kepada Dinas Pemadam
Kebakaran dan Penyelamatan Kota Depok untuk Percepatan Penanganan | 903/ 499 /Kpts/Pemb/Huk/2020,21 Desember 492 254.000.00
Corona Virus Disease 2019(COVID19) di Kota Depok, bersumber dari 2020 '
APBD Kota Depok TA.2020
51 | Belanja Tidak Terduga dalam bentuk uang kepada Dinas Pemadam
Kebakaran dan Penyelamatan Kota Depok untuk Percepatan Penanganan | 903/ 499 /Kpts/Pemb/Huk/2020,21 Desember 465.000.000.00
Corona Virus Disease 2019(COVID19) di Kota Depok, bersumber dari 2020 '
APBD Kota Depok TA.2020
52 | Belanja Tidak Terduga dalam bentuk uang kepada Dinas Pemadam
Kebakaran dan Penyelamatan Kota Depok untuk Percepatan Penanganan | 903/ 501 /Kpts/Pemb/Huk/2020, 23 Desember 215.376.000.00
Corona Virus Disease 2019(COVID19) di Kota Depok, bersumber dari 2020 R
APBD Kota Depok TA.2020
53 | Belanja Tidak Terduga dalam bentuk uang kepada Dinas Pemadam
Kebakaran dan Penyelamatan Kota Depok untuk Percepatan Penanganan | 903/479/Kpts/Pemb/Huk/2020, 8 Desember 170.625.000.00
Corona Virus Disease 2019(COVID19) di Kota Depok, bersumber dari 2020 T
APBD Kota Depok TA.2020
54 | Belanja Tidak Terduga dalam bentuk uang kepada Dinas Pemadam
Kebakaran dan Penyelamatan Kota Depok untuk Percepatan Penanganan | 903/ 501 /Kpts/Pemb/Huk/2020, 23 Desember 183.000.000.00
Corona Virus Disease 2019(COVID19) di Kota Depok, bersumber dari 2020 R
APBD Kota Depok TA.2020
55 | Belanja Tidak Terduga dalam bentuk uang kepada Dinas Pemadam
Kebakaran dan Penyelamatan Kota Depok untuk Percepatan Penanganan | 903/425/Kpts/Pemb/Huk/2020, Tanggal 25 191,047 625,00
Corona Virus Disease 2019(COVID19) di Kota Depok, bersumber dari November 2020 '
APBD Kota Depok TA.2020
Jumlah SP2D BTT 186.382.274.017,00
56 |Pengembalian Dana BTT 14.279.670.333,00
Jumlah Pengembalian BTT 14.279.670.333,00
57 |Koreksi Saldo Kas Daerah 644,55
Jumlah Koreksi Saldo Kas Daerah 644,55
Jumlah BTT 172.102.604.328,55
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G.5.1.3. SURPLUS/DEFISIT

G.5.14.

Defisit TA 2020 adalah sebesar Rp139.427.501.788,55 yang didapatkan dari
perhitungan sebagai berikut:

1) Pendapatan Rp  3.059.775.183.315,00

2) Belanja Rp (3.199.202.687.103,55)

Surplus/(Defisit) Rp 139.427.501.788,55
PEMBIAYAAN

Pembiayaan (financing) adalah seluruh transaksi keuangan Pemerintah Daerah, baik
penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali,
yang dalam penganggaran Pemerintah Daerah terutama dimaksudkan untuk
menutup defisit dan/atau memanfaatkan surplus anggaran.

G.5.14.1. PENERIMAAN PEMBIAYAAN

Penerimaan pembiayaan pada Pemerintah Kota Depok meliputi semua penerimaan
kas yang antara lain berasal dari Sisa Lebih Pembiayaaan Anggaran (SiLPA) Tahun
Lalu dan Penerimaan Piutang PAD. Penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas
diterima dan dicatat berdasarkan azas bruto.

G.5.1.4.1.1. Penggunaan SiLPA

Penerimaan Pembiayaan TA 2020 dianggarkan sebesar Rp670.665.917.064,55
dengan realisasi sebesar Rp670.655.917.064,55 atau 100,00 % dari anggaran.
Penerimaan Pembiayaan TA 2020 merupakan penggunaan Sisa Lebih
Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya sebesar
Rp670.655.917.064,55.

G.5.14.2. PENGELUARAN PEMBIAYAAN

Pengeluaran pembiayaan pada Pemerintah Kota Depok meliputi semua
pengeluaran kas yang antara lain pembentukan dana cadangan, penyertaan modal
pemerintah dan pembayaran pokok utang. Pengeluaran pembiayaan diakui pada
saat kas dikeluarkan.

G.5.1.4.2.1. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

Pengeluaran Pembiayaan TA 2020 dianggarkan sebesar Rp79.094.500.000,00
dengan realisasi sebesar Rp74.094.500.000,00 atau 100,00 % dari anggaran.
Pengeluaran Pembiayaan TA 2020 merupakan penyertaan modal pemerintah Kota
Depok kepada PDAM Tirta Asasta sebesar Rp74.094.500.000,00.
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G.5.14.3. PEMBIAYAAN NETO

Pembiayaan Neto TA 2020 adalah sebesar Rp596.561.417.064,55 yang didapatkan
dari perhitungan sebagai berikut.

1) Penerimaan pembiayaan Rp 670.655.917.064,55
2) Pengeluaran pembiayaan Rp  74.094.500.000,00
Pembiayaan neto Rp 596.561.417.064,55

G.5.15. SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) adalah selisih lebih/kurang antara
realisasi pendapatan dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan
dalam APBD selama satu periode pelaporan.

SiLPA Pemerintah Kota Depok TA 2020 adalah sebesar Rp457.133.915.276,00
yang didapatkan dari perhitungan sebagai berikut.

1) Surplus/(Defisit) Rp (139.427.501.788,55)
2) Pembiayaan Neto Rp  596.561.417.064,55
SiLPA Rp  457.133.915.276,00
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G.5.2.

G.5.2.1.

G.5.2.2.

G.5.23.

G.5.24.

LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) adalah laporan yang
menyajikan informasi kenaikan dan penurunan SAL tahun pelaporan yang terdiri
dari SAL awal, SiLPA/SIKPA, Koreksi Kesalahan Pembukuan dan SAL Akhir.

Saldo Anggaran Lebih (SAL) adalah saldo yang berasal dari akumulasi
SiLPA/SIKPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta
penyesuaian lain yang diperkenankan.

SALDO ANGGARAN LEBIH AWAL

Saldo Anggaran Lebih Awal Tahun 2020 sebesar Rp670.655.917.064,55
merupakan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun 2019.

PENGGUNAAN SAL SEBAGAI PENERIMAAN PEMBIAYAAN TAHUN
BERJALAN

Penggunaan SAL sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan sebesar
Rp670.655.917.064,55 merupakan penggunaan SiLPA Tahun 2019 pada tahun
anggaran 2020.

SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN ANGGARAN (SiLPA)

Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran TA 2020 sebesar Rp457.133.915.276,00
didapatkan dari hasil perhitungan sebagai berikut.

1) Surplus/Defisit Rp (139.427.501.788,55)
2) Pembiayaan Neto Rp  598.561.417.064,55
SiLPA Rp  457.133.915.276,00

SALDO ANGGARAN LEBIH AKHIR

SAL Akhir TA 2020 adalah sebesar Rp457.074.299.366,00 yang didapatkan dari
perhitungan sebagai berikut:

1) SAL Awal Rp  670.655.917.064,55
2) Penggunaan SAL Rp (670.655.917.064,55)
3) SiLPA Rp  457.133.915.276,00
4) Koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya Rp 0,00

SAL Akhir Rp  457.133.915.276,00

Laporan Keuangan Pemerintah Kota Depok TA 2020 83



G.53

G.5.3.1.

NERACA

Penjelasan pos-pos neraca menguraikan secara singkat mengenai posisi saldo akun-
akun neraca disertai lampiran-lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari laporan keuangan ini dan kecukupan pengungkapan informasi yang diharuskan
oleh kebijakan akuntansi pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka
laporan keuangan. Penjelasan pos-pos neraca menguraikan posisi neraca untuk tahun
yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2020.

ASET

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah
daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan darimana manfaat ekonomi
dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah
daerah maupun masyarakat serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber
daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum
dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Saldo Aset Pemerintah Kota Depok per 31 Desember 2020 adalah sebesar
Rp14.128.331.630.656,80 mengalami kenaikan sebesar Rp2.061.533.080.108,57
atau 17,08% dari saldo Aset tahun sebelumnya sebesar Rp12.066.798.550.548,30.
Aset Kota Depok Tahun 2020 terdiri dari Aset Lancar, Investasi Jangka Panjang,
Aset Tetap, dan Aset Lainnya dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.29
Saldo Aset Per 31 Desember 2020 dan 2019
No. Uraian Saldo Per 31 Desember | Saldo Per 31 Desember Kenaikan/ %
2020 (Rp) 2019 (Rp) (Penurunan)
1 |AsetLancar 1.163.893.587.515,36 1.259.203.396.808,22 (95.309.809.292,86) (7,57)
2 |Investasi Jangka Panjang 695.260.509.358,00 613.560.766.214,00 81.699.743.144,00 | 13,32
3 |AsetTetap 12.090.957.510.882,20 | 10.016.907.218.529,40 | 2.074.050.292.352,75 | 20,71
4 |AsetLainnya 178.220.022.901,31 177.127.168.996,63 1.092.853.904,68 0,62
Jumlah| 14.128.331.630.656,80 | 12.066.798.550.548,30 | 2.061.533.080.108,57 | 17,08

G.5.3.1.1. ASET LANCAR

Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera untuk dapat
direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas)
bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi
jangka pendek, piutang, dan persediaan.

Saldo Aset Lancar Pemerintah Kota Depok per 31 Desember 2020 adalah sebesar
Rp1.163.893.587.515,36 mengalami penurunan sebesar Rp95.786.862.492,86 atau
7,57% dari saldo tahun sebelumnya sebesar Rp1.259.203.396.808,22. Aset Lancar
Pemerintah Kota Depok Tahun 2020 terdiri atas Kas di Kas Daerah, Kas di
Bendahara Pengeluaran, Kas di Bendahara Penerimaan, Kas di BLUD, Kas
Lainnya di Bendahara Pengeluaran, Kas Lainnya, Setara Kas, Piutang Pajak dan
Penyisihannya, Piutang Retribusi dan Penyisihannya, Belanja dibayar dimuka,
Piutang Transfer Pemerintah Provinsi dan Penyisihannya, Piutang Lainnya dan
Penyisihannya dan Persediaan dengan rincian sebagai berikut.
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Tabel 5.30
Saldo Aset Lancar Per 31 Desember 2020 dan 2019

No. Uraian Saldo Per 31 Desember Saldo Per 31 Kenaikan/ %
2020 (Rp) Desember 2019 (Rp) (Penurunan)
1 |Kas di Kas Daerah 387.938.032.402,00 632.702.881.248,55 | (244.764.848.846,55)| (38,69)
Kas di Bendahara
2 |Pengeluaran 33.237.076,00 23.173.498,00 10.063.578,00 43,43
Kas di Bendahara
3 |Penerimaan 9.245.000,00 21.967.400,00 (12.722.400,00)|  (57,91)
4 [KasdiBLUD 67.578.202.465,00 32.265.015.809,00 35.313.186.656,00 | 109,45
Kas Lainnya di Bendahara
5 |Pengeluaran 3.944.808,00 576.872,00 3.367.936,00 | 583,83
6 |Kas Lainnya 1.575.158.863,00 5.642.302.237,00 (4.067.143.374,00)|  (72,08)
7 [Setara Kas - - - -
8 |Piutang Pajak 939.089.471.188,00 696.644.044.719,95 242.445.426.468,05 34,80
9 |Penyisihan Piutang Pajak (357.132.956.873,16)| (199.191.314.791,87)| (157.941.642.081,29) 79,29
10 |Piutang Refribusi 308.783.200,00 5.137.287.800,00 (4.828.504.600,00)|  (93,99)
11 |Penyisihan Piutang Retribusi (36.741.082,00) (35.047.568,00) (1.693.514,00 4,83
12 |Belanja Dibayar Dimuka 298.639.050,42 498.186.372,46 (199.547.322,04)|  (40,05)
13 |Piutang Dana Bagi Hasil - - - -
Penyisihan Piutang Dana Bagi
14 |Hasil
Piutang Transfer Pemerintah
15 |Provinsi 26.072.898.722,00 23.942.358.201,00 2.130.540.521,00 8,90
Penyisihan Piutang Transfer
16 |Pemerintah Provinsi (130.364.493,61) (119.711.791,01) (10.652.702,60) 8,90
17 |Piutang Lainnya 29.071.570.300,00 20.618.978.551,00 8.452.591.749,00 40,99
18 |Penyisihan Piutang Lainnya (469.294.409,01) (261.012.331,07) (208.282.077,94) 79,80
19 |Persediaan 69.683.761.298,72 41.313.710.581,21 28.370.050.717,51 68,67
Jumlah| 1.163.893.587.515,36 | 1.259.203.396.808,22 (95.309.809.292,86) (7,57)
G.5.3.1.1.1. Kas di Kas Daerah
Saldo Kas di Kas Daerah Pemerintah Kota Depok per 31 Desember 2020 adalah
sebesar Rp387.938.032.402,00 mengalami penurunan sebesar
Rp244.764.848.846,55 atau 38,69% dari saldo tahun sebelumnya sebesar
Rp632.702.881.248,55.
Tabel 5.31
Saldo Kas di Kas Daerah Per 31 Desember 2020 dan 2019
No. Kas di Kas Nomor Rekening Saldo Per 31 Desember Saldo Per 31 Kenaikan/ %
Daerah 2020 (Rp) Desember 2019 (Rp) (Penurunan)
1 [KasdiBUD | 0000667277001 387.938.032.402,00 632.702.881.248,55 | (244.764.848.846,55)| (38,69)
Jumlah 387.938.032.402,00 632.702.881.248,55 | (244.764.848.846,55)| (38,69)

Pada tanggal 5 April 2020 Pemerintah Kota Depok mendapatkan bantuan dari
PT. SNJ berupa uang tunai sebesar Rp250.000.000,00 berdasarkan BAST
bantuan yang ditandatangani oleh Direktur PT. SNJ dan Ketua Harian Gugus
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G.5.3.1.1.2.

Tugas Penanganan Covid-19 Kota Depok. Penetapan dan pembukaan rekening
untuk menampung sumbangan tersebut ditetapkan pada tanggal 3 November
sesuai Surat Keputusan Wali Kota Depok Nomor 903/129/KPTs/BKD/2020
tentang Penetapan Bendahara Penerimaan Bantuan Masyarakat Untuk
Percepatan Penanggulangan Covid-19 di Kota Depok. Selanjutnya pada tanggal
19 November 2020 Pemerintah Kota Depok menetapkan rekening bantuan
masyarakat pada Bank BJB Cabang Depok dengan Nomor Rekening
0111537895001 a.n BP Bantuan Masyarakat Covid Depok. Terdapat sisa uang
pada rekening tersebut sebesar Rp100.000.000,00 dan sudah disetorkan ke
Rekening Kas Umum Daerah pada tanggal 30 Desember 2020.

Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2020 adalah sebesar
Rp33.237.076,00 mengalami kenaikan sebesar Rp10.063.578,00 atau 43,43%
dari saldo tahun sebelumnya sebesar Rp23.173.498,00.

Berikut adalah rincian Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2020 dan
2019 sebagaimana terlihat pada tabel berikut ini.

Tabel 5.32
Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran Per 31 Desember 2020 dan 2019
Saldo Per 31 Desember Saldo Per 31 Kenaikan/ o
No. SKPD 2020 (Rp) Desember 2019 (Rp) (Penurunan) %
1 |Dinas Pendidikan 12.004.000,00 10.812.250,00 1.191.750,00 11,02
Dinas Pekerjaan Umum dan

2 [Penataan Ruang 1.420.272,00 8.556.248,00 (7.135.976,00) (83,40)
3 [Dinas Tenaga Kerja 19.670.804,00 - 19.670.804,00 -
4 |Sekretariat Daerah 3.518.000,00 (3.518.000,00)( 100,00
5 |Badan Keuangan Daerah 18.000,00 277.000,00 (259.000,00) (93,50)
6 |Kecamatan Cinere 10.000,00 (10.000,00) 100,00
7 [Kecamatan Limo 124.000,00 124.000,00 -

Jumlah 33.237.076,00 23.173.498,00 10.063.578,00 43,43

Atas sisa saldo Kas di Bendahara Pengeluaran tersebut seluruhnya telah

disetorkan pada awal tahun 2020 dengan rincian sebagai berikut:
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Tabel 5.33
Rincian Penyetoran Kas Bendahara Pengeluaran Tahun 2020

No. SKPD Tanggal Nilai (Rp)
1 |Dinas Pendidikan 11 Januari 2021 12.004.000,00
Subtotal 1 12.004.000,00
2 |Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan 12 Januari 2021 1.420.272,00

Ruang

Subtotal 2 1.420.272,00
3 |Dinas Tenaga Kerja |15 Januari 2021 19.670.804,00
Subtotal 3 19.670.804,00
4 [Badan Keuangan Daerah |13 Januari 2021 18.000,00
Subtotal 4 18.000,00
5 |Kecamatan Limo 05 Januari 2021 8.000,00
05 Januari 2021 116.000,00
Subtotal 5 124.000,00
Jumlah 33.237.076,00

G.5.3.1.1.3. Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2020 adalah sebesar
Rp9.245.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp12.722.400,00 atau 57,91%
dari saldo tahun sebelumnya sebesar Rp21.967.400,00. Saldo Kas di Bendahara
Penerimaan per 31 Desember 2020 sebesar Rp21.967.400,00 merupakan
penerimaan Retribusi Terminal sebesar Rp8.705.000,00 dan Retribusi
Pelayanan Tempat Khusus Parkir sebesar Rp540.000,00 pada Dinas
Perhubungan yang belum disetorkan ke Kas Daerah sampai dengan 31 Desember
2020.

Tabel 5.34
Saldo Kas di Bendahara Penerimaan Per 31 Desember 2020 dan 2019
Saldo Per 31 Desember [Saldo Per 31 Desember|  Kenaikan/ .
No. SKPD 2020 (Rp) 2019 (Rp) (Penurunan) g
Dinas Perumahan dan
1 |Permukiman 13.675.000,00 | (13.675.000,00)| 100,00
2 |Dinas Perhubungan 9.245.000,00 8.292.400,00 952.600,00 | 11,49
Jumlah 9.245.000,00 21.967.400,00 | (12.722.400,00)| (57,91)

G.5.3.1.1.4. Kasdi BLUD

Saldo Kas di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) per 31 Desember 2020
adalah  sebesar Rp67.578.202.465,00 mengalami  kenaikan  sebesar
Rp35.313.186.656,00 atau 109,45% dari saldo tahun sebelumnya sebesar
Rp32.265.015.809,00.

Saldo Kas di BLUD per 31 Desember 2020 terdiri atas Kas di BLUD RSUD
Kota Depok sebesar Rp56.015.390.035,00 dan Kas di BLUD UPT Puskesmas
sebesar Rp11.562.812.430,00 dengan rincian sebagai berikut.
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Saldo Kas di BLUD Per 31 Desember 2020 dan 2019

Tabel 5.35

No. Uraian Saldo Per 31 Desember Saldo Per 31 Kenaikan/ %
2020 (Rp) Desember 2019 (Rp) (Penurunan)

I Kas di BLUD RSUD 56.015.390.035,00 20.603.852.147,00 | 35.411.537.888,00 | 171,87
1 |Kas di Rekening 56.001.762.935,00 20.587.546.841,00 [ 35.414.216.094,00 | 172,02

2 |Kas Tunai 13.627.100,00 16.305.306,00 (2.678.206,00) (16,43)

Kas di BLUD UPT

Il Puskesmas 11.562.812.430,00 11.661.163.662,00 (98.351.232,00)| (0,84)
1 |Kas di Rekening 11.542.674.865,00 11.649.435.162,00 (106.760.297,00)[ (0,92)

2 |Kas Tunai 20.137.565,00 11.728.500,00 8.409.065,00 | 71,70

3 |Utang PFK - - 100,00
Jumlah 67.578.202.465,00 32.265.015.809,00 [ 35.313.186.656,00 | 109,45

Penjelasan saldo Kas di BLUD adalah sebagai berikut.

1. Kas di BLUD RSUD Kota Depok

Kas di BLUD RSUD Kota Depok sebesar Rp56.015.390.035,00 merupakan
saldo kas sisa hasil pengelolaan penerimaan dan pengeluaran RSUD Kota
Depok tahun 2020 yang telah menerapkan PPK BLUD sejak tahun 2012
yang ditetapkan melalui Peraturan Walikota Depok Nomor 46 Tahun 2011
tentang PPK BLUD RSUD Kota Depok tanggal 15 Desember 2011.

Saldo Kas di BLUD RSUD Kota Depok sebesar Rp56.015.390.035,00,

terdiri atas:

a. Saldo kas di Rekening Nomor 0007324782001 pada Bank BJB Cabang
Depok sebesar Rp56.001.762.935,00. Rekening tersebut dikelola oleh
Pejabat Keuangan BLUD sebagai penyelenggara pengelolaan kas

BLUD;

b. Saldo kas tunai sebesar Rp13.627.100,00 pada Bendahara Penerimaan
BLUD yang belum disetor ke rekening BLUD sampai dengan 31
Desember 2020.

2. Kas di BLUD UPT Puskesmas

Kas di BLUD UPT Puskesmas sebesar Rp11.661.163.662,00 merupakan
saldo kas pada 38 UPT Puskesmas Kecamatan yang tersebar pada 11
kecamatan di wilayah Kota Depok.

Saldo Kas di BLUD UPT Puskesmas sebesar Rp11.562.812.430,00, terdiri
atas saldo kas di rekening BJB Cabang Depok sebesar Rp11.542.674.865,00
dan saldo kas tunai sebesar Rp20.137.565,00 pada 11 UPT Puskesmas,
dengan rincian sebagai berikut.
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Tabel 5.36
Saldo Kas di BLUD UPT Puskesmas Per 31 Desember 2020

Kas di Rekening

No. BLUD UPT Puskesmas Nomor Rekening |Kas di Tunai (Rp) (Rp) Total
1 |UPTD PUSKESMAS PANCORAN MAS 0075291922001 1.414.000,00 1.374.754.000,00 | 1.376.168.000,00
2 |UPTD PUSKESMAS DEPOK JAYA 0100126427001 106.000,00 166.430.754,00 166.536.754,00
3 |UPTD PUSKESMAS RANGKAPAN JAYA | 0100126508001 912.065,00 506.364.021,00 507.276.086,00
4 |UPTD PUSKESMAS MAMPANG 0100126583001 226.000,00 123.868.299,00 124.094.299,00
5 |UPTD PUSKESMAS SUKMAJAYA 0075266219001 2.198.000,00 207.639.219,00 209.837.219,00
6 |UPTD PUSKESMAS ABADI JAYA 0100126702001 292.000,00 194.463.014,00 194.755.014,00
7 |UPTD PUSKESMAS BAKTIJAYA 0100127131001 465.500,00 128.660.701,00 129.126.201,00
UPTD PUSKESMAS PONDOK
8 [SUKMAJAYA 0100127172001 44.,000,00 63.729.923,00 63.773.923,00
9 [UPTD PUSKESMAS CIMANGGIS 0075268955001 980.000,00 401.928.353,00 402.908.353,00
10 [UPTD PUSKESMAS TUGU 0100127334001 898.000,00 464.138.006,00 465.036.006,00
11 [UPTD PUSKESMAS HARJAMUKTI 0100127377001 635.000,00 116.448.354,00 117.083.354,00
UPTD PUSKESMAS PASIR GUNUNG
12 [SELATAN 0100127431001 410.000,00 84.332.054,00 84.742.054,00
13 |UPTD PUSKESMAS CISALAK PASAR 0100127504001 56.000,00 76.327.424,00 76.383.424,00
14 |UPTD PUSKESMAS MEKARSARI 0100127458001 203.000,00 49.640.906,00 49.843.906,00
15 |UPTD PUSKESMAS CINERE 0075314051001 1.309.000,00 768.634.127,00 769.943.127,00
16 |UPTD PUSKESMAS BOJONGSARI 0075266741001 744.000,00 449.195.607,00 449.939.607,00
17 [UPTD PUSKESMAS DUREN SERIBU 0100126354001 541.500,00 1.160.771.213,00 [ 1.161.312.713,00
18 [UPTD PUSKESMAS BEJI 0075269048001 1.028.500,00 190.644.162,00 191.672.662,00
19 [UPTD PUSKESMAS TANAH BARU 0100127814001 327.500,00 249.851.695,00 250.179.195,00
20 [UPTD PUSKESMAS KEMIRI MUKA 0100126818001 143.000,00 342.499.579,00 342.642.579,00
21 |UPTD PUSKESMAS DEPOK UTARA 0100127776001 16.000,00 50.740.236,00 50.756.236,00
22 |UPTD PUSKESMAS TAPOS 0075267142001 114.000,00 823.170.492,00 823.284.492,00
23 |UPTD PUSKESMAS SUKATANI 0100127539001 219.500,00 350.296.628,00 350.516.128,00
24 |UPTD PUSKESMAS JATI JAJAR 0100127598001 236.000,00 151.411.769,00 151.647.769,00
25 |UPTD PUSKESMAS CILANGKAP 0100127644001 - 207.787.248,00 207.787.248,00
26 |UPTD PUSKESMAS CIMPAEUN 0100127687001 460.000,00 154.340.729,00 154.800.729,00
27 |UPTD PUSKESMAS SUKAMAJU BARU | 0100127741001 115.000,00 114.028.894,00 114.143.894,00
28 |UPTD PUSKESMAS SAWANGAN 0075266790001 623.500,00 281.986.835,00 282.610.335,00
29 |UPTD PUSKESMAS PASIR PUTIH 0100125889001 - 145.063.870,00 145.063.870,00
30 |UPTD PUSKESMAS KEDAUNG 0100126044001 614.000,00 23.002.891,00 23.616.891,00
31 |UPTD PUSKESMAS PENGASINAN 0100126176001 - 165.930.184,00 165.930.184,00
32 |UPTD PUSKESMAS CINANGKA 0100126249001 - 44.921.807,00 44.921.807,00
33 |UPTD PUSKESMAS CIPAYUNG 0075271476001 1.209.500,00 563.903.963,00 565.113.463,00
34 |UPTD PUSKESMAS RATU JAYA 0100126664001 992.500,00 123.932.055,00 124.924 555,00
35 |UPTD PUSKESMAS CILODONG 0075269625001 1.304.000,00 134.742.655,00 136.046.655,00
36 |UPTD PUSKESMAS VILLA PERTIWM 0100127210001 347.000,00 137.216.443,00 137.563.443,00
37 |UPTD PUSKESMAS KALI MULYA 0100127288001 425.000,00 60.208.369,00 60.633.369,00
38 |UPTD PUSKESMAS LIMO 0075270690001 528.500,00 889.668.386,00 890.196.886,00
Jumlah 20.137.565,00 | 11.542.674.865,00 | 11.562.812.430,00
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G.5.3.1.1.5. Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran
Saldo Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2020 adalah
sebesar Rp3.944.808,00 mengalami kenaikan sebesar Rp3.367.936,00 dari saldo
tahun sebelumnya sebesar Rp576.872,00.
Saldo Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2020 sebesar
Rp3.944.808,00 terdiri dari pajak yang belum dibayarkan dan Jasa Giro rekening
Bendahara Pengeluaran yang belum disetor ke kas daerah sampai dengan 31
Desember 2020, dengan rincian sebagai berikut.
Tabel 5.37
Rincian Penyetoran Saldo Kas Lainnya Tahun 2020
No. | SKPD Nilai (Rp)
Pajak Belum Disetor
1 IDinas Pendidikan 3.905.338,00
Jasa Giro Rekening
Dinas Pemuda, Olah Raga,
1 Kebudayaan dan Pariwisata 39.470,00
Jumlah| 3.944.808,00
Atas Pajak dan Jasa Giro Rekening Bendahara Pengeluaran di atas telah
seluruhnya disetor pada tahun 2021.
G.5.3.1.1.6. Kas Lainnya
Saldo Kas Lainnya per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp1.575.158.863,00
mengalami penurunan sebesar Rp4.067.143.374,00 atau 72,08% dari saldo tahun
sebelumnya sebesar Rp5.642.302.237,00.
Saldo Kas Lainnya per 31 Desember 2020 sebesar Rp1.575.158.863,00 terdiri
atas sisa saldo Kas Dana BOS pada 274 SD Negeri sebesar Rp783.084.275,00
dan 26 SMP Negeri sebesar Rp792.074.588,00 dengan rincian sebagai berikut.
Tabel 5.38
Saldo Kas di Lainnya Per 31 Desember 2020 dan 2019
No. Uraian SD SMP Jumlah (Rp)
| Saldo Awal 1.546.181.984,00 4.096.120.253,00 5.642.302.237,00
I Pendapatan 101.626.755.274,00 28.582.744.059,00 | 130.209.499.333,00
1 |BOS APBN 101.549.070.000,00 28.506.170.000,00 | 130.055.240.000,00
2 |Jasa Giro Rekening 77.685.274,00 76.574.059,00 154.259.333,00
Il Belanja 102.389.852.983,00 31.886.789.724,00 | 134.276.642.707,00
1 |Pegawai 17.610.303.500,00 3.903.146.700,00 | 21.513.450.200,00
2 |Barang dan Jasa 64.621.084.194,00 20.261.003.637,00 | 84.882.087.831,00
3 |Modal 20.158.465.289,00 7.722.639.387,00 | 27.881.104.676,00
v Saldo Akhir 783.084.275,00 792.074.588,00 1.575.158.863,00

Rincian saldo sisa Dana BOS SD dan SMP lebih lanjut dapat dilihat pada lampiran 5.1

dan 5.2.
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G.5.3.1.1.7.

Setara Kas

Setara Kas merupakan investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap
dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.
Setara Kas ditujukan untuk memenuhi kebutuhan kas jangka pendek atau untuk
tujuan lain. Untuk memenuhi persyaratan setara kas, investasi jangka pendek
yang termasuk dalam setara kas harus segera dapat diubah menjadi tunai kas
dalam jumlah yang dapat diketahui tanpa ada risiko perubahan nilai yang
signifikan, termasuk didalamnya investasi yang mempunyai masa jatuh tempo 3
(tiga) bulan atau kurang terhitung sejak tanggal perolehan investasi.

Saldo Setara Kas per 31 Desember 2020 adalah NIHIL. Seluruh deposito sudah
ditarik ke Rekening Kas Umum Daerah Sebesar Rp430.00.000.000,00

G.5.3.1.1.8. Piutang Pajak
Saldo Piutang Pajak per 31 Desember 2020 adalah sebesar
Rp939.089.471.188,00 mengalami kenaikan sebesar Rp242.445.426.468,05 atau
34,80% dari saldo tahun sebelumnya sebesar Rp696.644.044.719,95.
Piutang Pajak per 31 Desember 2020 terdiri atas Piutang Pajak Hotel, Pajak
Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Parkir, Pajak Reklame, Pajak Air Tanah, Pajak
Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, dan Bea Perolehan Hak atas Tanah
dan Bangunan, dengan rincian sebagai berikut.
Tabel 5.39
Saldo Piutang Pajak Per 31 Desember 2020 dan 2019
Saldo Per 31 Desember Saldo Per 31 Kenaikan/
No. KPD 9
° 2 2020 (Rp) Desember 2019 (Rp) (Penurunan) 2
1 |Pajak Hotel 1.146.333.684,00 42.123.933,00 1.104.209.751,00 | 2.621,34
2 |Pajak Restoran 3.442.791.709,00 1.599.358.838,50 1.843.432.870,50 115,26
3 [Pajak Hiburan 121.819.402,00 72.768.321,00 49.051.081,00 67,41
4 |Pajak Parkir 82.577.100,00 523.756.627,00 (441.179.527,00)[  (84,23)
5 [Pajak Reklame 521.821.612,00 100.489.000,00 421.332.612,00 | 419,28
6 |Pajak Air Tanah 3.492.275.136,00 5.160.466.179,60 (1.668.191.043,60)| (32,33)
Pajak Bumi dan Bangunan
7 |Perdesaan dan Perkotaan 923.995.870.213,00 | 684.188.722.096,85 | 239.807.148.116,15 35,05
Bea Perolehan Hak atas
8 [Tanah dan Bangunan 6.285.982.332,00 4.956.359.724,00 1.329.622.608,00 26,83
Jumlah 939.089.471.188,00 | 696.644.044.719,95 | 242.445.426.468,05 34,80
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1. Piutang Pajak Hotel

Pajak Hotel dipungut dengan menggunakan mekanisme self assessment yaitu
pemberian kewenangan kepada wajib pajak untuk menghitung sendiri
besarnya pajak terutang. Piutang pajak hotel muncul pada saat wajib pajak
melakukan pelaporan pembayaran pajaknya namun atas pajak yang
dilaporkan belum seluruhnya dilakukan pembayaran atau pada saat
dilakukan pemeriksaan oleh petugas pajak terdapat kekurangan perhitungan
pajak terutang sehingga pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak menjadi
kurang bayar.

Saldo Piutang Pajak Hotel per 31 Desember 2020 adalah sebesar
Rpl1.146.333.684,00 yang terdiri atas Piutang Tahun 2015 sebesar
Rp3.358.400,00, Piutang Tahun 2016 sebesar Rp3.730.760,00, Piutang
Tahun 2017 sebesar Rp5.812.000,00, Piutang Tahun 2018 sebesar
Rp4.170.000,00, Piutang Tahun 2019 sebesar Rp.5.680.000,00 dan Piutang
Tahun 2020 sebesar Rp.1.123.582.524,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.40
Saldo Piutang Pajak Hotel Per Tahun Pajak

No. | Tahun Pajak Saldo Per 31 Desember | Koreksi Saldo Awal | Pembayaran Tahun D::;il:frzzgo
’ 2019 (Rp) 2020 (Rp) 2020 (Rp) (Rp)

1 2015 3.108.400,00 250.000,00 3.358.400,00
2 2016 3.730.760,00 - 3.730.760,00
3 2017 5.812.000,00 - 5.812.000,00
4 2018 588.273,00 3.581.727,00 - 4.170.000,00
5 2019 28.884.500,00 3.350.500,00 26.555.000,00 5.680.000,00
6 2020 - - - 1.123.582.524,00

Jumlah 42.123.933,00 7.182.227,00 26.555.000,00 1.146.333.684,00

2. Piutang Pajak Restoran

Pajak Restoran dipungut dengan menggunakan mekanisme self assessment
sama dengan yang diterapkan pada Pajak Hotel. Piutang pajak restoran
muncul pada saat wajib pajak melakukan pelaporan pembayaran pajaknya
namun atas pajak yang dilaporkan belum seluruhnya dilakukan pembayaran
atau pada saat dilakukan pemeriksaan oleh petugas pajak terdapat
kekurangan perhitungan pajak terutang sehingga pajak yang dibayarkan oleh
wajib pajak menjadi kurang bayar.

Saldo Piutang Pajak Restoran per 31 Desember 2020 adalah sebesar
Rp3.442.791.709,00 yang terdiri atas Piutang Tahun 2015 sebesar
Rp289.404.339,00, Piutang Tahun 2016 sebesar Rp42.057.447,00, Piutang
Tahun 2017 sebesar Rp81.405.193,00, Piutang Tahun 2018 sebesar
Rp114.777.181,00, Piutang Tahun 2019 sebesar Rp567.359.792,00 dan
Piutang Tahun 2020 sebesar Rp2.347.787.757,00 dengan rincian sebagai
berikut.
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Tabel 5.41

Saldo Piutang Pajak Restoran Per Tahun Pajak

No.|Tahun Pajak Saldo Per 31 Desember | Koreksi Saldo Awal | Pembayaran Tahun Des:elz(:ni::rz::); 0
2019 (Rp) 2020 (Rp) 2020 (Rp) (Rp)
1 2012 111.000,00 (111.000,00) -
2 2015 290.284.549,00 (880.210,00) 289.404.339,00
3 2016 42.057.447,00 42.057.447,00
4 2017 145.854.315,50 (64.449.122,50) - 81.405.193,00
5 2018 106.585.877,00 118.440.653,00 110.249.349,00 114.777.181,00
6 2019 1.014.465.650,00 96.300.247,00 543.406.105,00 567.359.792,00
7 2020 - 2.347.787.757,00
Jumlah 1.599.358.838,50 149.300.567,50 653.655.454,00 3.442.791.709,00
3. Piutang Pajak Hiburan
Pajak Hiburan dipungut dengan menggunakan mekanisme self assessment
sama dengan yang diterapkan pada Pajak Hotel dan Restoran. Piutang pajak
hiburan muncul pada saat wajib pajak melakukan pelaporan pembayaran
pajaknya namun atas pajak yang dilaporkan belum seluruhnya dilakukan
pembayaran atau pada saat dilakukan pemeriksaan oleh petugas pajak
terdapat kekurangan perhitungan pajak terutang sehingga pajak yang
dibayarkan oleh wajib pajak menjadi kurang bayar.
Saldo Piutang Pajak Hiburan per 31 Desember 2020 adalah sebesar
Rp121.819.402,00 yang terdiri atas Piutang Tahun 2015 sebesar
Rp11.196.500,00, Piutang Tahun 2018 sebesar Rp11.561.333,00, Piutang
Tahun 2019 Sebesar Rp480.000,00 dan Piutang Tahun 2020 Sebesar
Rp98.581.569,00 dengan rincian sebagai berikut.
Tabel 5.42
Saldo Piutang Pajak Hiburan Per Tahun Pajak
No. | Tahun Pajak Saldo Per 31 Desember | Koreksi Saldo Awal | Pembayaran Tahun Des::r’nobepfr;gzo
2019 (Rp) 2020 (Rp) 2020 (Rp) (Rp)
1 2014 34.004.250,00 (34.004.250,00) -
2 2015 11.196.500,00 - 11.196.500,00
3 2018 11.561.333,00 8.696.250,00 8.696.250,00 11.561.333,00
4 2019 16.006.238,00 15.526.238,00 480.000,00
5 2020 - - 98.581.569,00
Jumlah 72.768.321,00 (25.308.000,00) 24.222.488,00 121.819.402,00
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4.

Piutang Pajak Parkir

Mekanisme pemungutan pajak parkir menggunakan self assessment dan
piutang diakui pada saat wajib pajak melakukan pelaporan pembayaran
pajaknya dan/atau saat dilakukan pemeriksaan oleh petugas pajak terdapat
kurang bayar.

Saldo Piutang Pajak Parkir per 31 Desember 2020 adalah sebesar
Rp82.577.100,00 yang terdiri atas Piutang Tahun 2015 sebesar
Rp18.780.000,00, Piutang Tahun 2016 sebesar Rp195.000, Piutang Tahun
2018 sebesar Rp5.440.000,00, Piutang Tahun 2019 sebesar Rp6.520.000,00
dan Piutang Tahun 2020 sebesar Rp51.642.100,00 dengan rincian sebagai
berikut.

Tabel 5.43
Saldo Piutang Pajak Parkir Per Tahun Pajak
No. | Tahun Pajak Saldo Per 31 Desember | Koreksi Saldo Awal | Pembayaran Tahun Des,-:(:‘rjnobepfrz?(’:zo
’ 2019 (Rp) 2020 (Rp) 2020 (Rp) (Rp)
1 2011 505.000,00 (505.000,00)
2 2012 40.000,00 (40.000,00)
3 2013 2.600.000,00 (2.600.000,00) -
4 2015 17.230.000,00 1.550.000,00 18.780.000,00
5 2016 195.000,00 - - 195.000,00
6 2018 - 15.088.970,00 9.648.970,00 5.440.000,00
7 2019 79.919.000,00 (1.200.000,00) 72.199.000,00 6.520.000,00
8 2020 - - - 51.642.100,00
Jumlah 100.489.000,00 12.293.970,00 81.847.970,00 82.577.100,00
5. Piutang Pajak Reklame

Mekanisme pemungutan pajak reklame menggunakan official assessment
yaitu kewenangan atas penentuan besarnya pajak terutang dihitung dan
ditetapkan oleh Pemerintah Daerah. Piutang Pajak Reklame diakui pada saat
SKPD diterbitkan oleh Pemerintah Kota Depok di Bidang Pajak Daerah I,
Badan Keuangan Daerah.

Saldo Piutang Pajak Reklame per 31 Desember 2020 adalah sebesar
Rp521.821.612,00 yang terdiri atas Piutang Tahun 2017, 2018,2019 dan
2020 dengan rincian sebagai berikut.
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Tabel 5.44

Saldo Piutang Pajak Reklame Per Tahun Pajak

No.|Tahun Pajak Saldo Per 31 Desember | Koreksi Saldo Awal | Pembayaran Tahun D::;::b::rz?zo
2019 (Rp) 2020 (Rp) 2020 (Rp) (Rp)
1 2011 41.953.115,00 (41.953.115,00)
2 2012 29.055.262,00 (29.055.262,00)
3 2013 8.276.055,00 (8.276.055,00)
4 2014 5.010.000,00 (5.010.000,00)
5 2015 36.543.741,00 (36.543.741,00)
6 2016 19.094.065,00 (19.094.065,00) -
7 2017 48.112.536,00 (46.636.536,00) - 1.476.000,00
8 2018 98.941.279,00 (70.123.801,00) 19.907.750,00 8.909.728,00
9 2019 236.770.574,00 (40.626.779,00) 193.141.290,00 3.002.505,00
10 2020 - - - 508.433.379,00
Jumlah 523.756.627,00 (297.319.354,00) 213.049.040,00 521.821.612,00
6. Piutang Pajak Air Tanah
Mekanisme pemungutan pajak reklame menggunakan official assessment
sama dengan yang diterapkan terhadap pajak reklame yaitu kewenangan atas
penentuan besarnya pajak terutang dihitung dan ditetapkan oleh Pemerintah
Daerah. Piutang Pajak Air Tanah diakui pada saat SKPD diterbitkan oleh
Pemerintah Kota Depok pada Bidang Pajak Daerah |, Badan Keuangan
Daerah.
Saldo Piutang Pajak Air Tanah per 31 Desember 2020 adalah sebesar
Rp3.492.275.136,00 yang terdiri atas Piutang Tahun 2016, 2017,2018,2019
dan 2020 dengan rincian sebagai berikut.
Tabel 5.45
Saldo Piutang Pajak Air Tanah Per Tahun Pajak
No.|Tahun Pajak Saldo Per 31 Desember | Koreksi Saldo Awal | Pembayaran Tahun D::;:b::rgzo
' 2019 (Rp) 2020 (Rp) 2020 (Rp) (Rp)
1 2011 35.813.806,00 (35.813.806,00)
2 2012 21.447.352,00 (21.447.352,00)
3 2013 31.837.480,00 (31.837.480,00)
4 2014 31.268.456,00 (31.268.456,00)
5 2015 1.354.410,00 (1.354.410,00) - -
6 2016 300.288,00 - 150.144,00 150.144,00
7 2017 590.911,60 0,40 - 590.912,00
8 2018 3.941.164,00 - 3.941.164,00
9 2019 5.037.853.476,00 (37.342.821,00) 2.486.578.247,00 2.513.932.408,00
10 2020 - - 973.660.508,00
Jumlah 5.160.466.179,60 (155.123.160,60) 2.486.728.391,00 3.492.275.136,00
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7. Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
Mekanisme pemungutan PBB-P2 menggunakan official assessment sama
dengan yang diterapkan terhadap pajak reklame dan pajak air tanah. Piutang
PBB-P2 diakui pada saat SPPT diterbitkan oleh Pemerintah Kota Depok di
Bidang Pajak Daerah Il, Badan Keuangan Daerah.
Saldo Piutang PBB-P2 per 31 Desember 2020 adalah sebesar
Rp923.995.870.213,00 yang terdiri atas Piutang Tahun 2006 s.d. 2020
dengan rincian sebagai berikut.
Tabel 5.46
Saldo Piutang PBB-P2 Per Tahun Pajak
No. Tahun D:::iob:: ’2:;119 Lot Pembayaran Tahun o Koreksi Saldo Per 31
Pajak (Rp) SPPT Tahun 2020 2020 Pembetulan NOP |Koreksi Saldo Awal Desember 2020 (Rp)
1| 2005 . . .
2 | 2006 26.172.340,00 26.172.340,00 9.013.657.550,00 |  9.013.657.550,00
3 | 2007 1.564.494.500,75 95.979.887,00 64.915.136,00 | 11.191.142.914,25 |  12.504.742.392,00
4 | 2008 1.184.244.766,00 130.046.748,00 65.810.043,00 | 12.475.603.517,00 |  13.463.991.492,00
5 | 2009 1,046.103.793,25 185.691.501,00 18.699.130,00 | 15.435.922.252,75 |  16.277.635.415,00
6 | 2010 3.339.375.580,00 485.138.767,00 68.534.522,00 | 15.308.662.159,00 |  18.094.364.450,00
7| 2011 3.991.511.731,00 649.643.625,00 64.597.798,00 | 19.287.839.823,00 |  22.565.110.131,00
8 | 2012 | 32.967.793.797,00 23.776.302,00 859.471.588,00 79.108.102,00 529.914.087,00 |  32.582.904.496,00
9 | 2013 | 33.075.549.300,00 29.723.274,00 | 1.089.485.786,00 83.442.833,00 |  1.022.363.996,00 |  32.954.707.951,00
10 | 2014 | 36.471.008.957,00 36.764.972,00 | 1.341.694.937,00 81.418.485,00 523.632.224,00 | 35.608.292.731,00
11| 2015 | 60.482.411.729,00 114.429.918,00 | 2.737.078.445,00 164.160.565,00 |  2.069.801.506,00 |  59.765.404.143,00
12| 2016 | 86.370.534.859,00 154.397.339,00 | 4.288.988.491,00 247.114.582,00 |  1.239.329.639,00 |  83.228.158.764,00
13 | 2017 | 123.173.423.493,00 194.195.309,00 | 8.111.088.064,00 308.997.396,00 |  1.629.350.475,00 | 116.576.883.817,00
14 | 2018 | 134.257.750.280,85 1.288.467.533,00 | 9.098.038.600,00 344.174.035,00 |  3.183.332.896,15 | 129.287.338.075,00
15 | 2019 | 166.238.346.970,00 352.150.921,00 | 20.007.409.930,00 364.734.982,00 |  2.974.057.672,00 | 149.192.410.651,00
16 | 2020 - - | 192.790.268.155,00
Jumlah| 684.188.722.096,85 2.193.905.568,00 | 49.105.928.709,00 |  1.955.707.609,00 | 95.884.610.711,15 | 923.995.870.213,00

8. Piutang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

Mekanisme pemungutan BPHTB menggunakan official assessment sama
dengan yang diterapkan terhadap pajak reklame, pajak air tanah dan PBB-
P2. Piutang BPHTB diakui pada saat SKPD diterbitkan oleh Pemerintah
Kota Depok pada Bidang Pajak Daerah 11, Badan Keuangan Daerah.

Saldo Piutang BPHTB per 31 Desember 2020 adalah sebesar
Rp6.285.982.332,00 yang terdiri atas Piutang Tahun 2012 s.d. 2020 dengan
rincian sebagai berikut.
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Tabel 5.47

Saldo Piutang BPHTB Per Tahun Pajak

No. Tahun D:::?nob::rz?w Koreksi Saldo Awal | Pembayaran Tahun D:::nob::r;zo
Pajak 2020 (Rp) 2019
(Rp) (Rp)

1| 2012 404.252.290,00 50.010.245,00 454.262.535,00
2] 2013 2.243.196.230,00 (225.346.049,00) 2.017.850.181,00
3| 2014 1.036.524.899,00 559.972.028,00 1.596.496.927,00
41 2015 48.411.597,00 426.696.775,00 475.108.372,00
5| 2016 59.982.473,00 128.276.921,00 188.259.394,00
6 | 2017 352.209.750,00 344.480.820,00 11.020.800,00 685.669.770,00
71 2018 77.811.100,00 72.309.207,00 6.803.200,00 143.317.107,00
8 | 2019 733.971.385,00 103.268.849,00 414.700.444,00 422.539.790,00
9 [ 2020 302.478.256,00
Jumlah 4.956.359.724,00 1.459.668.796,00 432.524.444,00 | 6.285.982.332,00

G.5.3.1.1.8.1. Penyisihan Piutang Pajak

Saldo Penyisihan Piutang Pajak merupakan saldo yang dicadangkan
(disisihkan) sebagai bagian yang kemungkinan tidak tertagih. Penyisihan
piutang dimaksudkan agar piutang disajikan sebesar nilai yang dapat di tagih
(Net Realizable Value). Saldo penyisihan tersebut tidak menghapus hak tagih
kewajiban pihak ketiga atas Pajak Daerah yang besarnya telah ditetapkan oleh
Pemerintah Daerah.

Saldo Penyisihan Piutang Pajak per 31 Desember 2020 adalah sebesar
Rp357.132.956.873,16 yang terdiri atas Penyisihan Piutang Pajak Hotel, Pajak
Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Parkir, Pajak Reklame, Pajak Air Tanah, PBB-
P2 dan BPHTB dengan rincian sebagai berikut.

No.|Jenis Piutang PTiz:':n"g Kualitas Piutang | Tarif | Nilai Piutang (Rp) N:',?Lf:n"g'(:';‘;" Net Rea'('g;'e Value
1| PajakHotel | 2015 Diragukan 50,00% 3.358.400,00 1.679.200,00 1.679.200,00
2016 Diragukan 50,00% 3.730.760,00 1.865.380,00 1.865.380,00
2017 Diragukan 50,00% 5.812.000,00 2.906.000,00 2.906.000,00
2018 Kurang Lancar | 10,00% 4.170.000,00 417.000,00 3.753.000,00
2019 Kurang Lancar | 10,00% 5.680.000,00 568.000,00 5.112.000,00
2020 Lancar 0,50% 1.123.582.524,00 5.617.912,62 1.117.964.611,38
Subtotal 1 1.146.333.684,00 13.053.492,62 1.133.280.191,38

2 |Pajak Restoran| 2012 Macet 100,00% - - -
2015 Diragukan 50,00% 289.404.339,00 144.702.169,50 144.702.169,50
2016 Diragukan 50,00% 42.057.447,00 21.028.723,50 21.028.723,50
2017 Diragukan 50,00% 81.405.193,00 40.702.596,50 40.702.596,50
2018 Kurang Lancar | 10,00% 114.777.181,00 11.477.718,10 103.299.462,90
2019 Kurang Lancar | 10,00% 567.359.792,00 56.735.979,20 510.623.812,80
2020 Lancar 0,50% 2.347.787.757,00 11.738.938,79 2.336.048.818,22
Subtotal 2 3.442.791.709,00 286.386.125,59 3.156.405.583,42
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No.|Jenis Piutang PT;::‘:nng Kualitas Piutang | Tarif Nilai Piutang (Rp) N:La;:]:’aenn;{l(sr\l’t:;\n Net Real(léa:)l;le Value
3 |Pajak Hiburan | 2014 Macet 100,00% - - -
2015 Diragukan 50,00% 11.196.500,00 5.598.250,00 5.598.250,00
2018 Kurang Lancar | 10,00% 11.561.333,00 1.156.133,30 10.405.199,70
2019 Kurang Lancar | 10,00% 480.000,00 48.000,00 432.000,00
2020 Lancar 0,50% 98.581.569,00 492.907,85 98.088.661,16
Subtotal 3 121.819.402,00 7.295.291,15 114.524.110,86
4 |Pajak Parkir 2011 Macet 100,00% - - -
2012 Macet 100,00% - - -
2013 Macet 100,00% - - -
2015 Diragukan 50,00% 18.780.000,00 9.390.000,00 9.390.000,00
2016 Diragukan 50,00% 195.000,00 97.500,00 97.500,00
2018 Kurang Lancar | 10,00% 5.440.000,00 544.000,00 4.896.000,00
2019 Kurang Lancar | 10,00% 6.520.000,00 652.000,00 5.868.000,00
2020 Lancar 0,50% 51.642.100,00 258.210,50 51.383.889,50
Subtotal 4 82.577.100,00 10.941.710,50 71.635.389,50
5 |Pajak Reklame | 2011 Macet 100,00% - - -
2012 Macet 100,00% - - -
2013 Macet 100,00% - - -
2014 Macet 100,00% - - -
2015 Diragukan 50,00% - - -
2016 Diragukan 50,00% - - -
2017 Diragukan 50,00% 1.476.000,00 738.000,00 738.000,00
2018 Kurang Lancar | 10,00% 8.909.728,00 890.972,80 8.018.755,20
2019 Kurang Lancar | 10,00% 3.002.505,00 300.250,50 2.702.254,50
2020 Lancar 0,50% 508.433.379,00 2.542.166,90 505.891.212,11
Subtotal 5 521.821.612,00 4.471.390,20 517.350.221,81
6 [Pajak Air 2012 Macet 100,00% - - -
Tanah 2013 Macet 100,00% - - -
2014 Macet 100,00% - - -
2015 Diragukan 50,00% - - -
2016 Diragukan 50,00% 150.144,00 75.072,00 75.072,00
2017 Diragukan 50,00% 590.912,00 295.456,00 295.456,00
2018 Kurang Lancar | 10,00% 3.941.164,00 394.116,40 3.547.047,60
2019 Kurang Lancar | 10,00% 2.513.932.408,00 251.393.240,80 2.262.539.167,20
2020 Lancar 0,50% 973.660.508,00 4.868.302,56 968.792.205,44
Subtotal 6 3.492.275.136,00 257.026.187,76 3.235.248.948,24
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No.|Jenis Piutang P-Ii-::‘:nng Kualitas Piutang | Tarif Nilai Piutang (Rp) Ni?;f:nngl(zz?n Net Real(laa:)l:)ole Value
7 |Pajak Bumidan| 2006 Macet 100,00% 9.013.657.550,00 9.013.657.550,00
Bangunan 2007 Macet 100,00% 12.594.742.392,00 12.594.742.392,00
Perdesaan dan| 2008 Macet 100,00% 13.463.991.492,00 13.463.991.492,00
Perkotaan 2009 Macet 100,00% 16.277.635.415,00 16.277.635.415,00
2010 Macet 100,00% 18.094.364.450,00 18.094.364.450,00
2011 Macet 100,00% 22.565.110.131,00 22.565.110.131,00
2012 Macet 100,00% 32.582.904.496,00 32.582.904.496,00
2013 Macet 100,00% 32.954.707.951,00 32.954.707.951,00
2014 Macet 100,00% 35.608.292.731,00 35.608.292.731,00 -
2015 Diragukan 50,00% 59.765.404.143,00 29.882.702.071,50 29.882.702.071,50
2016 Diragukan 50,00% 83.228.158.764,00 41.614.079.382,00 41.614.079.382,00
2017 Diragukan 50,00% | 116.576.883.817,00 58.288.441.908,50 58.288.441.908,50
2018 Kurang Lancar | 10,00% | 129.287.338.075,00 12.928.733.807,50 116.358.604.267,50
2019 Kurang Lancar | 10,00% | 149.192.410.651,00 14.919.241.065,10 134.273.169.585,90
2020 Lancar 0,50% 192.790.268.155,00 963.951.340,78 191.826.316.814,23
Subtotal 7| 923.995.870.213,00 | 351.752.556.183,38 572.243.314.029,63
8 [Bea Perolehan | 2012 Macet 100,00% 454.262.535,00 454.262.535,00 -
Hak Atas 2013 Macet 100,00% 2.017.850.181,00 2.017.850.181,00
Tanah dan 2014 Macet 100,00% 1.596.496.927,00 1.596.496.927,00 -
Bangunan 2015 Diragukan 50,00% 475.108.372,00 237.554.186,00 237.554.186,00
2016 Diragukan 50,00% 188.259.394,00 94.129.697,00 94.129.697,00
2017 Diragukan 50,00% 685.669.770,00 342.834.885,00 342.834.885,00
2018 Kurang Lancar | 10,00% 143.317.107,00 14.331.710,70 128.985.396,30
2019 Kurang Lancar | 10,00% 422.539.790,00 42.253.979,00 380.285.811,00
2020 Lancar 0,50% 302.478.256,00 1.512.391,28 300.965.864,72
Subtotal 8 6.285.982.332,00 4.801.226.491,98 1.484.755.840,02
Total| 939.089.471.188,00 | 357.132.956.873,16 581.956.514.314,84
Seluruh pengelolaan Pajak Daerah di atas dilakukan oleh Badan Keuangan
Daerah yang dibagi dalam dua bidang yaitu Bidang Pajak Daerah | yang
mengelola Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Parkir, Pajak
Reklame, dan Pajak Air Tanah, sedangkan Bidang Pajak Daerah Il mengelola
PBB-P2 dan BPHTB.
G.5.3.1.1.8.2. Piutang Pajak Neto

Piutang Pajak Neto adalah saldo Piutang Pajak setelah dikurangi penyisihan
atas piutang tidak tertagih atau saldo piutang yang disajikan adalah piutang
yang kemungkinan dapat ditagih (Net Realizable Value). Saldo Piutang Pajak
Neto per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp581.956.514.314,84, dengan
rincian sebagai berikut.
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Tabel 5.49
Rincian Penyisihan Piutang Pajak Neto Per 31 Desember 2020

No. Jenis Piutang Nilai Piutang (Rp) Nlll,?:::nngyl(zg?n Net Real(llz?ap I:Ie Value
1 [Pajak Hotel 1.146.333.684,00 13.053.492,62 1.133.280.191,38
2 |Pajak Restoran 3.442.791.709,00 286.386.125,59 3.156.405.583,42
3 [Pajak Hiburan 121.819.402,00 7.295.291,15 114.524.110,86
4 |Pajak Parkir 82.577.100,00 10.941.710,50 71.635.389,50
5 |Pajak Reklame 521.821.612,00 4.471.390,20 517.350.221,81
6 |Pajak Air Tanah 3.492.275.136,00 257.026.187,76 3.235.248.948,24
7 |Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan

Perkotaan 923.995.870.213,00 [ 351.752.556.183,38 [ 572.243.314.029,63
8 |Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan 6.285.982.332,00 4.801.226.491,98 1.484.755.840,02
Total| 939.089.471.188,00 | 357.132.956.873,16 | 581.956.514.314,84

G.5.3.1.1.9. Piutang Retribusi

Saldo Piutang Retribusi per 31 Desember 2020 adalah sebesar
Rp308.783.200,00 mengalami penurunan sebesar Rp4.828.504.600,00 atau
93,99% dari saldo tahun sebelumnya sebesar Rp5.137.287.800,00 dengan
rincian sebagai berikut.

Tabel 5.50
Saldo Piutang Retribusi Per 31 Desember 2020 dan 2019
No. Jenis Piutang Saldo Per 31 Saldo Per 31 Kenaikan/ %
Desember 2020 (Rp) | Desember 2019 (Rp) (Penurunan)
1 |Refribusi Pelayanan Pasar - 58.000,00 (58.000,00)] 100,00
Retribusi Izin Mendirikan
2 |Bangunan 308.783.200,00 5.093.229.800,00 | (4.784.446.600,00)| (93,94)
3 |Refribusi Izin Gangguan (HO) - 44.000.000,00 (44.000.000,00)] 100,00
Jumlah 308.783.200,00 5.137.287.800,00 | (4.828.504.600,00)| (93,99)

Rertribusi yang berkaitan dengan perizinan yaitu Retribusi Izin Mendirikan
Bangunan dan Retribusi Izin Gangguan dikelola oleh Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

G.5.3.1.1.9.1. Penyisihan Piutang Retribusi

Penyisihan Piutang Retribusi baru diterapkan mulai tahun 2017 berdasarkan
Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Depok tentang Tata Cara Penyisihan
Piutang selain Pajak Daerah yang ditetapkan melalui Peraturan Walikota
Nomor 50 Tahun 2017 tanggal 05 Desember 2017.

Saldo Penyisihan Piutang Retribusi per 31 Desember 2020 adalah sebesar
Rp36.741.082,00 yang terdiri atas Penyisihan Piutang Retribusi Pelayanan
Pasar, Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dan Retribusi lzin Gangguan
dengan rincian sebagai berikut.
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Tabel 5.51
Rincian Penyisihan Piutang Retribusi Per 31 Desember 2020

No.| Jenis Piutang PTi::':n"g Kualitas Piutang | Tarif | Nilai Piutang (Rp) N'F',?"l:’:n"g'(s;';?" Ne\;a'f::'(';a":;'e
1 |Retribusi Izin 2017 |Diragukan 50% 4230200000 | 21.151.000,00 | _ 21.151.000,00
Mendirikan 2018 |Kurang Lancar _ |10% 12.236.200,00 | 122362000 | _ 11.012.580,00
Bangunan 2019 [Kurang Lancar 10% 137.844.600,00 13.784.460,00 124.060.140,00
2020 |Lancar 0,50% | 116.400.400,00 582.002,00 | 115.818.398,00

Total|  308.783.200,00 | 36.741.082,00 |  272.042.118,00

G.5.3.1.1.9.2. Piutang Retribusi Neto

Piutang Retribusi Neto adalah saldo Piutang Retribusi setelah dikurangi
penyisihan atas piutang tidak tertagih atau saldo piutang yang disajikan adalah
piutang yang kemungkinan dapat ditagih (Net Realizable Value). Saldo Piutang
Retribusi Neto per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp272.042.118,00,
dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.52
Rincian Penyisihan Piutang Retribusi Neto Per 31 Desember 2020

Nilai Penyisihan | Net Realizable

No. Jenis Piutang Nilai Piutang (Rp) Piutang (Rp) Value (Rp)

1 [Refribusi [zin Mendirikan 308.783.200,00 36.741.082,00 [ 272.042.118,00

Total]  308.783.200,00 | 36.741.082,00 | 272.042.118,00

G.5.3.1.1.10. Belanja Dibayar Dimuka

Belanja Dibayar Dimuka adalah pengeluaran SKPD/Pemerintah Daerah yang
telah dibayarkan dari kas daerah dan membebani anggaran namun manfaat atas
pengeluaran tersebut belum diterima.

Belanja Dibayar Dimuka pada Pemerintah Kota Depok terdiri atas belanja-
belanja berupa pembayaran sewa dan asuransi yang telah dibayar pada tahun
2020, namun sampai dengan 31 Desember 2020 belum diterima manfaat atas
jasanya secara penuh.

Saldo Belanja Dibayar di Muka per 31 Desember 2020 adalah sebesar
Rp298.639.050,92 mengalami penurunan sebesar Rp199.547.322,04 atau
40,05% dari saldo tahun sebelumnya sebesar Rp498.186.372,46 dengan rincian
sebagai berikut.
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Tabel 5.53

Rincian Belanja Dibayar Dimuka Per 31 Desember 2020 dan 2019

No Jenis Belanja SKPD Realisasi Belanja Beban Tahun 2020 D::J::{?:}f:g; 0
" | Dibayar Dimuka Tahun 2020 (Rp) (Rp) (Rp)

1 [Sewa Dibayar Dimuka 253.000.000,00 178.916.666,67 74.083.333,33
Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang 150.000.000,00 131.166.666,67 18.833.333,33
Dinas Lingkungan Hidup
dan Kebersihan 65.000.000,00 10.833.333,33 54.166.666,67
Dinas Kesehatan 38.000.000,00 36.916.666,67 1.083.333,33

2 |Asuransi Dibayar Dimuka 574.905.343,00 352.915.505,08 224.555.717,08
Dinas Perdagangan dan
Perindustrian 33.572.025,00 13.043.006,25 20.529.018,75
Dinas Tenaga Kerja 14.551.467,00 5.322.575,17 9.228.891,83
Dinas Koperasi dan
Usaha Mikro 8.724.000,00 7.073.500,00 1.650.500,00
Dinas Pemuda, Olahraga,
Pariwisata, Seni dan
Budaya 19.195.319,00 17.595.709,08 1.599.609,92

Badan Kepegawaian dan

Pengembangan Sumber
Daya Manusia

27.071.100,00

11.930.308,33

15.140.791,67

Kantor Kesatuan Bangsa

dan Politik 6.689.638,00 5.869.203,50 820.434,50

Inspekforat 28.985.305,00 25.233.892,50 3.751.412,50

Dinas Sosial 15.308.533,00 1.275.711,08 14.032.821,92

Kecamatan Sukmajaya 9.048.425,00 3.618.985,42 5.429.439,58

Dinas Perlindungan Anak,

Pemberdayaan

Masyarakat dan Keluarga 34.393.500,00 34.393.500,00 -

Dinas Pemadam

Kebakaran dan

Penyelamatan 40.680.000,00 40.680.000,00 -

Badan Keuangan Daerah 33.038.881,00 6.735.397,08 26.303.483,92

Sekretariat Daerah 185.483.200,00 92.741.600,00 92.741.600,00

Sekretariat DPRD 67.840.000,00 62.186.666,67 5.653.333,33

Dinas Kependudukan dan

Catatan Sipil 18.394.500,00 13.795.875,00 4.598.625,00

Dinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang 17.776.000,00 7.406.666,67 12.935.212,50

Dinas Perumahan dan

Permukiman 14.153.450,00 4.012.908,33 10.140.541,67
Jumlah 827.905.343,00 531.832.171,75 298.639.050,42

Rincian lebih lanjut Belanja Dibayar Dimuka dapat dilihat pada lampiran
6.1.dan 6.2.
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G.5.3.1.1.11. Piutang Dana Bagi Hasil

Piutang Dana Bagi Hasil merupakan piutang atas transfer pemerintah pusat
berupa dana perimbangan kepada pemerintah daerah yang kurang disalurkan
untuk tahun anggaran berkenaan.

Saldo Piutang Dana Bagi Hasil per 31 Desember 2020 adalah nihil atau tidak
terdapat piutang DBH yang diakui pada tahun 2020. Hal ini disebabkan sampai
dengan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Depok disusun tidak terdapat
penerbitan atas PMK terkait kurang/lebih salur DBH sehingga tidak diketahui
berapa jumlah kurang/lebih salur DBH untuk tahun 2020.

G.5.3.1.1.11.1. Penyisihan Piutang Dana Bagi Hasil

Tidak terdapat penyisihan atas Piutang Dana Bagi Hasil per 31 Desember 2020
disebabkan piutang DBH tahun 2020 adalah nihil.

G.5.3.1.1.11.2. Piutang Dana Bagi Hasil Neto
Piutang Dana Bagi Hasil Neto per 31 Desember 2020 adalah nihil.
G.5.3.1.1.12. Piutang Transfer Pemerintah Provinsi

Piutang Transfer Pemerintah Provinsi adalah piutang atas kurang salur transfer
bagi hasil pajak yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat kepada
pemerintah daerah.

Saldo Piutang Transfer Pemerintah Provinsi per 31 Desember 2020 adalah
Rp26.072.898.722,00. Dengan rincian sebagai berikut

Tabel 5.54
Rincian Piutang Transfer Pemerintah Provinsi Per 31 Desember 2020

No. Jenis Piutang Nilai Piutang (Rp)
1 |Pajak kendaraan Bermotor 8.850.833.130,00
2 |Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 3.694.950.060,00
3 |Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 7.131.794.250,00
4 [Pajak Air Permukaan 37.464.300,00
5 |Pajak Rokok 6.357.856.982,00
Total 26.072.898.722,00

G.5.3.1.1.12.1. Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Provinsi

Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Provinsi baru diterapkan mulai tahun
2017 berdasarkan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Depok tentang Tata
Cara Penyisihan Piutang selain Pajak Daerah yang ditetapkan melalui Peraturan
Walikota Nomor 50 Tahun 2017 tanggal 05 Desember 2017.

Saldo Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Provinsi per 31 Desember 2020
adalah Rp130.364.493,61 dengan rincian sebagai berikut
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Tabel 5.55

Rincian Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Provinsi Per 31 Desember 2020

Nilai Penyisihan

Net Realizable Value

No. Jenis Piutang Nilai Piutang (Rp) Piutang (Rp) (Rp)
1 |Pajak kendaraan Bermotor 8.850.833.130,00 44.254.165,65 8.806.578.964,35
2 |Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 3.694.950.060,00 18.474.750,30 3.676.475.309,70
3 |Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 7.131.794.250,00 35.658.971,25 7.096.135.278,75
4 |Pajak Air Permukaan 37.464.300,00 187.321,50 37.276.978,50
5 |Pajak Rokok 6.357.856.982,00 31.789.284,91 6.326.067.697,09
Total| 26.072.898.722,00 130.364.493,61 25.942.534.228,39

G.5.3.1.1.12.2. Piutang Transfer Pemerintah Provinsi Neto

Piutang Transfer Pemerintah Provinsi Neto adalah saldo Piutang Transfer
Pemerintah Provinsi setelah dikurangi penyisihan atas piutang tidak tertagih
atau saldo piutang yang disajikan adalah piutang yang kemungkinan dapat

ditagih (Net Realizable Value adalah Rp25.942.534.228,39.

G.5.3.1.1.13. Piutang Lainnya

Piutang Lainnya adalah piutang yang tidak termasuk dalam kategori Piutang
Pajak, Retribusi, DBH dan/atau Transfer Provinsi, terdiri dari piutang atas klaim
pelayanan kesehatan kepada BPJS, piutang bunga deposito, piutang jaminan
pelaksanaan/denda keterlambatan dan hak tagih lainnya yang belum diterima

sampai dengan 31 Desember 2020.

Saldo Piutang Lainnya per 31 Desember 2020

adalah

sebesar

Rp29.071.570.300,00 mengalami kenaikan sebesar Rp8.452.591.749,00 atau
40,99% dari saldo tahun sebelumnya sebesar Rp20.618.978.551,00, dengan

rincian sebagai berikut.

Tabel 5.56
Saldo Piutang Lainnya Per 31 Desember 2020 dan 2019
No. Jenis Piutang Saldo Per 31 Saldo Per 31 Kenaikan/ %
Desember 2020 (Rp) [ Desember 2019 (Rp) (Penurunan)
1 |Piutang Klaim BPJS 12.534.998.549,00 18.827.658.671,00 | (6.292.660.122,00)| (33,42)
2 |Piutang Deviden PDAM 16.194.453.453,00 - 16.194.453.453,00 -
3 |Piutang Lainnya 342.118.298,00 1.791.319.880,00 | (1.449.201.582,00)| (80,90)
Jumlah| 29.071.570.300,00 20.618.978.551,00 8.452.591.749,00 [ 40,99

G.5.1.1.1.13.1. Penyisihan Piutang Lainnya

Penyisihan Piutang Lainnya baru diterapkan mulai tahun 2017 berdasarkan
Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Depok tentang Tata Cara Penyisihan
Piutang selain Pajak Daerah yang ditetapkan melalui Peraturan Walikota

Nomor 50 Tahun 2017 tanggal 05 Desember 2017.
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Saldo Penyisihan Piutang Lainnya per 31 Desember 2020 adalah sebesar
Rp469.294.409,01 yang terdiri atas Penyisihan Piutang Klaim BPJS, Piutang

Deviden PDAM dan Piutang Lain-lain dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.57
Rincian Penyisihan Piutang Lainnya Per 31 Desember 2020
No.| Jenis Piutang P.Ii.::l:nng Kualitas Piutang | Tarif | Nilai Piutang (Rp) NIILaiLraenngyl(s;;?n N‘;taTlf:I(IEapl;le
1 |Piutang Klaim BPJS
2020 |[Lancar 0,50% 12.534.998.549,00 62.674.992,74 | 12.472.323.556,26
Subtotal 1| 12.534.998.549,00 62.674.992,74 | 12.472.323.556,26
2 |Piutang Deviden
PDAM 2020 |Lancar 0,50% 16.194.453.453,00 |  80.972.267,27 | 16.113.481.185,74
Subtotal 2[ 16.194.453.453,00 80.972.267,27 | 16.113.481.185,74
3 |Piutang Lainnya 2013 |Macet 100% 314.918.000,00 | 314.918.000,00 -
2017 |Diragukan 50% 21.400.298,00 10.700.149,00 10.700.149,00
2020 |[Lancar 0,50% 5.800.000,00 29.000,00 5.770.999,99
Subtotal 2 342.118.298,00 | 325.647.149,00 16.471.148,99
Total| 29.071.570.300,00 | 469.294.409,01 | 28.602.275.890,99

Rincian Piutang Lainnya dan Penyisihan piutang lainnya lebih lanjut dapat
dilihat pada lampiran 7.

G.5.1.1.1.13.2. Piutang Lainnya Neto

Piutang Lainnya Neto adalah saldo Piutang Lainnya setelah dikurangi
penyisihan atas piutang tidak tertagih atau saldo piutang yang disajikan adalah
piutang yang kemungkinan dapat ditagih (Net Realizable Value). Saldo Piutang
Lainnya Neto per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp28.602.275.890,99,
dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.58
Rincian Piutang Lainnya Per 31 Desember 2020

Nilai Penyisihan

Net Realizable

No. Jenis Piutang Nilai Piutang (Rp) Piutang (Rp) Value (Rp)

1 [Piutang Klaim BPJS 12.534.998.549,00 62.674.992,74 | 12.472.323.556,26
Subtotal 1| 12.534.998.549,00 62.674.992,74 | 12.472.323.556,26

2 |Piutang Deviden PDAM 16.194.453.453,00 80.972.267,27 | 16.113.481.185,74
Subtotal 2| 16.194.453.453,00 80.972.267,27 | 16.113.481.185,74

3 |Piutang Lain-Lain 342.118.298,00 | 325.647.149,00 16.471.148,99
Subtotal 3 342.118.298,00 | 325.647.149,00 16.471.148,99

Total| 29.071.570.300,00 | 469.294.409,01 | 28.602.275.890,99
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G.5.3.1.1.14. Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang
dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-
barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka
pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan diakui sebesar biaya perolehan pembelian terakhir, berdasarkan hasil
pemeriksaan fisik (stock opname) per 31 Desember 2020. Saldo Persediaan per
31 Desember 2020 adalah sebesar Rp69.683.761.298,72 mengalami kenaikan
sebesar Rp28.370.050.717,51 atau 68,67% dari saldo tahun sebelumnya sebesar
Rp41.313.710.581,21 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.59
Saldo Persediaan Per 31 Desember 2020 dan 2019
Saldo Per 31 Desember Saldo Per 31 Kenaikan/ 0
No. SKPD 2020 (Rp) Desember 2019 (Rp) (Penurunan) &
1 [Alat Tulis Kantor 4.852.753.683,78 4.234.116.910,31 618.636.773,47 14,61
Persediaan Bahan/Bibit
2 |Tanaman 226.372.300,75 461.998.423,81 (235.626.123,06)| (51,00
3 |Pakai Habis Non ATK 1.805.741.760,00 448.226.466,00 | 1.357.515.294,00 302,86
Perlengkapan Pasien
4 |Rumah Sakit 866.392.300,00 789.307.495,00 77.084.805,00 9,77
5 |ObatObatan 22.277.326.454,20 14.017.364.845,22 |  8.259.961.608,98 58,93
6 |Bahan Kimia 371.415.635,28 1.337.258.195,70 (965.842.560,42)|  (72,23)
7 _|Bahan Medik 25.436.378.648,73 4.402.597.410,69 | 21.033.781.238,04 477,76
8 |Cetakan 6.599.099.466,78 6.649.879.855,65 (50.780.388,87) (0,76)
9 |Pakaian Kerja 334.451.442,23 1.643.668.906,82 | (1.309.217.464,59) (79,65)
10 |Alat Listrik dan Elektronik 2.534.079.510,00 2.519.580.570,00 14.498.940,00 0,58
11 |Suku Cadang 327.760.080,34 407.909.305,61 (80.149.225,27)[  (19,65)
12 |AlatKebersihan 1.239.232.645,19 1.101.941.695,00 137.290.950,19 12,46
13 [Bahan Minyak/Gas 157.199.400,00 688.114.000,00 (530.914.600,00)|  (77,16)
14 |Bahan Baku Bangunan 92.580.176,62 91.438.700,00 1.141.476,62 1,25
Barang yang diberikan
15 |kepada masyarakat 2.562.977.794,82 2.520.307.801,40 42.669.993,42 1,69
Jumlah 69.683.761.298,72 [ 41.313.710.581,21 | 28.370.050.717,51 68,67
Rincian persediaan per SKPD dapat dilihat pada lampiran 8.
G.5.3.1.2. INVESTASI JANGKA PANJANG

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama
lebih dari 12 (dua belas) bulan. Investasi Jangka Panjang yang dimiliki Pemerintah
Kota Depok berupa investasi permanen dalam bentuk penyertaan modal untuk
mendapatkan deviden dan/atau pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang.
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G.5.3.1.2.2. Investasi Permanen

Investasi Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk

dimiliki secara

berkelanjutan.

Investasi Permanen yang dilakukan oleh

Pemerintah Kota Depok berupa penyertaan modal kepada satu lembaga
keuangan, satu perusahaan daerah dan satu PDAM.

G.5.3.1.2.2.1. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah
Saldo Penyertaan Modal Pemerintah Kota Depok per 31 Desember 2020 adalah

sebesar

Rp695.260.509.358,00

mengalami

kenaikan

sebesar

Rp81.699.743.144,00 atau 13,32% dari saldo penyertaan modal tahun

sebelumnya sebesar Rp613.560.766.214,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.60
Saldo Penyertaan Modal Per 31 Desember 2020 dan 2019
Saldo Per 31 Desember Saldo Per 31 Kenaikan/ 0
No SKPD 2020 (Rp) Desember 2019 (Rp) (Penurunan) 2
1 |PT Bank Jabar Banten 30.367.329.710,00 30.367.329.710,00
2 |PT Pradas Depok 241.249.905,00 241.249.905,00
PDAM Tirta Asasta Kota

3 |Depok 664.651.929.743,00 | 582.952.186.599,00 81.699.743.144,00 | 14,01

Jumlah 695.260.509.358,00 | 613.560.766.214,00 81.699.743.144,00 | 13,32

Berdasarkan PSAP nomor 06 tentang Akuntansi Investasi yang menyatakan
bahwa metode penilaian investasi didasarkan pada kriteria sebagai berikut:

1. Kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya;

2. Kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi
memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan metode ekuitas;

3. Kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas;

4. Kepemilikan bersifat nonpermanen menggunakan metode nilai bersih yang
direalisasikan.

Berikut adalah rincian persentase kepemilikan penyertaan modal per 31

Desember 2020.

Tabel 5.61
Persentasi Kepemilikan Investasi Per 31 Desember 2020

No. SKPD Perser?t.asi Metode Penil.aian
Kepemilikan Investasi
1 |PT Bank Jabar Banten <20 % Cost Method
2 |PT Pradas Depok 100% Equity Method
3 [PDAM Tirta Asasta Kota Depok 100% Equity Method

Berdasarkan persentase kepemilikan di atas nilai investasi per 31 Desember
2020 dihitung sebagai berikut.
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1. PT Bank Jabar Banten

Berdasarkan hasil konfirmasi atas penyertaan modal pada PT Bank BJB,
diketahui jumlah lembar saham seri A yang dimiliki Kota Depok adalah
sebanyak 89.581.968 lembar saham dengan harga pasar per lembar
Rp890,00 atau total senilai Rp79.727.951.520,00. Hal tersebut sesuai
dengan jawaban Surat Bank BJB Nomor 156/OPS-DPK/2014 perihal
Konfirmasi Saham Seri A yang dimiliki Pemerintah Kota Depok untuk
posisi tanggal 31 Desember 2013.

Berdasarkan hasil perhitungan ekuitas PT Bank BJB, persentase Penyertaan
Modal Pemerintah Kota Depok sebesar kurang dari 20% yaitu sebesar
0,92%, sehingga penyajian atas saldo investasi jangka panjang pada Neraca
Pemerintah Kota Depok menggunakan metode biaya (cost method) atau
disajikan sebesar jumlah penyertaan yang telah dilakukan. Berikut rincian
saldo penyertaan modal pada PT Bank BJB per 31 Desember 2020.

Tabel 5.62
Saldo Penyertaan Modal Pada Bank BJB Per 31 Desember 2020

Tanggal Penyertaan Nilai Penyertaan

No. SKPD Modal Modal (Rp) Saldo (Rp)
1 < Tahun 2000 37.947.160,00
2 Tahun 2000 14 Desember 2000 107.544.950,00 145.492.110,00
25 Juli 2001 100.000.000,00 245.492.110,00
3 Tahun 2001 31 Oktober 2001 400.000.000,00 645.492.110,00
11 Maret 2002 750.000.000,00 1.395.492.110,00
4 Tahun 2002 10 September 2002 1.000.000.000,00 |  2.395.492.110,00
5 Tahun 2003 19 Maret 2003 1.500.000.000,00 | 3.895.492.110,00
02 Maret 2004 1.000.000.000,00 |  4.895.492.110,00
6 Tahun 2004 10 November 2004 1.000.000.000,00 |  5.895.492.110,00
7 Tahun 2005 18 Maret 2005 1.000.000.000,00 | 6.895.492.110,00
17 Mei 2006 2.000.000.000,00 | 8.895.492.110,00
8 Tahun 2006 19 Desember 2006 3.000.000.000,00 | 11.895.492.110,00
9 Tahun 2007 30 Agustus 2007 2.000.000.000,00 | 13.895.492.110,00
10 Tahun 2008 02 Desember 2008 1.000.000.000,00 | 14.895.492.110,00
11 Tahun 2009 30 Juli 2009 7.500.000.000,00 [ 22.395.492.110,00
12 | Tahun 2010 s.d. 2017 - - 22.395.492.110,00
13 Tahun 2018 20 Desember 2018 7.971.837.600,00 [ 30.367.329.710,00
14 Tahun 2019 - 30.367.329.710,00
15 Tahun 2020 30.367.329.710,00
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Tabel 5.63

Rincian Saldo Penyertaan Modal pada PT Bank BJB Per 31 Desember 2020

No Uraian Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020
A |Saldo Awal 22.395.492.110,00 | 30.367.329.710,00 | 30.367.329.710,00
B |Penambah:
1. Penyertaan Modal 7.971.837.600,00
2. Laba Tahun Berjalan (Ditahan) -
Jumlah B 7.971.837.600,00
C |Pengurang:
1. Deviden
2. Rugi Tahun Dibawah Tahun 2018
Jumlah C - - -
D |Saldo Penyertaan Modal (A+B-C) 30.367.329.710,00 | 30.367.329.710,00 | 30.367.329.710,00

2. PT Pradas Depok

Berdasarkan hasil audit Kantor Akuntan Publik Achmad, Rasyid, Hisbullah
& Jerry, diketahui saldo penyertaan modal Pemerintah Kota Depok pada
PT Pradas per 31 Desember 2009 adalah sebesar Rp241.249.905,00.

Sejak Tahun 2010, PT Pradas sudah tidak beroperasi lagi namun
Pemerintah Kota Depok masih mencatat saldo penyertaan modal pada PT
Pradas disebabkan PT Pradas belum secara legal dibubarkan. Proses
pembubaran PT Pradas masih menunggu hasil kajian atas kepemilikan
saham PT Pradas pada PT Pradas Marga Persada yang sebagian sahamnya
dimiliki oleh PT Citra Marga Nusaphala Persada.

Saldo Penyertaan Modal Pemerintah Kota Depok pada PT Pradas disajikan
menggunakan metode ekuitas (equity method) atau saldo penyertaan
disajikan sebesar ekuitas PT Pradas dengan memperhitungkan laba/rugi dan
penambahan penyertaan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Depok.
Berikut rincian saldo penyertaan modal pada PT Pradas per 31 Desember
2020.
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Tabel 5.64

Rincian Penyertaan Modal pada PT Pradas Per 31 Desember 2020

No Uraian Tahun Nilai (Rp)

1 |Penyertaan Modal Awal 2008 540.000.000,00
Modal Ditempatkan (Belum Disetor) 60.000.000,00
Rugi (334.333.544,00)
Saldo 31/12/2008 265.666.456,00

2 |Saldo Awal 2009 265.666.456,00
Rugi (24.416.551,00)
Saldo 31/12/2009 241.249.905,00

3 |Saldo 31/12/2010 2010 241.249.905,00

4 |Saldo 31/12/2011 2011 241.249.905,00

5 |Saldo 31/12/2012 2012 241.249.905,00

6 |Saldo 31/12/2013 2013 241.249.905,00

7 |Saldo 31/12/2014 2014 241.249.905,00

8 |Saldo 31/12/2015 2015 241.249.905,00

9 |Saldo 31/12/2016 2016 241.249.905,00

10 [Saldo 31/12/2017 2017 241.249.905,00

11 [Saldo 31/12/2018 2018 241.249.905,00

12 |Saldo 31/12/2019 2019 241.249.905,00

13 [Saldo 31/12/2020 2020 241.249.905,00

Tabel 5.65

Rincian Saldo Penyertaan Modal pada PT Pradas Per 31 Desember 2020

No

Uraian

Tahun 2018

Tahun 2019

Tahun 2020

Saldo Awal

241.249.905,00

241.249.905,00

241.249.905,00

w0 | >

Penambah:

1. Penyertaan Modal

2. Laba Tahun Berjalan (Ditahan)

Jumlah B

Pengurang:

1. Deviden

2. Rugi Tahun Dibawah Tahun 2018

Jumlah C

Saldo Penyertaan Modal (A+B-C)

241.249.905,00

241.249.905,00

241.249.905,00

1. PDAM Tirta Asasta Kota Depok

PDAM Tirta Asasta Kota Depok didirikan pada Tahun 2011 berdasarkan
Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pendirian
Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Depok. Seluruh modal
PDAM Tirta Asasta merupakan hasil penyertaan modal Pemerintah Kota
Depok mulai dari Tahun 2012 s.d. 2020 yang ditetapkan dalam dua
Peraturan Daerah, sebagai berikut.
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Tabel 5.66
Rincian Penyertaan Modal pada PDAM Tirta Asasta Per 31 Desember 2020

No Uraian Tahun Nilai (Rp)
1 Perda Nomor 14 Tahun 2012 2012 600.000.000,00
2013 10.200.000.000,00
2014 12.350.000.000,00
2015 14.700.000.000,00
Subtotal 37.850.000.000,00
2 Perda Nomor 03 Tahun 2016 2016 125.000.000.000,00
2017 100.000.000.000,00
2018 100.000.000.000,00
2019 100.000.000.000,00
2020 74.094.500.000,00
Subtotal 499.094.500.000,00

PDAM Tirta Asasta merupakan pecahan dari PDAM Tirta Kahuripan
Kabupaten Bogor sehingga sebagian aset yang dimiliki merupakan hasil
pelimpahan dari PDAM Tirta Kahuripan. Pengalihan aset tersebut
berdasarkan Berita Acara Serah Terima Nomor 119/01/X/BA/KS/2015 &
593/01/X/BA/EK/2015 antara Pemerintah Kabupaten Bogor dengan
Pemerintah Kota Depok dengan nilai aset yang diserahkan sebesar
Rp20.766.088.353,15. Atas pengalihan aset tersebut, tahun 2018
Pemerintah Kota Depok telah membayar kompensasi pengalihan aset,
sedangkan aset yang diterima diinvestasikan kembali kepada PDAM Tirta
Asasta dan dicatat sebagai penambah penyertaan modal Pemerintah Kota
Depok.

Berdasarkan hasil atas Laporan Keuangan PDAM Tirta Asasta Kota Depok
per 31 Desember 2020 (Unaudited), diketahui PDAM Tirta Asasta
mencatatkan laba sebesar Rp33.118.514.135,00. Kota Depok memiliki
seluruh modal pada PDAM Tirta Asasta sehingga metode pencatatan atas
investasi pada PDAM Tirta Asasta menggunakan metode ekuitas (equity
method). Berikut adalah rincian saldo Penyertaan Modal pada PDAM Tirta
Asasta per 31 Desember 2020.

Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Depok ini disusun dengan
menggunakan data atas laporan keuangan PDAM Tirta Asasta Kota Depok
Un-Audited. Dikarenakan ketika penyusunan Laporan Keuangan
Pemerintah Kota Depok ini disusun, Laporan Keuangan PDAM Tirta
Asasta masih proses Audited.
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Rincian Saldo Penyertaan Modal pada PDAM Tirta Asasta Per 31 Desember 2020

Tabel 5.67

No Uraian Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020
A [Saldo Awal 335.311.948.876,80 | 450.232.807.961,68 582.952.186.599,00
B |Penambah:
1. Penyertaan Modal 100.000.000.000,00 | 100.000.000.000,00 74.094.500.000,00
2. Laba Tahun Berjalan (Ditahan) 2437410274744 | 29.664.679.284,62 13.842.258.817,00
3. Koreksi Laba Tahun Berjalan Tahun Lalu - 16.870.762.804,70 7.579.047.779,00
Jumlah B 124.374.102.747,44 | 146.535.442.089,32 95.515.806.596,00
C |Pengurang:
1. Deviden 4.759.150.171,00 13.317.408.551,00
2 Penggunaan Cadangan Dana Unfuk MBR & CSR 100.000.000,00 498.654.901,00
3. Koreksi Laba Tahun Berjalan Tahun Lalu 4.594.093.491,56 13.816.063.452,00
Jumlah C 9.453.243.662,56 13.816.063.452,00 13.816.063.452,00
D [Saldo Penyertaan Modal (A+B-C) 450.232.807.961,68 | 582.952.186.599,00 [ 664.651.929.743,00

G.5.3.1.3. ASET TETAP

Aset Tetap adalah Aset Berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu
tahun anggaran dan digunakan untuk penyelenggaraan kegiatan Pemerintah Kota
Depok dan pelayanan masyarakat. Aset tetap diakui sebesar harga perolehannya
ditambah dengan seluruh biaya yang dikeluarkan dalam rangka pengamanan aset
tersebut.

Biaya pemeliharaan dan perbaikan diakui sebagai biaya pada saat biaya tersebut
dibayar atau dikeluarkan. Untuk pengeluaran yang memperpanjang masa manfaat
aset tetap atau yang memberikan tambahan manfaat ekonomis berupa peningkatan
kapasitas dilakukan kapitalisasi. Aset dalam penyelesaian atau Konstruksi Dalam
Pengerjaan (KDP) diakui sebesar harga perolehan. Penerimaan dari hasil Penjualan
Aset Tetap yang tidak terpakai, apabila ada, dicatat sebagai bagian dari Pendapatan
Asli Daerah (PAD) di dalam Pos Lain-lain PAD yang Sah dan Aset Tetap yang
bersangkutan dikeluarkan dari Daftar Inventaris Daerah.

Mutasi Aset Tetap selama tahun 2019 terdiri atas (1) penambahan aset yang berasal
dari perolehan aset tetap melalui pelaksanaan program kegiatan tahun 2020 dan
perolehan lain seperti hibah dan penerimaan fasilitas umum, (2) pengurangan aset
yang merupakan Aset Tetap yang dihapuskan, (3) mutasi antar SKPD dan antar
jenis, serta (4) koreksi atas pencatatan Aset Tetap sebelumnya.

Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar
Rp12.090.957.510.882,20 dan Rp10.016.907.218.529,40 yang terdiri atas Tanah,
Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan, dan Aset
Tetap Lainnya, serta Konstruksi Dalam Pengerjaan. Dari keenam jenis aset tetap
tersebut, terdapat 3 jenis aset tetap yang disusutkan yaitu Peralatan dan Mesin,
Gedung dan Bangunan, dan Jalan, Irigasi dan Jaringan. Metode penyusutan yang
digunakan yaitu metode garis lurus atau nilai penyusutan diberlakukan sama setiap
tahun sampai masa manfaat aset tersebut habis.

Laporan Keuangan Pemerintah Kota Depok TA 2020 112



Berikut adalah rincian Aset Tetap per 31 Desember 2020 dan 2019.

Tabel 5.68
Saldo Aset Tetap Per 31 Desember 2020 dan 2019

No. SKPD Ll 23231(::)sember LD 2:::1(3:;%“" Kenaikan/ (Penurunan)| %
1 |Tanah 6.203.841.291.383,04 |  4.662.740.305.933,24 1.541.100.985.449,80 | 33,05
2 |Peralatan dan Mesin 1.388.486.576.642,33 1.350.142.932.924,33 38.343.643.718,00 2,84
3 [Gedung dan Bangunan 2.429.935.599.071,20 [  2.189.492.055.100,79 240.443.543.970,41 | 10,98
4 |Jalan, Jaringan dan Irigasi 6.253.688.450.878,78 |  5.532.561.482.634,28 721.126.968.244,50 | 13,03
5 [AsetTetap Lainnya 139.145.044.757,97 132.455.766.484,08 6.689.278.273,89 5,05
6 |Kontruksi dalam Pengerjaan 45.722.872.885,70 51.192.100.038,70 (5.469.227.153,00)| (10,68)
7 [Akumulasi Penyusutan (4.369.862.324.736,85)|  (3.901.677.424.586,00) (468.184.900.150,85)| 12,00
Jumlah| 12.090.957.510.882,20 | 10.016.907.218.529,40 2.074.050.292.352,75 | 20,71

Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2020 sebesar Rp12.090.957.510.882,20
mengalami kenaikan sebesar Rp2.074.050.292.352,75 atau 20,71% dari saldo
tahun sebelumnya sebesar Rp10.016.907.218.529,40. Kenaikan Aset Tetap
tersebut disebabkan mutasi tambah dan mutasi kurang aset tetap dengan rincian
sebagai berikut.

Tabel 5.69
Rincian Mutasi Aset Tetap Tahun 2020
No. SKPD Saldo Per 1 Januari Mutasi Saldo Per 31 Desember
2020 (Rp) Tambah (Rp.) Kurang (Rp.) Reklasifikasi (Rp.) 2020 (Rp)

1 |Tanah 4.662.740.305.933,24 | 1.543.364.699.105,00 2.263.713.655,20 - 6.203.841.291.383,04
2 |Peralatan dan Mesin 1.350.142.932.924,33 140.846.567.459,54 129.693.273.585,36 | 27.190.349.843,82 1.388.486.576.642,33
3 |Gedung dan Bangunan 2.189.492.055.100,79 408.096.808.220,17 133.481.145.745,65 | (34.128.341.693,11)|  2.429.979.375.882,20
4 |Jalan, Jaringan dan Irigasi 5.532.561.482.634,28 728.441.165.908,60 12.365.772.370,12 4.304.091.881,02 6.252.940.968.053,78
5 |AsetTetap Lainnya 132.455.766.484,08 36.370.943.609,10 6.921.822.046,48 | (22.759.843.288,73) 139.145.044.757 97
6 |Kontruksi dalam Pengerjaan 51.192.100.038,70 (30.159.264.396,00) - 25.393.743.257,00 46.426.578.899,70
7 |Akumulasi Penyusutan (3.901.677.424.586,00)|  (468.184.900.150,85) (4.369.862.324.736,85)
Jumlah| 10.016.907.218.529,40 | 2.358.776.019.755,56 284.725.727.402,81 - 12.090.957.510.882,20

Penjelasan atas mutasi tambah dan kurang Aset Tetap selama Tahun 2020 adalah
sebagai berikut.
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1. Saldo Awal Tahun 2020 10.016.907.218.529,40

2. Penambahan Aset Tetap

a Belanja Modal Aset Tetap 705.054.247.042,00
b Atribusi Aset Tetap 18.647.024.583,00
¢ DED Menjadi Aset Tetap 17.977.302.279,00
d Aset dari Hibah 1.956.484.425.860,48
e BarangJasa Menjadi Aset 6.407.708.314,00
f Hutang Belanja Aset Tetap 2020 378.624.852,00
g Memorial Perubahan Aset 2.032.611.016,00

Total Penambahan Aset Tetap  2.706.981.943.946,48

3. Pengurangan Aset Tetap

a SKPenghapusan Aset Tetap 1.277.735.644,03
b Reklas ke Aktiva Lainnya 121.988.655.989,65
Belanja Modal Untuk Pelunasan Hutang
€ Aset Tetap Tahun Lalu 19.060.599.208,00
d Belanja Modal Tidak Masuk Sebagai Aset
tetap 7.776.510.260,00
e Koreksi Aset Tetap 14.643.250.341,20
f Akumulasi Penyusutan Tahun 2020 468.184.900.150,85

Total Pengurangan Aset Tetap 632.931.651.593,73

4. Saldo Akhir Tahun 2020 12.090.957.510.882,20

Rincian lebih lanjut atas mutasi tambah dan kurang Aset Tetap per SKPD dapat
dilihat pada lampiran 9.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
pada Lampiran huruf A yang menyatakan bahwa pembagian urusan pemerintahan
bidang pendidikan menengah menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi, oleh
karena itu sejak Januari 2017 seluruh komponen pendidikan menengah
(SMA/SMK) di wilayah Kota Depok beralih pengelolaannya dari Pemerintah
Kabupaten ke Pemerintah Provinsi. Atas hal tersebut seluruh pencatatan aset tetap
SMA/SMK juga dipindahkan menjadi bagian dari aset Dinas Pendidikan Provinsi.

Hal tersebut sesuai dengan Berita Acara Rekonsiliasi Data Barang Milik Daerah
Nomor 032/2230/BPKAD yang diperbaharui dengan Berita Acara Rekonsiliasi
Data Barang Milik Daerah Nomor 032/2230-A/BPKAD tanggal 30 Desember 2017
tentang Serah Terima BMD terkait Alih Kewenangan Berdasarkan Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014.

Pencatatan kodefikasi aset tetap pada Pemerintah Kota Depok telah mengikuti
Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan
Kodefikasi Barang Milik Daerah.
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G.5.3.1.3.1. Tanah

Saldo Tanah per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp6.203.841.291.383,04
mengalami kenaikan sebesar Rp1.541.100.985.449,80 atau 33,05% dari saldo
tahun sebelumnya sebesar Rp4.662.740.305.933,24. Penjelasan penambahan
dan pengurangan saldo Tanah Tahun 2020 adalah sebagai berikut.

1. Saldo Awal Tahun 2020 4.662.740.305.933,24

2. Penambahan Aset Lainnya
a Belanja Modal Aset Tetap 106.762.821.955,00
b Aset dari Hibah 1.434.866.017.150,00
Total Penambahan Aset Tetap  1.541.628.839.105,00

3. Pengurangan Aset Tetap

a Koreksi Aset Tetap 527.853.655,20
Total Pengurangan Aset Tetap 527.853.655,20
4. Saldo Akhir Tahun 2020 6.203.841.291.383,04

Total Jumlah Tanah Pemerintah Kota Depok per 31 Desember tahun 2020
sebanyak 7.328 bidang dengan luas 42.100.681,81 M2, dengan status tanah yang
sudah bersertifikat dan tercatat dalam sistem aset tetap sebanyak 334 bidang dan
yang masih dalam proses persertifikatan sebanyak 26 bidang. Adapun rincian data
dapat dilihat pada lampiran 10.

Aset Tetap tanah yang di sewakan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Depok No.
8 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, bahwa sewa tanah
Pemerintah Kota Depok dibayarkan setiap tahun di hitung berdasarkan NJOP
tahun berjalan. Untuk mengetahui perhitungan besaran NJOP setiap tahun
berkoordinasi dengan bidang Pajak Daerah 2 pada Badan Keuangan Daerah Kota
Depok. Apabila terdapat perubahan NJOP Badan Keuangan Daerah Kota Depok
akan menginformasikan kepada pihak penyewa. Adapun rincian data aset tetap
tanah yang disewakan adalah sebagai berikut :

1. Tanah seluas 2.498 m? yang berlokasi di Perumahan Jatijajar (Tanah Fasilitas
Sosial/Fasilitas Umum milik Pemerintah Kota Depok), yaitu seluas 2.098 m?
disewakan untuk sarana pendidikan kepada Yayasan Ruhama sesuai dengan
Surat Perjanjian Sewa Nomor 593/244/12020 dan Nomor 041/SAR/1/2020
tentang penggunaan tanah milik Pemerintah Kota Depok di Perumahan
Jatijajar Kecamatan Tapos untuk sarana Sekolah Dasar Islam Terpadu
(SDIT) Ruhama dengan nilai sewa sebesar Rp 35.403.750,00 (0,5% X Luas
Tanah X NJOP tahun 2020) dan seluas 400 m? dipergunakan untuk sarana
ibadah berupa bangunan masjid untuk masyarakat Perumahan Jatijajar dan
sekitarnya sesuai dengan surat izin Walikota Depok Nomor 593/526-umum
tanggal 4 Februari 2002.
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2. Tanah seluas 1.615 m? yang disewakan untuk sarana pendidikan kepada
Yayasan Al Fauzien sesuai dengan surat Perjanjian Sewa Nomor :
593/356/111/2020 tentang Perpanjangan Sewa Menyewa tanah milik
Pemerintah Kota Depok di Perumahan Pesona Depok Blok V nomor 12
Kelurahan Depok Kecamatan Pancoran Mas Untuk Sarana TK Al Fauzien
dengan nilai sewa sebesar : Rp 41.142.125,00 (0,5% X Luas Tanah X NJOP
tahun 2020);

3. Tanah seluas 465 m? yang disewakan untuk sarana pendidikan kepada
Yayasan Patra Tarbiyah Nusantara sesuai dengan perjanjian Sewa Nomor :
593/2463/BKD/1X/2020 tentang Perpanjangan Penggunaan Tanah Milik
Pemerintah Kota Depok yang terletak di Perumahan Puri Asri Sawangan
Kelurahan Pengasinan Kecamatan Sawangan untuk Sarana SDI Asshafa
dengan nilai sewa sebesar Rp 6.800.625,00 (0,5% X Luas Tanah X NJOP
tahun 2020);

4. Tanah seluas 12.439,97 m? yang disewakan untuk sarana pendidikan Kepada
Yayasan Pelatihan E&P Jakarta sesuai dengan Perjanjian Sewa Nomor :
593/1034/BKD/1V/2020 tentang Sewa Menyewa Tanah Milik dan/atau
dikuasai Pemerintah Kota Depok yang terletak di Perumahan Raffles Hills
Kelurahan Harjamukti Kecamatan Cimanggis untuk Sarana Sekolah
Springfield dengan nilai sewa sebesar Rp 423.271.000,00 (0,5% X Luas
Tanah X NJOP tahun 2020);

5. Tanah seluas 858 m? yang berlokasi di Jalan Kecak Kelurahan Mekarjaya
Kecamatan Sukmajaya, yaitu seluas 497 m? disewakan untuk sarana
pendidikan kepada Yayasan Bahrul Ulum Hasanah untuk Sarana TK dan
SDIT Bahrul Fikri sesuai dengan Perjanjian Sewa Nomor
593/2145.1/BKD/IX/2020 dan Nomor Il/ybuhd/I1X/2020 tentang sewa
penyewa tanah milik Pemerintah Kota Depok dengan nilai sewa sebesar Rp
4.279.170,00 (0,5% X Luas Tanah X NJOP tahun 2020) dan seluas 361 m?
dipergunakan untuk sarana ibadah berupa bangunan masjid untuk
masyarakat Perumnas Depok Il Tengah Kelurahan Mekarjaya Kecamatan
Sukmajaya.

6. Tanah seluas 147 m? untuk sarana pendidikan yang disewakan untuk
Yayasan Masjid Baiturrahman sesuai dengan Perjanjian Sewa Nomor:
593/1049/DPPKA/IV/2018 tentang sewa menyewa tanah milik Pemerintah
Kota Depok yang terletak di Perumahan Jatijajar Blok C Kelurahan Jatijajar
Kecamatan Tapos kepada Yayasan Masjid Baiturrahman untuk sarana
sekolah.

Selain dimanfaatkan secara sewa, tanah milik Pemerintah Kota Depok juga
dimanfaatkan secara pinjam pakai oleh Instansi Vertikal dengan data sebagai
berikut :
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1. Tanah seluas 2000 m? yang terletak di Jalan Merdeka Kelurahan Abadijaya
Kecamatan Sukmajaya dipinjam pakai oleh Kepolisian Resort Kota Depok
melalui Perjanjian ~ Nomor : 593/1112/BKD/V/2019 dan Nomor
B/03/IV/Huk.7.1/2019/RestaDepok tentang Perpanjangan Pinjam Pakai
Tanah Milik Pemerintah Kota Depok yang terletak di Jalan Merdeka
Kelurahan Abadijaya Kecamatan Sukmajaya Kepada Kepolisian Resort
Kota Depok untuk kantor Unit laka lantas;

2. Tanah seluas 863 m? yang terletak di Jalan Bahagia Raya Kelurahan
Abadijaya Kecamatan Sukmajaya yang dipinjam pakai oleh
KepolisianRresort Metro Kota Depok melalui Perjanjian Nomor :
593/1114/BKD/V/2019 dan Nomor : B/02/Huk.7.1/2019/Resta Depok
tentang perpanjangan Pinjam Pakai Tanah Milik Pemerintah Kota Depok
yang terletak di Jalan Bahagia Raya Kelurahan Abadijaya Kecamatan
Sukmajaya Kepada Kepolisian Resort Kota Depok untuk Kantor Polsek
Sukmajaya;

3. Tanah seluas 3.408 m?2 yang terletak di Jalan Boulevard Perum GDC yang
dipinjam pakai oleh Kejaksaan Negeri Depok melalui Perjanjian Nomor :
593/378/BKD/11/2021 dan Nomor : 0433/0.2.34/66.1.108/2010 tentang
Perpanjangan Pinjam Pakai tanah Milik Pemerintah Kota Depok yang
Terletak di Jalan Boulevard Raya Perumahan GDC Kelurahan Kalimulya
Kecamatan Cilodong kepada Kejaksaan Negeri Depok untuk Sarana Kantor
Kejaksaan Negeri Depok;

4. Tanah Seluas 1.245 m? yang terletak di Perumahan Griya jati Asri
Kelurahan Jatimulya Kecamatan Cilodong yang dipinjam pakai oleh
Kejaksaan Negeri Depok melalui Perjanjian Nomor : 593/379/BKD/11/2021
dan Nomor : 2432/0.2.34/CL.1/08/2010 tentang Perpanjangan Pinjam pakai
tanah Milik Pemerintah Kota Depok yang terletak di Perumahan Griya Jati
Asri Kelurahan Jatimulya Kecamatan Cilodong kepada Kejaksaan Negeri
Depok untuk Rumah Dinas Kejaksaan Negeri Depok;

5. Tanah seluas 1.517 m? yang terletak di Jalan Boulevard Perum GDC yang
dipinjam pakai oleh Kementerian Agama Kota Depok melalui Perjanjian
Nomor : 593/342/BKD/11/2021 dan Nomor
KD.10.22/1/KS.01.1/2240/2010 tentang Perpanjangan Pinjam Pakai tanah
Milik Pemerintah Kota Depok Yang Terletak di Jalan Boulevard Raya
Perumahan GDC Kelurahan Kalimulya Kecamatan Cilodong kepada
Kementerian Agama Kota Depok untuk Sarana Kantor Kementerian
Agama Kota Depok;

6. Tanah seluas 2.210 m? yang terletak di Jalan Boulevard Perum GDC yang
dipinjam pakai oleh Kantor Imigrasi Kota Depok melalui Perjanjian Nomor
: 593/1268.1/BKD tentang Perpanjangan Pinjam Pakai Tanah milik
Pemerintah Kota Depok Yang Terletak di Jalan Boulevard Raya Perumahan
GDC Kelurahan Kalimulya Kecamatan Cilodong kepada Kantor Imigrasi
Kota Depok untuk sarana Kantor Imigrasi Kota Depok;
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7. Tanah seluas 5.007 m2 yang terletak di Jalan Boulevard Perum GDC yang
dipinjam pakai oleh Pengadilan Negeri Depok melalui Perjanjian Nomor :
593/563/BKD/11/2021 dan Nomor : W11-U21.2519A Inventaris
02.01X11/2010 tentang Perpanjangan Pinjam Pakai tanah Milik Pemerintah
Kota Depok yang Terletak di Jalan Boulevard Raya Perumahan GDC
Kelurahan Kalimulya Kecamatan Cilodong kepada Pengadilan Negeri
Depok untuk Sarana Kantor Pengadilan Negeri Depok;

8. Tanah seluas 1.026 m? yang terletak di Jalan Boulevard Perum GDC yang
dipinjam pakai oleh POM Daerah Militer Jaya melalui Perjanjian Nomor :
593/276/BKD/1/2017 tentang Perpanjangan Pinjam Pakai tanah Milik
Pemerintah Kota Depok yang Terletak di Jalan Boulevard Raya Perumahan
GDC Kelurahan Jatimulya Kecamatan Cilodong kepada Detasemen Polisi
Militer Jaya/2 Polisi Militer Daerah untuk Sarana Kantor Subdenpom
Jaya/2-2 Depok;

9. Tanah seluas 36.536 m? yang terletak di Kelurahan Cilodong Kecamatan
Cilodong yang dipinjam pakai oleh Kementerian Hukum dan HAM Kanwil
Jawa barat melalui Perjanjian Nomor : 593/592/BKD/11/2017 tentang
Perpanjangan Pinjam Pakai tanah Milik Pemerintah Kota Depok yang
Terletak di Kelurahan Cilodong Kecamatan Cilodong kepada Kementerian
Hukum dan HAM Kantor Wilayah Jawa Barat untuk Sarana Lapas Kelas I
B Depok;

10. Tanah seluas 700 m? yang terletak di Jalan Jalan Merdeka yang dipinjam
pakai oleh kantor BNN Kota Depok melalui Perjanjian Nomor :
593/BKD/I11/2017 tentang Perpanjangan Pinjam Pakai tanah Milik
Pemerintah Kota Depok Yang Terletak di Jalan Merdeka Kelurahan
Abadijaya Kecamatan Sukmajaya kepada BNN Kota Depok untuk Sarana
Kantor BNN Depok;

11. Tanah seluas 1.417 m? yang terletak di Jalan Boulevard Perum GDC yang
dipinjam pakai oleh Pengadilan Agama Depok melalui Perjanjian Nomor :
593/1263.1/BKD/2017 tentang Perpanjangan Pinjam Pakai tanah Milik
Pemerintah Kota Depok Yang Terletak di Jalan Boulevard Raya Perumahan
GDC Kelurahan Kalimulya Kecamatan Cilodong kepada Pengadilan
Agama Depok untuk Sarana Kantor Pengadilan Agama Depok;

12. Tanah seluas 1.507 m? yang terletak di Jalan Boulevard Perum GDC yang
dipinjam pakai oleh Badan Pusat Statistik Kota Depok melalui Perjanjian
Nomor 593/1263.1/BKD/2017 tentang Perpanjangan Pinjam Pakai tanah
Milik Pemerintah Kota Depok Yang Terletak di Jalan Boulevard Raya
Perumahan GDC Kelurahan Kalimulya Kecamatan Cilodong kepada Badan
Pusat Statistik Kota Depok untuk Sarana Kantor Badan Pusat statistik Kota
Depok
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Terdapat aset tetap tanah Pemerintah Kota Depok yang masih dalam sengketa
yaitu :

1. SMKN 1 seluas 9.925 M?

Berdasarkan salinan resmi putusan/penetapan perkara perdata pada tanggal
24 Februari 2015 telah disampaikan putusan resmi Mahkamah Agung No.
2806 K/Pdt/2012 jo. No. 11/Pdt/2012/PT.Bdg jo.No. 75/Pdt.G/2012/PT
DPK menyatakan bahwa tanah yang disengketakan adalah milik
Pemerintah Kota Depok. Pada tanggal 1 Desember 2020 tanah tersebut
digugat kembali oleh Ahli Waris Almarhum Buneng berdasarkan surat
gugatan yang disampaikan oleh AMN & Partners Advocates And Legal
Consultans ke Pengadilan Negeri Depok. Saat ini sedang berproses
gugatan tersebut di Pengadilan Negeri Depok.

2. Pasar Kemiri Muka luas 26.000 M?

Berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung No. 476 PK/PDT/2013
menolak peninjauan kembali Pemerintah Kota Depok. Pemerintah Kota
Depok sedang melakukan upaya untuk diterbitkan Hak Pengelolaan (HPL)
atas nama Pemerintah Kota Depok atas lahan pasar Kemiri Muka kepada
Kepala Kantor Pertanahan Kota Depok, dan sedang mengupayakan
Gubernur Jawa Barat untuk menggugat PT. Petamburan Jaya Raya ke
Pengadilan Negeri Depok karena kewajiban PT. Petamburan Jaya Raya
untuk menyerahkan tanah seluas 2,6 hektar kepada Pemerintah Daerah
(Kabupaten Bogor/Kota Depok) belum dilaksanakan hingga saat ini.

3. Tanah Kompleks Perkantoran Kecamatan Pancoran Mas Luas 33.160 M?.
Pemerintah Kota Depok telah mengirimkan surat kepada Kepala Kantor
Pertanahan Kota Depok nomor 593/721-aset tanggal 11 Mei 2010 perihal
permohonan penjelasan Sertifikat Hak Pengelolaan (SHPL) No. 2 dan
Kepala Kantor Pertanahan telah memberikan jawaban dengan surat No.
828/330-32.76/V1/2010 tanggal 29 Juni 2010 menyatakan bahwa sertifikat
hak pengelolaan No. 2/Depok gambar situasi No. 622/1977 luas33.160 M?
sampai surat ini dikeluarkan masih atas nama Pemerintah Kabupaten
Daerah Tingkat Il Bogor yang terletak di Kelurahan Depok Kecamatan
Pancoran Mas Kota Depok.

4. Tanah Pasar Cisalak seluas 18.650 m2 terletak di Jalan Raya Bogor
Kelurahan Cisalak Pasar Kecamatan Cimanggis saat ini berdasarkan
Putusan Banding Pengadilan Tinggi Bandung atas gugatan Ahli Waris
Angkawijaya dinyatakan Pemerintah Kota Depok menang dan Penggugat
sedang melakukan upaya kasasi ke Mahkamah Agung sehingga perkara
tersebut masih berproses di tingkat kasasi. Secara fisik tanah Pasar Cisalak
dikuasai Pemerintah Kota Depok dan kegiatan pelayanan pasar serta
aktifitas perdagangan berjalan seperti biasanya lancar.

Terkait dengan aset tetap tanah di bawah jalan yang sudah tercatat pada Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, belum dapat diakui sepenuhnya
dikarenakan belum adanya proses hibah atau penyerahan dari masyarakat dan
atau pembelian tanah oleh Pemerintah Kota Depok.
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G.5.3.1.3.2. Peralatan dan Mesin

Saldo Peralatan dan Mesin per 31 Desember

2020 adalah sebesar
Rp1.388.486.576.642,33 mengalami kenaikan sebesar Rp33.343.643.718,00
atau 23,80% dari saldo tahun sebelumnya sebesar Rp1.350.142.932.924,33.

Penjelasan penambahan dan pengurangan saldo Peralatan dan Mesin Tahun
2020 adalah sebagai berikut.

1. Saldo Awal Tahun 2020

2. Penambahan Aset Tetap

d

m —~ O QO o T

Belanja Modal Aset Tetap

1.350.142.932.924,33

102.295.109.179,00

Atribusi Aset Tetap 13.336.055.433,00
Barang Jasa Menjadi Aset 6.074.017.314,00
Aset dari Hibah 11.653.961.076,00
Hutang Belanja Aset Tetap 2020 378.624.852,00
Memorial Perubahan Aset 199.030.016,00

Reklasifikasi Antar Akun Aset Tetap

27.190.349.843,82

Total Penambahan Aset Tetap

161.127.147.713,82

3. Pengurangan Aset Tetap

a
b

C

SK Penghapusan Aset Tetap

Reklas ke Aktiva Lainnya
Belanja Modal Untuk Pelunasan Hutang

Aset Tetap Tahun Lalu
Belanja Modal Tidak Masuk Sebagai Aset
tetap

1.277.735.644,03
111.240.922.603,51

107.978.436,00

7.135.795.738,00

e Koreksi Aset Tetap 3.021.071.574,28
Total Pengurangan Aset Tetap 122.783.503.995,82
4. Saldo Akhir Tahun 2020 1.388.486.576.642,33

Penghapusan Aset Tetap Peralatan dan Mesin ditetapkan melalui Keputusan
Walikota sebagai berikut.

Tabel 5.70

Rincian Keputusan Penghapusan Peralatan dan Mesin Tahun 2020

Keputusan Walikota
No. Nomor Tanggal SKPD Total (Rp)
1. 1953/414/Kpts/DPPKA/Huk/2015 23/12/2015 |Dinas Kesehatan 579.688.144,03
2, [953/1573/Kpts/2020 02/07/2020 |Sekretariat Daerah 490.767.500,00
3, [953/1573/Kpts/BKD/2020 03/07/2020 [Badan Keuangan Daerah 207.280.000,00
Jumlah| 1.277.735.644,03

Terdapat beberapa Aset Pemerintah Kota Depok yang dalam proses TPTGR dengan

rincian sebagai berikut:
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1. Terdapat kendaraan roda dua Honda Beat B 6465 ZQA tahun 2016 dengan nilai
Rp 14.717.982,46,- pada Dinas Perhubungan yang hilang, pada tanggal 4
November 2020 telah terbit surat keterangan tanggung jawab mutlak dengan
kewajiban untuk mengganti kerugian selama 24 bulan dari tanggal 1 Desember
2020 sampai dengan 1 November 2022 dengan mengganti sebesar Rp 262.822,-
setiap bulan.

2. Terjadi kehilangan 21 unit Notebook Merk Dell tahun 2017 dengan jumlah nilai
Rp 166.995.360, - pada UPTD SMPN 18 Depok, berdasarkan Laporan Hasil
Pemeriksaan Khusus Tentang Kehilangan Barang Milik Daerah (BMD) berupa
21 unit Notebook pada UPTD SMPN 18 Depok Tahun Anggaran 2020, tidak
terdapat unsur kelalaian yang dilakukan oleh pihak sekolah sesuai dengan surat
tanda penerimaan laporan atau pengaduan dari Kepolisian Sektor Sawangan
Kota Depok Nomor : LP/496/K/V11/2020/Restro Depok/Sek.Sawangan, Tanggal
17 Juli 2020 perihal uraian kejadian berdasarkan hasil penyidikan dan
kesimpulan tidak terdapat unsur kelalaian yang dilakukan oleh pihak sekolah
terkait kasus kehilangan Barang Milik Daerah berupa 21 unit Notebook Merk
Dell warna hitam pada UPTD SMPN 18 Depok. Pada tanggal 18 Desember 2020
Kepala Badan Keuangan Daerah selaku Kepala SKPKD telah menyampaikan
pendapat atas Laporan Pemeriksaan Khusus pada prinsipnya laporan hasil
pemeriksaan khusus tersebut dapat disetujui dan selanjutnya akan ditindaklanjuti
penyelesaiannya melalu Majelis Penyelesaian Kerugian Daerah. Pada tanggal 23
November 2020 telah dilaksanakan Sidang Majelis Penyelesaian Kerugian
Daerah dan Majelis merekomendasikan untuk membebas Kepala UPTD SMPN
18 Depok dari tuntutan kerugian daerah karena tidak terbukti adanya unsur
kelalaian. Pada tanggal 29 Desember 2020 telah terbit Keputusan Wali Kota
Nomor : 903/505/Kpts/BKD/Huk/2020 tentang Pembebasan Penggantian
Kerugian Daerah terhadap Iskandar Saleh, S.Pd,MM NIP. 19601103198111003
selaku Kepala UPTD SMPN 18 Depok atas kehilangan Barang Milik Daerah
(BMD) berupa 21 unit Notebook pada UPTD SMPN 18 Depok. Selanjutnya
penghapusan atas catatan 21 unit Notebook tersebut akan dilaksanakan pada
tahun 2021.

Aset Tetap Peralatan dan Mesin milik Pemerintah Kota Depok yang
dimanfaatkan secara pinjam pakai oleh Instansi Vertikal dengan data sebagai
berikut :

3. Kendaraan roda empat Toyota Fortuner 2.5 G A/T Nomor Polisi B 1008
ZQH dipinjam pakai oleh Kodim 0508 Kota Depok melalui Perjanjian
Nomor : 024/281/BKD/1/2017 tentang Pinjam Pakai Kendaraan Milik
Pemerintah Kota Depok Kepada Kodim 0508.

4. Kendaraan roda empat Toyota Fortuner 2.5 G A/T Nomor Polisi B 1005
ZQH dipinjam pakai oleh Pengadilan Negeri Kota Depok melalui Perjanjian
Nomor : 024/1049.1/BKD/V/2017 tentang Pinjam Pakai Kendaraan Milik
Pemerintah Kota Depok Kepada Pengadilan Negeri.
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5. Kendaraan roda empat Toyota Fortuner 2.5 G A/T Nomor Polisi B 1007
ZQH dipinjam pakai oleh Polisi Resort Metro Kota Depok melalui
Perjanjian Nomor : 024/1113/BKD/V/2019 dan  Nomor:
B/04/111/Hul.7.1/2019/Resta Depok tentang Pinjam Pakai Kendaraan Milik
Pemerintah Kota Depok Kepada Kepolisian.

6. Kendaraan roda empat Toyota Avanzal.5s Nomor Polisi B 7041 UQ, Nissan
Grand Livina 1.5 XV (4x2)A/T Nomor Polisi B 1144 ZQN, Toyota
Avanzal.5 Veloz A/T Nomor Polisi B 1175 ZQN, Toyota Avanzal.5 Veloz
A/T Nomor Polisi B 1181 ZQN, dipinjam pakai oleh Badan Pertanahan
Negara Kota Depok melalui Perjanjian Nomor : 024/1778-/BKD tentang
Pinjam Pakai Kendaraan Milik Pemerintah Kota Depok Kepada Badan
Pertanahan Negara.

7. Kendaraan roda empat Toyota Avanzal.5s Nomor Polisi B 1052 EQN
dipinjam pakai oleh Pengadilan Agama Kota Depok melalui Perjanjian
Nomor : 024/3744/BKD/X/2018 tentang Pinjam Pakai Kendaraan Milik
Pemerintah Kota Depok Kepada Pengadilan Agama.

8. Kendaraan roda empat Suzuki Gc4415v APV DLX MT Nomor Polisi B
1048 EQN, Mitsubishi/Maven GLX (4x2) MT Nomor Polisi B 1008 EHX
dipinjam pakai oleh Lapas Cibinong melalui Perjanjian  Nomor :
024/1544/DPPKA/VII/2016 dan Nomor W.11.PAS.11.PL.04.01-5734
tentang Pinjam Pakai Kendaraan Milik Pemerintah Kota Depok Kepada
Lapas Cibinong.

9. Kendaraan roda empat Toyota Rush 1.5 S.AT Nomor Polisi B 1104 ZON
dipinjam pakai oleh Rumah Tahanan Kelas Il B Depok melalui Perjanjian
Nomor : 024/2635/BKD/XI1/2019 tentang Pinjam Pakai Kendaraan Milik
Pemerintah Kota Depok Kepada Rumah Tahanan Kelas Il B.

10.Kendaraan roda empat Nissan Grand Livina Nomor Polisi B 1143 ZQN
dipinjam pakai oleh Kementrian Agama Kota Depok melalui Perjanjian
Nomor : 024/1864/BKD/VI111/2019 tentang Pinjam Pakai Kendaraan Milik
Pemerintah Kota Depok Kepada Kementrian Agama.

11.Kendaraan roda empat Toyota Corolla Altis 1.8 VV A/T Nomor Polisi B 1014
ZQON, Toyota Rush 1.5 S.AT Nomor Polisi B 1096 ZQN, Toyota Rush 1.5
S.AT Nomor Polisi B 1106 ZQN, Isuzu Nomor Polisi B 7012 ZPA,
kendaraan roda dua Honda NF 100 L Nomor Polisi B 3622 UQ dipinjam
pakai oleh Kejaksaan Negeri Kota Depok melalui Perjanjian Nomor :
593/377/BKD/11/2021 tentang Pinjam Pakai Kendaraan Milik Pemerintah
Kota Depok Kepada Kejaksaan Negeri.
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G.5.3.1.3.3. Gedung dan Bangunan

Saldo Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2020 adalah sebesar
Rp2.429.935.599.071,20 mengalami kenaikan sebesar Rp240.443.543.970,41
atau 10,98% dari saldo tahun sebelumnya sebesar Rp2.189.492.055.100,79.

Penjelasan penambahan dan pengurangan saldo Gedung dan Bangunan Tahun
2020 adalah sebagai berikut.

1. Saldo Awal Tahun 2020

2. Penambahan Aset Tetap

a

-~ 0O Q o T

Belanja Modal Aset Tetap

Atribusi Aset Tetap

DED Menjadi Aset Tetap

Aset dari Hibah

Barang Jasa Menjadi Aset

KDP Menjadi Aset Gedung dan Bangunan
Total Penambahan Aset Tetap

3. Pengurangan Aset Tetap

Belanja Modal Tidak Masuk Sebagai Aset
tetap

Reklas ke Aktiva Lainnya
Belanja Modal Untuk Pelunasan Hutang

Aset Tetap Tahun Lalu
Koreksi Aset Tetap
Reklasifikasi Antar Akun Aset Tetap
Total Pengurangan Aset Tetap

4. Saldo Akhir Tahun 2020

2.189.492.055.100,79

243.450.816.862,00
4.542.730.800,00
2.859.891.626,00
24.071.091.661,00
333.691.000,00
30.973.626.200,00

306.231.848.149,00

380.818.900,00
3.472.011.422,00

17.412.829.894,00
10.394.302.269,48
34.128.341.693,11

65.788.304.178,59

2.429.935.599.071,20

Gedung dan bangunan milik Pemerintah Kota Depok juga dimanfaatkan secara
sewa oleh Bank Jabar Banten (BJB) Cabang Depok dengan uang sewa
dibayarkan sekaligus untuk jangka waktu 5 (lima) tahun pada saat tahun
penandatanganan sewa untuk 3 (tiga) lokasi yang berbeda. Adapun rincian data
sewa sebagai berikut :

1. Ruangan seluas 21,9 m? untuk Sarana Kantor cabang Bank BJB sesuai

dengan Perjanjian Nomor : 593/3153.k/BKD/X11/2020 dan Nomor :
032/PKS/BJB-DPK/XI11/2020 tentang Sewa Menyewa Ruangan Untuk
Kantor Kas BJB di lantai 1l Gedung Dibaleka dengan nilai sewa sebesar Rp
10.950.000,00 (Luas ruangan x Rp 500.000,00).

Ruangan seluas 13 m? untuk Sarana ATM Bank BJB sesuai dengan
Perjanjian Nomor : 593/2603/DPPKA/X1/2016 dan Nomor : 0196/PSU-
DPK/2016 tentang Sewa Menyewa Ruangan Untuk Penempatan ATM Bank
BJB di lantai | Gedung Dibaleka dengan nilai sewa sebesar Rp 6.500.000,00
(Luas ruangan x Rp 500.000,00).
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3. Ruangan seluas 24 m2 untuk Sarana Kantor cabang Bank BJB sesuai dengan

G.5.3.1.3.4.

Perjanjian Nomor :

593/1381/BKD/V/2019 tentang Sewa Menyewa

Ruangan Untuk Kantor Kas BJB di lantai | Gedung Dibaleka dengan nilai
sewa sebesar Rp 12.000.000,00 (Luas ruangan x Rp 500.000,00).

Selain dimanfaatkan secara sewa, Gedung dan Bangunan milik Pemerintah Kota
Depok juga dimanfaatkan secara pinjam pakai oleh Pengadilan Negeri Kota Depok
beralamat di Jalan Boulevard Kota Kembang dengan luas 5.007 M? di peruntukan
sebagai ruang sidang anak melalui Perjanjian Nomor 593/2467/DPPKA/X1/2016
dan Nomor W11U21399/Um.01.10/12/2016 tentang Pinjam Pakai Gedung Milik
Pemerintah Kota Depok yang terletak di Jalan Boulevard Kota Kembang
Perumahan Grand Depok City Kelurahan Kalimulya Kecamatan Cilodong kepada
Pengadilan Negeri Depok untuk Gedung Ruang Sidang Anak.

Jalan, Irigasi dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2020 adalah sebesar
Rp6.253.688.450.878,78 mengalami kenaikan sebesar Rp721.126.968.244,50

atau 13,03% dari saldo tahun sebelumnya sebesar Rp5.532.561.482.634,28.

Penjelasan penambahan dan pengurangan saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan
Tahun 2020 adalah sebagai berikut.

1. Saldo Awal Tahun 2020

2. Penambahan Aset Tetap

a

-~ 0 O O o T

Belanja Modal Aset Tetap
Atribusi Aset Tetap
Aset dari Hibah
DED Menjadi Aset Tetap
KDP Menjadi Aset Jalan
Memorial Perubahan Aset
Reklasifikasi Antar Akun Aset Tetap
Total Penambahan Aset Tetap

3. Pengurangan Aset Tetap

d

b

Reklas ke Aktiva Lainnya
Belanja Modal Untuk Pelunasan Hutang

Aset Tetap Tahun Lalu
Belanja Modal Untuk Pelunasan Hutang

Aset Tetap Tahun Lalu

Koreksi Aset Tetap
Belanja Modal Tidak Masuk Sebagai Aset
tetap

Total Pengurangan Aset Tetap

4. Saldo Akhir Tahun 2020

5.532.561.482.634,28

216.187.539.162,00
768.238.350,00
485.893.355.973,48
14.605.276.090,00
401.478.773,00
1.833.581.000,00
4.304.091.881,02

723.993.561.229,50

573.634.960,00

1.539.790.878,00

500.921.525,00

252.245.622,00

2.866.592.985,00

6.253.688.450.878,78
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G.5.3.1.35.

Aset Tetap Lainnya

Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2020 adalah sebesar
Rp139.145.044.757,97 mengalami kenaikan sebesar Rp6.689.278.273,89 atau

5,05% dari saldo tahun sebelumnya sebesar Rp132.455.766.484,08.

Penjelasan penambahan dan pengurangan Aset Tetap Lainnya Tahun 2020

adalah sebagai berikut.

1. Saldo Awal Tahun 2020 132.455.766.484,08
2. Penambahan Aset Tetap
a Belanja Modal Aset Tetap 36.357.959.884,00
Total Penambahan Aset Tetap 36.357.959.884,00
3. Pengurangan Aset Tetap
a Reklas ke Aktiva Lainnya 6.702.087.004,14
b Belanja Modal Tidak Masuk Sebagai Aset te 7.650.000,00

¢ Koreksi Aset Tetap

Reklasifikasi Antar Akun Aset Tetap

199.101.317,24

22.759.843.288,73

Total Pengurangan Aset Tetap

29.668.681.610,11

4. Saldo Akhir Tahun 2020

G.5.3.1.3.6. Konstruksi Dalam Pengerjaan

139.145.044.757,97

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2020 adalah sebesar
Rp45.722.872.885,70 mengalami penurunan sebesar Rp5.469.227.153,00 atau

10,68% dari saldo tahun sebelumnya sebesar Rp51.192.100.038,70.

Penjelasan penambahan dan pengurangan Konstruksi Dalam Pengerjaan Tahun

2020 adalah sebagai berikut.
1. Saldo Awal Tahun 2020

2. Penambahan Aset Tetap
a Belanja Modal Aset Tetap
b Penambahan Perolehan Tahun 2020
Total Penambahan Aset Tetap

3. Pengurangan Aset Tetap
a KDP Menjadi Aset Gedung dan Bangunan
b Reklasifikasi Antar Akun Aset Tetap
Total Pengurangan Aset Tetap

4. Saldo Akhir Tahun 2020

51.192.100.038,70

25.905.877.820,00

25.905.877.820,00

31.375.104.973,00

31.375.104.973,00

45.722.872.885,70
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G.5.3.1.3.7.

Terkait Kontruksi Dalam Pengerjaan terdapat beberapa penjelasan sebagai
berikut :

1. Kontruksi dalam pengerjaan jaringan irigasi/drainase Kali angke, Kali
Caringin dan penanganan longsor SDN Pondok Petir tahun 2019 pada Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang akan di lanjutkan pada tahun 2020.

2. Kontruksi dalam pengerjaan bangunan dan gedung SDN depok 1, Balai
Rakyat, Stadion Sukatani, Puskesmas Jatijajar, Kantor kelurahan Cinangka,
Gedung Pramuka, gedung Kejaksaan Negeri Kota Depok, Kantor Kecamatan
Sawangan, Kantor Kecamatan Sukmajaya, gedung GOR tahun 2019 pada
Dinas Perumahan dan Permukiman akan di lanjutkan pada tahun 2020.

3. Kontruksi dalam pengerjaan bangunan pagar Pasar Cisalak tahun 2018 pada
Dinas Perindustrian dan Perdaganganakan dilanjutkan pada tahun 2021.
Adapun rincaian dapat terliahat pada lampiran 11.

Akumulasi Penyusutan

Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat
disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.
Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai
tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan
operasional.

Penentuan nilai yang dapat disusutkan dilakukan untuk setiap unit aset tanpa ada
nilai residu. Nilai residu adalah nilai buku suatu aset tetap pada akhir masa
manfaatnya. Dalam hal terjadi perubahan nilai aset tetap sebagai akibat koreksi
nilai aset tetap yang disebabkan oleh kesalahan dalam pencantuman nilai yang
diketahui di kemudian hari, maka penyusutan atas aset tersebut perlu
disesuaikan. Penyesuaian sebagaimana dimaksud meliputi penyesuaian atas nilai
yang dapat disusutkan dan nilai akumulasi penyusutan.

Metode penyusutan dipergunakan adalah Metode garis lurus (straight line
method). Metode garis lurus menetapkan tarif penyusutan untuk masing-masing
periode dengan jumlah yang sama. Perhitungan Penyusutan berdasarkan
pendekatan bulanan, dengan Laporan Penyusutan secara Semesteran.

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset tetap per 31 Desember 2020 adalah sebesar
Rp4.369.862.324.736,85 yang diterapkan pada 3 jenis aset tetap yaitu Peralatan
dan Mesin, Gedung dan Bangunan, dan Jalan, Irigasi dan Jaringan.

G.5.3.1.4. DANA CADANGAN

Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang
memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun
anggaran. Pemerintah Kota Depok tidak membuat dana cadangan karena dianggap
belum terdapat pembiayaan yang memerlukan dana relatif besar, sehingga tidak
terdapat saldo dana cadangan. Skema pembiayaan atas pembangunan infrastruktur
yang memerlukan dana besar dilakukan melalui kontrak multiyears.
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G.5.3.1.5. ASET LAINNYA

Aset Lainnya termasuk dalam kategori Aset Non Lancar lainnya, termasuk
didalamnya aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih
dari 12 (dua belas) bulan, piutang TGR yang akan diterima lebih dari 12 bulan, aset
kerjasama dengan fihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.

Saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp178.220.022.901,31
mengalami kenaikan sebesar Rp1.092.853.904,68 atau 0,62% dari saldo tahun
sebelumnya sebesar Rp177.127.168.996,63 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.71
Saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2020 dan 2019
No. Aset Lainnya Saldo Per 31 Desember [Saldo Per 31 Desember Kenaikan/ %
2020 (Rp) 2019 (Rp) (Penurunan)
1 |Tuntutan Ganti Rugi 100,00
Penyisihan Tuntutan Gant
2 |Rugi 100,00
Kemifraan dengan Pihak
3 |Ketiga 112.406.440.000,00 112.406.440.000,00 - -
4 |Aset Tak Berwujud 13.474.045.930,00 11.467.126.430,00 2.006.919.500,00 | 17,50
5 |Amortisasi Aset Tak Berwujud (11.703.844.890,00) (9.985.942.930,00) (1.717.901.960,00)| 17,20
6 |AsetLain-Lain (Neto) 64.043.381.861,31 63.239.545.496,63 803.836.364,68 1,27
Jumlah 178.220.022.901,31 177.127.168.996,63 1.092.853.904,68 0,62

G.5.3.15.1.

G.5.3.15.2.

Tuntutan Ganti Rugi

Tuntutan Perbendaharaan (TP) merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap
bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang
diderita oleh Pemda sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu
perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh bendahara tersebut atau
kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya.

Tuntutan Ganti Rugi (TGR) merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap
pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas
suatu kerugian yang diderita oleh Pemda sebagai akibat langsung ataupun tidak
langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai
tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya.

Saldo TGR per 31 Desember 2020 adalah nihil atau tidak terdapat piutang yang
berasal dari TGR.

Kemitraan Dengan Pihak Ketiga

Kemitraan Dengan Pihak Ketiga merupakan perjanjian antara dua pihak atau
lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan Kkegiatan yang
dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang
dimiliki. Pemerintah Kota Depok melakukan kerjasama dengan pihak ketiga
terkait pemanfaatan aset tanah pada dua SKPD sebagai berikut.
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Tabel 5.72
Saldo Kemitraan Dengan Pihak Ketiga per 31 Desember 2020 dan 2019

No.

SKPD

Saldo Per 31 Desember
2020 (Rp)

Saldo Per 31 Desember
2019 (Rp)

Kenaikan/
(Penurunan)

%

Dinas Perhubungan

111.707.000.000,00

111.707.000.000,00

Sekretariat Daerah

699.440.000,00

699.440.000,00

Jumlah

112.406.440.000,00

112.406.440.000,00

G.5.3.153.

G.5.3.15.3.1.

Aset Tetap yang dimanfaatkan/dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah tanah
seluas 26.284 m? yang berlokasi di Jalan Raya Margonda dikerjasamakan dengan
PT ANDYKA INVESTA untuk Terminal Darat sesuai dengan Addendum Surat
Perjanjian Kerjasama Nomor 050/01/PKS/Dishub-DPPKA/Huk/2011/Add.1
dan Nomor 001/AI/DIR/11/2011/Add.1 tanggal 7 Mei 2015 tentang Bangun
Guna Serah (BGS) Terminal Terpadu Kota Depok di Jalan Margonda Raya
No.58 Kelurahan Depok Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok dengan jangka
waktu 30 (tiga puluh) tahun yaitu terhitung sejak tanggal 7 Mei 2015 sampai
dengan tanggal 6 Mei 2045. Kontribusi kepada Pemerintah Kota Depok sebesar
Rp33.277.302.975,00 dengan pembayaran dibagi menjadi 30 kali;

Aset Tak Berwujud

Aset Tak Berwujud (ATB) adalah aset non keuangan yang dapat diidentifikasi
dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam
menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk
hak atas kekayaan intelektual, meliputi:

1. Software komputer;

2. Lisensi dan franchise;

3. Hak cipta (copyright), paten, dan hak lainnya; dan

4. Hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang.

Saldo Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2020 adalah sebesar
Rp13.474.045.930,00 mengalami kenaikan sebesar Rp2.006.919.500,00 atau
17,50% dari saldo tahun sebelumnya sebesar Rp11.467.126.430,00.

Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2020 terdiri atas perangkat lunak sistem
informasi pada 17 SKPD.

Amortisasi Aset Tak Berwujud

Amortisasi adalah alokasi harga perolehan ATB secara sistematis dan rasional
selama masa manfaatnya. Amortisasi ATB sama prinsipnya seperti
penyusutan dalam aset tetap. Masa manfaat ATB dapat dipengaruhi oleh
berbagai faktor yang semuanya harus diperhitungkan dalam penetapan
periode amortisasi.
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Saldo Amortisasi per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp11.703.844.890,00
mengalami peningkatan sebesar Rp1.717.901.960,00 atau 17,20% dari saldo
tahun sebelumnya sebesar Rp9.985.942.930,00

Rincian Aset Tak Berwujud dan Perhitungan amortisasi ATB dapat dilihat
pada lampiran 12.

G.5.3.1.5.3.2. Aset Tak Berwujud Neto
Saldo Aset Tak Berwujud Neto merupakan Saldo ATB setelah dikurangi
amortisasi atau saldo yang disajikan adalah saldo sisa nilai buku. Saldo ATB
Neto per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp1.770.201.040,00 mengalami
kenaikan sebesar Rp289.017.540,00 atau 19,51% dari saldo tahun sebelumnya
sebesar Rp1.481.183.500,00.
Tabel 5.73
Rincian ATB Neto per 31 Desember 2020 dan 2019
No Aset Lainnva Saldo Per 31 Desember |Saldo Per 31 Desember Kenaikan/ Y
; y 2020 (Rp) 2019 (Rp) (Penurunan) °
1 |Aset Tak Berwujud 13.474.045.930,00 11.467.126.430,00 2.006.919.500,00 | 17,50
2 |Amortsasi (11.703.844.890,00) (9.985.942.930,00) (1.717.901.960,00)[ 17,20
Jumlah ATB Neto 1.770.201.040,00 1.481.183.500,00 289.017.540,00 | 19,51
G.5.3.1.5.4. Aset Lain-Lain (Neto)
Aset Lain-lain merupakan aset dengan kondisi rusak berat yang sudah tidak
digunakan dalam operasional Pemerintah Kota Depok dan direncanakan untuk
dilakukan penghapusan serta aset-aset lain yang sudah tidak tergolong dalam
kriteria aset lancar maupun aset tetap.
Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2020 adalah sebesar
Rp64.043.381.861,31 mengalami kenaikan sebesar Rp803.836.364,68 atau
1,27% dari saldo tahun sebelumnya sebesar Rp63.239.545.496,63 dengan
rincian sebagai berikut.
Tabel 5.74
Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2020 dan 2019
oo Saldo Per 31 Desember |Saldo Per 31 Desember Kenaikan/ 0
No. Aset Lain-Lain 2020 (Rp) 2019 (Rp) (Penurunan) &
Piutang Asuransi Anggota
DPRD Kota Depok Tahun
1 12004 1.485.000.000,00 1.485.000.000,00
Detail Enginering Design
2 |(DED) 17.989.253.489,00 27.319.033.875,00 (9.329.780.386,00)| (34,15)
3 |Aset Tanah Jalan Tol Cijago 1.271.330.998 41 1.271.330.998,41 - -
Barang Rusak
4 |Beraf/Hilang/Hibah 205.078.833.220,38 85.716.480.909,13 119.362.352.311,25 | 139,25
Akumulasi Penyusutan Barang
5 |Rusak Berat/Hilang/Hibah (161.781.035.846,48) (52.552.300.285,91)| (109.228.735.560,57)| 207,85
Jumlah 64.043.381.861,31 63.239.545.496,63 803.836.364,68 1,27
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Penjelasan atas Aset Lain-lain di atas, adalah sebagai berikut:

1. Piutang Asuransi Anggota DPRD Kota Depok Tahun 2004 merupakan
piutang yang tidak dapat dipastikan tingkat ketertagihannya. Hal ini
disebabkan atas piutang tersebut masih dalam proses pengadilan.

2. Detail Enginering Design (DED) merupakan detail rencana yang akan
menambah Kkapitalisasi nilai Aset Tetap pada saat pelaksanaan pekerjaan
konstruksi telah 100% selesai. Namun, sampai dengan pelaksanaan
pekerjaan fisik belum dilakukan, DED dikategorikan sebagai aset lain-lain
terlebih dahulu.

3. Aset Tanah Jalan Tol Cijago merupakan aset Pemerintah Kota Depok yang
terdampak Pembangunan Seksi | Jalan Tol Cijago dengan nilai buku sebesar
Rp1.271.330.998,41. Atas tanah yang terdampak tersebut, ganti rugi atas
tanah belum diterima. Nilai ganti rugi tanah adalah sebesar
Rp38.276.705.945,00 sesuai dengan Berita Acara Hasil Pembebasan
Penyelesaian Ganti Rugi Pembangunan Seksi | Jalan Tol Cijago, dengan
rincian sebagai berikut:

a. Perumahan Departemen Penerangan Kelurahan Harjamukti Kecamatan
Cimanggis

1) Tanah untuk Sarana Pendidikan seluas 1.362 m? senilai
Rp1.634.400.000,00;

2) Tanah untuk Taman seluas 414 m? senilai Rp496.800.000,00;

3) Tanah untuk Jalan dan Saluran seluas 2.060 m? senilai
Rp2.471.160.000,00;

4) Bangunan berupa pekerjaan badan jalan, pekerjaan saluran dan
pekerjaan paving block dengan total volume 7.321,44 m? senilai
Rp1.004.937.703,00.

b. Perumahan Raffles Hills Blok EE Kelurahan Harjamukti Kecamatan
Cimanggis

1) Tanah untuk ruang terbuka hijau seluas 5529 m? senilai
Rp12.440.250.000,00;

2) Penerangan Jalan Umum sebanyak 27 titik senilai Rp60.750.000,00;

3) Tanah untuk jalan dan saluran seluas 8.197 m? senilai
Rp18.443.250.000,00;

4) Bangunan berupa pekerjaan badan jalan dan pekerjaan saluran
dengan total volume 20.567 m? senilai Rp1.725.158.242,00.

G.5.3.2. KEWAJIBAN

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya
mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah.
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G.5.3.21. KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan
dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Semua
kewajiban lainnya diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang.

Saldo Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2020 adalah sebesar
Rp35.287.936.686,81 mengalami penurunan sebesar Rp11.994.401.161,81 atau
25,37% dari saldo tahun sebelumnya sebesar Rp47.282.337.848,62. Rincian
Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut.

Tabel 5.75
Saldo Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2020 dan 2019
. Saldo Per 31 Desember|Saldo Per 31 Desember Kenaikan/ 0
No.| Kewajiban Jangka Pendek 2020 (Rp) 2019 (Rp) Fernrer %
1 [Utang Perhitungan Fihak 3.905.338,00 - 3.905.338,00 -
2 |Pendapatan Diterima Dimuka - 9.559.196.130,90 9.407.238.840,89 151.957.290,01 1,62
3 |Utang Belanja 8.781.219.201,67 27.432.655.306,67 | (18.651.436.105,00)[ (67,99)
Utang Kelebihan Transfer

4 |Dana Bagi Hasil 142.982.749,00 827.815.869,00 (684.833.120,00)|  (82,73)
5 |Utang Jangka Pendek Lainnya 16.800.633.267,24 9.614.627.832,06 7.186.005.435,18 74,74

Jumlah 35.287.936.686,81 47.282.337.848,62 | (11.994.401.161,81)| (25,37)

G.5.3.2.1.1.

G.5.3.2.1.2.

Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)

Utang PFK menurut PSAP 09 paragraf 5 adalah utang pemerintah kepada pihak
lain yang disebabkan kedudukan pemerintah sebagai pemotong pajak atau
pungutan lainnya seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai
(PPN), luran Askes, Taspen dan Taperum.

Saldo Utang PFK Pemerintah Kota Depok per 31 Desember 2020 adalah
Rp3.905.338,00

Pendapatan Diterima Dimuka Jangka Pendek

Pendapatan Diterima Dimuka Jangka Pendek merupakan Pendapatan diterima
dimuka adalah pendapatan pajak/retribusi/pendapatan yang sah lainnya yang
sudah diterima di rekening kas daerah tetapi belum menjadi hak pemerintah
sepenuhnya karena masih melekat kewajiban pemerintah untuk memberikan
barang/jasa di kemudian hari kepada pihak ketiga atau adanya kelebihan
pembayaran oleh pihak ketiga tetapi belum dikembalikan.

Saldo Pendapatan Diterima Dimuka Jangka Pendek per 31 Desember 2020
adalah  sebesar Rp9.559.196.130,90 mengalami  kenaikan  sebesar
Rp151.957.290,01 atau 1,62% dari saldo tahun sebelumnya sebesar
Rp9.407.238.840,89. Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2020
merupakan pendapatan dari hasil pengelolaan kekayaan daerah pada 5 SKPD
sebagai berikut.
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Tabel 5.76
Rincian Pendapatan Diterima Dimuka Per 31 Desember 2020

No

SKPD

Nilai (Rp)

1 |RSUD Kota Depok

- Pendapatan sewa lahan ATM

15.000.000,00

2 [Dinas Kesehatan

- Kelebihan Pendapatan BLUD Puskesmas 2020

7.415.825,00

3 [Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan

- Pendapatan Refribusi Pemakaman Umum Tahun 2020

596.277.062,59

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
4 [Satu Pintu

2020

- Refribusi Izin Mempekerjakan Tenaga Asing lewat Tahun

255.241.000,00

5 [Badan Keuangan Daerah

- Pendapatan Reklame lewat Tahun 2020

8.

685.262.243,31

Jumlah 9.559.196.130,90
G.5.3.2.1.3. Utang Belanja
Utang Belanja merupakan utang kepada pihak ketiga atas kegiatan Belanja
Barang dan Jasa dan Belanja Modal yang belum dilunasi pembayarannya sampai
dengan 31 Desember 2020.
Saldo Utang Belanja per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp8.781.219.201,67
mengalami penurunan sebesar Rp18.651.436.105,00 atau 67,99% dari saldo
tahun sebelumnya sebesar Rp27.432.655.306,67, dengan rincian sebagai berikut.
Tabel 5.77
Saldo Utang Belanja per 31 Desember 2020 dan 2019
No. Utang Belanja Saldo Per 31 Desember|Saldo Per 31 Desember Kenaikan/ %
2020 (Rp) 2019 (Rp) (Penurunan)
Utang Belanja Barang dan
1 |Jasa 7.640.184.609,00 7.601.205.863,00 38.978.746,00 0,51
2 |Utang Belanja Modal Tanah 74.700.000,00 74.700.000,00 - -
Utang Belanja Peralatan dan
3 [Mesin 369.600.000,00 107.978.436,00 261.621.564,00 242,29
Utang Belanja Modal Gedung
4 |dan Bangunan 696.734.592,67 18.109.564.486,67 | (17.412.829.894,00) (96,15)
Utang Belanja Modal Jalan,
5 |Jaringan dan Irigasi 1.539.206.521,00 (1.539.206.521,00) 100,00
Jumlah 8.781.219.201,67 27.432.655.306,67 | (18.651.436.105,00)]  (67,99)

Utang Belanja per 31 Desember 2020 sebesar Rp8.781.219.201,67 tersebar pada
5 SKPD, dengan rincian sebagai berikut.
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Tabel 5.78
Utang Belanja per SKPD per 31 Desember 2020 dan 2019

Utang Belanja
No SKPD Modal Peralatan |odal Gedung dan| ""°% Y30 | rotal Rp)
Barang dan Jasa | Modal Tanah . Jaringan dan
dan Mesin Bangunan Iigas!
1 |Dinas Pendidikan 369.600.000,00 44.478.000,00 414.078.000,00
2 |Dinas Kesehatan 1.331.268,00 1.331.268,00
3 |Sekretariat Daerah 37.647.478,00 37.647.478,00
4 |Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang 274.310.130,00 | 74.700.000,00 349.010.130,00
5 |Dinas Perumahan dan Permukiman | 7.326.895.733,00 652.256.592,67 7.979.152.325,67
Jumlah 7.640.184.609,00|  74.700.000,00( 369.600.000,00 696.734.592,67 8.781.219.201,67

G.5.3.2.1.4.

G.5.3.2.15.

Utang Kelebihan Transfer Dana Perimbangan — Pemerintah Pusat

Utang Kelebihan Transfer Dana Perimbangan — Pemerintah Pusat merupakan
utang atas transfer Dana Bagi Hasil yang pembayarannya dikompensasikan
terhadap transfer DBH pada tahun berikutnya.

Saldo Utang Kelebihan Transfer Dana Perimbangan — Pemerintah Pusat per 31
Desember 2020 sebesar Rp142.982.749,00 mengalami penurunan sebesar
Rp684.833.120,00 atau 82,73% dari saldo tahun sebelumnya. Kelebihan
Transfer Dana Perimbangan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik
Indonesia Nomor 162/PMK.07/2016 tentang Rincian Kurang Bayar dan Lebih
Bayar Dana Bagi Hasil Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Yang Dialokasikan
Dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran
2016, sedangkan pemotongan atas Kelebihan Transfer Dana Perimbangan
tertuang dalam Peraturan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor Per-
1/PK/2017 tentang Tata Cara Pemotongan Atas Lebih Bayar Dana Bagi Hasil
Dalam Penyaluran Dana Bagi Hasil Triwulan Satu Pada Tahun 2017.

Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang Jangka Pendek Lainnya merupakan Utang Listrik, Air & Telepon yang
belum dilunasi sampai dengan 31 Desember 2020 serta Utang Jangka Pendek
Lainnya yang tidak termasuk dalam kategori utang-utang jangka pendek di atas.

Saldo Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2020 adalah sebesar
Rp16.800.633.267,24 mengalami kenaikan sebesar Rp7.186.005.435,18 atau
74,74% dari saldo tahun sebelumnya sebesar Rp9.614.627.832,06.

Saldo Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2020 sebesar
Rp1.254.591.486,00 terdiri atas Utang Listrik, Air dan Telepon yang tersebar
pada 27 SKPD dan Utang Jangka Pendek Lainnya sebesar Rp15.546.041.781,24
yang tersebar pada 2 SKPD dengan rincian sebagai berikut.
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Tabel 5.79

Utang Jangka Pendek Lainnya per SKPD per 31 Desember 2020

No SKPD Utang Listrik, Air & | Utang Jangka Pendek [ Total Utang Jangka
Telepon (Rp) Lainnya (Rp) Pendek Lainnya (Rp)

1 |Dinas Pendidikan 2.793.196,00 2.793.196,00

2 |Dinas Kesehatan 159.852.158,00 3.373.886.298,00 3.533.738.456,00

Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)

20.251.801,00

12.172.155.483,24

12.192.407.284,24

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan

4 |Ruang 34.409.128,00 34.409.128,00
Dinas Lingkungan Hidup dan
5 |Kebersihan 47.126.231,00 47.126.231,00
6 |Dinas Perumahan dan Permukiman 30.294.023,00 30.294.023,00
7 |Dinas Perhubungan 30.823.097,00 30.823.097,00
8 |Dinas Sosial 1.074.640,00 1.074.640,00
9 |[Dinas Koperasi dan Usaha Mikro 6.671.917,00 6.671.917,00
Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan
10 |dan Pariwisata 13.100.873,00 13.100.873,00
11 |Sekretariat Daerah 572.393.325,00 572.393.325,00
12 |Sekretariat DPRD 84.570.094,00 84.570.094,00
13 |Kec. Beji 11.608.703,00 11.608.703,00
14 |Kec. Cimanggis 22.006.130,00 22.006.130,00
15 |Kec. Limo 7.266.114,00 7.266.114,00
16 |Kec. Pancoran Mas 15.766.575,00 15.766.575,00
17 |Kec. Sawangan 13.890.519,00 13.890.519,00
18 |Kec. Sukmajaya 13.448.253,00 13.448.253,00
19 |Kec. Tapos 12.482.649,00 12.482.649,00
20 |Kec. Cinere 13.486.530,00 13.486.530,00
21 [Kec. Cipayung 14.000.081,00 14.000.081,00
22 [Kec. Bojong Sari 12.635.898,00 12.635.898,00
23 [Kec. Cilodong 5.684.578,00 5.684.578,00
Dinas Pemadam Kebakaran dan
24 |Penyelamatan 19.503.542,00 19.503.542,00
25 [Dinas Komunikasi dan Informatka 1.883.248,00 1.883.248,00
Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan
26 |Perikanan 25.307.626,00 25.307.626,00
27 |Dinas Perdagangan dan Perindustrian 62.260.557,00 62.260.557,00
Jumlah| 1.254.591.486,00 15.546.041.781,24 16.800.633.267,24

G.5.3.2.2. KEWAJIBAN JANGKA PANJANG

Kewajiban Jangka Panjang terdiri atas Pendapatan Diterima Dimuka untuk periode
setelah Tahun 2020. Pendapatan Diterima Dimuka Jangka Panjang Tahun 2020
merupakan Pendapatan Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat
pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan sebesar Rp306.135.238,10.

G.5.3.2.2.1.

Pendapatan Diterima Dimuka Jangka Panjang

Saldo Pendapatan Diterima Dimuka Jangka Panjang per 31 Desember 2020
adalah  sebesar Rp306.135.238,10 mengalami  penurunan  sebesar
Rp109.688.205,6 atau 55,84% dari saldo tahun sebelumnya sebesar
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Rp196.447.032,84. Kenaikan tersebut berasal dari Pendapatan diterima dimuka
Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat yang telah jatuh tempo.

G.5.3.3. EKUITAS

Ekuitas adalah kekayaan bersih Pemerintah Daerah yang merupakan selisih antara
aset dan kewajiban Pemerintah Daerah. Jumlah Ekuitas per 31 Desember 2012
adalah sebesar Rp14.092.737.558.731,90 yang didapatkan dari perhitungan sebagai

berikut.

1) Aset Rp 14.128.331.630.656,80
2) Kewajiban Rp (35.594.071.924,91)
3) Ekuitas Rp 14.092.737.558.731,90
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G54

LAPORAN OPERASIONAL

Penjelasan akun-akun Laporan Operasional (LO) menguraikan secara singkat
mengenai saldo-saldo akun LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2020
sebagaimana disajikan pada muka laporan keuangan yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Laporan Keuangan Kota Depok.

G.54.1. KEGIATAN OPERASIONAL
G.5.4.1.1. PENDAPATAN

Pendapatan Operasional adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai
penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak
perlu dibayar kembali. Pendapatan Operasional diakui saat timbulnya hak atau
saat pendapatan direalisasikan.

Pendapatan Operasional Kota Depok Tahun 2020 adalah sebesar
Rp5.242.197.083.173,35 mengalami kenaikan sebesar Rp677.876.047.053,54
atau 14,85% dari saldo tahun sebelumnya sebesar Rp4.564.321.036.119,81.

Saldo Pendapatan Operasional Tahun 2020 terdiri atas PAD sebesar
Rp1.370.942.456.640,95, Pendapatan Transfer sebesar Rpl1.694.165.924.973,00
dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah sebesar Rp2.177.088.701.559,40 dengan
rincian sebagai berikut.

Tabel 5.80
Saldo Pendapatan Operasional Tahun 2020 danTahun 2019
No. Uraian Saldo Per 31 Desember [Saldo Per 31 Desember Kenaikan/ %
2020 (Rp) 2019 (Rp) (Penurunan)
1 [PENDAPATAN ASLI DAERAH 1.370.942.456.640,95 | 1.411.093.698.472,40 (40.151.241.831,45) (2,85)
a. Pendapatan Pajak Daerah 1.096.958.650.415,70 1.138.174.802.114,95 (41.216.151.699,25) (3,62)
b. Pendapatan Refribusi Daerah 37.500.229.772,92 45.634.608.926,56 (8.134.379.153,64) (17,83)
Pendapatan Hasil Pengelolaan
c. Kekayaan Daerah Yang
Dipisahkan 25.011.430.175,00 21.701.132.428,00 3.310.297.747,00 15,25
d. Pendapatan Asli Daerah Lainnya 211.472.146.277,33 205.583.155.002,89 5.888.991.274,44 2,86
2 |PENDAPATAN TRANSFER 1.694.165.924.973,00 | 1.759.028.356.060,00 (64.862.431.087,00) (3,69)
Transfer Pemerintah Pusat - Dana
" Perimbangan 1.188.768.773.705,00 1.227.549.178.965,00 (38.780.405.260,00) (3,16)
b. Transfer Pemerintah Pusat Lainnya 63.984.803.000,00 10.232.668.000,00 53.752.135.000,00 525,30
c. Transfer Pemerintah Provinsi 441.412.348.268,00 521.246.509.095,00 (79.834.160.827,00) (15,32)
3 |LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH | 2.177.088.701.559,40 | 1.394.198.981.587,41 782.889.719.971,99 56,15
a. Pendapatan Hibah 2.154.597.601.559,40 1.335.506.085.160,41 819.091.516.398,99 61,33
b. Pendapatan Lainnya 22.491.100.000,00 58.692.896.427,00 (36.201.796.427,00) (61,68)
Jumlah| 5.242.197.083.173,35 | 4.564.321.036.119,81 677.876.047.053,54 14,85
G.5.4.1.1.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH
Pendapatan  Asli  Daerah (PAD) Tahun 2020 adalah  sebesar

Rp1.370.942.456.640,95 mengalami penurunan sebesar Rp40.151.241.831,45
atau 2,85% dari saldo tahun sebelumnya sebesar Rp1.411.093.698.472,40.
Penurunan tersebut berasal dari Retribusi Daerah yang mengalami penurunan
sebesar 17,83%, Pendapatan Pajak Daerah mengalami penurunan 3,62%
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sedangkan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
mengalami kenaikan sebesar 15,25% dan Pendapatan Asli Daerah Lainnya
mengalami kenaikan sebesar 2,91% dari pendapatan tahun sebelumnya.

PAD Tahun 2020 terdiri atas 4 jenis pendapatan yaitu Pendapatan Pajak Daerah,
Pendapatan Retribusi Daerah, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah
Yang Dipisahkan dan Pendapatan Asli Daerah Lainnya, dengan rincian sebagai

berikut.
Tabel 5.81
Saldo Pendapatan Asli Daerah Tahun 2020 danTahun 2019
No. Uraian Saldo Per 31 Desember |Saldo Per 31 Desember Kenaikan/ %
2020 (Rp) 2019 (Rp) (Penurunan)
1 |Pendapatan Pajak Daerah 1.096.958.650.415,70 | 1.138.174.802.114,95 (41.216.151.699,25) (3,62)
2 [Pendapatan Refribusi Daerah 37.500.229.772,92 45.634.608.926,56 (8.134.379.153,64)( (17,83)
3 |Pendapatan Hasil Pengelolaan 25.011.430.175,00 21.701.132.428,00 3.310.297.747,00 | 15,25
4 |Pendapatan Asli Daerah Lainnya 211.472.146.277,33 205.583.155.002,89 5.888.991.274 44 2,86
Jumlah| 1.370.942.456.640,95 | 1.411.093.698.472,40 (40.151.241.831,45) (2,85)
G.5.4.1.1.1.1. Pendapatan Pajak Daerah
Pendapatan Pajak Daerah Tahun 2020 merupakan hak yang akan dan/atau
sudah diterima oleh Pemerintah Kota Depok atas pungutan wajib suatu objek
pajak yang dikenakan kepada subjek pajak baik yang ditetapkan terlebih
dahulu oleh pemerintah daerah dalam SKPD atau dokumen sejenis lainnya
(official assessment) maupun yang dihitung sendiri oleh wajib pajak (self
assessment).
Pendapatan Pajak Daerah pada Tahun 2020 adalah sebesar
Rp1.096.958.650.415,70 mengalami penurunan sebesar Rp41.216.151.699,25
atau 3,62% dari pendapatan tahun sebelumnya sebesar
Rp1.138.174.802.114,95. Pendapatan Pajak Daerah Tahun 2020 terdiri atas 9
jenis pajak dengan rincian sebagai berikut.
Tabel 5.82
Saldo Pajak Daerah Tahun 2020 danTahun 2019
No. Uraian Saldo Per 31 Desember |Saldo Per 31 Desember Kenaikan/ %
2020 (Rp) 2019 (Rp) (Penurunan)
1 |Pajak Hotel 10.458.420.230,00 19.353.669.191,00 (8.895.248.961,00) (45,96)
2 [Pajak Restoran 144.992.412.491,00 203.646.212.917,00 (58.653.800.426,00)| (28,80)
3 |Pajak Hiburan 9.965.439.485,00 29.622.702.489,00 (19.657.263.004,00)| (66,36)
4 [Pajak Reklame 8.865.396.652,00 16.273.918.658,00 (7.408.522.006,00) (45,52)
5 |Pajak Penerangan Jalan 28.985.324.402,70 15.982.598.660,95 13.002.725.741,75 | 81,36
6 |Pajak Parkir 107.430.537.906,00 101.973.307.355,00 5.457.230.551,00 5,35
7 |Pajak Air Tanah 8.393.225.751,00 10.948.561.757,00 (2.555.336.006,00)| (23,34)
8 [Pajak Bumi dan Bangunan 420.111.610.306,00 412.790.146.922,00 7.321.463.384,00 1,77
9 [Pajak Bea Perolehan Hak Atas 357.756.283.192,00 327.583.684.165,00 30.172.599.027,00 9,21
Jumlah| 1.096.958.650.415,70 | 1.138.174.802.114,95 (41.216.151.699,25)|  (3,62)

Rincian Pendapatan Pajak Daerah dapat dilihat pada lampiran 13.
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G.5.4.1.1.1.2. Pendapatan Retribusi Daerah

Pendapatan Retribusi Daerah merupakan hak yang akan dan/atau sudah
diterima oleh Pemerintah Kota Depok atas pungutan wajib terhadap objek
retribusi yang dikenakan kepada subjek retribusi yang nilainya ditetapkan
terlebih dahulu oleh pemerintah daerah dalam SKRD atau dokumen sejenis
lainnya (official assessment).

Pendapatan Retribusi Daerah pada Tahun 2020 adalah sebesar
Rp37.500.229.772,92 mengalami penurunan sebesar Rp8.134.379.153,64 atau
17,83% dari pendapatan tahun sebelumnya sebesar Rp45.634.608.926,56.
Pendapatan Retribusi Daerah Tahun 2020 terdiri atas 3 jenis kategori utama

retribusi sebanyak 16 jenis rincian retribusi sebagai berikut.

Tabel 5.83
Saldo Retribusi Daerah Tahun 2020 danTahun 2019
No. Uraian Saldo Per 31 Saldo Per 31 Kenaikan/ %
Desember 2020 (Rp) | Desember 2019 (Rp) (Penurunan)
1 [Retribusi Jasa Umum 12.616.526.833,92 10.158.564.309,56 2.457.962.524,36 | 24,20
a. Pelayanan Persampahan
/Kebersihan 5.599.711.700,00 2.137.922.500,00 3.461.789.200,00 [ 161,92
b. Pelayanan Pemakaman &
Pengabuan Mayat 803.700.533,92 380.702.269,56 422.998.264,36 | 111,11
c. Pelayanan Pasar 3.674.716.000,00 4.365.727.500,00 (691.011.500,00)| (15,83)
d. Pengujian Kendaraan Bermotor 1.094.736.000,00 2.028.457.600,00 (933.721.600,00)| (46,03)
e. Pemeriksaan Alat Pemadam
Kebakaran 292.504.000,00 264.464.000,00 28.040.000,00 | 10,60
f. Penyedotan Kakus 634.905.000,00 668.140.000,00 (33.235.000,00)| (4,97)
g. Pengendalan Menara
Telekomunikasi 357.938.100,00 187.803.440,00 170.134.660,00 | 90,59
h. Pelayanan Tera/Tera Ulang 158.315.500,00 125.347.000,00 32.968.500,00 | 26,30
2 |Retribusi Jasa Usaha 2.558.507.839,00 4.000.060.942,00 | (1.441.553.103,00)| (36,04)
a. Pemakaian Kekayaan Daerah 914.947.839,00 1.211.644.442,00 (296.696.603,00)| (24,49)
b. Terminal 664.244.000,00 1.210.806.500,00 (546.562.500,00)| (45,14)
c. Tempat Khusus Parkir 303.676.000,00 853.800.000,00 (550.124.000,00)| (64,43)
d. Rumah Potong Hewan 675.640.000,00 723.810.000,00 (48.170.000,00)| (6,66)
3 |Retribusi Perijinan Tertentu 22.325.195.100,00 31.475.983.675,00 |  (9.150.788.575,00)( (29,07)
a. Izin Mendirikan Bangunan 21.827.494.800,00 30.968.591.700,00 |  (9.141.096.900,00)[ (29,52)
b. Refribusi Pelayanan
Laboratorium Lingkungan 11.631.500,00 - 11.631.500,00 -
c. Izin Trayek 37.728.000,00 106.023.000,00 (68.295.000,00)| (64,42)
d. Izin Mempekerjakan Tenaga
Asing (IMTA) 448.340.800,00 401.368.975,00 46.971.825,00 | 11,70
Jumlah|  37.500.229.772,92 45.634.608.926,56 | (8.134.379.153,64)| (17,83)
Rincian Pendapatan Retribusi Daerah dapat dilihat pada lampiran 14.
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G.5.4.1.1.1.3. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Tahun
2020 adalah Rp25.011.430.175,00 mengalami  kenaikan  sebesar
Rp3.310.297.747,00 atau 15,25% dari saldo tahun sebelumnya sebesar
Rp21.701.132.428,00. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
Tahun 2020 merupakan bagian dividen Tahun Buku 2020 atas laba yang
diperoleh oleh PT Bank BJB dan Tirta Asasta PDAM yang dibagikan kepada
para pemegang saham.

G.5.4.1.1.1.4. Pendapatan Asli Daerah Lainnya

Pendapatan Asli Daerah Lainnya merupakan jenis PAD yang tidak termasuk
dalam Kkategori pajak atau retribusi daerah maupun hasil pengelolaan
kekayaan daerah yang dipisahkan, termasuk didalamnya yaitu Hasil Penjualan
Aset, Pendapatan Jasa Giro, Pendapatan Bunga, Pendapatan TGR, Pendapatan
Denda, Pendapatan Pengembalian, Pendapatan BOS, Pendapatan Kapitasi dan
Non Kapitasi dan Pendapatan PAD lainnya.

PAD Lainnya pada Tahun 2020 adalah sebesar Rp211.472.146.277,33
mengalami kenaikan sebesar Rp5.888.991.274,44 atau 2,86% dari pendapatan
tahun sebelumnya sebesar Rp205.583.155.002,89. PAD Lainnya Tahun 2020

terdiri atas 10 jenis pendapatan dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.84
Saldo PAD Lainnya Tahun 2020 danTahun 2019
No. Uraian Saldo Per 31 Saldo Per 31 Kenaikan/ %
Desember 2020 (Rp) [Desember 2019 (Rp) (Penurunan)
Hasil Penjualan Aset Daerah Yang
1 |Tidak Dipisahkan 15.000.000,00 15.000.000,00
Penerimaan Jasa Giro Rekening
2 |Kas Daerah 12.079.309.944,00 17.127.671.136,00 (5.048.361.192,00)| (29,47)
Penerimaan Jasa Giro Rekening
3 |Bendahara Pengeluaran 181.653.797,00 190.400.497,00 (8.746.700,00)[ (4,59)
4 |Pendapatan Bunga Deposito 19.187.841.540,00 26.777.539.623,00 (7.589.698.083,00)| (28,34)
Penerimaan Ganti Rugi atas
5 |Kekayaan Daerah 262.822,00 262.822,00
Penerimaan Denda atas
Keterlambatan Pelaksanaan
6 |Pekerjaan 984.838.496,00 - 984.838.496,00 -
7 |Penerimaan Denda Pajak 515.317.002,00 17.298.162.286,00 (16.782.845.284,00)[ (97,02)
8 |Penerimaan Denda Retribusi 2.245.488.200,00 6.166.564.700,00 (3.921.076.500,00)| (63,59)
9 |Pendapatan BLUD 169.796.981.226,33 [ 131.222.890.847,89 38.574.090.378,44 | 29,40
10 [Penerimaan PAD Lainnya 6.465.453.250,00 6.799.925.913,00 (334.472.663,00)[ (4,92)
Jumlah| 211.472.146.277,33 | 205.583.155.002,89 5.888.991.274,44 2,86
Rincian PAD Lainnya dapat dilihat pada lampiran 15.
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G.5.4.1.1.2. PENDAPATAN TRANSFER

Pendapatan

Pusat/Pemerintah
Perimbangan seperti Dana Bagi Hasil Pajak, Dana Bagi Hasil SDA, Dana
Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH)
Pajak Provinsi, Pendapatan Hibah, dll.

Transfer

merupakan

Provinsi/Pemerintah

penerimaan
Daerah

uang

lainnya

dari  Pemerintah
berupa Dana

Pendapatan Transfer Pemerintah Kota Depok Tahun 2020 adalah sebesar
Rp1.694.165.924.973,00 mengalami penurunan sebesar Rp64.862.431.087,00
atau 3,69% dari saldo tahun sebelumnya sebesar Rp1.759.028.356.060,00.

Pendapatan Transfer Tahun 2020 terdiri atas Transfer Pemerintah Pusat Dana
Perimbangan, Transfer Pemerintah Pusat Lainnya, dan Transfer Pemerintah

Provinsi dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.85
Saldo Transfer Tahun 2020 danTahun 2019
No Uraian Saldo Per 31 Saldo Per 31 Kenaikan/ "
' Desember 2020 (Rp) | Desember 2019 (Rp) (Penurunan) °
Transfer Pemerintah Pusat- Dana
1 |Perimbangan 1.188.768.773.705,00 | 1.227.549.178.965,00 (38.780.405.260,00)[ (3,16)
2 |Transfer Pemerintah Pusat Lainnya 63.984.803.000,00 10.232.668.000,00 53.752.135.000,00 | 525,30
3 [Transfer Pemerintah Provinsi 441.412.348.268,00 521.246.509.095,00 (79.834.160.827,00)[ (15,32)
Jumlah| 1.694.165.924.973,00 | 1.759.028.356.060,00 (64.862.431.087,00)| (3,69)
G.5.4.1.1.2.1. TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN
Transfer ~ Dana  Perimbangan  Tahun 2020  adalah  sebesar
Rp1.188.768.773.705,00 mengalami penurunan sebesar Rp38.780.405.260,00
atau 3,16% dari transfer tahun sebelumnya sebesar Rp1.227.549.178.965,00.
Transfer Dana Perimbangan merupakan transfer dari Pemerintah Pusat yang
terdiri atas Dana Bagi Hasil Pajak, Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam,
Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus dengan rincian sebagai
berikut.
Tabel 5.86
Saldo Transfer Dana Perimbangan Tahun 2020 danTahun 2019
No Uraian Saldo Per 31 Saldo Per 31 Kenaikan/ "
: Desember 2020 (Rp) | Desember 2019 (Rp) (Penurunan) ’
1 |Dana Bagi Hasil Pajak 86.946.795.486,00 59.334.129.615,00 27.612.665.871,00 | 46,54
2 [Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam 38.707.722.694,00 24.159.177.895,00 14.548.544.799,00 | 60,22
3 |Dana Alokasi Umum 843.978.499.000,00 950.369.136.000,00 | (106.390.637.000,00)| (11,19)
4 |Dana Alokasi Khusus 219.135.756.525,00 193.686.735.455,00 25.449.021.070,00 | 13,14
Jumlah| 1.188.768.773.705,00 | 1.227.549.178.965,00 (38.780.405.260,00)[ (3,16)
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G.5.4.1.1.2.1.1. Dana Bagi Hasil Pajak

Dana Bagi Hasil Pajak yang diterima dari Pemerintah Pusat Tahun 2020
adalah sebesar Rp86.946.795.486,00 mengalami kenaikan sebesar
Rp27.612.665.871,00 atau 46,54% dari DBH tahun sebelumnya sebesar
Rp59.334.129.615,00. Bagi Hasil Pajak tersebut terdiri atas empat jenis bagi
hasil dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.87
Saldo Transfer Dana Bagi Hasil Pajak Tahun 2020 danTahun 2019
No Uraian Saldo Per 31 Saldo Per 31 Kenaikan/ ”
: Desember 2020 (Rp) [Desember 2019 (Rp) (Penurunan) ’
PPh Pasal 21, dan Pasal 25 & 29
1 WP Orang Pribadi Dalam Neger 77.407.563.952,00 52.294.893.729,00 | 25.112.670.223,00 48,02
2 [Cukai Hasil Tembakau 4.178.269.094,00 4.178.269.094,00 -
3 |Pajak Bumi dan Bangunan 5.360.962.440,00 7.039.235.886,00 (1.678.273.446,00)[  (23,84)
Jumlah|  86.946.795.486,00 59.334.129.615,00 | 27.612.665.871,00 46,54
G.5.4.1.1.2.1.2. Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (SDA) yang diterima dari Pemerintah
Pusat Tahun 2020 adalah sebesar Rp38.707.722.694,00 mengalami kenaikan
sebesar Rp14.548.544.799,00 atau 60,22% dari DBH tahun sebelumnya
sebesar Rp24.159.177.895,00. Bagi Hasil SDA tersebut terdiri atas enam
jenis bagi hasil dengan rincian sebagai berikut.
Tabel 5.88
Saldo Saldo Transfer Dana Bagi Hasil SDA Tahun 2020 danTahun 2019
No Uraian Saldo Per 31 Saldo Per 31 Kenaikan/ o/
i Desember 2020 (Rp) [Desember 2019 (Rp) (Penurunan) °
1 [Provisi Sumber Daya Hutan 62.729.843,00 38.200.200,00 24.529.643,00 [ 64,21
2 [luran Kuasa Usaha Pertambangan 662.048.543,00 307.505.987,00 354.542.556,00 | 115,30
3 |Pungutan Hasil Perikanan 788.276.289,00 590.155.800,00 198.120.489,00 | 33,57
4 |Pertambangan Minyak Bumi 5.198.363.984,00 4.797.020.800,00 401.343.184,00 8,37
5 [Pertambangan Gas Bumi 4.779.508.956,00 6.116.790.610,00 (1.337.281.654,00)| (21,86)
6 [Pertambangan Panas Bumi 27.216.795.079,00 12.309.504.498,00 14.907.290.581,00 | 121,10
Jumlah|  38.707.722.694,00 24.159.177.895,00 14.548.544.799,00 | 60,22

G.5.4.1.1.2.1.3. Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Umum (DAU) yang diterima dari Pemerintah Pusat Tahun
2020 adalah sebesar Rp843.978.499.000,00 mengalami penurunan sebesar
Rp106.390.637.000,00 atau 11,19% dari DAU tahun sebelumnya sebesar
Rp950.369.136.000,00.
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G.5.4.1.1.2.1.4. Dana Alokasi Khusus

Dana Alokasi Khusus (DAK) yang diterima dari Pemerintah Pusat Tahun
2020 adalah sebesar Rp219.135.756.525,00 mengalami kenaikan sebesar
Rp25.449.021.070,00 atau 13,14% dari DAK tahun sebelumnya sebesar
Rp193.686.735.455,00. DAK tersebut terdiri atas DAK Fisik dan DAK Non
Fisik dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.89
Rincian Transfer Dana Alokasi Khusus Tahun 2020
No. Uraian Nilai
1 |Dana Alokasi khusus - Fisik
a. DAK Reguler 23.439.554.584,00
b. DAK Penugasan 3.738.780.400,00
Subtotal 1 27.178.334.984,00
2 |Dana Alokasi khusus Non Fisik
a. Tunjangan Profesi Guru PNSD 115.974.740.000,00
b. Tambahan Penghasilan Guru PNSD 367.500.000,00
¢. Dana Bantuan Operasiolan PAUD 18.378.000.000,00
d. Dana Bantuan Operasional Kesehatan dan KB 44.594.619.853,00
€. Dana Pelayanan Administasi Kependudukan 5.427.853.688,00
f. Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UKM 417.358.000,00
g. Dana BOP Pendidikan Kesetaraan 6.797.350.000,00
Subtotal 2 191.957.421.541,00
Jumlah| 219.135.756.525,00

G.5.4.1.1.2.2. TRANSFER PEMERINTAH PUSAT LAINNYA
G.5.4.1.1.2.2.1. Dana Penyesuaian

Saldo Transfer Pemerintah Pusat Lainnya Tahun 2020 adalah sebesar
Rp63.984.803.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp53.752.135.000,00
atau 525,30% dari saldo tahun sebelumnya sebesar Rp10.232.668.000,00.
Transfer Pemerintah Pusat — Lainnya merupakan dana penyesuaian yang
berasal dari Dana Insentif Daerah.

G.5.4.1.1.2.3. TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI

Transfer Pemerintah Provinsi Tahun 2020 adalah  sebesar
Rp441.412.348.268,00 mengalami penurunan sebesar Rp79.834.160.827,00
atau 15,32% dari transfer tahun sebelumnya sebesar Rp521.246.509.095,00.

Transfer Pemerintah Provinsi merupakan transfer atas Dana Bagi Hasil Pajak
Provinsi yang terdiri atas enam jenis pajak.

G.5.4.1.1.2.3.1. Pendapatan Bagi Hasil Pajak

Pendapatan Bagi Hasil Pajak Tahun 2020 adalah  sebesar
Rp441.412.348.268,00 mengalami penurunan sebesar Rp79.834.160.827,00
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atau

15,32%

dari

pendapatan

tahun

Rp521.246.509.095,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.90
Saldo Transfer Pemerintah Provinsi Tahun 2020 danTahun 2019

sebelumnya

sebesar

No. Uraian Saldo Per 31 Saldo Per 31 Kenaikan/ %
Desember 2020 (Rp) | Desember 2019 (Rp) (Penurunan)
1 |Pajak Kendaraan Bermotor 180.749.670.855,00 | 204.869.727.150,00 (24.120.056.295,00)[ (11,77)
2 [Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 85.700.476.110,00 | 149.492.543.550,00 (63.792.067.440,00)| (42,67)
3 |Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 80.990.966.903,00 93.369.850.197,00 (12.378.883.294,00) (13,26)
4 |Pajak Pemanfaatan Air Permukaan 135.178.300,00 129.640.600,00 5.537.700,00 4,27
5 |Pajak Rokok 93.836.056.100,00 73.384.747.598,00 20.451.308.502,00 27,87
Jumlah| 441.412.348.268,00 | 521.246.509.095,00 (79.834.160.827,00)| (15,32)
G.5.4.1.1.3. LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH
Lain-lain  Pendapatan yang Sah Tahun 2020 adalah  sebesar
Rp2.177.088.701.559,40 mengalami kenaikan sebesar Rp782.889.719.971,99
atau 56,15% dari pendapatan tahun sebelumnya sebesar
Rp1.394.198.981.587,41.

Lain-lain Pendapatan yang Sah Tahun 2020 terdiri atas Pendapatan Hibah dan

Pendapatan lainnya dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.91

Saldo Lain-lain Pendapatan Yang Sah Tahun 2020 danTahun 2019

No. Uraian Saldo Per 31 Saldo Per 31 Desember Kenaikan/ %
Desember 2020 (Rp) 2019 (Rp) (Penurunan)
1 |Pendapatan Hibah 2.154.597.601.559,40 | 1.335.506.085.160,41 | 819.091.516.398,99 61,33
2 |Pendapatan Lainnya 22.491.100.000,00 58.692.896.427,00 | (36.201.796.427,00)| (61,68)
Jumlah| 2.177.088.701.559,40 | 1.394.198.981.587,41 | 782.889.719.971,99 56,15

G.5.4.1.1.3.1. Pendapatan Hibah

Pendapatan Hibah merupakan penerimaan hibah baik yang berasal dari

Pemerintah Pusat, Provinsi atau instansi lainnya kepada Pemerintah Kota
Depok dengan atau tanpa persyaratan dalam ketentuan penggunaannya.

Saldo Pendapatan Hibah Tahun 2020 adalah sebesar Rp2.154.597.601.559,40
mengalami kenaikan sebesar Rp819.091.516.398,99 atau 61,33% dari saldo
tahun sebelumnya sebesar Rp1.335.506.085.160,41. Pendapatan Hibah Tahun
2020 terdiri atas hibah dari Pemerintah Pusat sebesar Rp227,567,966,893.92
dan hibah dari pihak Swasta sebesar Rp1.927.029.634.665,48 dengan rincian
sebagai berikut.
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Tabel 5.92

Rincian Pendapatah Hibah Tahun 2020 danTahun 2019

No SKPD Penerima Hibah Pemberi Hibah Nilai (Rp)
1 |Dinas Pendidikan Kementerian 76.000.000,00
1 |Dinas Kesehatan Kementerian Kesehatan 65.893.680.530,92
2 |Rumah Sakit Umum Daerah Kementerian Kesehatan 7.228.819.661,00
3 |Dinas Sosial Swasta 3.838.970.000,00

Kementerian Pendidikan dan

4 |PPKD Kebudayaan 130.309.499.333,00
Swasta 150.000.000,00
5 |Badan Keuangan Daerah Swasta 1.923.040.664.665,48
KPU 1.641.394.000,00
Kementerian 22.418.573.369,00
Jumlah 2.154.597.601.559,40

G.5.4.1.1.3.2. Pendapatan Lainnya

Pendapatan Lainnya Tahun 2020 merupakan bantuan keuangan dari
Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebesar Rp22.491.100.000,00 Bantuan

keuangan tersebut diperuntukkan untuk

layanan pendidikan, jaminan

kesehatan bagi Penerima Bantuan luran (PBI) dan sinergitas perencanaan

pembangunan.
G.5.4.1.2. BEBAN

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode
pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau
konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

Beban Operasional

Tahun 2020 adalah sebesar

Rp3.165.927.160.854,97

mengalami kenaikan sebesar Rp 285.713.679.011,21 atau 9,92% dari saldo tahun
sebelumnya sebesar Rp2.880.213.481.843,76. Beban Operasional Tahun 2020
terdiri atas 10 jenis beban dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.93
Saldo Rincian Beban Tahun 2020 danTahun 2019
No. Uraian Saldo Per 31 Desember [Saldo Per 31 Desember Kenaikan/ %
2020 (Rp) 2019 (Rp) (Penurunan)

1 [Beban Pegawai 1.362.804.148.717,00 | 1.337.484.279.684,32 25.319.869.032,68 1,89
2 |Beban Persediaan 186.831.339.031,18 120.134.620.583,80 66.696.718.447,38 55,52
3 |Beban Jasa 566.374.140.172,91 570.187.595.621,04 (3.813.455.448,13) (0,67)
4 |Beban Pemeliharaan 36.127.830.845,00 41.376.068.576,00 (5.248.237.731,00)| (12,68)
5 |Beban Perjalanan Dinas 43.998.389.250,00 58.981.613.114,00 (14.983.223.864,00)| (25,40)
6 |Beban Hibah 255.525.363.051,34 125.048.691.955,83 130.476.671.095,51 | 104,34
7 |Beban Bantuan Sosial 53.137.915.000,00 43.901.883.300,00 9.236.031.700,00 21,04
8 |Beban Penyusutan dan Amortisasi 583.306.707.799,17 519.115.158.008,00 64.191.549.791,17 12,37
9 |Beban Penyisihan 70.100.786.797,37 54.789.917.011,77 15.310.869.785,60 27,94
10 |Beban Transfer - 1.379.235.916,00 (1.379.235.916,00)| 100,00
11 [Beban Lain-lain 7.720.540.191,00 7.814.418.073,00 (93.877.882,00) (1,20)
Jumlah| 3.165.927.160.854,97 | 2.880.213.481.843,76 | 285.713.679.011,21 9,92
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G.5.4.1.2.1. Beban Pegawai
Beban Pegawai Tahun 2020 adalah sebesar Rpl.362.654.148.717,00
mengalami kenaikan sebesar Rp25.169.869.032,68 atau 1,88% dari beban
tahun sebelumnya sebesar Rpl1.337.484.279.684,32. Beban Pegawai tahun
2020 terdiri atas 11 jenis beban dengan rincian sebagai berikut.
Tabel 5.94
Saldo Beban Pegawai Tahun 2020 danTahun 2019
No. Uraian Saldo Per 31 Desember |Saldo Per 31 Desember Kenaikan/ %
2020 (Rp) 2019 (Rp) (Penurunan)
1 |Beban Gaiji & Tunjangan 455.801.720.457,00 449.268.046.631,00 6.533.673.826,00 1,45
Beban Tambahan Penghasilan
2 |PNS 395.580.761.895,00 392.758.041.779,00 2.822.720.116,00 0,72
Beban Penerimaan Lainnya
Pimpinan & Anggota DPRD serfa
3 [KDHMWKDH 19.655.066.200,00 17.521.054.291,00 2.134.011.909,00 | 12,18
4 [Insentf Pemungutan Pajak Daerah 935.278.491,00 23.851.576.137,00 (22.916.297.646,00)| (96,08)
Insentif Pemungutan Refribusi
5 [Daerah - 1.620.292.021,00 (1.620.292.021,00)[ 100,00
6 [Uang Lembur 15.005.078.330,00 9.183.006.000,00 5.822.072.330,00 | 63,40
Belanja Penerimaan Lain Guru
7 [PNSD 113.240.857.915,00 130.440.639.335,00 (17.199.781.420,00)| (13,19)
8 |HonorariumPNS 1.950.000,00 - 1.950.000,00 -
9 [Honorarium Non PNS 313.249.735.696,00 209.290.746.871,00 | 103.958.988.825,00 [ 49,67
Honorarium Pengelolaan Dana
10 [BOS 21.565.450.200,00 83.071.149.350,00 (61.505.699.150,00)| (74,04)
11 [Honorarium Pengelolaan BLUD 27.768.249.533,00 20.479.727.269,32 7.288.522.263,68 | 35,59
Jumlah| 1.362.804.148.717,00 | 1.337.484.279.684,32 25.319.869.032,68 1,89
G.5.4.1.2.2. Beban Persediaan
Beban Persediaan Tahun 2020 sebesar Rp186.831.339.031,18 mengalami
kenaikan sebesar Rp66.696.718.447,38 atau 55,52% dari beban tahun
sebelumnya sebesar Rp120.134.620.583,80 dengan rincian sebagai berikut.
Tabel 5.95
Saldo Beban Persediaan Tahun 2020 danTahun 2019
No. Uraian Saldo Per 31 Desember|Saldo Per 31 Desember Kenaikan/ %
2020 (Rp) 2019 (Rp) (Penurunan)
1 |Beban Bahan Pakai Habis 59.905.352.236,97 56.712.889.671,00 3.192.462.565,97 5,63
2 |Beban Persediaan Bahan/Material 105.732.439.854,41 40.132.303.716,25 65.600.136.138,16 | 163,46
3 [Beban Cetak 21.193.546.939,80 23.289.427.196,55 (2.095.880.256,75)|  (9,00)
Jumlah 186.831.339.031,18 120.134.620.583,80 66.696.718.447,38 | 55,52
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G.5.4.1.2.3. Beban Jasa
Beban Jasa Tahun 2020 adalah sebesar Rp566.374.140.172,91 mengalami

penurunan sebesar Rp3.813.455.448,13

atau 0,67%

dari

beban tahun

sebelumnya sebesar Rp570.187.595.621,04 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.96
Saldo Beban Jasa Tahun 2020 danTahun 2019
No. Uraian Saldo Per 31 Desember [Saldo Per 31 Desember Kenaikan/ %
2020 (Rp) 2019 (Rp) (Penurunan)
1 |Beban Jasa Kantor 60.945.171.293,00 60.537.069.388,00 408.101.905,00 0,67
2 |Beban Premi Asuransi 28.940.655.041,70 54.802.058.886,11 | (25.861.403.844,41)| (47,19)
Beban Perawatan Kendaraan
3 |Bermotor 26.331.711.476,67 30.422.125.955,27 (4.090.414.478,60) (13,45)
4 |Beban Penggandaan 10.913.543.556,00 16.915.363.612,00 (6.001.820.056,00)| (35,48)
Beban Sewa
5 |Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 14.715.233.586,67 31.801.141.665,99 | (17.085.908.079,32)| (53,73)
6 |Beban Sewa Sarana Mobilitas 1.160.318.964,00 4.403.339.052,00 (3.243.020.088,00)| (73,65)
7 |Beban Sewa Alat Berat 535.245.000,00 694.045.000,00 (158.800.000,00)| (22,88)
Beban Sewa Perlengkapan &
8 |Peralatan Kantor 3.733.430.492,00 6.839.289.030,00 (3.105.858.538,00)| (45,41)
9 |Beban Makanan dan Minuman 36.433.316.850,50 56.673.188.417,00 | (20.239.871.566,50)| (35,71)
Beban Pakaian Dinas dan
10 |Atibuinya 1.819.061.900,00 1.788.228.328,00 30.833.572,00 1,72
11 |Beban Pakaian Kerja 2.892.703.917,00 5.214.281.131,00 (2.321.577.214,00)| (44,52)
Beban Pakaian Khusus dan hari-
12 |hari tertentu 2.445.635.656,00 3.105.560.432,00 (659.924.776,00)| (21,25)
13 [Beban Jasa Konsultansi 35.812.063.124,00 27.367.728.310,00 8.444.334.814,00 | 30,86
14 |Beban Jasa Pelayanan 84.557.500.959,00 47.622.318.933,00 36.935.182.026,00 | 77,56
15 [Beban Beasiswa Pendidikan PNS 82.000.000,00 90.000.000,00 (8.000.000,00)[ (8,89)
Beban Kursus, Pelathan,
16 |Sosialisasi & Bimbingan Teknis PNS 2.006.869.140,00 3.916.441.200,00 (1.909.572.060,00) (48,76)
17 |Beban Barang Dana BOS 84.882.087.831,00 83.083.809.540,00 1.798.278.291,00 2,16
18 |Beban Barang dan Jasa BLUD 107.158.829.954,37 112.229.337.244,67 (5.070.507.290,30)[ (4,52)
19 |Beban Jasa Kegiatan OPD 61.008.761.431,00 22.682.269.496,00 38.326.491.935,00 | 168,97
Jumlah 566.374.140.172,91 570.187.595.621,04 (3.813.455.448,13)[ (0,67)

G.5.4.1.2.4. Beban Pemeliharaan

G.5.4.1.25.

Beban Pemeliharaan Tahun 2020 adalah sebesar

Rp36.127.830.845,00

mengalami penurunan sebesar 5.248.237.731,00 atau 12,68% dari beban tahun
sebelumnya sebesar Rp41.376.068.576,00. Beban pemeliharaan merupakan
beban atas pemeliharaan kendaraan dinas dan pemeliharaan gedung dan
bangunan pada SKPD.

Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas Tahun 2020 adalah sebesar Rp43.998.389.250,00
mengalami kenaikan sebesar Rpl14.983.223.864,00 atau 63,52% dari beban
tahun sebelumnya sebesar Rp58.981.613.114,00. Beban Perjalanan Dinas
merupakan beban atas perjalanan dinas pegawai dalam daerah dan luar daerah.
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G.5

4.1.2.6. Beban Hibah

Beban Hibah Tahun 2020 adalah sebesar Rp235.525.363.051,34 mengalami

kenaikan sebesar Rp130.476.671.095,51 atau 104,34% dari beban tahun
sebelumnya sebesar Rp125.048.691.955,83 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.97
Saldo Beban Hibah Tahun 2020 danTahun 2019
No. Uraian Saldo Per 31 Saldo Per 31 Kenaikan/ %
Desember 2020 (Rp) [ Desember 2019 (Rp) (Penurunan)

1 [Beban Hibah kepada Pemerintah 84.508.594.192,00 4.199.046.850,00 80.309.547.342,00 | 1.912,57
Beban Hibah kepada Kelompok

2 |Masyarakat 61.307.513.069,34 19.924.163.055,83 41.383.350.013,51 207,70
Beban Hibah kepada Kelompok

3 |Organisasi Masyarakat 15.128.217.000,00 28.121.298.000,00 | (12.993.081.000,00) |  (46,20)
Beban Hibah Dana BOS untuk

4 |satuan Pendidikan Dasar 49.232.270.000,00 32.232.600.000,00 16.999.670.000,00 52,74
Beban Hibah BOP PAUD

5 |Masyarakat/Swasta 29.506.200.000,00 29.748.100.000,00 (241.900.000,00) (0,81)
Beban Hibah BOP Pendidikan

6 |Kesefaraan 6.934.700.000,00 3.690.750.000,00 3.243.950.000,00 87,89
Beban Barang untuk diserahkan

7 |kepada masyarakat 5.532.214.790,00 4.195.284.050,00 1.336.930.740,00 31,87
Uang untuk diberikan kepada pihak

7 |kefiga/masyarakat 1.977.450.000,00 2.937.450.000,00 (960.000.000,00) |  (32,68)

8 |Hibah Kepada Partai Politk 1.398.204.000,00 1.398.204.000,00 -

Jumlah| 255.525.363.051,34 [ 125.048.691.955,83 | 130.476.671.095,51 104,34

G.5.4.1.2.7. Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial Tahun 2020 adalah sebesar Rp53.137.915.000,00
mengalami kenaikan sebesar Rp9.236.031.700,00 atau 21,04% dari beban
tahun sebelumnya sebesar Rp43.901.883.300,00, dengan rincian sebagai

berikut.
Tabel 5.98
Saldo Beban Bantuan Sosial Tahun 2020 danTahun 2019
No Uraian Saldo Per 31 Saldo Per 31 Kenaikan/ y
i Desember 2020 (Rp) [Desember 2019 (Rp) (Penurunan) ’
Beban Bantuan Sosial Kepada
1 |Masyarakat 15.044.084.500,00 | (15.044.084.500,00) 100,00
Beban Bantuan Sosial Kepada
2 |Individu/atau Keluarga 53.137.915.000,00 28.857.798.800,00 | 24.280.116.200,00 | 84,14
Jumlah| 53.137.915.000,00 43.901.883.300,00 9.236.031.700,00 | 21,04
G.5.4.1.2.8. Beban Penyusutan dan Amortisasi
Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2020 adalah sebesar
Rp583.306.707.799,17 mengalami kenaikan sebesar Rp64.191.549.791,17 atau
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12,37% dari beban tahun sebelumnya sebesar Rp519.115.158.008,00 dengan
rincian sebagai berikut.

Tabel 5.99

Saldo Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2020 danTahun 2019

No.

Uraian

Desember 2020 (Rp)

Saldo Per 31

Saldo Per 31
Desember 2019 (Rp)

Kenaikan/
(Penurunan)

%

Beban Penyusutan Aset Tetap

581.267.776.239,17

517.693.134.295,60

63.574.641.943,57

12,28

Beban Amortisasi Aset Tak
Berwujud

2.038.931.560,00

1.422.023.712,40

616.907.847,60

43,38

Jumlah

583.306.707.799,17

519.115.158.008,00

64.191.549.791

A7

12,37

G.5.4.1.209.

Beban Penyisihan

Beban Penyisihan Tahun 2020 adalah sebesar Rp70.100.786.797,37 mengalami

kenaikan sebesar Rp15.310.869.785,60 atau 27,94% dari

sebelumnya sebesar Rp54.789.917.011,77 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.100
Saldo Beban Penyisihan Tahun Tahun 2020 danTahun 2019

beban tahun

No.

Uraian

Desember 2020 (Rp)

Saldo Per 31

Desember 2019 (Rp)

Saldo Per 31

Kenaikan/
(Penurunan)

%

Beban Penyisihan Piutang Pajak

69.880.158.502,83

54.792.691.371,98

15.087.467.130,85

27,54

Beban Penyisihan Piutang Retribusi

1.693.514,00

25.610.651,00

(23.917.137,00)

(93,39)

Beban Penyisihan Piutang Hasil
Pengelolaan Kekayaan Daerah
Yang Dipisahkan

80.972.267,27

80.972.267,27

Beban Penyisihan Piutang Transfer
Pemerintah Provinsi

10.652.702,60

812.719,77

9.839.982,83

1.210,75

Beban Penyisihan Lain lain PAD

yang sah

127.309.810,67

(29.197.730,98)

156.507.541,65

(536,03)

Jumlah

70.100.786.797,37

54.789.917.011,77

15.310.869.785,60

27,94

G.5.4.1.2.10.

Beban Penyisihan merupakan selisin kenaikan penghitungan penyisihan
piutang tahun 2020 dengan 2019. Rincian Beban Penyisihan Piutang dapat
dilihat pada lampiran 16

Beban Transfer

Beban Transfer merupakan beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban
untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan
lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. Beban Transfer
Pemerintah Kota Depok pada tahun 2020 Nihil dikarenakan pencatatan transfer
bantuan keuangan kepada partai politik dipindahkan pencatatannya ke Beban

Hibah.
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G.5.4.1.2.11. Beban Lain-lain

Beban Lain-lain merupakan beban-beban yang tidak termasuk dari 10 kategori
beban di atas. Beban Lain-lain Tahun 2020 adalah sebesar Rp7.720.540.191,00
mengalami penurunan sebesar Rp93.877.822,00 atau 1,20% dari saldo tahun
sebelumnya sebesar Rp7.814.418.073,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.101
Saldo Beban Lain-lain Tahun 2020 danTahun 2019

Saldo Per 31 Saldo Per 31 Kenaikan/

H 0,
No. Uraian Desember 2020 (Rp) [Desember 2019 (Rp) (Penurunan) .
1 |Beban Lain lain 826.488.145,00 - 826.488.145,00 -
2 [Beban Extracountable 6.894.052.046,00 7.814.418.073,00 | (920.366.027,00) | (11,78)
3 [Beban Persediaan Usang - - - 100,00
Jumlah 7.720.540.191,00 7.814.418.073,00 (93.877.882,00) (1,20)

G.5.4.1.3. SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI

Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional Tahun 2020 adalah sebesar
Rp2.076.269.922.318,38 yang didapatkan dari perhitungan sebagai berikut.

1) Pendapatan Operasional Rp 5.242.197.083.173,35
2) Beban Operasional Rp  3.165.927.160.854,97
3) Surplus/Defisit Operasional Rp  2.076.269.922.318,38

G.5.4.2. SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL

Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional merupakan pendapatan dan/atau
beban yang tidak termasuk dalam kategori kegiatan operasional seperti
surplus/defisit penjualan aset non lancar, surplus/defisit penyelesaian kewajiban
jangka panjang, dan surplus/defisit dari kegiatan non operasional lainnya.

G.5.4.2.1. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2020 adalah sebesar
Rp7.605.243.144,00 yang merupakan surplus dari penyertaan modal pemerintah
kepada PDAM dan rugi tahun berjalan PDAM Tirta Asasta dibawah Tahun Buku
2020, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.102
Rincian Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2020

No. Uraian Nilai (Rp)
1 | R/L PDAM Tahun 2020 13.842.258.817,00
2 | Deviden -
3 | Koreksi R/L PDAM <2020 (6.237.015.673,00)
Jumlah 7.605.243.144,00
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G.5.43. POS LUAR BIASA
G.5.4.3.1. Pendapatan Luar Biasa

Tidak terdapat Pendapatan Luar Biasa untuk tahun 2020.
G.5.4.3.2. Beban Luar Biasa

Beban Luar Biasa Tahun 2020 adalah sebesar Rp279.977.266,55 yang merupakan
pengembalian atas kelebihan pembayaran BPHTB, Penanggulangan Bencana dan
pencegahan penyebaran dan percepatan penanganan Covid-19 di Kota Depok
dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.103
Saldo Beban Luar Biasa Tahun 2020 danTahun 2019

No. Uraian Realisasi 2020 (Rp)

1 | Belanja Tidak Terduga dalam bentuk uang kepada Dinas Pemadam
Kebakaran dan Penyelamatan Kota Depok untuk Penanggulangan
Tanggap Darurat Bencana Banijir, Tanah Longsor dan Angin Kencang di
Kota Depok, bersumber dari APBD Kota Depok TA.2020

6.048.586.000,00

2 | Belanja Tidak Terduga dalam bentuk uang kepada Dinas Pemadam
Kebakaran dan Penyelamatan Kota Depok untuk Percepatan Penanganan
Corona Virus Disease 2019(COVID19) di Kota Depok, bersumber dari
APBD Kota Depok TA.2020

15.000.000.000,00

3 | Belanja Tidak Terduga dalam bentuk uang kepada Dinas Pemadam
Kebakaran dan Penyelamatan Kota Depok untuk Percepatan Penanganan
Corona Virus Disease 2019 (COVID19) di Kota Depok, bersumber dari
APBD Kota Depok TA.2020. (OPD RSUD Kota Depok).

5.000.000.000,00

4 | Belanja Tidak Terduga dalam bentuk uang kepada Dinas Pemadam
Kebakaran dan Penyelamatan Kota Depok untuk Percepatan Penanganan
Corona Virus Disease 2019 (COVID19) di Kota Depok, bersumber dari
APBD Kota Depok TA.2020.

4.096.000.000,00

5 | Belanja Tidak Terduga dalam bentuk uang kepada Dinas Pemadam
Kebakaran dan Penyelamatan Kota Depok untuk Percepatan Penanganan
Corona Virus Disease 2019 (COVID19) di Kota Depok, bersumber dari
APBD Kota Depok TA.2020.

17.282.517.900,00

6 | Belanja Tidak Terduga dalam bentuk uang kepada Dinas Pemadam
Kebakaran dan Penyelamatan Kota Depok untuk Percepatan Penanganan
Corona Virus Disease 2019 (COVID19) di Kota Depok, bersumber dari
APBD Kota Depok TA.2020.

865.945.000,00

7 | Belanja Tidak Terduga dalam bentuk uang kepada Dinas Pemadam
Kebakaran dan Penyelamatan Kota Depok untuk Percepatan Penanganan
Corona Virus Disease 2019 (COVID19) di Kota Depok, bersumber dari
APBD Kota Depok TA.2020.

3.555.125.000,00

8 | Belanja Tidak Terduga dalam bentuk uang kepada Dinas Pemadam
Kebakaran dan Penyelamatan Kota Depok untuk Percepatan Penanganan
Corona Virus Disease 2019 (COVID19) di Kota Depok, bersumber dari
APBD Kota Depok TA.2020.

8.234.643.000,00
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Uraian

Realisasi (Rp)

Belanja Tidak Terduga dalam bentuk uang kepada Dinas Pemadam
Kebakaran dan Penyelamatan Kota Depok untuk Percepatan Penanganan
Corona Virus Disease 2019 (COVID19) di Kota Depok, bersumber dari
APBD Kota Depok TA.2020.

2.000.000.000,00

10

Belanja Tidak Terduga dalam bentuk uang kepada Dinas Pemadam
Kebakaran dan Penyelamatan Kota Depok untuk Percepatan Penanganan
Corona Virus Disease 2019 (COVID19) di Kota Depok, bersumber dari
APBD Kota Depok TA.2020. (Dinas Kesehatan)

3.000.000.000,00

11

Belanja Tidak Terduga dalam bentuk uang kepada Dinas Pemadam
Kebakaran dan Penyelamatan Kota Depok untuk Percepatan Penanganan
Corona Virus Disease 2019 (COVID19) di Kota Depok, bersumber dari
APBD Kota Depok TA.2020.

7.950.000.000,00

12

Belanja Tidak Terduga dalam bentuk uang untuk pengembalian kelebihan
pembayaran pajak BPHTB Tahun 2018 an. Efaprodita Pitaloka
Soetrisnanto alamat JI. Raya Mabes Hankam No.40 Rt002/005 Setu
Cipayung Jakarta Timur, bersumber dari APBD Kota Depok TA. 2020

6.446.657,00

13

Belanja Tidak Terduga dalam bentuk uang untuk Restitusi Pajak Reklame
Tahun 2019 an. Agus Firnando alamat JI. Setia 1 No. 7 Rt006/012 Kel.
Jatiwaringin Kec. Pondok Gede Kota Bekasi, bersumber dari APBD Kota
Depok TA. 2020

9.210.240,00

14

Belanja Tidak Terduga dalam bentuk uang kepada Dinas Pemadam
Kebakaran dan Penyelamatan Kota Depok untuk Percepatan Penanganan
Corona Virus Disease 2019 (COVID19) di Kota Depok, bersumber dari
APBD Kota Depok TA.2020.

5.800.000.000,00

15

Belanja Tidak Terduga dalam bentuk uang kepada Dinas Pemadam
Kebakaran dan Penyelamatan Kota Depok untuk Percepatan Penanganan
Corona Virus Disease 2019 (COVID19) di Kota Depok, bersumber dari
APBD Kota Depok TA.2020.

2.188.685.295,00

16

Belanja Tidak Terduga dalam bentuk uang kepada Dinas Pemadam
Kebakaran dan Penyelamatan Kota Depok untuk Percepatan Penanganan
Corona Virus Disease 2019 (COVID19) di Kota Depok, bersumber dari
APBD Kota Depok TA.2020.

1.201.200.000,00

17

Belanja Tidak Terduga dalam bentuk uang kepada Dinas Pemadam
Kebakaran dan Penyelamatan Kota Depok untuk Percepatan Penanganan
Corona Virus Disease 2019 (COVID19) di Kota Depok, bersumber dari
APBD Kota Depok TA.2020.

14.166.850.000,00

18

Belanja Tidak Terduga dalam bentuk uang kepada Dinas Pemadam
Kebakaran dan Penyelamatan Kota Depok untuk Percepatan Penanganan
Corona Virus Disease 2019 (COVID19) di Kota Depok, bersumber dari
APBD Kota Depok TA.2020

3.415.817.000,00

19

Belanja Tidak Terduga dalam bentuk uang kepada Dinas Pemadam
Kebakaran dan Penyelamatan Kota Depok untuk Percepatan Penanganan
Corona Virus Disease 2019 (COVID19) di Kota Depok, bersumber dari
APBD Kota Depok TA.2020.

999.688.000,00
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20

Belanja Tidak Terduga dalam bentuk uang kepada Dinas Pemadam
Kebakaran dan Penyelamatan Kota Depok untuk Percepatan Penanganan
Corona Virus Disease 2019(COVID19) di Kota Depok, bersumber dari
APBD Kota Depok TA.2020

21.188.782.990,00

21

Belanja Tidak Terduga dalam bentuk uang kepada Dinas Pemadam
Kebakaran dan Penyelamatan Kota Depok untuk Percepatan Penanganan
Corona Virus Disease 2019 (COVID19) di Kota Depok, bersumber dari
APBD Kota Depok TA.2020.

300.000.000,00

22

Belanja Tidak Terduga dalam bentuk uang untuk pengembalian kelebihan
pembayaran pajak BPHTB Tahun 2019 an. Setyardi Widodo alamat Puri
Matahari No.9 Rt 05/07 Kel. Campaka Kec. Andir Kota Bandung,
bersumber dari APBD Kota Depok TA. 2020

17.000.000,00

23

Belanja Tidak Terduga dalam bentuk uang kepada Dinas Pemadam
Kebakaran dan Penyelamatan Kota Depok untuk Percepatan Penanganan
Corona Virus Disease 2019 (COVID19) di Kota Depok, bersumber dari
APBD Kota Depok TA.2020.

209.100.000,00

24

Belanja Tidak Terduga dalam bentuk uang untuk pengembalian kelebihan
pembayaran pajak BPHTB Tahun 2019 an. Agus Pranoto alamat Kp.
Pabuaran Timur No.79 Rt 04/05 Kel. Pondok Betung Kec. Pondok Betung
Kota Tangerang Selatan, bersumber dari APBD Kota Depok TA. 2020

9.500.000,00

25

Belanja Tidak Terduga dalam bentuk uang untuk Pengembalian kelebihan
pembayaran pajak BPHTB Tahun 2019 an. Rochiana alamat JI. Tali No.36
Rt03/08 Kel. Kota Bambu Selatan Kec. Palmerah Jakarta Barat, bersumber
dari

APBD Kota Depok TA. 2020

2.241.500,00

26

Belanja Tidak Terduga dalam bentuk uang kepada Dinas Pemadam
Kebakaran dan Penyelamatan Kota Depok untuk Percepatan Penanganan
Corona Virus Disease 2019 (COVID19) di Kota Depok, bersumber dari
APBD Kota Depok TA.2020.

1.848.000.000,00

27

Belanja Tidak Terduga dalam bentuk uang kepada Dinas Pemadam
Kebakaran dan Penyelamatan Kota Depok untuk Percepatan Penanganan
Corona Virus Disease 2019 (COVID19) di Kota Depok, bersumber dari
APBD Kota Depok TA.2020.

156.350.000,00

28

Belanja Tidak Terduga dalam bentuk uang untuk pengembalian kelebihan
pembayaran pajak BPHTB Tahun 2019 an. PT. POS Indonesia (Kantor
Pos Depok), bersumber dari APBD Kota Depok TA. 2020

1.322.000,00

29

Belanja Tidak Terduga dalam bentuk uang untuk pengembalian kelebihan
pembayaran pajak BPHTB Tahun 2019 an. Achmadi Wendhy Triananda
alamatKp. Cikumpa Rt06/10 Kel. Sukmajaya Kec. Sukmajaya, bersumber
dari APBD Kota Depok TA. 2020

15.000.000,00

30

Belanja Tidak Terduga dalam bentuk uang untuk Pengembalian kelebihan
pembayaran pajak BPHTB Tahun 2019 an. MAHYUDIN alamat JI.
Pekayon Rt04/08 Kel. Pekayon Mas Kec. Pasar Rebo Jakarta Timur,
bersumber dari

APBD Kota Depok TA. 2020

14.500.000,00
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31

Belanja Tidak Terduga dalam bentuk uang untuk Pengembalian kelebihan
pembayaran pajak BPHTB Tahun 2019 an. ERFINA RATNASARI alamat
JI. Swadaya Kp. Poncol Rt 05/02 Kel. Limo Kec. Limo , bersumber dari
APBD Kota Depok TA. 2020

10.500.000,00

32

Belanja Tidak Terduga dalam bentuk uang untuk Restitusi Pajak Reklame
Tahun 2019 an. Agus Firnando alamat JI. Setia 1 No. 7 Rt006/012 Kel.
Jatiwaringin Kec. Pondok Gede Kota Bekasi, bersumber dari APBD Kota
Depok TA. 2020

9.547.200,00

33

Belanja Tidak Terduga dalam bentuk uang kepada Dinas Pemadam
Kebakaran dan Penyelamatan Kota Depok untuk Percepatan Penanganan
Corona Virus Disease 2019 (COVID19) di Kota Depok, bersumber dari
APBD Kota Depok TA.2020.

7.607.308.000,00

34

Belanja Tidak Terduga dalam bentuk uang kepada Dinas Pemadam
Kebakaran dan Penyelamatan Kota Depok untuk Percepatan Penanganan
Corona Virus Disease 2019 (COVID19) di Kota Depok, bersumber dari
APBD Kota Depok TA.2020.

12.733.527.450,00

35

Belanja Tidak Terduga dalam bentuk uang untuk Pengembalian kelebihan
pembayaran pajak BPHTB Tahun 2019 an. WAODE RENY ZAHRIDAR
alamat JI. Muararajeun Ill No.40 Kel. Cihaurgeulis Rt 02/10 Kec.
Cibeunying Kaler Bandung, bersumber dari APBD Kota Depok TA. 2020.

28.650.000,00

36

Belanja Tidak Terduga dalam bentuk uang untuk Pengembalian kelebihan
pembayaran pajak BPHTB Tahun 2019 an. GALUH CITRA DEW alamat
JI. Bangau Raya No.194 Rt07/13 Kel. Depok Jaya Kec. Pancoran Mas,
bersumber dari APBD Kota Depok TA. 2020

5.994.700,00

37

Belanja Tidak Terduga dalam bentuk uang kepada Dinas Pemadam
Kebakaran dan Penyelamatan Kota Depok untuk Percepatan Penanganan
Corona Virus Disease 2019 (COVID19) di Kota Depok, bersumber dari
APBD Kota Depok TA.2020.

390.360.000,00

38

Belanja Tidak Terduga dalam bentuk uang kepada Dinas Pemadam
Kebakaran dan Penyelamatan Kota Depok untuk Percepatan Penanganan
Corona Virus Disease 2019 (COVID19) di Kota Depok, bersumber dari
APBD Kota Depok TA.2020.

13.574.383.100,00

39

Belanja Tidak Terduga dalam bentuk uang kepada Dinas Pemadam
Kebakaran dan Penyelamatan Kota Depok untuk Percepatan Penanganan
Corona Virus Disease 2019 (COVID19) di Kota Depok, bersumber dari
APBD Kota Depok TA.2020.

9.476.326.510,00

40

Belanja Tidak Terduga dalam bentuk uang kepada Dinas Pemadam
Kebakaran dan Penyelamatan Kota Depok untuk Percepatan Penanganan
Corona Virus Disease 2019 (COVID19) di Kota Depok, bersumber dari
APBD Kota Depok TA.2020.

300.000.000,00
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41

Belanja Tidak Terduga dalam bentuk uang kepada Dinas Pemadam
Kebakaran dan Penyelamatan Kota Depok untuk Percepatan Penanganan
Corona Virus Disease 2019 (COVID19) di Kota Depok, bersumber dari
APBD Kota Depok TA.2020.

4.035.283.000,00

42

Belanja Tidak Terduga dalam bentuk uang untuk Pengembalian kelebihan
pembayaran pajak BPHTB Tahun 2019 an. SARI LIDIA SITOMPUL alamat
Komplek PP Blok C No. 9A Rt03 Rw 04 Kel. Mekarsari Kec. Cinmanggis,
bersumber dari APBD Kota Depok TA. 2020.

18.000.000,00

43

Belanja Tidak Terduga dalam bentuk uang untuk Pengembalian kelebihan
pembayaran pajak BPHTB Tahun 2019 an. USNAH alamat JI. Flamboyan
IIRt01 Rw 06 Kel. Pancoran Mas Kec. Pancoran Mas, bersumber dari
APBD Kota Depok TA. 2020.

1.250.000,00

44

Belanja Tidak Terduga dalam bentuk uang untuk Pengembalian kelebihan
pembayaran pajak BPHTB Tahun 2019 an. SRI REJEKI FLADESAWATI
alamat JI. Raya Centrex Rt02 Rw 10 Kel. Ciracas Kec. Ciracas Jakarta
Timur, bersumber dari APBD Kota Depok TA. 2020.

6.250.000,00

45

Belanja Tidak Terduga dalam bentuk uang kepada Dinas Pemadam
Kebakaran dan Penyelamatan Kota Depok untuk Percepatan Penanganan
Corona Virus Disease 2019(COVID19) di Kota Depok, bersumber dari
APBD Kota Depok TA.2020

1.835.197.000,00

46

Belanja Tidak Terduga dalam bentuk uang kepada Dinas Pemadam
Kebakaran dan Penyelamatan Kota Depok untuk Percepatan Penanganan
Corona Virus Disease 2019 (COVID19) di Kota Depok, bersumber dari
APBD Kota Depok TA.2020.

8.037.292.250,00

47

Belanja Tidak Terduga dalam bentuk uang untuk Pengembalian kelebihan
pembayaran pajak BPHTB Tahun 2019 an. Faisal Rizal alamat JI. Raya
Bogor KM 32 Rt01/06 Kel. Curug Kec. Cimanggis, bersumber dari
APBD Kota Depok TA. 2020

9.500.000,00

48

Belanja Tidak Terduga dalam bentuk uang kepada Dinas Pemadam
Kebakaran dan Penyelamatan Kota Depok untuk Percepatan Penanganan
Corona Virus Disease 2019(COVID19) di Kota Depok, bersumber dari
APBD Kota Depok TA.2020

1.124.000.000,00

49

Belanja Tidak Terduga dalam bentuk uang kepada Dinas Pemadam
Kebakaran dan Penyelamatan Kota Depok untuk Percepatan Penanganan
Corona Virus Disease 2019(COVID19) di Kota Depok, bersumber dari
APBD Kota Depok TA.2020

879.091.600,00

50

Belanja Tidak Terduga dalam bentuk uang kepada Dinas Pemadam
Kebakaran dan Penyelamatan Kota Depok untuk Percepatan Penanganan
Corona Virus Disease 2019(COVID19) di Kota Depok, bersumber dari
APBD Kota Depok TA.2020

492.254.000,00
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51 | Belanja Tidak Terduga dalam bentuk uang kepada Dinas Pemadam
Kebakaran dan Penyelamatan Kota Depok untuk Percepatan Penanganan 465.000.000.00
Corona Virus Disease 2019(COVID19) di Kota Depok, bersumber dari ’
APBD Kota Depok TA.2020
52 | Belanja Tidak Terduga dalam bentuk uang kepada Dinas Pemadam
Kebakaran dan Penyelamatan Kota Depok untuk Percepatan Penanganan 215.376.000.00
Corona Virus Disease 2019(COVID19) di Kota Depok, bersumber dari ’
APBD Kota Depok TA.2020
53 | Belanja Tidak Terduga dalam bentuk uang kepada Dinas Pemadam
Kebakaran dan Penyelamatan Kota Depok untuk Percepatan Penanganan 170 625.000.00
Corona Virus Disease 2019(COVID19) di Kota Depok, bersumber dari ’
APBD Kota Depok TA.2020
54 | Belanja Tidak Terduga dalam bentuk uang kepada Dinas Pemadam
Kebakaran dan Penyelamatan Kota Depok untuk Percepatan Penanganan 183.000.000.00
Corona Virus Disease 2019(COVID19) di Kota Depok, bersumber dari ’
APBD Kota Depok TA.2020
55 | Belanja Tidak Terduga dalam bentuk uang kepada Dinas Pemadam
Kebakaran dan Penyelamatan Kota Depok untuk Percepatan Penanganan 191.047.625.00
Corona Virus Disease 2019(CQOVID19) di Kota Depok, bersumber dari ’
APBD Kota Depok TA.2020
Jumlah SP2D BTT| 186.382.274.017,00
56 |Pengembalian Dana BTT 14.279.670.333,00
Jumlah Pengembalian BTT 14.279.670.333,00
57 |Reklas Ke Persediaan (37.229.456.717,00)
Reklas Ke Aset Tetap (25.604.541.897,00)
Reklas Ke Beban Pegawai (16.993.071.398,00)
Reklas Ke Beban Barang dan Jasa (33.664.188.313,00)
Reklas Ke Beban Hibah (23.586.618.737,00)
Reklas Ke Beban Bansos (34.744.750.000,00)
Jumlah Reklas| (171.822.627.062,00)
57 |Koreksi Saldo Kas Daerah 644,55
Jumlah Koreksi Saldo Kas Daerah 644,55
Jumlah BTT 279.977.266,55
G.5.4.4. SURPLUS/DEFISIT LO
Surplus/Defisit-LO  Tahun 2020 adalah sebesar Rp2.083.595.188.195,83

didapatkan dari perhitungan sebagai berikut:

1) Surplus/Defisit Operasional Rp 2.076.269.922.318,38
2) Surplus/Defisit Non Operasional Rp 7.605.243.144,00
3) Pos Luar Biasa Rp (279.977.266,55)

Surplus/Defisit-LO Rp 2.083.595.188.195,83
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G.5.5

LAPORAN ARUS KAS

Laporan Arus Kas menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama
periode tahun 2020 yang diklasifikasikan berdasarkan Aktivitas Operasi, Aktivitas
Investasi, Aktivitas Pendanaan dan Aktivitas Transitoris.

G.5.5.1. ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI

Arus kas bersih dari aktivitas operasi menunjukkan kemampuan operasi Pemerintah
Kota Depok dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas
operasionalnya dimasa yang akan datang.

Saldo arus kas bersih dari aktivitas operasi untuk periode tahun 2020 adalah sebesar
Rp565.611.745.253,45 diperoleh dari arus masuk kas dan arus keluar kas dalam satu
periode terhitung 1 Januari 2020 s.d. 31 Desember 2020 dengan perhitungan sebagai
berikut.

1) Arus Masuk Kas
2) Arus Keluar Kas

G.55.1.1.

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi
Arus Masuk Kas

Rp 3.059.760.185.315,00
Rp 2.494.148.440.061,55

Rp

565.611.745.253,45

Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi untuk periode tahun 2020 adalah sebesar

Rp3.059.760.185.315,00 dengan rincian sebagai berikut.
Tabel 5.104

Rincian Penerimaan Kas dari Aktivitas Operasi Tahun 2020 danTahun 2019

No Jenis Penerimaan Kas Tahun 2020 (Rp) Tahun 2019 (Rp)

1 |Penerimaan Pajak Daerah 949.575.773.211,00 | 1.018.129.612.075,00

2 |Penerimaan Refribusi Daerah 38.183.011.839,00 40.835.247.582,00
Penerimaan Hasil Pengelolaan

3 |Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 8.816.976.722,00 21.701.132.428,00

4 |Penerimaan Lain-lain PAD yang sah 218.348.439.758,00 212.337.776.952,00

5 [Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak 86.946.795.486,00 59.334.129.615,00
Penerimaan Dana Bagi Hasil Bukan

6 [Pajak 38.707.722.694,00 24.159.177.895,00

7 |Penerimaan Dana Alokasi Umum 843.978.499.000,00 950.369.136.000,00

8 |Penerimaan Dana Alokasi Khusus 219.135.756.525,00 193.686.735.455,00

9 |[Penerimaan Dana Penyesuaian 63.984.803.000,00 10.232.668.000,00
Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil

10 |Pajak 439.281.807.747,00 521.083.965.142,00

11 |Penerimaan Hibah 130.309.499.333,00 125.715.328.821,00

12 |Penerimaan Lainnya 22.491.100.000,00 58.692.896.427,00

Jumlah Arus Masuk Kas| 3.059.760.185.315,00 3.236.277.806.392,00

Arus Masuk Kas periode tahun 2020 sebesar Rp3.059.760.185.315,00 mengalami
penurunan sebesar Rp176.517.621.077,00 atau 5,45% dari arus masuk kas tahun
sebelumnya sebesar Rp3.236.277.806.392,00.
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G.5.5.1.2. Arus Keluar Kas

Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi untuk periode tahun 2020 adalah sebesar
Rp2.494.148.440.061,55 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.105
Rincian Pengeluaran Kas dari Aktivitas Operasi Tahun 2020 danTahun 2019

No Jenis Penerimaan Kas Tahun 2020 (Rp) Tahun 2019 (Rp)
1 |Pembayaran Pegawai 1.345.661.702.319,00 | 1.340.183.748.820,00
2 [Pembayaran Barang 761.026.671.814,00 808.848.131.967,00
3 |Pembayaran Hibah 196.964.296.600,00 110.781.723.850,00
4 |Pembayaran Bantuan Sosial 18.393.165.000,00 43.816.998.700,00
5 [Pembayaran Bantuan Keuangan - 1.379.235.916,00
6 [Pembayaran Tak Terduga 172.102.604.328,55 168.162.500,00
Jumlah Arus Keluar Kas|  2.494.148.440.061,55 2.305.178.001.753,00

Arus Keluar Kas periode tahun 2020 sebesar Rp2.494.148.440.061,55 mengalami
kenaikan sebesar Rp188.970.438.308,55 atau 8,20% dari arus keluar kas tahun
sebelumnya sebesar Rp2.305.178.001.753,00.

G.5.5.2. ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi mencerminkan penerimaan dan
pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi
yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan Pemerintah kepada
masyarakat di masa yang akan datang.

Saldo arus kas bersih dari aktivitas investasi untuk periode tahun 2020 adalah sebesar
Rp(779.133.747.042,00) yang diperoleh dari arus masuk kas dan arus keluar kas
dalam satu periode dengan perhitungan sebagai berikut.

1) Arus Masuk Kas Rp 15.000.000,00
2) Arus Keluar Kas Rp  779.148.747.042,00

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Rp (779.133.747.042,00)
G.5.5.2.1. Arus Masuk Kas

Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi untuk periode tahun 2020 adalah sebesar
Rp15.000.000,00 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 5.106
Rincian Penerimaan Kas dari Aktivitas Investasi Tahun 2020 danTahun 2019

No Jenis Penerimaan Kas Tahun 2020 (Rp) | Tahun 2019 (Rp)

1 |Penjualan atas Peralatan dan Mesin -
2 [Penjualan atas Gedung dan Bangunan 15.000.000,00
Jumlah Arus Masuk Kas 15.000.000,00
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G.5.5.2.2. Arus Keluar Kas

G.5.53.

G.5.5.4.

Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi untuk periode tahun 2020 adalah sebesar
Rp779.148.747.042,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.107
Rincian Pengeluaran Kas dari Aktivitas Investasi Tahun 2020 danTahun 2019

No Jenis Pengeluaran Kas Tahun 2020 (Rp) Tahun 2019 (Rp)
1 [Perolehan Tanah 106.762.821.955,00 96.852.947.280,00
2 |Perolehan Peralatan dan Mesin 102.295.109.179,00 133.260.162.515,00
3 |Perolehan Gedung dan Bangunan 243.450.816.862,00 323.537.239.086,00
4 [Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan 216.187.539.162,00 336.932.318.556,00
5 |Perolehan Aset Tetap Lainnya 36.357.959.884,00 35.506.706.889,00
6 |[Penyertaan Modal Pemerintah Daerah 74.094.500.000,00 100.000.000.000,00
Jumlah Arus Keluar Kas 779.148.747.042,00 1.026.089.374.326,00

Arus Keluar Kas periode tahun 2020 sebesar Rp779.148.747.042,00 mengalami
penurunan sebesar Rp246.940.627.284,00 atau 24,07% dari arus keluar kas tahun
sebelumnya sebesar Rp1.026.089.374.326,00.

ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN

Arus kas bersih dari Aktivitas Pendanaan mencerminkan aktivitas penerimaan dan
pengeluaran kas yang yang berhubungan dengan pemberian piutang jangka panjang
dan/atau pelunasan utang jangka panjang yang mengakibatkan perubahan dalam
jumlah dan komposisi piutang jangka panjang dan utang jangka panjang.

Saldo arus kas bersih dari aktivitas pendanaan untuk periode tahun 2020 adalah nihil
atau tidak terdapat aktivitas arus masuk kas dan arus keluar kas dalam periode tahun
2020.

ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS

Arus kas bersih dari Aktivitas Transitoris mencerminkan penerimaan dan
pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi pendapatan, beban, dan pendanaan
pemerintah. Termasuk dalam aktivitas transitoris adalah transaksi Perhitungan Fihak
Ketiga (PFK), pemberian/penerimaan kembali uang persediaan kepada/dari
bendahara pengeluaran, serta kiriman uang.

Saldo arus kas bersih dari aktivitas transitoris untuk periode tahun 2020 adalah
sebesar Rp3.905.338,00 yang diperoleh dari arus masuk kas dan arus keluar kas
dalam satu periode dengan perhitungan sebagai berikut.

1) Arus Masuk Kas Rp 162.253.043.465,00
2) Arus Keluar Kas Rp 162.249.138.127,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris Rp 3.905.338,00
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G.5.5.4.1. Arus Masuk Kas

Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris untuk periode tahun 2020 adalah sebesar
Rp162.253.043.465,00 yang merupakan potongan PFK berupa PPh Pasal 21, Pasal
22, Pasal 23, Pasal 4 (2) dan PPN serta potongan penghasilan pegawai lainnya

untuk disetorkan ke kas negara atau kas pihak lainnya.

G.5.5.4.2. Arus Keluar Kas

Arus Kas bersih dari Aktivitas Transitoris untuk periode tahun 2020 adalah sebesar
Rp3.905.338,00 yang merupakan penyetoran atas potongan PFK tahun 2020 dan
saldo utang PFK tahun sebelumnya yang disetor tahun 2021, dengan rincian

sebagai berikut.
1) Utang PFK tahun 2019
2) Potongan PFK tahun 2020
Jumlah PFK
3) Penyetoran PFK tahun 2020
Sisa PFK yang belum disetor

Rp 0,00
Rp  162.253.043.465,00
Rp 162.253.043.465,00
Rp (162.249.138.127,00)
Rp 3.905.338,00)

Penjelasan lebih lanjut terkait Utang PFK dapat dilihat pada penjelasan G.5.3.2.1.1.

G.5.5.5. KENAIKAN/PENURUNAN KAS

Penurunan Kas tahun 2020 adalah sebesar Rp213.577.712.360,55 yang didapatkan

dari perhitungan sebagai berikut:

1) Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi

2) Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi
3) Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan
4) Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris

Kenaikan/(Penurunan) Kas

Rp
Rp
Rp
Rp

565.611.745.253,45
(779.133.747.042,00)
0,00

3.905.338,00)

Rp

(213.518.096.450,55)
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G.5.5.6. SALDO AWAL KAS

Saldo Awal Kas tahun 2020 adalah sebesar Rp670.655.917.064,55 yang merupakan
saldo akhir kas tahun 2019 yang terdiri atas:

1) Kasdi BUD Rp  632.702.881.248,55
2) Kas di Bendahara Pengeluaran Rp 23.173.498,00
3) Kas di Bendahara Penerimaan Rp 21.967.400,00
4) Kas di BLUD Rp 32.265.015.809,00
5) Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran Rp 576.872,00
6) Kas Lainnya Rp 5.642.302.237,00
7) Setara Kas Rp 0,00

Jumlah Rp  670.655.917.064,55

G.5.5.7. SALDO AKHIR KAS

Saldo Akhir Kas tahun 2020 adalah sebesar Rp457.137.820.614,00 yang didapatkan
dari perhitungan sebagai berikut.

1) Kenaikan/Penurunan Kas Rp (213.518.096.450,55)
2) Saldo Awal Kas Rp  670.655.917.064,55
Saldo Akhir Kas Rp  457.137.820.614,00
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G.5.6.

G.5.6.1.

G.5.6.2.

G.5.6.3.

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan
kewajiban pemerintah pada tanggal laporan. Saldo ekuitas di Neraca berasal dari
saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas, yaitu laporan yang menyajikan
informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan
tahun sebelumnya.

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan yang terdiri atas saldo akhir tahun
sebelumnya yang menjadi saldo awal ekuitas, penambahan atau pengurangan
surplus/defisit dari operasional tahun berjalan serta dampak akumulatif karena
koreksi, perubahan kebijakan/kesalahan mendasar. Laporan operasional pada
Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan penghubung antara Laporan
Operasional (LO) dengan Neraca berkaitan dengan kenaikan atau penurunan ekuitas
atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan.

Laporan Perubahan Ekuitas mencantumkan sekurang-kurangnya pos-pos berikut:
EKUITAS AWAL

Ekuitas Awal per 1 Januari 2020 adalah sebesar Rp12.019.319.765.666,80
mengalami kenaikan sebesar Rp1.848.096.437.728,96 atau 18,17% dari saldo
ekuitas awal tahun sebelumnya sebesar Rp10.171.223.327.937,90. Ekuitas Awal
per 1 Januari 2020 diperoleh dari saldo ekuitas per 31 Desember 2019 di Neraca.

SURPLUS/DEFISIT - LO

Surplus-LO per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp2.083.595.188.195,83
mengalami kenaikan sebesar Rp366.936.417.782,46 atau 21,38% dari surplus
tahun sebelumnya sebesar Rp1.716.658.770.413,37.

Surplus/Defisit tersebut didapatkan dari Laporan Operasional. Surplus/Defisit-LO
merupakan surplus atas kegiatan operasional Pemerintah Kota Depok yang
menambah nilai ekuitas pada neraca.

Rincian lebih lanjut dapat dilihat pada penjelasan Laporan Operasional (G.5.4.4.)

DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN
MENDASAR

Dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar merupakan koreksi-
koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, misalnya koreksi kesalahan
mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan
perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap.

Nilai koreksi ekuitas untuk periode sampai dengan 31 Desember 2020 adalah
sebesar Rp(10.177.395.130,71) mengalami penurunan sebesar
Rp121.260.272.184,77 atau 92,26% dari koreksi tahun sebelumnya sebesar
Rp131.437.667.315,59 dengan rincian sebagai berikut.
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Tabel 5.108
Rincian Koreksi Ekuitas Tahun 2020

No Uraian Nilai (Rp)
1 [Koreksi Piutang Pajak 95.079.598.148,05
2 |Koreksi Penyisihan Piutang (88.061.483.578,47)
3 [Koreksi Aset Tetap (9.018.526.279,49)
4 |Koreksi Penyusutan (981.710.776,51)
5 |Koreksi Utang Belanja (584.357,00)
6 [Koreksi Pendapatan Refribusi (4.434.362.200,00)
7 |Koreksi Kelebihan Pembayaran Transfer (2.760.326.087,29)
Jumlah (10.177.395.130,71)

1. Koreksi Piutang Pajak

Koreksi Piutang Pajak sebesar Rp95.079.598.148,05 merupakan koreksi
kurang atas pembatalan NOP dibawah tahun 2020 dan Koreksi atas pencatatan
saldo piutang pajak sebelum tahun 2020 dikarenakan adanya penyesuaian data
transaksi pajak berdasarkan Sistem Informasi Pajak Daerah, sehingga dapat
diperoleh data transaksi piutang pajak per wajib pajak.

2. Koreksi Aset Tetap

Koreksi Aset Tetap sebesar Rp(9.018.526.279,49) merupakan koreksi Kurang
atas nilai aset bersih dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.109
Rincian Koreksi Aset Tetap Tahun 2020

No Uraian Koreksi Tambah (Rp) Koreksi Kurang (Rp)
1 |Dinas Pendidikan
Koreksi Pencatatan Aset - Dobel Catat Tanah 408.000.000,00
Koreksi Pencatatan Aset - Infra ke Ekstra 10.173.600,00
Koreksi Pembulatan Aset Tetap 124,63
Koreksi Penggabungan Aset Tetap 6.682.578.312,04
2 |Dinas Kesehatan
Koreksi Pencatatan Aset - Infra ke Eksfra 27.069.223,34
Koreksi Pembulatan Aset Tetap 41,24
3 |Rumah Sakit Umum Daerah
Koreksi Pembulatan Aset Tetap 55,95
4 |Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Koreksi Pencatatan Aset- Dobel Catat 119.853.500,00
Koreksi Pencatatan Aset- Reklas KIB C ke KIB B 35.825.399,96
Koreksi Pencatatan Aset - Reklas KIB C ke KIB D 13.766.096,67
Koreksi Pembulatan Aset Tetap 110,66
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No

Uraian

Koreksi Tambah (Rp)

Koreksi Kurang (Rp)

Dinas Perumahan dan Permukiman

Koreksi Pembulatan Aset Tetap

62,05

Koreksi Pencatatan Aset- Non Aset

500.921.575,00

Satuan Polisi Pamong Praja

Koreksi Pembulatan Aset Tetap

0,05

Dinas Kebakaran dan Penyelamatan

Koreksi Pembulatan Aset Tetap

3,69

Dinas Tenaga Kerja

Koreksi Pembulatan Aset Tetap

1,01

Dinas Perlindungan Anak, Pemberdayaan
Masyarakat dan Keluarga

Koreksi Pembulatan Aset Tetap

1,34

10

Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan
Perikanan

Koreksi Pencatatan Aset- Pemecahan Aset

83.617.996,80

Koreksi Pencatatan Aset Tetap - Keluar dari Aset

179.375.000,00

Koreksi Pembulatan Aset Tetap

2,91

1

Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan

Koreksi Pencatatan Aset - Peralatan dan Mesin

447.172.800,00

Koreksi Pencatatan Aset- Gedung dan Bangunan

335.090.140,00

Koreksi Pembulatan Aset Tetap

15,86

12

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Koreksi Pembulatan Aset Tetap

1,04

13

Dinas Perhubungan

Koreksi Pembulatan Aset Tetap

2,09

14

Dinas Komunikasi dan Informasi

Koreksi Pembulatan Aset Tetap

4,82

15

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

Koreksi Pembulatan Aset Tetap

0,03

16

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu

Koreksi Pencatatan Aset Tetap

2.142.857,14

Koreksi Pencatatan Aset - Infra ke Ekstra

5.462.700,00

Koreksi Pembulatan Aset Tetap

1,68

17

Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan
Pariwisata

Koreksi Pembulatan Aset Tetap

5,33

18

Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

Koreksi Pencatatan Aset - Infra ke Ekstra

135.000,00

Koreksi Pencatatan Aset - Perubahan Aset

140.000,00

19

Dinas Perdagangan dan Perindustrian

Koreksi Pembulatan Aset Tetap

0,20
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No

Uraian

Koreksi Tambah (Rp)

Koreksi Kurang (Rp)

20

Inspektorat

Koreksi Pembulatan Aset Tetap

1,05

21

Badan Keuangan Daerah

Koreksi Pencatatan Aset - BM ke Barjas

44.298.875,00

Koreksi Pembulatan Aset Tetap

21,24

22

Badan Perencanaan, Pembangunan dan
Penelitian Pengembangan Daerah

Koreksi Pembulatan Aset Tetap

1,96

23

Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia

Koreksi Pencatatan Aset Tetap

1.028.571,43

Koreksi Pembulatan Aset Tetap

7,69

24

Sekretariat Daerah

Penghapusan Aset Tetap

271.872.714,29

Koreksi Pembulatan Aset Tetap

26,19

25

Sekretariat DPRD

Koreksi Pembulatan Aset Tetap

0,98

26

Kecamatan Beji

Koreksi Pembulatan Aset Tetap

0,57

27

Kecamatan Cimanggis

Koreksi Pencatatan Aset - KIB E ke Habis Pakai

11.045.749,00

Koreksi Pembulatan Aset Tetap

1,84

28

Kecamatan Limo

Koreksi Pembulatan Aset Tetap

14,21

29

Kecamatan Pancoran Mas

Koreksi Pembulatan Aset Tetap

8,88

30

Kecamatan Sawangan

Koreksi Pembulatan Aset Tetap

80,23

31

Kecamatan Sukmajaya

Koreksi Pencatatan Aset - Perubahan KIB E ke B

5.992.000,00

Koreksi Pembulatan Aset Tetap

10,63

32

Kecamatan Tapos

Koreksi Pembulatan Aset Tetap

23,93

33

Kecamatan Cinere

Koreksi Pembulatan Aset Tetap

3,86

34

Kecamatan Cipayung

Koreksi Pembulatan Aset Tetap

12,34

35

Kecamatan Bojongsari

Koreksi Pembulatan Aset Tetap

1,35

36

Kecamatan Cilodong

Koreksi Pencatatan Aset - Infra ke Eksfra

200.000,00

Koreksi Pembulatan Aset Tetap

56,24

37

Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

Koreksi Pembulatan Aset Tetap

0,01

Jumlah

83.618.269,48

9.102.144.548,97

Koreksi Aset Tetap Pada LPE

(9.018.526.279,49)
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3. Koreksi Penyusutan

Koreksi Penyusutan Aset Tetap sebesar Rp(981.710.776,51) merupakan
koreksi tambah sebesar Rpl1.088.775.898,34 dan koreksi kurang sebesar
Rp2.056.493.090,88 pada 7 SKPD dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.110
Rincian Koreksi Penyusutan Aset Tetap Tahun 2020

No

Uraian

Koreksi Tambah (Rp)

Koreksi Kurang (Rp)

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Koreksi Pencatatan Aset- DED KIB D

14.807.558,57

Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan

Koreksi Pencatatan Aset - Penyusutan Gedung

1.507.147.597,06

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

Koreksi Pencatatan Aset - Penyusutan

998.213.607,94

Koreksi Pencatatan Aset- Perubahan Tahun

19.150.000,00

Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

Koreksi Pencatatan Aset- Perubahan penyusutan

10.800.000,00

Dinas Perdagangan dan Perindustrian

Koreksi Pencatatan Aset Tefap - Penggabungan Aset

445.331.519,22

Koreksi Pencatatan Aset Tetap - Penghapusan Aset

68.154.915,40

Dinas Sosial

Koreksi Pencatatan Aset Tetap (KIB C)

3.257.375,00

Dinas Pendidikan

Koreksi Pencatatan Aset- Penyusutan Aset dari Hutang

92.400.000,00

Jumlah

1.088.775.898,34

2.070.486.674,85

Koreksi Penyusutan Aset Pada LPE

(981.710.776,51)

4. Koreksi Hutang Belanja

Koreksi Hutang Belanja sebesar Rp(584.357,00) merupakan koreksi atas
kesalahan pencatatan Hutang tahun lalu, hal ini disebabkan ketika pencairan
pembayaran hutang tahun lalu di tahun 2020 nilai pencairannya lebih besar.

Koreksi Pendapatan Retribusi

Koreksi Pendapatan Retribusi sebesar Rp(4.434.362.200,00) terdiri dari
Koreksi Piutang Retribusi IMB dan HO pada Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Perizinan Terpadu sebesar Rp4.434.304.200,00 dan Koreksi Piutang
Retribusi Pasar sebesar Rp58.000,00 pada Dinas Pedagangan dan
Perindustrian.
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6. Koreksi Ekuitas Lainnya

Koreksi Ekuitas Lainnya sebesar Rp(2.760.326.087,29) merupakan Kkoreksi
kurang pada 34 SKPD dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.111

Rincian Koreksi Ekuitas Lainnya Tahun 2020

Mutasi Aset Antar

Pencatatan BOS

No Uraian SKPD APBN Lain-Lain
1 |DINAS PENDIDIKAN 46.369.732.704,87 130.209.499.333,00 19.250.000,00
2 [DINAS KESEHATAN 12.489.505.306,67 - 54.570.967.299,00
3 [RUMAH SAKIT UMUM DAERAH 455.748.093,00 - 36.741.171.504,78
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN
4 |RUANG 263.085.000,00 - 994.247.000,00
5 [DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN 1.233.613.264,00 - 532.825.000,00
6 [DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN (125.504.022.059,17) - (1.127.122.580,21)
7 |DINAS PERHUBUNGAN 5.900.392.559,81 - 65.250.000,00
8 [DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 56.422.480,00 - 154.258.000,00
DINAS PERLINDUNGAN ANAK, PEMBERDAYAAN
9 [MASYARAKAT DAN KELUARGA 4.788.384,00 - -
10 |DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO - - 4.024.883.000,00
DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN
11 |PARIWISATA 29.558.205.521,34 - -
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
12 |SUMBER DAYA MANUSIA - - (187.280,00)
13 |SEKRETARIAT DAERAH (1.932.874.910,86) - (29.860.000,00)
14 |SEKRETARIAT DPRD 3.100.000,00 - -
15 |PPKD - (130.209.499.333,00)| (171.137.793.942,00)
16 |BADAN KEUANGAN DAERAH 2.292.863.121,67 - (1.965.017.634,00)
17 |KECAMATAN BEJI 262.816.211,00 - 899.484.000,00
18 |KECAMATAN CIMANGGIS 493.953.448,75 - 910.359.176,61
19 |KECAMATAN LIMO 128.919.600,00 - 663.202.190,00
20 |KECAMATAN PANCORAN MAS 4.124.360.993,60 - 906.806.813,02
21 |KECAMATAN SAWANGAN 10.653.018.984,82 - 1.018.503.000,00
22 |KECAMATAN SUKMAJAYA 8.297.330.200,00 - 877.881.800,00
23 |KECAMATAN TAPOS 559.406.538,12 - 1.019.863.492,00
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No Uraian Mutasi Aset Antar Pencatatan BOS Lain-Lain
SKPD APBN
24 |KECAMATAN CINERE 153.897.482,00 701.240.843,00
25 |KECAMATAN CIPAYUNG 2.088.392.245,00 894.450.325,28
26 |KECAMATAN BOJONGSARI 529.476.798,00 1.014.510.000,00
27 |KECAMATAN CILODONG 240.791.551,90 785.931.707,15
28 |SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 10.282.576,00 7.346.124.000,00
DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN
29 |PENYELAMATAN 725.771.327,93 20.560.027.268,00
30 |DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 3.238.384,00 -
31 |DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA - 300.000.000,00
DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN
32 |PERIKANAN 1.688.384,00 -
33 |DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN 44.568.000,00 105.784.830,08
34 |DINAS SOSIAL 491.527.809,55 36.392.634.100,00
Jumlah - (2.760.326.087,29)
Koreksi Ekuitas Lainnya Pada LPE (2.760.326.087,29)
G.5.6.4. EKUITAS AKHIR

Ekuitas Akhir per 31 Desember 2020 sebesar Rp14.092.737.558.731,90

didapatkan dari perhitungan berikut:

1) Ekuitas Awal Rp 12.019.319.765.666,80

2) Surplus/Defisit-LO Rp 2.083.595.188.195,83

3) Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/ Rp (10.177.395.130,71)

Kesalahan Mendasar
4) Ekuitas Akhir Rp 14.092.737.558.731,90
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BAB VI

PENJELASAN INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

G.6.1. Struktur Organisasi

Perangkat Daerah Tahun 2020 di lingkungan Pemerintah Kota Depok berdasarkan
Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang pembentukan dan
susunan perangkat daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016
Nomor 10) berjumlah 40 SKPD yang terdiri atas 18 Dinas, 3 Badan, 2 Sekretariat, 2
Kantor, 11 Kecamatan, Inspektorat Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja,
KDH/WKDH dan DPRD, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 6.1. DAFTAR PERANGKAT DAERAH

NAMA PERANGKAT DAERAH

Sekretariat Daerah

Sekretariat DPRD

Inspektorat

Dinas Pendidikan

Dinas Kesehatan

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Dinas Perumahan dan Permukiman

Satuan Polisi Pamong Praja

O @ N~ wWINF

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

=
o

. Dinas Sosial

[
[N

. Dinas Tenaga Kerja

=
N

. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan

[EnY
w

. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan

14.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

15.

Dinas Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga

16.

Dinas Perhubungan

17.

Dinas Komunikasi dan Informatika

18.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

19.

Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

20.

Dinas Koperasi dan Mikro Usaha

21.

Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata

22.

Dinas Perdagangan dan Perindustrian

23.

Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah

24.

Badan Keuangan Daerah

25.

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

26.

Kecamatan Pancoran Mas

27.

Kecamatan Beji

28.

Kecamatan Sawangan

29.

Kecamatan Sukmajaya

30.

Kecamatan Cilodong

31.

Kecamatan Cipayung

32.

Kecamatan Tapos

33.

Kecamatan Cimanggis

34.

Kecamatan Cinere

35.

Kecamatan Limo
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NAMA PERANGKAT DAERAH

36. Kecamatan Bojong Sari

37. Rumah Sakit Umum Daerah

38. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

39. KDH/WKDH

40. DPRD

Jumlah Pegawai Negeri Sipil Daerah Kota Depok Tahun 2020 adalah 6.639 orang
terdiri dari:

Tabel 6.2. Jenis Golongan dan Jumlah PNS Kota Depok Tahun 2020

No Jenis Golongan Jumlah
1 | Golongan | I/a 0 orang
I/b 2 orang
I/c 5 orang
I/d 13 orang
2 | Golongan I Il/a 38 orang
Il/b 84 orang
Il/c 407 orang
Ii/d 389 orang
3 | Golongan llI lli/a 1.201 orang
1I/b 946 orang
lli/c 909 orang
li/d 889 orang
4 | Golongan IV IV/a 1.007 orang
IV/Ib 691 orang
IVic 53 orang
vid 5 orang
Jumlah 6.639 orang

Jumlah anggota DPRD Kota Depok hasil pemilu 2019 (periode 2019-2024)

sebanyak 50, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 6.3. Jumlah Fraksi dan Anggota DPRD Kota Depok

No Nama Partai Jumlah
1 Fraksi Demokrat 5 orang
2 Fraksi Partai Keadilan Sejahtera 6 orang
3 Fraksi Partai Golkar 5 orang
4 Fraksi Partai Amanat Nasional 6 orang
5 Fraksi PDI Perjuangan 11 orang
6 Fraksi Gerindra 9 orang
7 Fraksi Persatuan Pembangunan 4 orang
8 Fraksi Hati Nurani Rakyat 2 orang
9 Fraksi Kebangkitan Bangsa 1 orang
10 | Fraksi Nasional Demokrat 1 orang
Jumlah 50 Orang

G.6.2. Informasi Sekolah di Kota Depok

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
yaitu Pasal 15 ayat 1 dan 2 serta lampiran huruf A tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan Bidang Pendidikan dalam tabel sub urusan manajemen pendidikan,
dijelaskan bahwa pengelolaan pendidikan dasar dilaksanakan oleh Pemerintah
Daerah Kabupaten/Kota sedangkan pengelolaan pendidikan menengah dilaksanakan
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G.6.3.

oleh Pemerintah Provinsi. Sehingga manajemen pengelolaan SMA dan SMK
diambil alih oleh Dinas Pendidikan pada tingkat Pemerintah Provinsi sementara
Pemerintah Kabupaten/Kota hanya menangani pengelolaan SMPN dan SDN.
Pengalihan tersebut meliputi pengalihan tenaga pendidik dan kependidikan, kas serta
Aset Tetap.

Jumlah Sekolah di Kota Depok sebanyak 272 sekolah terdiri dari Sekolah Dasar
(SD) Negeri sebanyak 246 dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri sebanyak
26 Sekolah.

Informasi Puskesmas di Kota Depok

Pemerintah Kota Depok telah menetapkan beberapa Pusat Kesehatan Masyarakat
(Puskesmas) menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada tahun 2017. Jumlah
Puskesmas yang telah menjadi BLUD sebanyak 38 Puskesmas. Jumlah dan nama Puskesmas
seluruh Kota Depok dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 6.4. Daftar Puskesmas Kota Depok Tahun 2019

NO NAMA PUSKESMAS KECAMATAN
1 UPTD PUSKESMAS PANCORAN MAS

2 UPTD PUSKESMAS DEPOK JAYA

3 UPTD PUSKESMAS RANGKAPAN JAYA PANCORANMAS
4 UPTD PUSKESMAS MAMPANG

5 UPTD PUSKESMAS SUKMAJAYA

6 UPTD PUSKESMAS ABADI JAYA

7 UPTD PUSKESMAS BAKTIJAYA SUKMAJAYA
8 UPTD PUSKESMAS PONDOK SUKMAJAYA

9 UPTD PUSKESMAS CIMANGGIS

10 UPTD PUSKESMAS TUGU

11 UPTD PUSKESMAS HARJAMUKTI

12 UPTD PUSKESMAS PASIR GUNUNG SELATAN CIMANGGIS
13 | UPTD PUSKESMAS CISALAK PASAR

14 UPTD PUSKESMAS MEKARSARI

15 | UPTD PUSKESMAS CINERE CINERE

16 | UPTD PUSKESMAS BOJONGSARI BOJONGSAR|
17 | UPTD PUSKESMAS DUREN SERIBU

18 | UPTD PUSKESMAS BEJI

19 | UPTD PUSKESMAS TANAH BARU BEJI

20 UPTD PUSKESMAS KEMIRI MUKA

21 UPTD PUSKESMAS DEPOK UTARA

22 UPTD PUSKESMAS TAPOS

23 | UPTD PUSKESMAS SUKATANI

24 UPTD PUSKESMAS JATI JAJAR TAPOS

25 | UPTD PUSKESMAS CILANGKAP

26 | UPTD PUSKESMAS CIMPAEUN

27 | UPTD PUSKESMAS SUKAMAJU BARU
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NO NAMA PUSKESMAS KECAMATAN
28 | UPTD PUSKESMAS SAWANGAN

29 | UPTD PUSKESMAS PASIR PUTIH

30 | UPTD PUSKESMAS KEDAUNG SAWANGAN
31 UPTD PUSKESMAS PENGASINAN

32| UPTD PUSKESMAS CINANGKA

33 | UPTD PUSKESMAS CIPAYUNG CIPAYUNG
34 | UPTD PUSKESMAS RATU JAYA

35 | UPTD PUSKESMAS CILODONG

36 | UPTD PUSKESMAS VILLA PERTIWI CILODONG
37 | UPTD PUSKESMAS KALI MULYA

38 | UPTD PUSKESMAS LIMO LIMO
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BAB VII
PENUTUP

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Pemerintah Kota Depok merupakan entitas

pelaporan Y18 mempunyai kewajiban menyusun dan menyampaikan laporan keuangan
dan laporan kinerja.

Laporan keuangan merupakan salah satu tindakan nyata untuk mewujudkan
transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan, yang tertuang dalam Laporan
Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan
perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan. Untuk
memberikan penjelasan dan menghindari kesalahpahaman pengguna dalam membaca
Japoran keuangan maka diperlukan Catatan atas Laporan Keuangan yang berisikan
informasi, penjelasan, daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam
Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca,
Laporan Perubahan Ekuitas dan Laporan Arus Kas. Selain itu, laporan keuangan
merupakan bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah selama satu

periode, yang menggambarkan Kinerja keuangan dari Organisasi Perangkat Daerah dan
pemerintah Kota dalam melaksanakan perencanaan yang telah ditetapkan.

Penyajian laporan keuangan Pemerintah Kota Depok pada Tahun 2020 telah
sesuai ketentuan yang berlaku yaitu menggunakan Sistem Akuntansi Berbasis Akrual.
Pengelolaan keuangan yang baik diharapkan dapat sejalan dan menjadi stimulus dalam
meraih keberhasilan dalam pencapaian tujuan, sasaran dan target kinerja yang telah
ditetapkan, yang dalam pelaksanaannya sangat ditentukan oleh komitmen dan dukungan
dari seluruh stakeholder pemerintah daerah, baik dari jajaran aparatur pemerintahan,
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta warga masyarakat pada umumnya. Sinergi dari
seluruh stakeholder ini, pada akhirnya diharapkan dapat mewujudkan pelayanan publik
yang profesional, kemandirian ekonomi masyarakat, infrastruktur dan lingkungan yang
nyaman, serta sumber daya manusia yang unggul, kreatif dan religius.

Demikian Catatan atas Laporan Keuangan ini disusun agar dapat menjelaskan
secara lengkap pos-pos laporan keuangan Pemerintah Kota Depok.

/]

WMIMAD IDRIS, M.A.




REALISASI RETRIBUSI TAHUN ANGGARAN 2020
PEMERINTAH KOTA DEPOK

LAMPIRAN 1

Retribusi diterima

Retribusi diterima

No | Kode SKPD SKPD Kode Rekening Jenis Retribusi Setoran (Rp) Tahun 2020yang Tahun 2019yang Total (Rp)
disetor Tahun 2021 | disetor Tahun 2020
(Rp) (Rp)

1 1.01.03.01 |Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1.1.2.02.01. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 105.355.000,00 105.355.000,00
Subtotal 1 105.355.000,00 - - 105.355.000,00
2 1.01.04.01 |Dinas Perumahan dan Pemukiman 1.1.2.01.11. |Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus 634.905.000,00 634.905.000,00
1.1.2.02.01. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 57.380.000,00 13.675.000,00 43.705.000,00
Subtotal 2 692.285.000,00 - 13.675.000,00 678.610.000,00
3 1.01.05.02 |Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan 1.1.2.02.01. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 2.750.000,00 2.750.000,00
1.1.2.01.08.  |Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran 292.504.000,00 292.504.000,00
Subtotal 3 295.254.000,00 - - 295.254.000,00
4 1.02.03.01 |Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan 1.1.2.02.08. Retribusi Rumah Potong Hewan ( RPH ) 675.640.000,00 675.640.000,00
Subtotal 4 675.640.000,00 - - 675.640.000,00
5 1.02.05.01 |Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan 1.1.2.01.02.  |Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan 5.599.711.700,00 5.599.711.700,00
1.1.2.01.04. |Retribusi Pelayanan Pemakaman & Pengabuan Mayat 1.044.525.000,00 1.044.525.000,00
1.1.2.01.04. |Retribusi Pelayanan Laboratorium Lingkungan 11.631.500,00 11.631.500,00
Subtotal 5 6.655.868.200,00 - - 6.655.868.200,00
6 1.02.09.01 |Dinas Perhubungan 1.1.2.01.07. |Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor ( PKB ) 1.096.713.400,00 1.977.400,00 1.094.736.000,00
1.1.2.02.04. Retribusi Terminal 660.354.000,00 8.705.000,00 4.815.000,00 664.244.000,00
1.1.2.02.05. Retribusi Tempat Khusus Parkir 304.636.000,00 540.000,00 1.500.000,00 303.676.000,00
1.1.2.03.04. Retribusi Izin Trayek 37.728.000,00 37.728.000,00
Subtotal 6 2.099.431.400,00 9.245.000,00 8.292.400,00 2.100.384.000,00
7 1.02.12.01 |Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu| 1.1.2.03.01. |Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) 22.221.637.200,00 22.221.637.200,00
1.1.2.03.06. |Retribusi Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA) 496.156.000,00 496.156.000,00
1.1.2.01.13. |Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi 357.938.100,00 357.938.100,00
Subtotal 7 23.075.731.300,00 - - 23.075.731.300,00
8 1.02.13.01 |Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata 1.1.2.02.01. |Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 22.000.000,00 22.000.000,00
Subtotal 8 22.000.000,00 - - 22.000.000,00
9 2.01.06.01 |Dinas Perindustrian dan Perdagangan 1.1.2.01.06. |Retribusi Pelayanan Pasar 3.674.716.000,00 3.674.716.000,00
1.1.2.01.14. [Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang 158.315.500,00 158.315.500,00
Subtotal 9 3.833.031.500,00 - - 3.833.031.500,00
10 | 3.01.01.02 |Badan Keuangan Daerah 1.1.2.02.01. |Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 741.137.839,00 741.137.839,00
Subtotal 10 741.137.839,00 - - 741.137.839,00
Total 38.195.734.239,00 9.245.000,00 21.967.400,00 38.183.011.839,00




Lampiran 2

LRA BELANJA PEGAWAI
PEMERINTAH KOTA DEPOK
TAHUN ANGGARAN 2020
elanja Pegawai
Tambahan
LS OPD Gaji dan T F Belanja DPROKDH | | . vt Pungut Pajak '"s;'e‘:irfi::s’;g“' . m:zgfkh::";;jekm H PNSD | H NonPNSD | UangLembur | HonorariumBOS | Honorarium BLUD
Lainnya

1 |DINAS PENDIDIKAN 325.416.820.303,00 74.520.314.999,00 - - - - - 72.750,650.000,00 4897000000 |  21565.450.200,00 -
2 [DINAS KESEHATAN 40.979.740.478,00 43.637.831.482,00 - - - - - 2301247719500 | 7.269.441.000,00 . 15.646.394.893,00
3 |RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) 15.089.097.232,00 16.968.866.646,00 - - - - - 204.788.049,00 - - 12.124.429.640,00
4 |DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 6.109.993.743,00 9.422.697.094,00 - - - - - 1461546815500 | 1.177.783.018,00 . -
5 |DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN 4.159.416.582,00 6.838.125.968,00 - - - 31.039.010,00 - 552911550000 | 183.864.000,00 . -
6 |SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 4.386.653.654,00 7.078.326.237,00 - - - 103.845.000,00 - 10.416.245.767,00 80.380.000,00 - -
7 |DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN 5.923.292.564,00 9.340.419.795,00 - - - 13.750.000,00 - 825759000000 |  263509.162,00 . -
8 |DINAS SOSIAL 2307.578.673,00 3915.001.150,00 - - - - - 2.677.481.800,00 - - -
9 [DINAS TENAGA KERJA 2525,678.096,00 4.073.101.234,00 - - - - - 458.650.000,00 14.835.000,00 . -
10 gmi;f&;g““““ ANAK, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 2812.233.556,00 4,891590.790,00 - - - - - 10.876.760.000,00 7.000.00000 - -
11 |DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN 3.380.978.401,00 5.758.949.701,00 - - - 33.550.000,00 - 1.935.903.600,00 15.673.000,00 - -
12 |DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN 4708.938.359,00 7.549.523.595,00 - - - 279.140.000,00 - 65.671672.982,00 | 4.270.090.400,00 - -
13 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 5.817.493.774,00 7.929.208.716,00 - - - - - 1538.750.00000 | 159.464.000,00 . -
14 |DINAS PERHUBUNGAN 7.007.839.150,00 10.222.051.835,00 - - - 47.227.375,00 - 1381258000000 | 278.927.000,00 . -
15 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2617.287.282,00 4772.689.659,00 - - - - - 2.907.413.467,00 98.590.000,00 . -
16 |DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO 2.092.887.965,00 3568.828.915,00 - - - - - 1.314.270.000,00 9.630.000,00 . -
17 Emﬁ PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU 4.116.533.735,00 7.628.195.727,00 - - - 1096.211.733,00 - 1422.022.500,00 - - -
18 |DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 2175.143.557,00 3728.031.842,00 - - - 2.000.000,00 - 898.500.000,00 12.922.000,00 - -
19 |DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 2281.749.961,00 3.847.486.408,00 - - - - - 1467.750.00000 | 105.144.000,00 - -
20 |DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN 4427.504.710,00 7.241.062.175,00 - - - 163.153.875,00 - 5.648.865.953,00 11.270.000,00 - -
21 |PPKD - - - - - - - - - - -
22 |INSPEKTORAT DAERAH 3.094.273.432,00 6.692.310.566,00 - - - - - 261.060.000,00 57.170.000,00 . -
23 |BADAN KEUANGAN DAERAH 34.718.924.902,00 10.531.133.017,00 - 935.278.491,00 - 23.167.338.492,00 - 1939.805.50000 | 236.108.750,00 . -




elanja Pegawai

Tambahan
No. ORD Gajidan Ti F Be'“"j:vf(’::[’ KDH | | sentif Pungut Pajak '"5;:::::;9“' . m:es:f'i’::i";:jekm PNSD NonPNSD |  Uang Lembur BOS BLUD
Lainnya
2 géggg;:ﬁﬁgiﬁ%ﬁﬁzﬁ“"BANGUNAN DAN PENELITIAN 3.010.347.549,00 6.479.455.403,00 ; : : : . 724.010.000,00 26.762.000,00 . .
” mﬁﬁ; gEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA 7464.401456.00 0257926 419,00 ] ] . . . 425.953.000.00 49.146.00000 . ;
26 [DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 14.595.218.211,00 ; 18.188.505.000,00 : : : . . : . .
27 |KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH 145.247.360,00 . 1.466.561.200,00 : : : ; . . . .
28 |SEKRETARIAT DAERAH 10.976.806.352,00 20479.364.173,00 . : . 825.197.268,00 . 1045479840000 | 10016400000 . .
29 |SEKRETARIAT DPRD 3.357.260.356,00 4758.086.334,00 . : : : ; 178220293000 | 282.250.00000 . ;
30 |KECAMATAN BEI 4.159.150.162,00 6.362.311.848,00 . : : 87.637.604,00 ; 3.089.250.000,00 436800000 . ;
31 |KECAMATAN CIMANGGIS 4.091595.384,00 6.563.285.265,00 - : : 119.681.689,00 . 3.782.120.000,00 18.938.000,00 . .
32 [KECAMATAN LIMO 3.238.150.490,00 5.045.888.788,00 . : : 2012044000 ; 1,888.960.000,00 5.958.000,00 . ;
33 |KECAMATAN PANCORAN MAS 4.121.483.554,00 6.443.007.650,00 ; : : 72.589.288,00 . 3.524.167.500,00 27.944.000,00 . .
34 |KECAMATAN SAWANGAN 4.114.705.102,00 6.444.423.986,00 . : : 39.661.997,00 ; 3.369.390.000,00 13.790.000,00 . ;
35 |KECAMATAN SUKMAJAYA 4.105.255.037,00 6.314.433.918,00 - : : 51.288.866,00 . 4.082.985.000,00 29.552.000,00 . .
36 |[KECAMATAN TAPOS 4.243.999.990,00 6.761.947.226,00 . : : 90.585.387,00 ; 3.610.885.000,00 38.031.000,00 . ;
37 |KECAMATAN CINERE 3.026.576.027,00 4737.179.789,00 . : : 72.971.058,00 . 2.054.440.000,00 39.420.000,00 . .
38 [KECAMATAN CIPAYUNG 3.476.755.465,00 5.440.664.666,00 ; : : 13.120.321,00 ; 2.904.657.000,00 12.816.000,00 ; .
39 |KECAMATAN BOJONGSARI 4423.471517,00 6.995.532.694,00 . . : 26.788.564,00 . 2.757.985.000,00 8.888.000,00 . .
40 |KECAMATAN CILODONG 3.343.178.943,00 5.388.535.126,00 ; : : 40.564.690,00 ; 2.898.790.000,00 14.294.000,00 ; .
41 |KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 999.206.308,00 1.546.508.402,00 . . : : . 638.250.000,00 31.986.000,00 . .
JUMLAH 569.042.578.372,00 369.174.299.238,00 19.655.066.200,00 935.278.491,00 . 26.406.462.657,00 . 296.106.664.298,00 | 15.005.078.330,00 |  21.565.450.200,00 |  27.770.824.533,00




LRA BELANJA BARANG DAN JASA

Lampiran 3

PEMERINTAH KOTA DEPOK
TAHUN ANGGARAN 2020
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3 |KECAMATAN CPAYUNG
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Lampiran 4

LRA BELANJA MODAL
PEMERINTAH KOTA DEPOK
PER 31 DESEMBER 2020
No. OPD Belanja Modal
Tanah Peralatan Mesin Gedung Bangunan Jalan Irigasi Jaringan Aset Tetap Lainnya

1 |DINAS PENDIDIKAN 12.566.694.100,00 8.844.089.210,00 27.930.439.250,00
2 |DINAS KESEHATAN 6.777.022.021,00 24.970.000,00 39.165.500,00 4.069.439.027,00
3 |RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) 28.017.899.338,00 3.779.370.449,00
4 |DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 26.496.272.400,00 750.000,00 188.248.667.838,00

5 |DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN 106.762.821.955,00 657.394.000,00 218.188.901.703,00 24.496.178.660,00

6 |SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 120.380.000,00 118.290.000,00

7 |DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN 1.957.511.000,00

8 |DINAS SOSIAL

9 |DINAS TENAGA KERJA 345.775.000,00

10 ggﬁ\i;&iﬁl{g&UNGAN ANAK, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 178.826.300,00 70.000.000,00

11 |DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN 183.348.700,00 29.300.000,00 44.400.000,00

12 [DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN 5.406.408.784,00 12.591.500.329,00 1.120.772.000,00 264.206.000,00
13 |DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 1.864.737.800,00 184.273.500,00

14 | DINAS PERHUBUNGAN 1.468.463.500,00 53.751.000,00 993.860.203,00

15 [DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 3.323.680.000,00

16 [DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO

17 gllrl:‘lé\a PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU 267.657.500,00 19.986.120,00

18 |DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 264.573.400,00 315.639.000,00 15.865.000,00 116.504.000,00
19 [DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 44.000.063,00 198.001.158,00
20 |DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN 678.788.000,00 2.823.366.000,00

21 |INSPEKTORAT DAERAH 321.900.800,00

22 |BADAN KEUANGAN DAERAH 134.285.000,00 186.000.000,00

2 géﬂgﬁ;gﬁsggﬁl\éﬁl\éiﬁMBANGUNAN DAN PENELITIAN 110470.727,00

2% ,\BA/Z%/EEIIZEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA 152.973.250,00

25 |SEKRETARIAT DAERAH 2.899.974.000,00 147.000.000,00

26 |SEKRETARIAT DPRD 3.042.904.896,00 10.766.000,00

27 |KECAMATAN BEJI 411.802.000,00

28 |KECAMATAN CIMANGGIS 422.879.600,00

29 [KECAMATAN LIMO 138.099.000,00 127.000.000,00

30 |KECAMATAN PANCORAN MAS 468.765.500,00

31 |KECAMATAN SAWANGAN 580.157.800,00

32 |KECAMATAN SUKMAJAYA 533.546.000,00

33 |KECAMATAN TAPOS 657.634.200,00 87.408.568,00

34 |KECAMATAN CINERE 287.498.500,00

35 |KECAMATAN CIPAYUNG 502.276.500,00

36 |KECAMATAN BOJONGSARI 515.221.500,00

37 |KECAMATAN CILODONG 431.663.000,00 856.455.393,00

38 |KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 63.625.000,00

JUMLAH 106.762.821.955,00 102.295.109.179,00 243.450.816.862,00 216.187.539.162,00 36.357.959.884,00




REKAPITULASI SISA DANA BOS SD NEGERI KOTA DEPOK TAHUN 2020

DINAS PENDIDIKAN KOTA DEPOK

LAMPIRAN 5.1

Pendapatan Belanja Saldo Akhir *
No Nama Sekolah Saldo Awal Bend 17 Saldo Akhir
BOS APBN Kemendikbud Dana Ujian | Pendapatan Bunga Jumlah Pegawai Barang dan Jasa Modal Modal (BOS Kinerja) Jumlah Rekening Koran Tunai Total

1 2 3 4 5 6 7 8=4+5+6+7 9 10 11 12 13=9+10+11+12 14 15=3+8-13-14 16 17 18

A |upT Beji

1 |SD NEGERIBEJI 2 274.590.000,00 - - 109.178,00 274.699.178,00 50.000.000,00 163.168.400,00 54.731.600,00 267.900.000,00 6.799.178,00 1.999.178,00 4.800.000,00 6.799.178,00
2 [SD NEGERIBEJI 3 664.380.000,00 - - 737.201,00 665.117.201,00 123.850.000,00 395.123.702,00 125.731.780,00 644.705.482,00 20.411.719,00 11.192.232,00 9.219.487,00 20.411.719,00
3 [SD NEGERIBEJI 4 357.390.000,00 - - 137.561,00 357.527.561,00 67.800.000,00 203.143.000,00 73.757.000,00 344.700.000,00 12.827.561,00 12.827.561,00 - 12.827.561,00
4 |SD NEGERI BEJI 5 389.610.000,00 - - 196.183,00 389.806.183,00 89.400.000,00 221.370.000,00 78.840.000,00 389.610.000,00 196.183,00 196.183,00 - 196.183,00
5 [SD NEGERI BEJI 6 397.800.000,00 - - 265.677,00 398.065.677,00 93.100.000,00 232.079.400,00 72.620.500,00 397.799.900,00 265.777,00 265.777,00 - 265.777,00
6 [SD NEGERI BEJI 7 376.380.000,00 - - 337.085,00 376.717.085,00 99.450.000,00 212.617.000,00 64.313.000,00 376.380.000,00 337.085,00 286.138,00 50.947,00 337.085,00
7 _[SD NEGERIBEJI 8 - - - 32.574,00 32.574,00 - - - - 32.574,00 - 32.574,00 32.574,00
8 [SD NEGERI BEJI TIMUR 1 411.120.000,00 - - 248.055,00 411.368.055,00 68.200.000,00 243.564.365,00 82.040.300,00 393.804.665,00 17.563.390,00 17.315.165,00 248.225,00 17.563.390,00
9 [SD NEGERI BEJI TIMUR 2 500.760.000,00 - - 555.560,00 501.315.560,00 45.800.000,00 360.918.637,00 65.838.809,00 472.557.446,00 28.758.114,00 28.755.560,00 2.554,00 28.758.114,00
10 [SD NEGERI BEJI TIMUR 3 333.540.000,00 - - 228.469,00 333.768.469,00 47.600.000,00 218.800.000,00 67.140.000,00 333.540.000,00 228.469,00 228.469,00 - 228.469,00
11 [SD NEGERI KEMIRIMUKA 1 320.940.000,00 - - 314.402,00 321.254.402,00 94.250.000,00 145.092.600,00 62.847.400,00 302.190.000,00 19.064.402,00 19.064.402,00 - 19.064.402,00
12 [SD NEGERI KEMIRIMUKA 2 421.290.000,00 - - 188.374,00 421.478.374,00 132.600.000,00 186.496.590,00 102.178.900,00 421.275.490,00 202.884,00 202.884,00 - 202.884,00
13 [SD NEGERI KEMIRIMUKA 3 397.080.000,00 - - 217.483,00 397.297.483,00 79.600.000,00 224.309.821,00 80.820.000,00 384.729.821,00 12.567.662,00 12.567.483,00 179,00 12.567.662,00
14 [SD NEGERI KERAMAT BEJI 275.940.000,00 - - 119.770,00 276.059.770,00 68.500.000,00 133.118.506,00 58.385.000,00 260.003.506,00 16.056.264,00 3.297.816,00 12.758.448,00 16.056.264,00
15 [SD NEGERI KUKUSAN 385.290.000,00 - - 118.478,00 385.408.478,00 41.800.000,00 292.918.800,00 50.571.200,00 385.290.000,00 118.478,00 118.478,00 - 118.478,00
16 [SD NEGERI PONDOKCINA 1 356.490.000,00 - - 126.251,00 356.616.251,00 58.750.000,00 231.452.699,00 66.194.000,00 356.396.699,00 219.552,00 80.849,00 138.703,00 219.552,00
17 [SD NEGERI PONDOKCINA 2 323.280.000,00 - - 201.263,00 323.481.263,00 36.000.000,00 230.732.700,00 56.547.300,00 323.280.000,00 201.263,00 93.883,00 107.380,00 201.263,00
18 [SD NEGERI PONDOKCINA 3 260.820.000,00 - - 73.820,00 260.893.820,00 39.600.000,00 168.839.740,00 52.380.000,00 260.819.740,00 74.080,00 73.820,00 260,00 74.080,00
20 |SD NEGERI PONDOKCINA 5 184.320.000,00 - - 64.123,00 184.384.123,00 56.500.000,00 95.703.400,00 32.116.600,00 184.320.000,00 64.123,00 64.123,00 - 64.123,00
21 |SD NEGERITANAH BARU 1 395.010.000,00 - - 239.270,00 395.249.270,00 28.800.000,00 253.025.500,00 53.984.500,00 335.810.000,00 59.439.270,00 59.439.270,00 - 59.439.270,00
22 |SD NEGERITANAH BARU 2 769.860.000,00 - - 216.498,00 770.076.498,00 86.400.000,00 616.750.010,00 66.708.000,00 769.858.010,00 218.488,00 216.498,00 1.990,00 218.488,00
23 |SD NEGERI TANAH BARU 3 537.390.000,00 - - 175.250,00 537.565.250,00 43.200.000,00 430.795.627,00 63.392.000,00 537.387.627,00 177.623,00 175.250,00 2.373,00 177.623,00
A otal Kecamatan Be 80.000,00 4.90 00 8.18 00 451.200.000,00 60.020.497,00 4 889,00 8.142.358 0 95.824.139,00 68.461.019,00 63.120,00 95.824.139,00
B |UPT Kecamatan Cimanggis

1 |SD NEGERI CISALAK PASAR 1 576.540.000,00 - - 240.393,00 576.780.393,00 124.000.000,00 341.509.261,00 103.586.000,00 569.095.261,00 7.685.132,00 7.677.847,00 7.285,00 7.685.132,00
2 [SD NEGERI CISALAK PASAR 3 318.960.000,00 - - 200.061,00 319.160.061,00 64.800.000,00 194.159.771,00 60.000.000,00 318.959.771,00 200.290,00 200.061,00 229,00 200.290,00
3 [SD NEGERI CURUG 2 549.360.000,00 - - 315.810,00 549.675.810,00 88.250.000,00 351.130.000,00 109.980.000,00 549.360.000,00 315.810,00 - 315.810,00 315.810,00
4 [SD NEGERI CURUG 3 359.640.000,00 - - 188.690,00 359.828.690,00 52.950.000,00 233.790.000,00 72.900.000,00 359.640.000,00 188.690,00 100.482,00 88.208,00 188.690,00
5 [SD NEGERI CURUG 4 419.670.000,00 - - 319.008,00 419.989.008,00 64.000.000,00 267.200.000,00 82.800.000,00 414.000.000,00 5.989.008,00 107.008,00 5.882.000,00 5.989.008,00
6 |SD NEGERI CURUG 5 588.510.000,00 - - 306.651,00 588.816.651,00 52.950.000,00 418.862.200,00 116.487.700,00 588.299.900,00 516.751,00 316.651,00 200.100,00 516.751,00
7 __[SD NEGERI HARJAMUKTI 1 313.740.000,00 - - 188.791,00 313.928.791,00 50.400.000,00 200.160.000,00 62.640.000,00 313.200.000,00 728.791,00 734.818,00 (6.027,00) 728.791,00
8 [SD NEGERI HARJAMUKTI 2 339.300.000,00 - - 169.249,00 339.469.249,00 79.650.000,00 204.979.000,00 54.671.000,00 339.300.000,00 169.249,00 66.067,00 103.182,00 169.249,00
9 [SD NEGERI HARJAMUKTI 3 642.780.000,00 - - 343.819,00 643.123.819,00 110.550.000,00 402.810.000,00 128.340.000,00 641.700.000,00 1.423.819,00 1.399.976,00 23.843,00 1.423.819,00
10 [SD NEGERI HARJAMUKTI 4 - - - 69.587,00 69.587,00 - - - - 69.587,00 - 69.587,00 69.587,00
11 [SD NEGERI HARJAMUKTI 5 - - - 6.027,00 6.027,00 - - - - 6.027,00 - 6.027,00 6.027,00
12 [SD NEGERI MEKARSARI 1 362.970.000,00 - - 276.724,00 363.246.724,00 31.350.000,00 255.869.169,00 75.665.000,00 362.884.169,00 362.555,00 276.994,00 85.561,00 362.555,00
13 [SD NEGERI MEKARSARI 2 470.160.000,00 - - 253.775,00 470.413.775,00 79.650.000,00 295.830.000,00 94.680.000,00 470.160.000,00 253.775,00 - 253.775,00 253.775,00
14 [SD NEGERI MEKARSARI 3 460.620.000,00 - - 326.369,00 460.946.369,00 76.400.000,00 293.531.555,00 86.107.000,00 456.038.555,00 4.907.814,00 4.664.595,00 243.219,00 4.907.814,00
15 [SD NEGERI MEKARSARI 5 500.400.000,00 - - 219.552,00 500.619.552,00 104.950.000,00 299.549.975,00 95.900.000,00 500.399.975,00 219.577,00 219.577,00 - 219.577,00
16 [SD NEGERI MEKARSARI 6 379.800.000,00 - - 195.020,00 379.995.020,00 72.000.000,00 230.677.266,00 77.040.000,00 379.717.266,00 277.754,00 195.020,00 82.734,00 277.754,00
17 [SD NEGERI PALSIGUNUNG - - - 44.580,00 44.580,00 - - - - 44.580,00 - 44.580,00 44.580,00
18 [SD NEGERI PASIRGUNUNG SELATAN 1 655.470.000,00 - - 376.782,00 655.846.782,00 7.200.000,00 512.106.500,00 136.163.500,00 655.470.000,00 376.782,00 376.782,00 - 376.782,00
19 [SD NEGERI PASIRGUNUNG SELATAN 3 339.480.000,00 - - 171.510,00 339.651.510,00 33.000.000,00 237.855.054,00 68.622.600,00 339.477.654,00 173.856,00 134.657,00 39.199,00 173.856,00
20 |SD NEGERI SUKATANI 1 413.730.000,00 - - 216.245,00 413.946.245,00 88.250.000,00 252.280.200,00 73.199.800,00 413.730.000,00 216.245,00 59.245,00 157.000,00 216.245,00
21 |SD NEGERITUGU 1 803.700.000,00 - - 529.558,00 804.229.558,00 13.000.000,00 660.483.538,00 128.563.500,00 802.047.038,00 2.182.520,00 2.182.520,00 - 2.182.520,00
22 |SD NEGERITUGU 3 799.200.000,00 - - 550.686,00 799.750.686,00 122.350.000,00 515.072.680,00 161.580.500,00 799.003.180,00 747.506,00 448.415,00 299.091,00 747.506,00
23 |SD NEGERITUGU 4 766.890.000,00 - - 221.416,00 767.111.416,00 184.150.000,00 426.147.467,00 156.240.000,00 766.537.467,00 573.949,00 618.529,00 (44.580,00) 573.949,00
24 |SD NEGERITUGU 6 376.110.000,00 - - 228.541,00 376.338.541,00 73.850.000,00 226.660.000,00 75.600.000,00 376.110.000,00 228.541,00 228.541,00 - 228.541,00
25 |SD NEGERITUGU 7 384.840.000,00 - - 185.235,00 385.025.235,00 50.400.000,00 255.922.315,00 77.940.000,00 384.262.315,00 762.920,00 762.735,00 185,00 762.920,00
26 _|SD NEGERITUGU 8 360.540.000,00 - - 202.645,00 360.742.645,00 95.450.000,00 192.550.000,00 72.540.000,00 360.540.000,00 202.645,00 202.645,00 - 202.645,00
27 |SD NEGERITUGU 9 - - - 57.244,00 57.244,00 - - - - 57.244,00 - 57.244,00 57.244,00
28 |SD NEGERITUGU 10 371.070.000,00 - - 191.223,00 371.261.223,00 66.000.000,00 229.830.000,00 75.240.000,00 371.070.000,00 191.223,00 23,00 191.200,00 191.223,00
29 |SD NEGERITUGU 11 324.000.000,00 - - 194.478,00 324.194.478,00 83.600.000,00 173.980.000,00 66.420.000,00 324.000.000,00 194.478,00 194.478,00 - 194.478,00
B otal Keca gg 877.480.000,00 6.789 00 884.269.669,00 869.150.000,00 672.945.951,00 906.600,00 855.00 00 9.267.118,00 67.666,00 8.099.452,00 9.267.118,00
C |upT Limo

1 |SDN GROGOL 1 325.620.000,00 - - 130.990,00 325.750.990,00 54.100.000,00 204.635.100,00 65.340.000,00 324.075.100,00 1.675.890,00 1.675.890,00 - 1.675.890,00
2 [SDN GROGOL 2 569.700.000,00 - - 208.517,00 569.908.517,00 96.550.000,00 351.510.000,00 116.640.000,00 564.700.000,00 5.208.517,00 5.208.517,00 - 5.208.517,00
3 [SDN GROGOL 3 378.540.000,00 - - 193.591,00 378.733.591,00 69.200.000,00 232.660.000,00 76.676.700,00 378.536.700,00 196.891,00 196.891,00 - 196.891,00
4 |SDN KRUKUT 1 558.090.000,00 - - 162.399,00 558.252.399,00 117.600.000,00 372.417.800,00 68.040.000,00 558.057.800,00 194.599,00 194.599,00 - 194.599,00
5 [SDN KRUKUT 2 314.010.000,00 - - 91.532,00 314.101.532,00 64.800.000,00 185.490.000,00 63.720.000,00 314.010.000,00 91.532,00 91.532,00 - 91.532,00
6 [SDN KRUKUT 3 140.220.000,00 - - 135.890,00 140.355.890,00 37.200.000,00 49.828.027,00 35.367.000,00 122.395.027,00 17.960.863,00 3.172.390,00 14.788.473,00 17.960.863,00
7 [SDN LIMO 1 555.120.000,00 - - 330.838,00 555.450.838,00 88.400.000,00 377.260.800,00 89.105.400,00 554.766.200,00 684.638,00 289.102,00 395.536,00 684.638,00
8 [SDNLIMO2 601.200.000,00 - - 596.255,00 601.796.255,00 95.400.000,00 383.911.000,00 121.860.000,00 601.171.000,00 625.255,00 - 625.255,00 625.255,00




Pendapatan Belanja Saldo Akhir *
No Nama Sekolah Saldo Awal Bend 17 Saldo Akhir
BOS APBN Kemendikbud Dana Ujian | Pendapatan Bunga Jumlah Pegawai Barang dan Jasa Modal Modal (BOS Kinerja) Jumlah Rekening Koran Tunai Total

1 2 3 4 5 6 7 8=4+5+6+7 9 10 11 12 13=9+10+11+12 14 15=3+8-13-14 16 17 18

9 [SDNLIMO3 508.320.000,00 - - 231.198,00 508.551.198,00 69.600.000,00 346.429.100,00 92.290.900,00 508.320.000,00 231.198,00 231.198,00 - 231.198,00
10 [SDN MERUYUNG 681.480.000,00 - - 583.370,00 682.063.370,00 114.500.000,00 482.845.500,00 72.827.100,00 670.172.600,00 11.890.770,00 11.890.770,00 - 11.890.770,00

otal Kecamata 0 632.300.000,00 0 807.350.000,00 986.98 00 801.867.100,00 4.596.204.427,00 8.760 00 950.889,00 09.264,00 8.760 00

D [UPT Kecamatan Pancoran Mas

1 |UPTD SDN ANYELIR 1 658.260.000,00 - - 528.323,00 658.788.323,00 69.387.500,00 423.184.300,00 132.300.000,00 624.871.800,00 33.916.523,00 528.323,00 33.388.200,00 33.916.523,00
2 [UPTD SDN ANYELIR 2 497.700.000,00 - - 349.236,00 498.049.236,00 77.550.000,00 318.232.500,00 101.917.500,00 497.700.000,00 349.236,00 349.236,00 - 349.236,00
3 [UPTD SDN BEJI 1 374.040.000,00 - - 88.283,00 374.128.283,00 88.800.000,00 221.774.500,00 63.465.500,00 374.040.000,00 88.283,00 283,00 88.000,00 88.283,00
4 |UPTD SDN DEPOK 1 766.530.000,00 - - 169.200,00 766.699.200,00 168.750.000,00 518.097.814,00 79.670.000,00 766.517.814,00 181.386,00 78.202,00 103.184,00 181.386,00
5 [UPTD SDN DEPOK 2 551.790.000,00 - - 854.313,00 552.644.313,00 54.800.000,00 418.882.400,00 78.107.587,00 551.789.987,00 854.326,00 854.326,00 - 854.326,00
6 [UPTD SDN DEPOK 4 483.930.000,00 - - 612.342,00 484.542.342,00 79.500.000,00 304.023.500,00 100.406.500,00 483.930.000,00 612.342,00 - 612.342,00 612.342,00
7 _|UPTD SDN DEPOK 5 186.120.000,00 - - 172.762,00 186.292.762,00 59.700.000,00 70.846.700,00 38.753.300,00 169.300.000,00 16.992.762,00 16.992.762,00 - 16.992.762,00
8 [UPTD SDN DEPOK 6 417.780.000,00 - - 401.266,00 418.181.266,00 21.600.000,00 309.239.000,00 86.941.000,00 417.780.000,00 401.266,00 401.266,00 - 401.266,00
9 [UPTD SDN DEPOK BARU 1 484.920.000,00 - - 345.352,00 485.265.352,00 126.000.000,00 269.982.000,00 88.938.000,00 484.920.000,00 345.352,00 167.676,00 177.676,00 345.352,00
10 [UPTD SDN DEPOK BARU 2 424.170.000,00 - - 243.160,00 424.413.160,00 60.000.000,00 291.220.000,00 67.824.000,00 419.044.000,00 5.369.160,00 513.160,00 4.856.000,00 5.369.160,00
11 [UPTD SDN DEPOK BARU 3 667.260.000,00 - - 552.388,00 667.812.388,00 98.400.000,00 439.526.600,00 129.333.400,00 667.260.000,00 552.388,00 473.934,00 78.454,00 552.388,00
12 [UPTD SDN DEPOK BARU 4 - - - 35.258,00 35.258,00 - - - - 35.258,00 - 35.258,00 35.258,00
13 [UPTD SDN DEPOK BARU 5 188.190.000,00 - - - 188.190.000,00 21.600.000,00 111.661.400,00 54.928.600,00 188.190.000,00 - - - -
14 [UPTD SDN DEPOK BARU 7 - - - 19.515,00 19.515,00 - - - - 19.515,00 | - 19.515,00 19.515,00
15 [UPTD SDN DEPOK BARU 8 119.070.000,00 - - 31.619,00 119.101.619,00 15.750.000,00 79.215.400,00 24.104.600,00 119.070.000,00 31.619,00 31.619,00 - 31.619,00
16 [UPTD SDN DEPOK JAYA 1 610.920.000,00 - - 208.642,00 611.128.642,00 81.600.000,00 344.946.290,00 104.397.500,00 530.943.790,00 80.184.852,00 - 80.184.852,00 80.184.852,00
17 [UPTD SDN DEPOK JAYA 5 156.960.000,00 - - 20.099,00 156.980.099,00 14.400.000,00 116.616.800,00 25.943.200,00 156.960.000,00 20.099,00 20.099,00 - 20.099,00
18 [UPTD SDN MAMPANG 1 753.480.000,00 - - 497.759,00 753.977.759,00 105.714.000,00 511.848.000,00 135.918.000,00 753.480.000,00 497.759,00 497.759,00 - 497.759,00
19 [UPTD SDN MAMPANG 2 491.400.000,00 - - 264.640,00 491.664.640,00 114.950.000,00 297.218.838,00 70.722.300,00 482.891.138,00 8.773.502,00 197.208,00 8.576.294,00 8.773.502,00
20 |UPTD SDN MAMPANG 3 579.960.000,00 - - 275.877,00 580.235.877,00 153.000.000,00 334.518.200,00 87.181.800,00 574.700.000,00 5.535.877,00 5.135.877,00 400.000,00 5.535.877,00
21 |UPTD SDN PANCORANMAS 1 405.270.000,00 - - 167.300,00 405.437.300,00 70.800.000,00 253.325.130,00 80.851.500,00 404.976.630,00 460.670,00 167.300,00 293.370,00 460.670,00
22 |UPTD SDN PANCORANMAS 2 - - - 33.002,00 33.002,00 - - - - 33.002,00 | - - -
23 |UPTD SDN PANCORANMAS 3 784.530.000,00 - - 404.291,00 784.934.291,00 152.750.000,00 517.140.385,00 114.531.500,00 784.421.885,00 512.406,00 451.995,00 60.411,00 512.406,00
24 |UPTD SDN PANCORANMAS 5 - - - 10.213,00 10.213,00 - - - - 10.213,00 | - - -
25 |UPTD SDN PANCORANMAS 6 - - - 15.791,00 15.791,00 - - - - 15.791,00 | - - -
26 |UPTD SDN PARUNG BINGUNG 1 792.270.000,00 - - 172.858,00 792.442.858,00 102.600.000,00 507.384.400,00 157.792.600,00 767.777.000,00 24.665.858,00 519.524,00 24.146.334,00 24.665.858,00
27 |UPTD SDN PARUNG BINGUNG 2 - - - - - - - - - - - -
28 |UPTD SDN PITARA 1 450.540.000,00 - - 106.247,00 450.646.247,00 98.450.000,00 261.550.000,00 90.000.000,00 450.000.000,00 646.247,00 646.247,00 - 646.247,00
29 |UPTD SDN PITARA 2 528.570.000,00 - - 756.195,00 529.326.195,00 89.350.000,00 335.812.000,00 103.407.500,00 528.569.500,00 756.695,00 756.195,00 500,00 756.695,00
30 |UPTD SDN RANGKAPAN JAYA 734.670.000,00 - - 706.118,00 735.376.118,00 135.626.000,00 450.003.600,00 149.040.400,00 734.670.000,00 706.118,00 - 706.118,00 706.118,00
31 |UPTD SDN RANGKAPAN JAYA BARU 609.840.000,00 - - 417.811,00 610.257.811,00 184.750.000,00 342.906.700,00 82.054.300,00 609.711.000,00 546.811,00 546.811,00 - 546.811,00
32 |UPTD SDN RAWADENOK 415.530.000,00 - - 124.959,00 415.654.959,00 68.400.000,00 263.387.200,00 82.742.400,00 414.529.600,00 1.125.359,00 74.080,00 1.051.279,00 1.125.359,00
D Total Kecamatan Pancora 00.000,00 8 9,00 42.284.819,00 4 00,00 8 43.657,00 987,00 958.044.144,00 84.240.675,00 9.403.882,00 4 87,00 84.181.669,00
E_[UPT

1 |SDN BEDAHAN 1 516.510.000,00 - - 716.992,00 517.226.992,00 97.400.000,00 314.350.000,00 104.760.000,00 516.510.000,00 716.992,00 716.992,00 - 716.992,00
2 [SDN BEDAHAN 2 358.560.000,00 - - 124.285,00 358.684.285,00 45.750.000,00 223.035.000,00 89.775.000,00 358.560.000,00 124.285,00 124.285,00 - 124.285,00
3 [SDN BEDAHAN 3 172.530.000,00 - - 37.235,00 172.567.235,00 42.200.000,00 95.770.000,00 34.560.000,00 172.530.000,00 37.235,00 37.235,00 - 37.235,00
4 |SDN BEDAHAN 4 278.370.000,00 - - 306.525,00 278.676.525,00 49.650.000,00 174.033.600,00 40.916.400,00 264.600.000,00 14.076.525,00 14.076.525,00 - 14.076.525,00
5 [SDN CINANGKA 1 196.380.000,00 - - 126.971,00 196.506.971,00 64.250.000,00 107.540.400,00 24.000.000,00 195.790.400,00 716.571,00 716.571,00 - 716.571,00
6 [SDN CINANGKA 2 421.560.000,00 - - 195.835,00 421.755.835,00 66.650.000,00 270.490.000,00 84.420.000,00 421.560.000,00 195.835,00 195.235,00 600,00 195.835,00
7 _[SDN CINANGKA 3 263.790.000,00 - - 189.292,00 263.979.292,00 49.300.000,00 148.340.000,00 66.150.000,00 263.790.000,00 189.292,00 189.292,00 - 189.292,00
8 [SDN CINANGKA 4 337.770.000,00 - - 367.726,00 338.137.726,00 14.400.000,00 248.875.500,00 74.224.500,00 337.500.000,00 637.726,00 637.726,00 - 637.726,00
9 [SDN CINANGKA 5 171.450.000,00 - - 112.925,00 171.562.925,00 53.600.000,00 83.290.000,00 34.560.000,00 171.450.000,00 112.925,00 112.925,00 - 112.925,00
10 [SDN KEDAUNG 577.530.000,00 - - 596.766,00 578.126.766,00 106.200.000,00 357.223.300,00 114.106.700,00 577.530.000,00 596.766,00 596.766,00 - 596.766,00
11 [SDN PASIR PUTIH 1 414.630.000,00 - - 208.778,00 414.838.778,00 45.050.000,00 284.440.000,00 85.140.000,00 414.630.000,00 208.778,00 208.778,00 - 208.778,00
12 [SDN PASIR PUTIH 2 362.250.000,00 - - 157.867,00 362.407.867,00 56.500.000,00 225.739.400,00 70.560.000,00 352.799.400,00 9.608.467,00 9.608.467,00 - 9.608.467,00
13 [SDN PASIR PUTIH 3 429.120.000,00 - - 550.028,00 429.670.028,00 27.750.000,00 320.570.000,00 80.800.000,00 429.120.000,00 550.028,00 550.028,00 - 550.028,00
14 [SDN PENGASINAN 1 674.460.000,00 - - 536.926,00 674.996.926,00 103.450.000,00 416.296.900,00 154.660.300,00 674.407.200,00 589.726,00 213.557,00 376.169,00 589.726,00
15 [SDN PENGASINAN 2 - - - 43.450,00 43.450,00 - - - - 43.450,00 - 43.450,00 43.450,00
16 [SDN PENGASINAN 3 520.650.000,00 - - 561.513,00 521.211.513,00 43.000.000,00 362.704.700,00 114.595.300,00 520.300.000,00 911.513,00 561.513,00 350.000,00 911.513,00
17 [SDN SAWANGAN 1 622.890.000,00 - - 271.749,00 623.161.749,00 59.450.000,00 410.079.700,00 153.360.300,00 622.890.000,00 271.749,00 271.749,00 - 271.749,00
18 [SDN SAWANGAN 2 192.780.000,00 - - 106.197,00 192.886.197,00 32.250.000,00 124.527.000,00 36.000.000,00 192.777.000,00 109.197,00 109.197,00 - 109.197,00
19 [SDN SAWANGAN 4 180.720.000,00 - - 171.490,00 180.891.490,00 35.850.000,00 114.825.700,00 30.044.300,00 180.720.000,00 171.490,00 171.490,00 - 171.490,00
20 |SDN SAWANGAN 5 352.440.000,00 - - 174.347,00 352.614.347,00 71.460.000,00 245.250.000,00 35.730.000,00 352.440.000,00 174.347,00 174.347,00 - 174.347,00
21 |SDN SAWANGAN 6 204.930.000,00 - - 47.952,00 204.977.952,00 39.746.000,00 123.184.000,00 42.000.000,00 204.930.000,00 47.952,00 21.349,00 26.603,00 47.952,00
22 |SDN SAWANGAN 7 243.090.000,00 - - 186.849,00 243.276.849,00 37.000.000,00 151.373.700,00 54.716.300,00 243.090.000,00 186.849,00 186.849,00 - 186.849,00

otal Kecamatan Sawanga 492.410.000,00 91.6 498.20 40.906.000,00 938.900,00 079.100,00 0 9.480.876,00 96.822,00 0 698,00

F_|uPT

1 |SDN SUKMAJAYA 1 350.910.000,00 32.759,00 350.942.759,00 46.650.000 232.260.000,00 72.000.000,00 350.910.000,00 32.759,00 - 32.759,00 32.759,00
2 [SDN SUKMAJAYA 2 193.590.000,00 74.492,00 193.664.492,00 95.850.000,00 57.365.557,00 38.340.000,00 191.555.557,00 2.108.935,00 74.492,00 2.034.443,00 2.108.935,00
3 [SDN SUKMAJAYA 4 - 109.483,00 109.483,00 - - - - 109.483,00 - 109.483,00 109.483,00
4 |SDN SUKMAJAYA 5 594.540.000,00 440.965,00 594.980.965,00 90.350.000,00 451.330.000,00 47.520.000,00 589.200.000,00 5.780.965,00 441.165,00 5.339.800,00 5.780.965,00
5 [SDN CISALAK 1 396.630.000,00 262.292,00 396.892.292,00 59.950.000,00 250.531.900,00 86.148.100,00 396.630.000,00 262.292,00 262.292,00 - 262.292,00
6 [SDN CISALAK 3 308.700.000,00 268.379,00 308.968.379,00 43.200.000,00 199.440.000,00 60.660.000,00 303.300.000,00 5.668.379,00 5.467.079,00 201.300,00 5.668.379,00
7 __[SDN CISALAK 4 - 14.348,00 14.348,00 - - - - 14.348,00 - 14.348,00 14.348,00
8 [SDN RRI CISALAK 831.780.000,00 536.892,00 832.316.892,00 162.500.000,00 590.282.100,00 75.421.800,00 828.203.900,00 4.112.992,00 4.204.035,00 (91.043,00) 4.112.992,00
9 [SDN RRI NASIONAL - 76.695,00 76.695,00 - - - - 76.695,00 - -




Pendapatan Belanja Saldo Akhir *
No Nama Sekolah Saldo Awal Bend 17 Saldo Akhir
BOS APBN Kemendikbud Dana Ujian | Pendapatan Bunga Jumlah Pegawai Barang dan Jasa Modal Modal (BOS Kinerja) Jumlah Rekening Koran Tunai Total
1 2 3 4 5 6 7 8=4+5+6+7 9 10 11 12 13=9+10+11+12 14 15=3+8-13-14 16 17 18
10 [SDN CIPAYUNG 382.950.000,00 304.343,00 383.254.343,00 66.050.000,00 249.417.186,00 67.482.218,00 382.949.404,00 304.939,00 304.939,00 - 304.939,00
11 [SDN CIKUMPA 923.400.000,00 256.031,00 923.656.031,00 110.600.000,00 630.859.600,00 181.940.400,00 923.400.000,00 256.031,00 358.816,00 (102.785,00) 256.031,00
12 [SDN SUGUTAMU 180.180.000,00 118.219,00 180.298.219,00 46.000.000,00 107.948.475,00 26.141.800,00 180.090.275,00 207.944,00 199.660,00 8.284,00 207.944,00
13 [SDN MEKARJAYA 1 702.270.000,00 740.268,00 703.010.268,00 100.450.000,00 424.560.700,00 141.929.560,00 666.940.260,00 36.070.008,00 36.166.233,00 (96.225,00) 36.070.008,00
14 [SDN MEKARJAYA 2 - 96.225,00 96.225,00 - - - - 96.225,00 - 96.225,00 96.225,00
15 [SDN MEKARJAYA 3 250.290.000,00 109.368,00 250.399.368,00 107.050.000,00 89.879.107,00 51.710.893,00 248.640.000,00 1.759.368,00 198.475,00 1.560.893,00 1.759.368,00
16 _[SDN MEKARJAYA 5 262.980.000,00 205.363,00 263.185.363,00 78.950.000,00 130.592.400,00 52.357.600,00 261.900.000,00 1.285.363,00 1.285.363,00 - 1.285.363,00
17 [SDN MEKARJAYA 6 135.540.000,00 63.769,00 135.603.769,00 22.800.000,00 85.200.000,00 27.540.000,00 135.540.000,00 63.769,00 63.769,00 - 63.769,00
18 [SDN MEKARJAYA 7 297.540.000,00 - 297.540.000,00 77.340.000,00 159.200.000,00 60.400.000,00 296.940.000,00 600.000,00 11.946,00 588.054,00 600.000,00
19 [SDN MEKARJAYA 9 321.300.000,00 189.162,00 321.489.162,00 59.400.000 196.560.000,00 65.340.000,00 321.300.000,00 189.162,00 189.162,00 - 189.162,00
20 |SDN MEKARJAYA 10 433.890.000,00 566.277,00 434.456.277,00 42.000.000,00 291.153.537,00 83.500.000,00 416.653.537,00 17.802.740,00 16.607.854,00 1.194.886,00 17.802.740,00
21 |SDN MEKARJAYA 11 856.800.000,00 440.268,00 857.240.268,00 132.000.000,00 594.255.000,00 130.545.000,00 856.800.000,00 440.268,00 440.268,00 - 440.268,00
22 |SDN MEKARJAYA 12 895.410.000,00 339.343,00 895.749.343,00 167.750.000,00 597.512.498,00 124.467.000,00 889.729.498,00 6.019.845,00 270.114,00 5.749.731,00 6.019.845,00
23 |SDN MEKARJAYA 13 688.050.000,00 491.011,00 688.541.011,00 131.300.000,00 417.790.000,00 138.960.000,00 688.050.000,00 491.011,00 491.011,00 - 491.011,00
24 |SDN MEKARJAYA 14 614.160.000,00 161.646,00 614.321.646,00 71.750.000,00 417.310.000,00 125.100.000,00 614.160.000,00 161.646,00 - 161.646,00 161.646,00
25 |SDN MEKARJAYA 15 371.880.000,00 160.267,00 372.040.267,00 54.800.000,00 234.147.800,00 81.852.200,00 370.800.000,00 1.240.267,00 1.240.267,00 - 1.240.267,00
26 _|SDN MEKARJAYA 16 - 16.295,00 16.295,00 - - - - 16.295,00 - 16.295,00 16.295,00
27 |SDN MEKARJAYA 17 222.120.000,00 35.458,00 222.155.458,00 67.700.000,00 121.248.202,00 33.090.200,00 222.038.402,00 117.056,00 77.056,00 40.000,00 117.056,00
28 |SDN MEKARJAYA 18 - 38.001,00 38.001,00 - - - - 38.001,00 - 38.001,00 38.001,00
29 |SDN MEKARJAYA 19 287.370.000,00 161.032,00 287.531.032,00 27.400.000,00 207.560.700,00 49.241.100,00 284.201.800,00 3.329.232,00 3.329.232,00 - 3.329.232,00
30 |SDN MEKARJAYA 20 206.460.000,00 177.819,00 206.637.819,00 64.150.000,00 99.111.198,00 38.638.651,00 201.899.849,00 4.737.970,00 4.727.968,00 10.002,00 4.737.970,00
31 |SDN MEKARJAYA 21 359.550.000,00 264.527,00 359.814.527,00 75.400.000,00 235.020.392,00 49.126.000,00 359.546.392,00 268.135,00 268.135,00 - 268.135,00
32 |SDN MEKARJAYA 24 - 7.879,00 7.879,00 - - - - 7.879,00 - 7.879,00 7.879,00
33 |SDN MEKARJAYA 25 - 11.946,00 11.946,00 - - - - 11.946,00 - 11.946,00 11.946,00
34 |SDN MEKARJAYA 28 275.310.000,00 125.344,00 275.435.344,00 82.850.000,00 134.860.000,00 57.600.000,00 275.310.000,00 125.344,00 646,00 124.698,00 125.344,00
35 |SDN MEKARJAYA 29 385.200.000,00 119.756,00 385.319.756,00 114.250.000,00 229.318.400,00 41.631.600,00 385.200.000,00 119.756,00 119.756,00 - 119.756,00
36 |SDN MEKARJAYA 30 - 76.279,00 76.279,00 - - - - 76.279,00 - 76.279,00 76.279,00
37 |SDN MEKARJAYA 31 504.180.000,00 438.358,00 504.618.358,00 97.500.000,00 363.097.000,00 43.583.000,00 504.180.000,00 438.358,00 438.358,00 - 438.358,00
38 |SDN ABADIJAYA 3 495.180.000,00 234.052,00 495.414.052,00 140.000.000,00 254.036.295,00 100.980.000,00 495.016.295,00 397.757,00 234.052,00 163.705,00 397.757,00
39 |SDN BAKTIAYA 1 418.140.000,00 210.527,00 418.350.527,00 101.740.000,00 262.145.000,00 54.255.000,00 418.140.000,00 210.527,00 209.565,00 962,00 210.527,00
40 [SDN BAKTIJAYA 3 207.540.000,00 184.281,00 207.724.281,00 57.600.000,00 108.000.000,00 41.940.000,00 207.540.000,00 184.281,00 184.281,00 - 184.281,00
41 [SDN BAKTIJAYA 4 497.610.000,00 279.416,00 497.889.416,00 199.400.000,00 187.509.401,00 100.438.600,00 487.348.001,00 10.541.415,00 10.544.265,00 (2.850,00) 10.541.415,00
42 [SDN BAKTIJAYA 5 392.400.000,00 140.161,00 392.540.161,00 89.400.000,00 218.202.400,00 79.397.600,00 387.000.000,00 5.540.161,00 5.540.161,00 - 5.540.161,00
43 |SDN BAKTIJAYA 6 260.280.000,00 79.159,00 260.359.159,00 91.350.000,00 137.846.400,00 15.153.600,00 244.350.000,00 16.009.159,00 16.913,00 15.992.246,00 16.009.159,00
otal Keca 04.130.000,00 8 00 4 00 975.480.000,00 8.96 48,00 444.431.922,00 4.385.463.170,00 4.985,00 93.967.328,00 80.962,00 48.290,00
G |UPT Tapos
1 [SD Negeri Campedak 97.070.163,00 132.390.000,00 956.579,00 133.346.579,00 28.800.000,00 75.456.000,00 26.244.000,00 96.004.722,00 226.504.722,00 3.912.020,00 1.943.059,00 1.065.441,00 3.008.500,00
2 |SD Negeri Cilangkap 1 - 797.850.000,00 888.938,00 798.738.938,00 177.650.000,00 416.419.200,00 203.779.900,00 - 797.849.100,00 889.838,00 888.938,00 900,00 889.838,00
3 |SD Negeri Cilangkap 2 - 638.280.000,00 416.178,00 638.696.178,00 62.000.000,00 455.045.000,00 121.235.000,00 - 638.280.000,00 416.178,00 401.976,00 14.202,00 416.178,00
4 [SD Negeri Cilangkap 3 - 576.450.000,00 165.569,00 576.615.569,00 81.750.000,00 361.529.000,00 126.421.000,00 - 569.700.000,00 6.915.569,00 6.915.569,00 - 6.915.569,00
5 |SD Negeri Cilangkap 5 - 802.890.000,00 701.673,00 803.591.673,00 65.950.000,00 638.363.600,00 98.576.400,00 - 802.890.000,00 701.673,00 701.673,00 - 701.673,00
6 _|SD Negeri Cilangkap 6 - 300.510.000,00 123.192,00 300.633.192,00 45.050.000,00 182.615.100,00 72.034.900,00 - 299.700.000,00 933.192,00 933.192,00 - 933.192,00
7 _|SD Negeri Cilangkap 7 - 368.460.000,00 306.768,00 368.766.768,00 82.900.000,00 196.985.200,00 88.574.800,00 - 368.460.000,00 306.768,00 306.768,00 - 306.768,00
8 |SD Negeri Cilangkap 8 - 618.660.000,00 649.593,00 619.309.593,00 92.550.000,00 406.759.700,00 119.350.300,00 - 618.660.000,00 649.593,00 649.593,00 - 649.593,00
9 [SD Negeri Cimpaeun 1 - 851.310.000,00 590.629,00 851.900.629,00 135.150.000,00 558.236.909,00 157.485.600,00 - 850.872.509,00 1.028.120,00 153.829,00 874.291,00 1.028.120,00
10 |SD Negeri Cimpaeun 3 261.268.579,00 556.290.000,00 3.066.134,00 559.356.134,00 69.200.000,00 377.050.000,00 108.150.000,00 260.882.358,00 815.282.358,00 5.342.355,00 2.205.995,00 386.221,00 2.592.216,00
11 |SD Negeri Kebayunan - 325.710.000,00 190.661,00 325.900.661,00 60.600.000,00 212.129.400,00 52.980.600,00 - 325.710.000,00 190.661,00 190.661,00 - 190.661,00
12 [SD Negeri Leuwinanggung 1 - 255.330.000,00 93.114,00 255.423.114,00 45.750.000,00 172.658.700,00 31.725.300,00 - 250.134.000,00 5.289.114,00 5.223.114,00 66.000,00 5.289.114,00
13 [SD Negeri Leuwinanggung 2 - 281.880.000,00 155.951,00 282.035.951,00 64.800.000,00 160.380.000,00 56.700.000,00 - 281.880.000,00 155.951,00 155.951,00 - 155.951,00
14 |SD Negeri Si 2 - 436.230.000,00 396.047,00 436.626.047,00 57.600.000,00 301.093.700,00 77.536.300,00 - 436.230.000,00 396.047,00 396.047,00 - 396.047,00
15 |SD Negeri Sukamaju 2 - 599.490.000,00 362.571,00 599.852.571,00 126.800.000,00 351.010.000,00 121.680.000,00 - 599.490.000,00 362.571,00 88.071,00 274.500,00 362.571,00
16 _|SD Negeri 3 - 357.300.000,00 350.307,00 357.650.307,00 73.800.000 246.006.000,00 37.494.000,00 - 357.300.000,00 350.307,00 340.307,00 10.000,00 350.307,00
17 _|SD Negeri Sukamaju 4 - 477.450.000,00 319.904,00 477.769.904,00 58.800.000,00 284.345.800,00 134.304.200,00 - 477.450.000,00 319.904,00 319.904,00 - 319.904,00
18 |SD Negeri Barul - 616.320.000,00 367.320,00 616.687.320,00 73.200.000,00 473.462.284,00 69.620.000,00 - 616.282.284,00 405.036,00 308.118,00 96.918,00 405.036,00
19 |SD Negeri Sukamaju Baru 2 - 586.350.000,00 562.440,00 586.912.440,00 86.400.000,00 370.988.000,00 128.962.000,00 - 586.350.000,00 562.440,00 562.440,00 - 562.440,00
20 |SD Negeri Baru3 - 665.550.000,00 679.013,00 666.229.013,00 84.300.000,00 462.163.500,00 108.066.500,00 - 654.530.000,00 11.699.013,00 679.013,00 11.020.000,00 11.699.013,00
21 |SD Negeri Sukatani 2 - 388.170.000,00 421.913,00 388.591.913,00 90.800.000,00 256.417.400,00 32.582.600,00 - 379.800.000,00 8.791.913,00 8.791.913,00 - 8.791.913,00
22 |SD Negeri Sukatani 3 241.602.927,00 487.620.000,00 2.667.535,00 490.287.535,00 66.400.000,00 303.532.000,00 117.688.000,00 241.000.000,00 728.620.000,00 3.270.462,00 170.486,00 602.927,00 773.413,00
23 |SD Negeri Sukatani 4 - 735.210.000,00 711.973,00 735.921.973,00 250.100.000,00 318.729.500,00 166.299.611,00 - 735.129.111,00 792.862,00 792.862,00 - 792.862,00
24 |SD Negeri Sukatani 5 - 436.410.000,00 249.717,00 436.659.717,00 69.900.000,00 273.581.200,00 92.428.800,00 - 435.910.000,00 749.717,00 249.717,00 500.000,00 749.717,00
25 |SD Negeri Sukatani 6 - 257.400.000,00 147.417,00 257.547.417,00 81.050.000,00 129.883.800,00 46.466.200,00 - 257.400.000,00 147.417,00 147.417,00 - 147.417,00
26_|SD Negeri Sukatani 7 - 905.580.000,00 885.884,00 906.465.884,00 107.750.000,00 701.868.300,00 95.961.700,00 - 905.580.000,00 885.884,00 885.884,00 - 885.884,00
27 |SD Negeri Tapos 1 - 182.610.000,00 98.822,00 182.708.822,00 21.600.000,00 123.394.500,00 37.615.500,00 - 182.610.000,00 98.822,00 98.822,00 - 98.822,00
28 |SD Negeri Tapos 2 - 261.270.000,00 286.972,00 261.556.972,00 45.750.000,00 165.300.600,00 44.549.400,00 - 255.600.000,00 5.956.972,00 5.773.434,00 183.538,00 5.956.972,00
29 |SD Negeri Tapos 3 - 261.090.000,00 162.082,00 261.252.082,00 30.650.000,00 163.634.000,00 64.916.000,00 - 259.200.000,00 2.052.082,00 2.052.082,00 - 2.052.082,00
30 _|SD Negeri Tapos 4 - 279.360.000,00 302.407,00 279.662.407,00 73.600.000,00 148.700.000,00 57.060.000,00 - 279.360.000,00 302.407,00 302.407,00 - 302.407,00
31 |SD Negeri Tapos 5 - 259.740.000,00 79.663,00 259.819.663,00 45.750.000,00 168.980.700,00 41.769.300,00 - 256.500.000,00 3.319.663,00 3.319.663,00 - 3.319.663,00
otal Kecamatan Tapo 99.941.669,00 699.160.000,00 6.966,00 4.716.516.966,00 456.400.000,00 9.456.719.093,00 8 911,00 97.887.080,00 49.264 67.194 00 45.948.905,00 094.938,00 61.043.843,00
H |uPT Cinere
1 |SDN CINERE 1 - 597.150.000,00 237.423,00 597.387.423,00 103.800.000,00 382.704.000,00 110.646.000,00 - 597.150.000,00 237.423,00 237.423,00 - 237.423,00
2 [SDN CINERE 2 - 412.020.000,00 212.765,00 412.232.765,00 88.750.000,00 247.717.300,00 75.552.700,00 - 412.020.000,00 212.765,00 212.765,00 - 212.765,00




Pendapatan Belanja Saldo Akhir *
No Nama Sekolah Saldo Awal Bend 17 Saldo Akhir
BOS APBN Kemendikbud Dana Ujian | Pendapatan Bunga Jumlah Pegawai Barang dan Jasa Modal Modal (BOS Kinerja) Jumlah Rekening Koran Tunai Total
1 2 3 4 5 6 7 8=4+5+6+7 9 10 11 12 13=9+10+11+12 14 15=3+8-13-14 16 17 18
3 [SDN CINERE 3 - 353.430.000,00 201.916,00 353.631.916,00 65.250.000,00 217.738.900,00 70.441.100,00 - 353.430.000,00 201.916,00 201.916,00 - 201.916,00
4 |SDN GANDUL 1 - 438.210.000,00 575.278,00 438.785.278,00 80.350.000,00 268.220.000,00 89.640.000,00 - 438.210.000,00 575.278,00 495.166,00 80.112,00 575.278,00
5 [SDN GANDUL 2 - 383.580.000,00 238.956,00 383.818.956,00 107.900.000,00 201.538.500,00 74.141.500,00 - 383.580.000,00 238.956,00 238.956,00 - 238.956,00
6 [SDN PANGKALAN JATI 1 281.331.655,00 578.430.000,00 3.382.386,00 581.812.386,00 169.500.000,00 286.980.000,00 114.120.000,00 281.000.000,00 851.600.000,00 11.544.041,00 - 8.304.058,00 8.304.058,00
7 [SDN PANGKALAN JATI 2 - 284.400.000,00 211.503,00 284.611.503,00 58.800.000,00 180.866.900,00 44.733.100,00 - 284.400.000,00 211.503,00 211.503,00 - 211.503,00
otal Kecamata ere 8 655,00 047.220.000,00 060 00 052.280 00 674.350.000,00 85.765.600,00 9.274.400,00 81.000.000,00 0.390.000,00 882,00 97.729,00 8.384.170,00 9.981.899,00
| |UPT Cipayung
1 | SD NEGERICIPAYUNG 1 615.510.000,00 648.233,00 616.158.233,00 118.650.000,00 366.220.704,00 123.980.800,00 608.851.504,00 7.306.729,00 678.681,00 6.628.048,00 7.306.729,00
2 | SD NEGERI CIPAYUNG 2 667.800.000,00 224.678,00 668.024.678,00 114.950.000,00 419.290.000,00 133.560.000,00 667.800.000,00 224.678,00 40.639,00 184.039,00 224.678,00
3 [ SD NEGERI CIPAYUNG 3 535.860.000,00 415.294,00 536.275.294,00 49.000.000,00 379.040.000,00 107.820.000,00 535.860.000,00 415.294,00 414.494,00 800,00 415.294,00
4 | SD NEGERI CIPAYUNG 4 530.820.000,00 370.166,00 531.190.166,00 76.400.000,00 347.500.000,00 106.920.000,00 530.820.000,00 370.166,00 370.166,00 - 370.166,00
5 [ SD NEGERI CITAYAM 1 724.320.000,00 555.922,00 724.875.922,00 162.500.000,00 415.660.000,00 146.160.000,00 724.320.000,00 555.922,00 555.922,00 - 555.922,00
6 | SD NEGERI CITAYAM 4 633.150.000,00 396.176,00 633.546.176,00 92.200.000,00 427.142.400,00 113.807.600,00 633.150.000,00 396.176,00 396.176,00 - 396.176,00
7 | SD NEGERI PONDOK TERONG 1 573.750.000,00 211.056,00 573.961.056,00 146.650.000,00 310.454.000,00 116.640.000,00 573.744.000,00 217.056,00 217.056,00 - 217.056,00
8 | SD NEGERI PONDOK TERONG 3 588.780.000,00 197.837,00 588.977.837,00 49.850.000,00 419.230.000,00 119.700.000,00 588.780.000,00 197.837,00 147.837,00 50.000,00 197.837,00
9 [ SD NEGERI PONDOK TERONG 4 585.720.000,00 387.574,00 586.107.574,00 62.000.000,00 405.220.000,00 118.440.000,00 585.660.000,00 447.574,00 387.574,00 60.000,00 447.574,00
10 [ SD NEGERI RATUJAYA 1 450.000.000,00 150.901,00 450.150.901,00 144.000.000,00 211.701.200,00 90.540.000,00 446.241.200,00 3.909.701,00 109.701,00 3.800.000,00 3.909.701,00
11 | SD NEGERI RATUJAYA 2 442.710.000,00 493.754,00 443.203.754,00 76.400.000,00 276.310.000,00 90.000.000,00 442.710.000,00 493.754,00 493.754,00 - 493.754,00
12 | SD NEGERI RATUJAYA 3 337.410.000,00 74.776,00 337.484.776,00 98.000.000,00 185.924.600,00 49.880.600,00 333.805.200,00 3.679.576,00 3.679.576,00 - 3.679.576,00
13 [ SD NEGERI RATUJAYA 4 432.810.000,00 430.961,00 433.240.961,00 114.500.000,00 230.290.000,00 88.020.000,00 432.810.000,00 430.961,00 67.520,00 363.441,00 430.961,00
14 [ SD NEGERI UTAN JAYA 959.940.000,00 1.391.278,00 961.331.278,00 216.900.000,00 545.719.078,00 197.280.000,00 959.899.078,00 1.432.200,00 - 1.432.200,00 1.432.200,00
otal Kecamatan Cipayung 8.078.580.000,00 8.084.528 000.000,00 4.939.701.982,00 602.749.000,00 8.064.450 00 0.077.624,00 9.096,00 8.528,00 0.077.624,00
J_[upT
1 | SD NEGERI DURENSERIBU 01 183.263.931,00 411.930.000,00 1.987.817,00 413.917.817,00 61.750.000,00 311.657.178,00 38.445.600,00 183.000.000,00 594.852.778,00 2.328.970,00 159.400,00 341.153,00 500.553,00
2 [ SD NEGERI DL U 03 175.167.653,00 370.260.000,00 1.821.698,00 372.081.698,00 28.400.000,00 266.360.000,00 75.500.000,00 175.000.000,00 545.260.000,00 1.989.351,00 148.842,00 167.653,00 316.495,00
3 [ SD NEGERI DURENSERIBU 04 - 585.990.000,00 108.826,00 586.098.826,00 81.250.000,00 422.778.200,00 80.071.800,00 - 584.100.000,00 1.998.826,00 8.753,00 1.990.073,00 1.998.826,00
4 | SD NEGERI CURUG 01 161.144.933,00 310.590.000,00 1.799.601,00 312.389.601,00 58.750.000,00 195.350.000,00 38.400.000,00 161.000.000,00 453.500.000,00 20.034.534,00 18.244.032,00 154.933,00 18.398.965,00
5 [ SD NEGERI CURUG 02 - 436.950.000,00 211.206,00 437.161.206,00 89.000.000,00 236.930.000,00 111.020.000,00 - 436.950.000,00 211.206,00 - 211.206,00 211.206,00
6 [ SD NEGERI CURUG 03 - 373.230.000,00 145.365,00 373.375.365,00 45.500.000,00 271.335.500,00 56.234.500,00 - 373.070.000,00 305.365,00 - 305.365,00 305.365,00
7 | SD NEGERI BOJONGSARI 01 - 913.140.000,00 315.539,00 913.455.539,00 74.750.000,00 648.426.800,00 177.215.200,00 - 900.392.000,00 13.063.539,00 315.539,00 12.748.000,00 13.063.539,00
8 [ SD NEGERI BOJONGSARI 02 - - 8.764,00 8.764,00 - - - - - 8.764,00 - 8.764,00 8.764,00
9 [ SD NEGERI BOJONGSARI 03 - 351.180.000,00 161.445,00 351.341.445,00 58.500.000,00 263.464.600,00 29.215.400,00 - 351.180.000,00 161.445,00 112.600,00 48.845,00 161.445,00
10 [ SD NEGERI BOJONGSARI 04 - 396.990.000,00 418.400,00 397.408.400,00 32.640.000,00 307.156.000,00 57.194.000,00 - 396.990.000,00 418.400,00 418.400,00 - 418.400,00
11 [ SD NEGERI SERUA 01 145.332.143,00 587.160.000,00 1.562.338,00 588.722.338,00 121.900.000,00 383.338.100,00 81.874.300,00 145.000.000,00 732.112.400,00 1.942.081,00 208.925,00 379.743,00 588.668,00
12 [ SD NEGERI SERUA 02 - - 8.790,00 8.790,00 - - - - - 8.790,00 - 8.790,00 8.790,00
13 [ SD NEGERI SERUA 03 - 614.880.000,00 108.006,00 614.988.006,00 45.500.000,00 491.084.400,00 78.295.600,00 - 614.880.000,00 108.006,00 6,00 108.000,00 108.006,00
14 [ SD NEGERI PONDOKPETIR 01 - 603.900.000,00 457.319,00 604.357.319,00 101.000.000,00 380.633.000,00 121.860.000,00 - 603.493.000,00 864.319,00 502.219,00 362.100,00 864.319,00
15 [ SD NEGERI PONDOKPETIR 02 - 436.680.000,00 41.676,00 436.721.676,00 81.250.000,00 268.950.000,00 80.000.000,00 - 430.200.000,00 6.521.676,00 - 6.521.676,00 6.521.676,00
16 [ SD NEGERI PONDOKPETIR 03 - 351.270.000,00 341.604,00 351.611.604,00 39.000.000,00 248.988.800,00 63.281.000,00 - 351.269.800,00 341.804,00 341.804,00 - 341.804,00
otal Kecamatan Bojongsa 664.908.660,00 6.744.150.000,00 9.498.394,00 6 648.394,00 919.190.000,00 8,00 07.400,00 664.00 68.249.9 0.307.076,00 0.460.520,00 6.301,00 43.816.821,00
K |UPT Kecamatan Cilodong
1 |SDN CILODONG 1 622.170.000,00 429.074,00 622.599.074,00 151.650.000,00 351.402.400,00 118.847.600,00 - 621.900.000,00 699.074,00 699.074,00 - 699.074,00
2 [SDN CILODONG 2 321.570.000,00 13.946,00 321.583.946,00 36.600.000,00 214.297.200,00 70.672.000,00 - 321.569.200,00 14.746,00 14.746,00 - 14.746,00
3 [SDN KALIBARU 1 925.560.000,00 56.623,00 925.616.623,00 125.850.000,00 581.225.000,00 218.485.000,00 - 925.560.000,00 56.623,00 56.623,00 - 56.623,00
4 |SDN KALIBARU 2 303.660.000,00 115.454,00 303.775.454,00 36.300.000,00 219.073.000,00 46.127.000,00 - 301.500.000,00 2.275.454,00 2.275.454,00 - 2.275.454,00
5 [SDN KALIBARU 3 764.730.000,00 292.161,00 765.022.161,00 111.600.000,00 496.207.000,00 156.922.600,00 - 764.729.600,00 292.561,00 292.561,00 - 292.561,00
6 [SDN KALIBARU 4 - - - - - - - - - - - -
7 _[SDN KALIBARU 5 268.920.000,00 66.580,00 268.986.580,00 50.200.000,00 177.853.000,00 40.867.000,00 - 268.920.000,00 66.580,00 66.580,00 - 66.580,00
8 [SDN KALIBARU 6 347.040.000,00 122.217,00 347.162.217,00 60.600.000,00 208.640.131,00 70.663.700,00 - 339.903.831,00 7.258.386,00 56.386,00 7.202.000,00 7.258.386,00
9 [SDN KALIMULYA 1 567.000.000,00 168.336,00 567.168.336,00 105.500.000,00 349.507.000,00 111.993.000,00 - 567.000.000,00 168.336,00 618,00 167.718,00 168.336,00
10 [SDN KALIMULYA 2 559.620.000,00 - 559.620.000,00 95.600.000,00 351.998.500,00 112.021.500,00 - 559.620.000,00 - - - -
11 [SDN KALIMULYA 3 414.630.000,00 156.470,00 414.786.470,00 61.200.000,00 284.321.000,00 69.109.000,00 - 414.630.000,00 156.470,00 156.470,00 - 156.470,00
12 [SDN KALIMULYA 4 341.370.000,00 111.882,00 341.481.882,00 55.500.000,00 204.024.500,00 78.875.500,00 - 338.400.000,00 3.081.882,00 - 3.081.882,00 3.081.882,00
13 [SDN KALIMULYA 5 283.590.000,00 89.825,00 283.679.825,00 24.150.000,00 198.955.500,00 55.884.000,00 - 278.989.500,00 4.690.325,00 4.690.325,00 - 4.690.325,00
14 [SDN SUKAMAJU 1 584.010.000,00 91.354,00 584.101.354,00 67.250.000,00 427.229.300,00 89.530.700,00 - 584.010.000,00 91.354,00 91.354,00 - 91.354,00
15 [SDN SUKAMAJU 3 704.250.000,00 373.758,00 704.623.758,00 133.450.000,00 444.450.900,00 126.198.200,00 - 704.099.100,00 524.658,00 341.828,00 182.830,00 524.658,00
16 [SDN SUKAMAJU 5 556.470.000,00 146.696,00 556.616.696,00 102.100.000,00 335.881.400,00 118.488.600,00 - 556.470.000,00 146.696,00 146.696,00 - 146.696,00
17 [SDN SUKAMAJU 6 491.310.000,00 64.390,00 491.374.390,00 82.200.000,00 299.020.700,00 106.579.300,00 - 487.800.000,00 3.574.390,00 3.574.390,00 - 3.574.390,00
18 [SDN SUKAMAJU 8 - - - - - - - - - - - -
19 [SDN SUKAMAJU 9 380.790.000,00 38.608,00 380.828.608,00 84.300.000,00 238.892.000,00 57.598.000,00 - 380.790.000,00 38.608,00 38.608,00 - 38.608,00
20 |SDN SUKAMAJU 10 569.970.000,00 92.261,00 570.062.261,00 96.000.000,00 359.478.830,00 111.131.200,00 - 566.610.030,00 3.452.231,00 73.709,00 3.378.522,00 3.452.231,00

Total Kecamatan Cilodong

9.006.660.000,00

2.429.635,00

9.009.089.635,00

1.480.050.000,00

5.742.457.361,00

1.759.993.900,00

8.982.501.261,00

26.588.374,00

12.575.422,00

14.012.952,00

26.588.374,00

1.546.181.984,00

101.549.070.000,00

77.685.274,00

101.626.755.274,00

17.610.303.500,00

64.621.084.194,00

18.615.578.209,00

1.542.887.080,00

102.389.852.983,00

783.084.275,00

453.573.332,00

313.494.296,00

767.067.628,00




RINCIAN SALDO SISA DANA BOS SMP NEGERI KOTA DEPOK TAHUN 2020

DINAS PENDIDIKAN KOTA DEPOK

LAMPIRAN 5.2

Pendapatan Belanja Saldo Akhir *

Ne Romassole S LOGIT BOS APBN BOS Kinerja Dana Ujian Pendapatan Bunga Jumlah Pegawai Barang dan Jasa Modal Modal (BOS Kinerja) Jumlah Bend 17 Saldo Akhir Rekening Koran Tunai Total

1 2 3 4 5 6 7 8=4+5+6+7 9 10 11 12 13=9+10+11+12 14 15=3+8-13-14 15 16 17

1 [SMP Negeril - 1.325.830.000,00 1.239.249,00 1.327.069.249,00 143.400.000,00 1.041.059.773,00 120.800.000,00 - 1.305.259.773,00 21.809.476,00 21.809.476,00 - 21.809.476,00
2 [SMP Negeri 2 767.535.162,00 1.160.830.000,00 9.780.334,00 1.170.610.334,00 55.000.000,00 948.041.944,00 115.158.000,00 761.000.000,00 1.879.199.944,00 58.945.552,00 43.657.636,00 15.287.916,00 58.945.552,00
3 [SMP Negeri 3 - 1.777.600.000,00 1.960.342,00 1.779.560.342,00 303.600.000,00 1.191.955.000,00 276.045.000,00 - 1.771.600.000,00 7.960.342,00 7.960.342,00 - 7.960.342,00
4 |SMP Negeri 4 - 1.162.480.000,00 1.158.575,00 1.163.638.575,00 90.120.000,00 941.242.919,00 90.297.000,00 1.121.659.919,00 41.978.656,00 37.958.575,00 4.020.081,00 41.978.656,00
5 [SMP Negeri 5 - 1.025.640.000,00 1.862.057,00 1.027.502.057,00 49.300.000,00 737.921.902,00 218.477.200,00 - 1.005.699.102,00 21.802.955,00 21.802.955,00 - 21.802.955,00
6 [SMP Negeri6 748.482.990,00 1.167.650.000,00 9.057.318,00 1.176.707.318,00 122.300.000,00 876.694.889,00 122.065.000,00 744.004.074,00 1.865.063.963,00 60.126.345,00 48.111.117,00 12.015.228,00 60.126.345,00
7 |SMP Negeri 7 - 1.105.500.000,00 1.352.589,00 1.106.852.589,00 171.000.000,00 795.356.400,00 93.543.600,00 - 1.059.900.000,00 46.952.589,00 45.827.589,00 1.125.000,00 46.952.589,00
8 |SMP Negeri 8 1.153.115.831,00 1.692.460.000,00 13.392.790,00 1.705.852.790,00 285.828.000,00 1.125.252.400,00 275.379.600,00 1.151.000.000,00 2.837.460.000,00 21.508.621,00 7.113.994,00 14.394.627,00 21.508.621,00
9 |SMP Negeri 9 - 1.326.600.000,00 3.463.125,00 1.330.063.125,00 113.800.000,00 1.029.660.000,00 171.140.000,00 - 1.314.600.000,00 15.463.125,00 15.463.125,00 - 15.463.125,00
10 [SMP Negeri 10 683.960.249,00 1.583.340.000,00 9.992.799,00 1.593.332.799,00 397.720.000,00 1.019.921.167,00 68.098.500,00 682.004.136,00 2.167.743.803,00 109.549.245,00 100.060.389,00 9.488.856,00 109.549.245,00
11 |SMP Negeri 11 - 1.275.670.000,00 1.145.590,00 1.276.815.590,00 220.810.000,00 932.098.200,00 89.091.800,00 - 1.242.000.000,00 34.815.590,00 34.815.590,00 - 34.815.590,00
12 [SMP Negeri 12 - 1.720.070.000,00 1.672.758,00 1.721.742.758,00 129.360.000,00 1.330.455.454,00 251.651.900,00 1.711.467.354,00 10.275.404,00 10.273.404,00 2.000,00 10.275.404,00
13 |SMP Negeri 13 - 1.019.260.000,00 1.068.416,00 1.020.328.416,00 148.120.000,00 684.705.000,00 180.135.000,00 - 1.012.960.000,00 7.368.416,00 7.068.416,00 300.000,00 7.368.416,00
14 [SMP Negeri 14 743.026.021,00 1.034.660.000,00 8.877.217,00 1.043.537.217,00 241.439.500,00 692.707.842,00 87.620.000,00 740.004.078,00 1.761.771.420,00 24.791.818,00 13.228.495,00 11.563.323,00 24.791.818,00
15 |SMP Negeri 15 - 944.240.000,00 876.463,00 945.116.463,00 97.960.000,00 752.304.500,00 86.175.500,00 - 936.440.000,00 8.676.463,00 8.676.463,00 - 8.676.463,00
16 [SMP Negeri 16 - 955.240.000,00 1.840.198,00 957.080.198,00 164.240.000,00 666.454.600,00 106.973.000,00 937.667.600,00 19.412.598,00 19.412.598,00 - 19.412.598,00
17 [SMP Negeri 17 - 1.036.420.000,00 1.331.533,00 1.037.751.533,00 105.040.000,00 803.590.500,00 112.969.500,00 - 1.021.600.000,00 16.151.533,00 8.651.533,00 7.500.000,00 16.151.533,00
18 [SMP Negeri 18 - 886.710.000,00 700.167,00 887.410.167,00 132.480.000,00 620.933.000,00 112.627.000,00 866.040.000,00 21.370.167,00 21.370.167,00 - 21.370.167,00
19 |SMP Negeri 19 - 1.129.920.000,00 1.093.233,00 1.131.013.233,00 60.800.000,00 936.658.580,00 126.960.700,00 - 1.124.419.280,00 6.593.953,00 6.587.589,00 6.364,00 6.593.953,00
20 |SMP Negeri 20 - 828.630.000,00 452.267,00 829.082.267,00 150.639.200,00 486.645.600,00 123.153.600,00 760.438.400,00 68.643.867,00 68.643.067,00 800,00 68.643.867,00
21 |SMP Negeri 21 - 498.190.000,00 412.611,00 498.602.611,00 91.160.000,00 314.279.000,00 60.921.000,00 - 466.360.000,00 32.242.611,00 32.242.611,00 - 32.242.611,00
22 |SMP Negeri 22 - 921.250.000,00 1.348.289,00 922.598.289,00 125.260.000,00 547.765.200,00 175.414.800,00 848.440.000,00 74.158.289,00 74.158.289,00 - 74.158.289,00
23 |SMP Negeri 23 - 717.860.000,00 282.039,00 718.142.039,00 117.080.000,00 475.423.800,00 119.456.200,00 - 711.960.000,00 6.182.039,00 5.820.000,00 362.039,00 6.182.039,00
24 |SMP Negeri 24 - 518.980.000,00 428.550,00 519.408.550,00 71.000.000,00 346.583.000,00 96.237.000,00 513.820.000,00 5.588.550,00 5.588.550,00 - 5.588.550,00
25 |SMP Negeri 25 - 678.040.000,00 407.567,00 678.447.567,00 185.160.000,00 246.738.800,00 236.141.200,00 - 668.040.000,00 10.407.567,00 10.407.567,00 - 10.407.567,00
26 |SMP Negeri 26 - 1.013.100.000,00 1.377.983,00 1.014.477.983,00 130.530.000,00 716.554.167,00 128.094.999,00 975.179.166,00 39.298.817,00 34.171.852,00 5.126.965,00 39.298.817,00

SMP TOTAL

4.096.120.253,00

28.506.170.000,00

76.574.059,00

28.582.744.059,00

3.903.146.700,00

20.261.003.637,00

3.644.627.099,00

4.078.012.288,00

31.886.789.724,00

792.074.588,00

710.881.389,00

81.193.199,00

792.074.588,00




RINCIAN SEWA DIBAYAR DIMUKA PER 31 DESEMBER 2020
PEMERINTAH KOTA DEPOK

LAMPIRAN 6.1

Di
No. SKPD No. SP2D Rekening Uraian Belanja Sewa 2020 Masa Sewa SEWE-.I LEYED
Dimuka
Dinas Lingkungan Hidup dan . .
1 Kebersihan 07432/5P2D/1.02.05.01/LS/11/2020 5.2.2.07.04. | Belanja Sewa Lahan Parkir 65.000.000,00 1-Nov-20 1-Nov-21 54.166.666,67
SUBTOTAL 1 65.000.000,00 54.166.666,67
Dinas Pekerjaan Umum dan :
2 00527/SP2D/1.01.03.01/LS/02/2020 5.2.2.07.02. | Belanja Sewa Tempat/Gedung Kantor 76.000.000,00 2-Mar-20 2-Mar-21 12.666.666,67
Penataan Ruang
00842/SP2D/1.01.03.01/LS/03/2020 5.2.2.07.02. | Belanja Sewa Tempat/Gedung Kantor 74.000.000,00 13-Feb-20 13-Feb-21 6.166.666,67
SUBTOTAL 2 150.000.000,00 18.833.333,33
3 |Dinas Kesehatan Belanja Barjas BLUD Limo 9.1.2.31.01. | Belanja Barjas BLUD (sewa Gudang) 25.000.000,00 10-Jan-20 10-Jan-21 -
Belanja Barjas BLUD Panmas 9.1.2.31.01. | Belanja Barjas BLUD (sewa Gudang) 13.000.000,00 1-Feb-20 1-Feb-21 1.083.333,33
SUBTOTAL 3 38.000.000,00 1.083.333,33
TOTAL 253.000.000,00 74.083.333,33




RINCIAN ASURANSI DIBAYAR DIMUKA PER 31 DESEMBER 2020
PEMERINTAH KOTA DEPOK

LAMPIRAN 6.2

Asuransi Dibayar

No. SKPD Uraian No. Polisi Rekening Uraian Nilai Asuransi Masa Sewa N
Dimuka
1 [Kantor Kesbangpol Kendaraan Bermotor Roda 4 B 1145ZQN | 2.1.2.04.02 Beban Premi Asuransi Barang Milik Daerah 3.534.062,00 11-Feb-20 11-Feb-21 294.505,17
Kendaraan Bermotor Roda 4 B 1025 EQN | 2.1.2.04.02 Beban Premi Asuransi Barang Milik Daerah 3.155.576,00 | 10-Mar-20 10-Mar-21 525.929,33
Subtotal 1 6.689.638,00 820.434,50
2 [Dinas Tenaga Kerja Kendaraan Bermotor Roda 4 2.1.2.04.02 Beban Premi Asuransi Barang Milik Daerah 4.491.757,00 18-Jul-20 18-Jul-21 2.245.878,50
Kendaraan Bermotor Roda 4 2.1.2.04.02 Beban Premi Asuransi Barang Milik Daerah 5.372.130,00 18-Jul-20 18-Jul-21 2.686.065,00
Kendaraan Bermotor Roda 4 2.1.2.04.02 Beban Premi Asuransi Barang Milik Daerah 4.687.580,00 10-Dec-20 10-Dec-21 4.296.948,33
Subtotal 2 14.551.467,00 9.228.891,83
3 [Kecamatan Sukmajaya Kendaraan Bermotor Roda 4 B 1127 ZQN | 2.1.2.04.02 Beban Premi Asuransi Barang Milik Daerah 4.297.425,00 25-Apr-20 25-Apr-21 1.074.356,25
Kendaraan Bermotor Roda 4 B 1031 EQN | 2.1.2.04.02 Beban Premi Asuransi Barang Milik Daerah 4.751.000,00 27-Dec-20 27-Dec-21 4.355.083,33
Subtotal 3 9.048.425,00 5.429.439,58
4 |Disporyata Kendaraan Bermotor Roda 4 B 1071 EQN | 2.1.2.04.02 Beban Premi Asuransi Barang Milik Daerah 4.303.557,00 6-Feb-20 6-Feb-21 358.629,75
Kendaraan Bermotor Roda 4 B 1015ZQN | 2.1.2.04.02 Beban Premi Asuransi Barang Milik Daerah 4.565.313,50 6-Feb-20 6-Feb-21 380.442,79
Kendaraan Bermotor Roda 4 B1179ZQN | 2.1.2.04.02 Beban Premi Asuransi Barang Milik Daerah 5.004.300,00 6-Feb-20 6-Feb-21 417.025,00
Kendaraan Bermotor Roda 4 B 1154 ZQN | 2.1.2.04.02 Beban Premi Asuransi Barang Milik Daerah 5.322.148,50 6-Feb-20 6-Feb-21 443.512,38
Subtotal 4 19.195.319,00 1.599.609,92
5 |BKPSDM Kendaraan Bermotor Roda 4 B 1047 EQN | 2.1.2.04.02 Beban Premi Asuransi Barang Milik Daerah 3.844.800,00 | 26-Mar-20 26-Mar-21 640.800,00
Kendaraan Bermotor Roda 4 B 7046 UQ | 2.1.2.04.02 Beban Premi Asuransi Barang Milik Daerah 930.500,00 | 26-Mar-20 26-Mar-21 155.083,33
Kendaraan Bermotor Roda 4 B 1034 ZQN | 2.1.2.04.02 Beban Premi Asuransi Barang Milik Daerah 4.497.950,00 26-Nov-20 26-Nov-21 3.748.291,67
Kendaraan Bermotor Roda 4 B 1159 ZQN | 2.1.2.04.02 Beban Premi Asuransi Barang Milik Daerah 4.620.575,00 26-Nov-20 26-Nov-21 3.850.479,17
Kendaraan Bermotor Roda 4 B 1121 ZQN | 2.1.2.04.02 Beban Premi Asuransi Barang Milik Daerah 4.659.925,00 7-Dec-20 7-Dec-21 4.271.597,92
Kendaraan Bermotor Roda 4 B 1124ZQN | 2.1.2.04.02 Beban Premi Asuransi Barang Milik Daerah 4.219.925,00 25-Jun-20 25-Jun-21 1.758.302,08
Kendaraan Bermotor Roda 4 B 1107 ZQN | 2.1.2.04.02 Beban Premi Asuransi Barang Milik Daerah 4.297.425,00 26-Mar-20 26-Mar-21 716.237,50
Subtotal 5 27.071.100,00 15.140.791,67
6 |Dinas Koperasi dan UMKM Kendaraan Bermotor Roda 4 B 1155ZQN | 2.1.2.04.02 Beban Premi Asuransi Barang Milik Daerah 3.694.000,00 | 31-May-20 31-May-21 1.231.333,33
Kendaraan Bermotor Roda 4 B 1197 ZQN | 2.1.2.04.02 Beban Premi Asuransi Barang Milik Daerah 5.030.000,00 11-Feb-20 11-Feb-21 419.166,67
Subtotal 6 8.724.000,00 1.650.500,00
7 |DPAPMK Kendaraan Bermotor Roda 4 B 1148 ZQN | 2.1.2.04.02 Beban Premi Asuransi Barang Milik Daerah 3.726.500,00 10-Jan-20 10-Jan-21 -
Kendaraan Bermotor Roda 4 B 1166 ZQN | 2.1.2.04.02 Beban Premi Asuransi Barang Milik Daerah 3.973.500,00 10-Jan-20 10-Jan-21 -
Kendaraan Bermotor Roda 4 B1134ZQN | 2.1.2.04.02 Beban Premi Asuransi Barang Milik Daerah 3.356.000,00 10-Jan-20 10-Jan-21 -
Kendaraan Bermotor Roda 4 B 1074 ZQN | 2.1.2.04.02 Beban Premi Asuransi Barang Milik Daerah 3.356.000,00 10-Jan-20 10-Jan-21 -
Kendaraan Bermotor Roda 4 B 1065 EQN | 2.1.2.04.02 Beban Premi Asuransi Barang Milik Daerah 4.081.450,00 10-Jan-20 10-Jan-21 -
Kendaraan Bermotor Roda 4 B 9002 ZQN | 2.1.2.04.02 Beban Premi Asuransi Barang Milik Daerah 4.035.250,00 10-Jan-20 10-Jan-21 -
Kendaraan Bermotor Roda 4 B 1094 EQN | 2.1.2.04.02 Beban Premi Asuransi Barang Milik Daerah 3.812.500,00 10-Jan-20 10-Jan-21 -
Kendaraan Bermotor Roda 4 B1094 ZQN | 2.1.2.04.02 Beban Premi Asuransi Barang Milik Daerah 4.325.800,00 10-Jan-20 10-Jan-21 -
Kendaraan Bermotor Roda 4 B 1132 QT 2.1.2.04.02 Beban Premi Asuransi Barang Milik Daerah 3.726.500,00 10-Jan-20 10-Jan-21 -
Subtotal 7 34.393.500,00 -




Asuransi Dibayar

No. SKPD Uraian No. Polisi Rekening Uraian Nilai Asuransi Masa Sewa N
Dimuka
8 [Disperdagin Kendaraan Bermotor Roda 4 B 1070 EQN | 2.1.2.04.02 Beban Premi Asuransi Barang Milik Daerah 4.423.050,00 13-Oct-20 13-Oct-21 3.317.287,50
Kendaraan Bermotor Roda 4 B 1151 ZQN | 2.1.2.04.02 Beban Premi Asuransi Barang Milik Daerah 4.313.250,00 13-Oct-20 13-Oct-21 3.234.937,50
Kendaraan Bermotor Roda 4 B 1068 EQN | 2.1.2.04.02 Beban Premi Asuransi Barang Milik Daerah 4.151.450,00 13-Oct-20 13-Oct-21 3.113.587,50
Kendaraan Bermotor Roda 4 B 1051 ZQN | 2.1.2.04.02 Beban Premi Asuransi Barang Milik Daerah 4.208.350,00 13-Oct-20 13-Oct-21 3.156.262,50
Kendaraan Bermotor Roda 4 B 7009 ZPA | 2.1.2.04.02 Beban Premi Asuransi Barang Milik Daerah 10.275.925,00 22-Oct-20 22-Oct-21 7.706.943,75
Kendaraan Bermotor Roda 4 B 9018 ZSC | 2.1.2.04.02 Beban Premi Asuransi Barang Milik Daerah 6.200.000,00 28-Jan-20 28-Jan-21 -
Subtotal 8 33.572.025,00 20.529.018,75
9 |Inspektorat Kendaraan Bermotor Roda 4 B 1180ZQN | 2.1.2.04.02 Beban Premi Asuransi Barang Milik Daerah 4.201.907,00 24-Jan-20 24-Jan-21 -
Kendaraan Bermotor Roda 4 B 1074 ZQN | 2.1.2.04.02 Beban Premi Asuransi Barang Milik Daerah 3.064.035,00 24-Jan-20 24-Jan-21 -
Kendaraan Bermotor Roda 4 B 1158 ZQN | 2.1.2.04.02 Beban Premi Asuransi Barang Milik Daerah 4.475.002,00 30-Jan-20 30-Jan-21 -
Kendaraan Bermotor Roda 4 B 1178 ZQN | 2.1.2.04.02 Beban Premi Asuransi Barang Milik Daerah 4.201.907,00 30-Jan-20 30-Jan-21 -
Kendaraan Bermotor Roda 4 B 1169 ZQN | 2.1.2.04.02 Beban Premi Asuransi Barang Milik Daerah 4.475.002,00 30-Jan-20 30-Jan-21 -
Kendaraan Bermotor Roda 4 B 1182 ZQN | 2.1.2.04.02 Beban Premi Asuransi Barang Milik Daerah 4.475.002,00 30-Jan-20 30-Jan-21 -
Kendaraan Bermotor Roda 4 B 1077 ZQN | 2.1.2.04.02 Beban Premi Asuransi Barang Milik Daerah 3.412.594,00 15-Dec-20 15-Dec-21 3.128.211,17
Kendaraan Bermotor Roda 4 B 7044 UQ | 2.1.2.04.02 Beban Premi Asuransi Barang Milik Daerah 679.856,00 15-Dec-20 15-Dec-21 623.201,33
Subtotal 9 28.985.305,00 3.751.412,50
10 [Disdukcapil Kendaraan Bermotor Roda 4 B 1156 ZQN | 2.1.2.04.02 Beban Premi Asuransi Barang Milik Daerah 4.308.000,00 24-Apr-20 24-Apr-21 1.077.000,00
Kendaraan Bermotor Roda 4 B9255UQ | 2.1.2.04.02 Beban Premi Asuransi Barang Milik Daerah 2.681.300,00 24-Apr-20 24-Apr-21 670.325,00
Kendaraan Bermotor Roda 4 B 1059 UQ | 2.1.2.04.02 Beban Premi Asuransi Barang Milik Daerah 4.178.000,00 24-Apr-20 24-Apr-21 1.044.500,00
Kendaraan Bermotor Roda 4 B 9236 UQ | 2.1.2.04.02 Beban Premi Asuransi Barang Milik Daerah 2.721.600,00 24-Apr-20 24-Apr-21 680.400,00
Kendaraan Bermotor Roda 4 B 1057 ZQN | 2.1.2.04.02 Beban Premi Asuransi Barang Milik Daerah 4.505.600,00 24-Apr-20 24-Apr-21 1.126.400,00
Subtotal 10 18.394.500,00 4.598.625,00
11 [Dinsos Kendaraan Bermotor Roda 4 2.1.2.04.02 Beban Premi Asuransi Barang Milik Daerah 5.116.958,00 11-Dec-20 11-Dec-21 4.690.544,83
Kendaraan Bermotor Roda 4 2.1.2.04.02 Beban Premi Asuransi Barang Milik Daerah 4.066.604,00 11-Dec-20 11-Dec-21 3.727.720,33
Kendaraan Bermotor Roda 4 2.1.2.04.02 Beban Premi Asuransi Barang Milik Daerah 2.539.471,00 11-Dec-20 11-Dec-21 2.327.848,42
Kendaraan Bermotor Roda 4 2.1.2.04.02 Beban Premi Asuransi Barang Milik Daerah 3.585.500,00 11-Dec-20 11-Dec-21 3.286.708,33
Subtotal 11 15.308.533,00 14.032.821,92
12 [Dinas PUPR Kendaraan Bermotor Roda 4 B 1137 ZON | 2.1.2.04.02 Beban Premi Asuransi Barang Milik Daerah 1.297.000,00 12-Oct-20 12-Oct-21 972.750,00
Kendaraan Bermotor Roda 4 B 1343 RFO | 2.1.2.04.02 Beban Premi Asuransi Barang Milik Daerah 4.541.450,00 12-Oct-20 12-Oct-21 3.406.087,50
Kendaraan Bermotor Roda 4 B 9001 ESC | 2.1.2.04.02 Beban Premi Asuransi Barang Milik Daerah 7.132.000,00 12-Oct-20 12-Oct-21 5.349.000,00
Kendaraan Bermotor Roda 4 B 1449 RFZ | 2.1.2.04.02 Beban Premi Asuransi Barang Milik Daerah 4.276.500,00 12-Oct-20 12-Oct-21 3.207.375,00
Subtotal 12 17.246.950,00 12.935.212,50
13 [Dinas Rumkim Kendaraan Bermotor Roda 4 B 9009 ZSC | 2.1.2.04.02 Beban Premi Asuransi Barang Milik Daerah 4.962.000,00 31-Jul-20 31-Jul-21 2.481.000,00
Kendaraan Bermotor Roda 4 B 1199 ZON | 2.1.2.04.02 Beban Premi Asuransi Barang Milik Daerah 5.794.250,00 6-Nov-20 6-Nov-21 4.828.541,67
Kendaraan Bermotor Roda 4 B 1101 EQN | 2.1.2.04.02 Beban Premi Asuransi Barang Milik Daerah 3.397.200,00 15-Nov-20 15-Nov-21 2.831.000,00
Subtotal 13 14.153.450,00 10.140.541,67
14 |Dinas Damkar Kendaraan Bermotor Roda 4 B 9003 ZSC | 2.1.2.04.02 Beban Premi Asuransi Barang Milik Daerah 6.875.000,00 23-Apr-20 23-Jan-21 -
Kendaraan Bermotor Roda 4 B 1189ZQN | 2.1.2.04.02 Beban Premi Asuransi Barang Milik Daerah 6.590.000,00 | 23-Apr-20 23-Jan-21 -
Kendaraan Bermotor Roda 4 B 9005 ZSC | 2.1.2.04.02 Beban Premi Asuransi Barang Milik Daerah 6.875.000,00 23-Apr-20 23-Jan-21 -
Kendaraan Bermotor Roda 4 B 90107SC | 2.1.2.04.02 Beban Premi Asuransi Barang Milik Daerah 6.875.000,00 | 23-Apr-20 23-Jan-21 -
Kendaraan Bermotor Roda 4 B 9012 ZSC | 2.1.2.04.02 Beban Premi Asuransi Barang Milik Daerah 6.875.000,00 23-Apr-20 23-Jan-21 -
Kendaraan Bermotor Roda 4 B 1180 ZQN | 2.1.2.04.02 Beban Premi Asuransi Barang Milik Daerah 6.590.000,00 | 23-Apr-20 23-Jan-21 -
Subtotal 14 40.680.000,00 -




Asuransi Dibayar

No. SKPD Uraian No. Polisi Rekening Uraian Nilai Asuransi Masa Sewa N
Dimuka
15 |Sekretariat Daerah Kendaraan Bermotor Roda 4 B 9037zQQ | 2.1.2.04.02 Beban Premi Asuransi Barang Milik Daerah 3.250.645,00 20-Jul-20 20-Jul-21 1.625.322,50
Kendaraan Bermotor Roda 4 B 7001 ZQA | 2.1.2.04.02 Beban Premi Asuransi Barang Milik Daerah 8.782.000,00 20-Jul-20 20-Jul-21 4.391.000,00
Kendaraan Bermotor Roda 4 B 1009 ZQA | 2.1.2.04.02 Beban Premi Asuransi Barang Milik Daerah 8.103.200,00 20-Jul-20 20-Jul-21 4.051.600,00
Kendaraan Bermotor Roda 4 B 1007ZQA | 2.1.2.04.02 Beban Premi Asuransi Barang Milik Daerah 5.938.070,00 20-Jul-20 20-Jul-21 2.969.035,00
Kendaraan Bermotor Roda 4 B 1010 ZQH | 2.1.2.04.02 Beban Premi Asuransi Barang Milik Daerah 6.507.500,00 20-Jul-20 20-Jul-21 3.253.750,00
Kendaraan Bermotor Roda 4 B 1009 ZQH | 2.1.2.04.02 Beban Premi Asuransi Barang Milik Daerah 8.103.200,02 20-Jul-20 20-Jul-21 4.051.600,01
Kendaraan Bermotor Roda 4 B 1008 ZQN | 2.1.2.04.02 Beban Premi Asuransi Barang Milik Daerah 7.119.050,00 20-Jul-20 20-Jul-21 3.559.525,00
Kendaraan Bermotor Roda 4 B 1016 ZQN | 2.1.2.04.02 Beban Premi Asuransi Barang Milik Daerah 2.963.021,00 20-Jul-20 20-Jul-21 1.481.510,50
Kendaraan Bermotor Roda 4 B 1082 ZQN | 2.1.2.04.02 Beban Premi Asuransi Barang Milik Daerah 3.926.840,00 20-Jul-20 20-Jul-21 1.963.420,00
Kendaraan Bermotor Roda 4 B 1116 ZQN | 2.1.2.04.02 Beban Premi Asuransi Barang Milik Daerah 3.926.840,00 20-Jul-20 20-Jul-21 1.963.420,00
Kendaraan Bermotor Roda 4 B1131ZQN | 2.1.2.04.02 Beban Premi Asuransi Barang Milik Daerah 3.926.840,00 20-Jul-20 20-Jul-21 1.963.420,00
Kendaraan Bermotor Roda 4 B 1098 ZQN | 2.1.2.04.02 Beban Premi Asuransi Barang Milik Daerah 3.570.359,00 20-Jul-20 20-Jul-21 1.785.179,50
Kendaraan Bermotor Roda 4 B 1072 EQN | 2.1.2.04.02 Beban Premi Asuransi Barang Milik Daerah 3.398.720,00 20-Jul-20 20-Jul-21 1.699.360,00
Kendaraan Bermotor Roda 4 B1024ZQN | 2.1.2.04.02 Beban Premi Asuransi Barang Milik Daerah 3.860.825,00 20-Jul-20 20-Jul-21 1.930.412,50
Kendaraan Bermotor Roda 4 B 1133 ZQN | 2.1.2.04.02 Beban Premi Asuransi Barang Milik Daerah 3.662.780,00 20-Jul-20 20-Jul-21 1.831.390,00
Kendaraan Bermotor Roda 4 B1119ZQN | 2.1.2.04.02 Beban Premi Asuransi Barang Milik Daerah 3.662.780,00 20-Jul-20 20-Jul-21 1.831.390,00
Kendaraan Bermotor Roda 4 B 1130ZQN | 2.1.2.04.02 Beban Premi Asuransi Barang Milik Daerah 3.662.780,00 20-Jul-20 20-Jul-21 1.831.390,00
Kendaraan Bermotor Roda 4 B 1135ZQN | 2.1.2.04.02 Beban Premi Asuransi Barang Milik Daerah 3.662.780,00 20-Jul-20 20-Jul-21 1.831.390,00
Kendaraan Bermotor Roda 4 B 1117 ZQN | 2.1.2.04.02 Beban Premi Asuransi Barang Milik Daerah 3.662.780,00 20-Jul-20 20-Jul-21 1.831.390,00
Kendaraan Bermotor Roda 4 B 1136 ZQN | 2.1.2.04.02 Beban Premi Asuransi Barang Milik Daerah 3.662.780,00 20-Jul-20 20-Jul-21 1.831.390,00
Kendaraan Bermotor Roda 4 B1113ZQN | 2.1.2.04.02 Beban Premi Asuransi Barang Milik Daerah 3.662.780,00 20-Jul-20 20-Jul-21 1.831.390,00
Kendaraan Bermotor Roda 4 B1112ZQN | 2.1.2.04.02 Beban Premi Asuransi Barang Milik Daerah 3.662.780,00 20-Jul-20 20-Jul-21 1.831.390,00
Kendaraan Bermotor Roda 4 B 1035ZQN | 2.1.2.04.02 Beban Premi Asuransi Barang Milik Daerah 3.695.787,53 20-Jul-20 20-Jul-21 1.847.893,77
Kendaraan Bermotor Roda 4 B 1060 EQN | 2.1.2.04.02 Beban Premi Asuransi Barang Milik Daerah 3.874.028,00 20-Jul-20 20-Jul-21 1.937.014,00
Kendaraan Bermotor Roda 4 B 1040 ZQN | 2.1.2.04.02 Beban Premi Asuransi Barang Milik Daerah 2.863.998,50 20-Jul-20 20-Jul-21 1.431.999,25
Kendaraan Bermotor Roda 4 B 1038 ZQN | 2.1.2.04.02 Beban Premi Asuransi Barang Milik Daerah 2.863.998,50 20-Jul-20 20-Jul-21 1.431.999,25
Kendaraan Bermotor Roda 4 B 1036 ZQN | 2.1.2.04.02 Beban Premi Asuransi Barang Milik Daerah 2.863.998,50 20-Jul-20 20-Jul-21 1.431.999,25
Kendaraan Bermotor Roda 4 B 1087 ZQN | 2.1.2.04.02 Beban Premi Asuransi Barang Milik Daerah 2.863.998,50 20-Jul-20 20-Jul-21 1.431.999,25
Kendaraan Bermotor Roda 4 B 1115ZQN | 2.1.2.04.02 Beban Premi Asuransi Barang Milik Daerah 3.794.810,00 20-Jul-20 20-Jul-21 1.897.405,00
Kendaraan Bermotor Roda 4 B 1002 EQN | 2.1.2.04.02 Beban Premi Asuransi Barang Milik Daerah 3.319.502,00 20-Jul-20 20-Jul-21 1.659.751,00
Kendaraan Bermotor Roda 4 B 9006 ZTA | 2.1.2.04.02 Beban Premi Asuransi Barang Milik Daerah 2.458.800,00 20-Jul-20 20-Jul-21 1.229.400,00
Kendaraan Bermotor Roda 4 B 1007 ZPA | 2.1.2.04.02 Beban Premi Asuransi Barang Milik Daerah 2.191.800,00 20-Jul-20 20-Jul-21 1.095.900,00
Kendaraan Bermotor Roda 4 B 7006 ZPA | 2.1.2.04.02 Beban Premi Asuransi Barang Milik Daerah 2.191.800,00 20-Jul-20 20-Jul-21 1.095.900,00
Kendaraan Bermotor Roda 4 B 9033 ZTA | 2.1.2.04.02 Beban Premi Asuransi Barang Milik Daerah 4.271.300,00 20-Jul-20 20-Jul-21 2.135.650,00
Kendaraan Bermotor Roda 4 B 1012 EQN | 2.1.2.04.02 Beban Premi Asuransi Barang Milik Daerah 3.319.502,00 20-Jul-20 20-Jul-21 1.659.751,00
Kendaraan Bermotor Roda 4 B 1147 ZQN | 2.1.2.04.02 Beban Premi Asuransi Barang Milik Daerah 3.431.120,00 20-Jul-20 20-Jul-21 1.715.560,00
Kendaraan Bermotor Roda 4 B 1172 ZQN | 2.1.2.04.02 Beban Premi Asuransi Barang Milik Daerah 4.251.407,00 20-Jul-20 20-Jul-21 2.125.703,50
Kendaraan Bermotor Roda 4 B 9016 ZCC | 2.1.2.04.02 Beban Premi Asuransi Barang Milik Daerah 6.969.200,00 20-Jul-20 20-Jul-21 3.484.600,00
Kendaraan Bermotor Roda 4 B 9043 ZTA | 2.1.2.04.02 Beban Premi Asuransi Barang Milik Daerah 3.254.500,00 20-Jul-20 20-Jul-21 1.627.250,00
Kendaraan Bermotor Roda 4 B1170ZQN | 2.1.2.04.02 Beban Premi Asuransi Barang Milik Daerah 3.631.190,00 20-Jul-20 20-Jul-21 1.815.595,00
Kendaraan Bermotor Roda 4 B 1095 EQN | 2.1.2.04.02 Beban Premi Asuransi Barang Milik Daerah 3.722.193,50 20-Jul-20 20-Jul-21 1.861.096,75
Kendaraan Bermotor Roda 4 B 1046 EQN | 2.1.2.04.02 Beban Premi Asuransi Barang Milik Daerah 3.365.764,95 20-Jul-20 20-Jul-21 1.682.882,48
Kendaraan Bermotor Roda 4 B 1099 EQN | 2.1.2.04.02 Beban Premi Asuransi Barang Milik Daerah 3.570.359,00 20-Jul-20 20-Jul-21 1.785.179,50
Kendaraan Bermotor Roda 4 B 1078 EQN | 2.1.2.04.02 Beban Premi Asuransi Barang Milik Daerah 3.715.592,00 20-Jul-20 20-Jul-21 1.857.796,00




Asuransi Dibayar

No. SKPD Uraian No. Polisi Rekening Uraian Nilai Asuransi Masa Sewa N

Dimuka
Kendaraan Bermotor Roda 4 B 7014 ZPA | 2.1.2.04.02 Beban Premi Asuransi Barang Milik Daerah 3.170.000,00 20-Jul-20 20-Jul-21 1.585.000,00
Kendaraan Bermotor Roda 4 B 7005 ZPA | 2.1.2.04.02 Beban Premi Asuransi Barang Milik Daerah 3.149.200,00 20-Jul-20 20-Jul-21 1.574.600,00
Subtotal 15| 185.483.200,00 92.741.600,00
16 |Badan Keuangan Daerah Kendaraan Bermotor Roda 4 B 1165ZQN | 2.1.2.04.02 Beban Premi Asuransi Barang Milik Daerah 3.829.850,00 | 13-Aug-20 13-Aug-21 2.234.079,17
Kendaraan Bermotor Roda 4 B1173ZQN | 2.1.2.04.02 Beban Premi Asuransi Barang Milik Daerah 3.829.850,00 | 13-Aug-20 13-Aug-21 2.234.079,17
Kendaraan Bermotor Roda 4 B 1141 ZQN | 2.1.2.04.02 Beban Premi Asuransi Barang Milik Daerah 4.286.771,00 | 13-Aug-20 13-Aug-21 2.500.616,42
Kendaraan Bermotor Roda 4 B 1050 ZQN | 2.1.2.04.02 Beban Premi Asuransi Barang Milik Daerah 4.066.640,00 11-Dec-20 11-Dec-21 3.727.753,33
Kendaraan Bermotor Roda 4 B 1044 ZQN | 2.1.2.04.02 Beban Premi Asuransi Barang Milik Daerah 4.011.770,00 11-Dec-20 11-Dec-21 3.677.455,83
Kendaraan Bermotor Roda 4 B 1196 ZQN | 2.1.2.04.02 Beban Premi Asuransi Barang Milik Daerah 5.022.000,00 11-Dec-20 11-Dec-21 4.603.500,00
Kendaraan Bermotor Roda 4 B 1123 ZQN | 2.1.2.04.02 Beban Premi Asuransi Barang Milik Daerah 3.784.000,00 11-Dec-20 11-Dec-21 3.468.666,67
Kendaraan Bermotor Roda 4 B1161ZQN | 2.1.2.04.02 Beban Premi Asuransi Barang Milik Daerah 4.208.000,00 11-Dec-20 11-Dec-21 3.857.333,33
Subtotal 16 33.038.881,00 26.303.483,92
17 |Sekretariat DPRD Kendaraan Bermotor Roda 4 B1132ZQN | 2.1.2.04.02 Beban Premi Asuransi Barang Milik Daerah 3.990.000,00 28-Feb-20 28-Feb-21 332.500,00
Kendaraan Bermotor Roda 4 B 7074 UQ | 2.1.2.04.02 Beban Premi Asuransi Barang Milik Daerah 3.990.000,00 28-Feb-20 28-Feb-21 332.500,00
Kendaraan Bermotor Roda 4 B 1128 ZQN | 2.1.2.04.02 Beban Premi Asuransi Barang Milik Daerah 3.990.000,00 28-Feb-20 28-Feb-21 332.500,00
Kendaraan Bermotor Roda 4 B 1014 ZQN | 2.1.2.04.02 Beban Premi Asuransi Barang Milik Daerah 3.990.000,00 28-Feb-20 28-Feb-21 332.500,00
Kendaraan Bermotor Roda 4 B1129ZQN | 2.1.2.04.02 Beban Premi Asuransi Barang Milik Daerah 3.990.000,00 28-Feb-20 28-Feb-21 332.500,00
Kendaraan Bermotor Roda 4 B 1053 EQN | 2.1.2.04.02 Beban Premi Asuransi Barang Milik Daerah 3.990.000,00 28-Feb-20 28-Feb-21 332.500,00
Kendaraan Bermotor Roda 4 B 1049 EQN | 2.1.2.04.02 Beban Premi Asuransi Barang Milik Daerah 3.990.000,00 28-Feb-20 28-Feb-21 332.500,00
Kendaraan Bermotor Roda 4 B 1045 EQN | 2.1.2.04.02 Beban Premi Asuransi Barang Milik Daerah 3.990.000,00 28-Feb-20 28-Feb-21 332.500,00
Kendaraan Bermotor Roda 4 B 7008 ZPA | 2.1.2.04.02 Beban Premi Asuransi Barang Milik Daerah 3.990.000,00 28-Feb-20 28-Feb-21 332.500,00
Kendaraan Bermotor Roda 4 B 1012 ZQN | 2.1.2.04.02 Beban Premi Asuransi Barang Milik Daerah 4.990.000,00 28-Feb-20 28-Feb-21 415.833,33
Kendaraan Bermotor Roda 4 B 1014 ZQN | 2.1.2.04.02 Beban Premi Asuransi Barang Milik Daerah 4.990.000,00 28-Feb-20 28-Feb-21 415.833,33
Kendaraan Bermotor Roda 4 B 1015ZQA | 2.1.2.04.02 Beban Premi Asuransi Barang Milik Daerah 4.990.000,00 28-Feb-20 28-Feb-21 415.833,33
Kendaraan Bermotor Roda 4 B 1090 EQN | 2.1.2.04.02 Beban Premi Asuransi Barang Milik Daerah 4.990.000,00 28-Feb-20 28-Feb-21 415.833,33
Kendaraan Bermotor Roda 4 B 1090 EQN | 2.1.2.04.02 Beban Premi Asuransi Barang Milik Daerah 3.990.000,00 28-Feb-20 28-Feb-21 332.500,00
Kendaraan Bermotor Roda 4 B1129ZQN | 2.1.2.04.02 Beban Premi Asuransi Barang Milik Daerah 3.990.000,00 28-Feb-20 28-Feb-21 332.500,00
Kendaraan Bermotor Roda 4 B 1050 EQN | 2.1.2.04.02 Beban Premi Asuransi Barang Milik Daerah 3.990.000,00 28-Feb-20 28-Feb-21 332.500,00
Subtotal 17 67.840.000,00 5.653.333,33
TOTAL| 574.376.293,00 224.555.717,08




PERHITUNGAN PENYISIHAN PIUTANG LAINNYA TAHUN 2020

PEMERINTAH KOTA DEPOK

LAMPIRAN 7

No Jenis Piutang Lat::; Kualitas Tarif Nilai Piutang (Rp) Ng?t'“:l fl';y;;:)a" Net Rea(“;a\*/’)'e Value
1 |Piutang Klaim BPJS
a. |Piutang Klaim BPJS Non Kapitasi
-|UPTD PUSKESMAS PANCORAN MAS 2020 Lancar 0,50% 763.900,00 3.819,50 760.080,50
-|UPTD PUSKESMAS DEPOK JAYA 2020 Lancar 0,50% 189.000,00 945,00 188.055,00
-|UPTD PUSKESMAS RANGKAPAN JAYA 2020 Lancar 0,50% 904.800,00 4.524,00 900.276,00
-|UPTD PUSKESMAS MAMPANG 2020 Lancar 0,50% 52.100,00 260,50 51.839,50
-|UPTD PUSKESMAS SUKMAJAYA 2020 Lancar 0,50% 20.701.200,00 103.506,00 20.597.694,00
-|UPTD PUSKESMAS ABADI JAYA 2020 Lancar 0,50% 258.700,00 1.293,50 257.406,50
-|UPTD PUSKESMAS BAKTIJAYA 2020 Lancar 0,50% 229.300,00 1.146,50 228.153,50
-|UPTD PUSKESMAS PONDOK SUKMAJAYA 2020 Lancar 0,50% 196.900,00 984,50 195.915,50
-|UPTD PUSKESMAS CIMANGGIS 2020 Lancar 0,50% 8.171.050,00 40.855,25 8.130.194,75
-|UPTD PUSKESMAS TUGU 2020 Lancar 0,50% 429.100,00 2.145,50 426.954,50
-|UPTD PUSKESMAS HARJAMUKT!I 2020 Lancar 0,50% 78.100,00 390,50 77.709,50
-|UPTD PUSKESMAS PASIR GUNUNG SELATAN 2020 Lancar 0,50% 132.100,00 660,50 131.439,50
-|UPTD PUSKESMAS CISALAK PASAR 2020 Lancar 0,50% 123.100,00 615,50 122.484,50
-|UPTD PUSKESMAS MEKARSARI 2020 Lancar 0,50% 83.500,00 417,50 83.082,50
-|UPTD PUSKESMAS CINERE 2020 Lancar 0,50% 499.300,00 2.496,50 496.803,50
-|UPTD PUSKESMAS BOJONGSARI 2020 Lancar 0,50% 1.969.600,00 9.848,00 1.959.752,00
-|UPTD PUSKESMAS DUREN SERIBU 2020 Lancar 0,50% 245.500,00 1.227,50 244.272,50
-|UPTD PUSKESMAS BEJI 2020 Lancar 0,50% 10.173.400,00 50.867,00 10.122.533,00
-|UPTD PUSKESMAS TANAH BARU 2020 Lancar 0,50% 267.400,00 1.337,00 266.063,00
-|UPTD PUSKESMAS KEMIRI MUKA 2020 Lancar 0,50% 293.500,00 1.467,50 292.032,50
-|UPTD PUSKESMAS TAPOS 2020 Lancar 0,50% 283.300,00 1.416,50 281.883,50
-|UPTD PUSKESMAS SUKATANI 2020 Lancar 0,50% 488.500,00 2.442,50 486.057,50
-|UPTD PUSKESMAS JATIJAJAR 2020 Lancar 0,50% 118.800,00 594,00 118.206,00
-|UPTD PUSKESMAS CILANGKAP 2020 Lancar 0,50% 369.700,00 1.848,50 367.851,50
-|UPTD PUSKESMAS CIMPAEUN 2020 Lancar 0,50% 229.300,00 1.146,50 228.153,50
-|UPTD PUSKESMAS SUKAMAJU BARU 2020 Lancar 0,50% 9.100,00 45,50 9.054,50
-|UPTD PUSKESMAS SAWANGAN 2020 Lancar 0,50% 261.700,00 1.308,50 260.391,50
-|UPTD PUSKESMAS PASIR PUTIH 2020 Lancar 0,50% 202.300,00 1.011,50 201.288,50
-|UPTD PUSKESMAS KEDAUNG 2020 Lancar 0,50% 230.800,00 1.154,00 229.646,00
-|UPTD PUSKESMAS PENGASINAN 2020 Lancar 0,50% 240.100,00 1.200,50 238.899,50
-|UPTD PUSKESMAS CINANGKA 2020 Lancar 0,50% 7.100,00 35,50 7.064,50
-|UPTD PUSKESMAS CIPAYUNG 2020 Lancar 0,50% 715.300,00 3.576,50 711.723,50
-|UPTD PUSKESMAS RATU JAYA 2020 Lancar 0,50% 45.100,00 225,50 44.874,50
-|UPTD PUSKESMAS CILODONG 2020 Lancar 0,50% 342.700,00 1.713,50 340.986,50
-|UPTD PUSKESMAS VILLA PERTIWI 2020 Lancar 0,50% 293.500,00 1.467,50 292.032,50
-|UPTD PUSKESMAS KALI MULYA 2020 Lancar 0,50% 115.800,00 579,00 115.221,00
-|UPTD PUSKESMAS LIMO 2020 Lancar 0,50% 472.300,00 2.361,50 469.938,50
Subtotal a 50.186.950,00 250.934,75 49.936.015,25
b. JKN
Piutang Pendapatan Pasien Jaminan Kesehatan Nasional (BPJS Kesehatan) 2020 Lancar 0,50% 2.920.226.881,00 14.601.134,41 2.905.625.746,60
Piutang Pendapatan Pasien BPJS Ketenagakerjaan 2020 Lancar 0,50% 16.541.722,00 82.708,61 16.459.013,39
Piutang Pendapatan Pasien Jasa Raharja 2020 Lancar 0,50% 65.542.137,00 327.710,69 65.214.426,32
Piutang Pendapatan Pasien Jaminan Kesehatan Kabupaten Bogor 2020 Lancar 0,50% 28.285.100,00 141.425,50 28.143.674,50
Piutang Pendapatan Pasien COVID-19 2020 Lancar 0,50% 9.406.898.450,00 47.034.492,25 9.359.863.957,75
Piutang Pendapatan dari Kegiatan Penunjang Lainnya 2020 Lancar 0,50% 47.317.309,00 236.586,55 47.080.722,46
Subtotal b 12.484.811.599,00 62.424.058,00 12.422.387.541,01
Jumlah Piutang Klaim BPJS 12.534.998.549,00 62.674.992,75 12.472.323.556,26
2 |Piutang Lainnya
a. Piutang Pihak Ke 3 UPT Puskesmas Rangkapan Jaya 2020 Lancar 0,50% 5.800.000,00 29.000,00 5.771.000,00
b. Jaminan pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Jembatan Utama Jatijajar 2013 Macet 100% 314.918.000,00 314.918.000,00 -
c._Pembangunan Ruang kelas Baru (RKB/RPL) SD SMP Negeri di Kota Depok 2017 Diragukan 50% 21.400.298,00 10.700.149,00 10.700.149,00
d. Piutang Hasil Pendapatan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan - PDAM Tirta 2020 Lancar 0,50% Rp16.194.453.453,00 80.972.267,27 16.113.481.185,74
Asasta
Jumlah Piutang Lainnya 16.536.571.751,00 406.619.416,27 16.129.952.334,74
Total 29.071.570.300,00 469.294.409,01 28.602.275.890,99




RINCIAN PERSEDIAAN PER 31 DESEMBER 2020

LAMPIRAN 8

PEMERINTAH KOTA DEPOK
NO. SKPD Alat Tulis Kantor Baha:f;;f?::am" Pakai Habis Non ATK Pe"z‘fﬂ'::ﬁ’;‘ai;s“" Obat-Obatan Bahan Kimia Bahan Medik Cetakan Pakaian Kerja A'e"’llﬂfﬁ':?k& Suku Cadang Alat Kebersihan | Bahan MinyakiGas B:::;'uiaa:“ B’”;ﬂg::;ﬁ" ie JUMLAH
1| Dinas Pendidikan 5486.500,00 531.000,00 - - - 6.017.500,00
2 | Dinas Kesehatan 1.033.740.045,60 401,596.692,00 11203.213.47959 277.07948528|  1570467030351| 196563983993 30.163.220,00 255.850.019,19 - | 255647979482|  33428432879,92
3 | Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) 318.834.156,18 206.222.300,75 195.719.118,00 866.392.30000|  11.049.876.174,61 9433615000  9.720.462.805,22 442.22557820 13215.773,23 214.864.480,34 368.247.190,00 - - -| 2349039602653
4 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 32.759.000,00 6.702.000,00 70.970.000,00 9.462.00000 92.580.176,62 - 21247317662
5 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan 13.964.700,00 1605.700,00 13.495.800,00 48.922.000,00 41.925.600,00 586.203.600,00 2479.400,00 - - 708.596.800,00
6 | Dinas Perumahan dan Permukiman 62.062.000,00 101.307.000,00 - - - 163.369.000,00
7 F?:::"'t'i;el’enca"aa” Pemb;;‘f;’;f" dan 63.311.00000 48.487.500,00 - - - 111.798.500,00
8 | Dinas Perhubungan 10.353.600,00 1344.160.441,65 2427.367.490,00 232.800,00 . . S| 378211433165
9 | Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 1.281.904.736,00 1.211.492.310,00 - - -| 2493:397.046,00
10 Dinas Perlindungan Anak, Pemberdayaan 6.757.500,00 8.643.000,00 - - - 15.400.500,00
dan Keluarga
11 | Dinas Tenaga Keria 23570.50000 16.331.600,00 4.256.000,00 6.034.000,00 - - - 50.192.100,00
12 | Dinas Sosial 39.632.000,00 1.192.424.000,00 23.486.000,00 - - -| 1.255542.000,00
13 | Dinas Koperasi dan Usaha Mikro 42.034.100,00 23.446.800,00 - - - 65.480.900,00
14 PD;:‘;V?S:Z“‘”"Q' Olah Raga, Kebudayaan dan 43.229.700,00 £8.967.200,00 . . 6.498.000,00 118,694.900,00
15 | Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik 3.738.000,00 4.412.925,00 - - - 8.150.925,00
16 | Sekretariat Daerah 585.421.380,00 618.304.125,00 321.236.669,00 145.258.000,00 1670.219.174,00
17 | Sekretariat DPRD 73500.00000 168.792.000,00 71.231.800,00 20.805.036,00 . . . 324.328.836,00
18 | Inspektorat Daerah 96.784.550,00 52.274.000,00 149.058.550,00
19 | Badan Keuangan Daerah 963.137.916,00 255.917.700,00 . . -| 1219.085.616,00
20 | Kec. Bej 1012.20000 596.000,00 1.608.200,00
21| Kec. Cimanggis 5476.000,00 2741.000,00 . . . 8217.00000
22 | Kec. Limo 5.366.000,00 1698.000,00 648.000,00 7.702.00000
23 | Kec. Pancoran Mas 563.000,00 684.000,00 . . . 1.247.000,00
2 | Kec. Sawangan 900.000,00 - - - 900.000,00
25 | Kec. Sukmajaya 319.000,00 407.00000 . . . 726.000,00
26 | Kec. Tapos 1111.00000 290.000,00 - - - 140100000
27 | Kec. Cinere 2590.000,00 746.000,00 . . . 3336.00000
28 | Kec. Cipayung 1458.00000 £92.000,00 - - - 2.150.000,00
29 | Kec. Bojong Sari 537.900,00 1888.700,00 413.00000 . . . 2:839.600,00
30 | Kec. Cilodong 228.000,00 137.000,00 - - - 365.000,00
31 | Satuan Polisi Pamong Praja 2.911.000,00 1.885.000,00 - - - 4.796.000,00
32 | Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan 5.684.500,00 4.130.000,00 - - - 9.814.500,00




Persediaan

NO. SKPD Alat Tulis Kantor o Pakai Habis Non ATK | Periengkapan Pasien| g0 o2y Bahan Kimia Bahan Medik Cetakan Pakaian Kerja et Gtk Suku Cadang AlatKebersihan | Bahan MinyakiGas | ~ anan Baku | Barang Diberikan Ke JUMLAH
Bahan/Bibit Tanaman Rumah Sakit Elektronik Bangunan Masyarakat

33 | Badan Penanaman Modal dan Pelayanan 19.673.00000 10.468.000,00 - - - 30.141.000,00
Terpadu Satu Pintu

34 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber 45518.000,00 14.396.250,00 26543.300,00 1.860.000,00 . . . 88.317.550,00
Daya Manusia

35 | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 1.599.400,00 1.595.200,00 - - - 3.194.600,00

36 | Dinas Komunikasi dan Informatika 18.506.300,00 24.750.660,00 - - - 43.256.960,00

a7 g’;;i:nﬁi‘aha“a” Pangan, Pertanian dan 2487500000 20.150.000,00 10.741,000,00 11.245,540,00 2351411500 - - - 90.525 655,00

38 | Dinas Perdagangan dan Perindustrian 14.214.000,00 96.290.472,00 - - - 110.504.472,00
Jumlah 4.852.753.683,78 22637230075  1.805.741.760,00 866.392.300,00 |  22.277.326.454,20 37141563528 | 2543637864873  6.599.009.466,78 33445144223 | 2534.079.510,00 32776008034 | 1.239.232.645,19 157.199.400,00 9258017662  2562.977.79482|  69.683.761.298,72




RINCIAN PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET TETAP TAHUN 2020

LAMPIRAN 9

PEMERINTAH KOTA DEPOK
JALAN, IRIGASI, DAN
NO URAIAN TANAH PERALATAN DAN MESIN GEDUNG DAN BANGUNAN JARINGAN ASET TETAP LAINNYA KDP AKUMULASI PENYUSUTAN
| SALDO AWAL 4.662.740.305.933,24 1.350.142.932.924,33 2.189.492.055.100,79 5.532.561.482.634,28 132.455.766.484,08 51.192.100.038,70 (3.901.677.424.586,00)
1 DINAS PENDIDIKAN 264.766.464.000,00 413.388.751.626,51 663.981.513.097,86 2.563.137.943,22 125.129.655.320,69 - (416.128.973.691,03)
2 |DINAS KESEHATAN 45.260.770.000,00 94.412.264 477,49 102.137.746.603,66 3.383.038.854,66 395.831.390,73 (83.978.523.231,64)
3 |RUMAH SAKIT UMUM DAERAH 42.868.966.200,00 220.596.531.940,16 298.346.313.861,25 6.209.120.015,00 73.332.193,00 - (137.442.084.298,84)
4 |DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 328.648.722.599,00 87.028.803.337,87 28.350.107.905,00 3.978.467.119.490,52 22,650.181,00 742.720.008,00 (1.975.681.935.156,32)
5 |DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN 796.601.025.703,24 144.722.818.781,97 197.943.040.841,85 76.841.536.789,00 2.726.997.190,00 (139.383.436.984,55)
6 |DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN 599.356.174.960,00 14.890.792.164,85 48.417.565.454,51 646.097.134.679,00 26.607.500,00 50.189.597.435,00 (98.514.691.742,02)
7___|BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH 5.490.314.330,29 15.440.000,00 (4.626.184.556,99)
8 |DINAS PERHUBUNGAN 9.274.830.816,00 44.062.066.093,39 19.058.854.386,61 47.164.259.482,00 33.930.000,00 (41.217.369.023,72)
9 |DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 19.501.371.936,48 - (16.665.193.933,62)
10 [DINAS PERLINDUNGAN ANAK, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KELUARGA 5.110.859.231,44 1.573.837.000,00 13.250.000,00 (4.258.012.487,92)
11 |DINAS TENAGA KERJA 2.134.863.865,99 35.464.000,00 (1.632.969.504,61)
12__|DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO 2.642.687.744,09 1.704.720.000,00 (1.813.775.207,54)
13 [DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 5.482.862.679,63 42.606.548.108,60 4.246.899.540,40 525.487.625,00 (7.787.050.653,80)
14 |KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 1.345.139.239,84 1.062.500,00 (1.067.820.004,49)
15 |DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
16 |KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
17__|SEKRETARIAT DAERAH 978.269.195.687,00 52.905.910.756,49 367.776.998.639,56 1.119.924.000,00 308.312.900,00 (119.252.043.386,56)
18 |SEKRETARIAT DPRD 4.800.000.000,00 24.568.814.325,94 19.644.211.150,00 384.720.938,00 430.663.820,00 (21.386.775.496,17)
19 |INSPEKTORAT DAERAH 3.032.684.408,80 25.133.900,00 (2.307.676.674,68)
20 |BADAN KEUANGAN DAERAH 1.494.909.376.128,00 25.475.019.176,15 51.485.817.333,00 753.979.817.322,00 354.247.000,00 (637.759.713.704,57)
21 [PPKD - - -
22 |KECAMATAN BEJI 6.022.300.000,00 3.389.888.085,57 8.432.840.346,00 137.632.000,00 188.800.000,00 (5.600.579.018,27)
23 |KECAMATAN CIMANGGIS 4.611.575.000,00 3.707.093.581,66 7.028.197.449,00 139.225.000,00 18.175.749,00 (5.071.156.095,85)
24 |KECAMATAN LIMO 2.087.425.000,00 4.178.226.588,25 5.400.821.452,27 46.539.899,73 32.885.749,00 (4.321.230.565,02)
25 |KECAMATAN PANCORAN MAS 3.612.850.000,00 4.845.881.593,98 14.025.260.712,37 241.325.898,00 14.425.136,56 (5.327.914.341,14)
26 |KECAMATAN SAWANGAN 2.453.550.000,00 3.792.661.211,29 10.068.714.304,00 - (4.870.396.325,51)
27 |KECAMATAN SUKMAJAYA 2.857.200.000,00 4.450.921.061,35 5.289.574.823,00 34.049.494,10 (5.263.355.456,10)
28 |KECAMATAN TAPOS 5.952.270.000,00 4.914.256.848,15 11.401.033.392,00 51.625.000,00 82.128.336,00 (6.298.828.677,20)
29 |KECAMATAN CINERE 785.575.000,00 3.296.571.768,98 11.710.105.182,00 (4.739.507.360,91)
30 |KECAMATAN CIPAYUNG 3.020.984.000,00 4.312.940.465,35 11.997.777.666,00 142.550.000,00 18.172.000,00 (5.934.395.692,90)
31 |KECAMATAN BOJONG SARI 2.860.050.000,00 4.686.557.509,11 15.039.423.002,00 131.149.000,00 (8.717.584.152,08)
32 |KECAMATAN CILODONG 11.749.427.840,00 2.488.454.465,27 11.420.094.902,00 42.706.393,00 21.152.000,00 (5.108.359.042,64
33 |SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 9.532.060.349,39 - 474.500,00 552.500,00 (6.354.133.041,98)
34 [DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN 6.351.167.000,00 52.884.016.587,88 14.273.534.164,25 156.916.374,75 - (43.054.951.603,26
35 |DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 5.223.131.297,71 (4.028.073.814,75)
36 |DINAS SOSIAL 2.220.056.787,09 1.137.123.352,00 - (1.683.355.263,32)
37__|DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 5.254.234.564,66 1.397.765.497,00 (3.442.738.544,23)
38 |DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 27.609.912.379,52 1.192.938.238,00 (18.369.099.845,40)
39 |DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN 7.401.256.000,00 10.244.647.053,88 22.328.669.427,00 7.085.469.026,00 216.475.000,00 (15.537.829.897,21)
40 |DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN 38.219.150.000,00 21.446.394.295,36 195.683.208.307,00 4.060.309.489,00 214.651.502,00 259.782.595,70 (32.953.685.224,97)
41 |BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 4.872.470.312,50 2.783.000,00 (4.096.020.884,19)
Il PENAMBAHAN
A [Belanja Modal Aset Tetap 106.762.821.955,00 102.295.109.179,00 243.450.816.862,00 216.187.539.162,00 36.357.959.884,00 - -
1 DINAS PENDIDIKAN 12.566.694.100,00 8.844.089.210,00 - 27.930.439.250,00
2 |DINAS KESEHATAN 6.777.022.021,00 24.970.000,00 39.165.500,00 4.069.439.027,00
3 |RUMAH SAKIT UMUM DAERAH 28.017.899.338,00 - - 3.779.370.449,00
4 |DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 26.496.272.400,00 750.000,00 188.248.667.838,00 -
5 |DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN 5.406.408.784,00 12.591.500.329,00 1.120.772.000,00 264.206.000,00
6 |DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN 106.762.821.955,00 657.394.000,00 218.188.901.703,00 24.496.178.660,00 -
7___|BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH 110.470.727,00 - - -
8 |DINAS PERHUBUNGAN 1.468.463.500,00 53.751.000,00 993.860.203,00 -
9 |DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 1.864.737.800,00 184.273.500,00 - -
10 |DINAS PERLINDUNGAN ANAK, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KELUARGA 178.826.300,00 70.000.000,00 -
11__|DINAS TENAGA KERJA 345.775.000,00 - -
12 |DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO - - - -
13 |DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 264.573.400,00 315.639.000,00 15.865.000,00 116.504.000,00
14 |KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 63.625.000,00 - - -
15 |DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH - -
16 |KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH - - -
17 |SEKRETARIAT DAERAH 2.899.974.000,00 147.000.000,00 -
18 |SEKRETARIAT DPRD 3.042.904.896,00 10.766.000,00 -
19 |INSPEKTORAT DAERAH 321.900.800,00 - - -
20 [BADAN KEUANGAN DAERAH 134.285.000,00 186.000.000,00 -




URAIAN

TANAH

PERALATAN DAN MESIN

GEDUNG DAN BANGUNAN

JALAN, IRIGASI, DAN
JARINGAN

ASET TETAP LAINNYA

KDP

AKUMULASI PENYUSUTAN

PPKD

KECAMATAN BEJI

411.802.000,00

KECAMATAN CIMANGGIS

422.879.600,00

KECAMATAN LIMO

138.099.000,00

127.000.000,00

KECAMATAN PANCORAN MAS

468.765.500,00

KECAMATAN SAWANGAN

580.157.800,00

KECAMATAN SUKMAJAYA

533.546.000,00

KECAMATAN TAPOS

657.634.200,00

87.408.568,00

KECAMATAN CINERE

287.498.500,00

KECAMATAN CIPAYUNG

502.276.500,00

KECAMATAN BOJONG SARI

515.221.500,00

KECAMATAN CILODONG

431.663.000,00

856.455.393,00

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

120.380.000,00

118.290.000,00

DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

1.957.511.000,00

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

267.657.500,00

DINAS SOSIAL

19.986.120,00

DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

44.000.063,00

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

3.323.680.000,00

DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN

183.348.700,00

29.300.000,00

44.400.000,00

DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

678.788.000,00

2.823.366.000,00

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

152.973.250,00

Atribusi Aset Tetap

13.336.055.433,00

4.542.730.800,00

768.238.350,00

DINAS PENDIDIKAN

19.250.000,00

DINAS KESEHATAN

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

13.336.055.433,00

4.542.730.800,00

732.488.350,00

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN

DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH

DINAS PERHUBUNGAN

©o|o|~|o|o]|a]w|r]-|m

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

=

DINAS PERLINDUNGAN ANAK, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KELUARGA

DINAS TENAGA KERJA

b}

DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO

@

DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

=

KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

=

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

>

KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

17

EKRETARIAT DAERAH

EKRETARIAT DPRD

INSPEKTORAT DAERAH

BADAN KEUANGAN DAERAH

PPKD

KECAMATAN BEJI

KECAMATAN CIMANGGIS

KECAMATAN LIMO

KECAMATAN PANCORAN MAS

KECAMATAN SAWANGAN

KECAMATAN SUKMAJAYA

KECAMATAN TAPOS

KECAMATAN CINERE

KECAMATAN CIPAYUNG

KECAMATAN BOJONG SARI

KECAMATAN CILODONG

16.500.000,00

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DINAS SOSIAL

LB |F| RSS2

DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN

&

DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

by

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

[Mutasi Masuk

1.

735.860.000,00

6.909.769.589,54

101.821.183.260,17

9.499.179.385,1.

12.983.725,10

DINAS PENDIDIKAN

47.690.518,00

45.091.604.327,01

1.237.283.665,0

DINAS KESEHATAN

274.318.000,00

36.158.000,00

12.602.519.667,95

1.093.448.815,7.

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

455.748.093,00

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

10.244.274,83

248.618.155,17

4.222.570,00

DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN

64.361.164,00

1.361.335.000,00

DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

3.740.000,00

~|o|o]|s|wlo]-|o

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH




JALAN, IRIGASI, DAN

NO URAIAN TANAH PERALATAN DAN MESIN GEDUNG DAN BANGUNAN JARINGAN ASET TETAP LAINNYA KDP AKUMULASI PENYUSUTAN
8 DINAS PERHUBUNGAN 862.708.250,00 5.182.160.674,10
9 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 56.422.480,00
10 |DINAS PERLINDUNGAN ANAK, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KELUARGA 4.788.384,00
11 |DINAS TENAGA KERJA
12 |DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
13 |DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 33.830.567,00 8.919.192.974,00 206.356.543,34
14 |KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
15 |DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
16 |KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
17 |SEKRETARIAT DAERAH 11.638.384,00 39.500.000,00
18 |SEKRETARIAT DPRD 3.100.000,00
19 |INSPEKTORAT DAERAH 15.475.284,89
20 |BADAN KEUANGAN DAERAH 955.360.000,00 1.670.573.121,58 8.909.747.218,82 438.773.909,84
21 |PPKD
22 |KECAMATAN BEJI 262.816.211,00
23 |KECAMATAN CIMANGGIS 334.649.199,00 862.836.601,00 82.475.648,75
24 |KECAMATAN LIMO 128.919.600,00
25 |KECAMATAN PANCORAN MAS 424.772.250,00 3.719.676.950,00
26 |KECAMATAN SAWANGAN 285.168.461,00 9.931.379.592,65 441.200.541,82 3.515.414,35
27 |KECAMATAN SUKMAJAYA 778.233.217,68 6.717.337.969,32 801.759.013,00
28 |KECAMATAN TAPOS 428.848.493,56 224.065.000,00
29 |KECAMATAN CINERE 153.897.482,00
0 |[KECAMATAN CIPAYUNG 247.686.805,00 2.105.574.000,0
1 |KECAMATAN BOJONG SARI 272.041.798,00 253.506.689 9.468.310,75
2 |KECAMATAN CILODONG 246.326.647,00 99.130.000,0
3 [SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 10.282.576,00
4 |DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN 305.669.000,00 9.000.000,00 423.873.869,00
5 |DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 27.970.000,00
6 [DINAS SOSIAL 200.513.000,00 17.751.560,00 261.765.246,00 11.498.003,55
7 |DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 3.238.384,00
8 |DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
9 [DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN 1.688.384,00

40 |DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN 49.520.000,00

41 [BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

E rBamng dan Jasa Menjadi Aset Tetap - 6.074.017.314,00 333.691.000,00 - -

1 DINAS PENDIDIKAN

2 DINAS KESEHATAN 3.268.348.814,00

3 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

4 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

5 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN

6 DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN 333.691.000,00

7 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH

8 DINAS PERHUBUNGAN 65.000.000,00

9 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 154.258.000,00

10 |DINAS PERLINDUNGAN ANAK, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KELUARGA

11 |DINAS TENAGA KERJA

12 |DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO

13 |DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

14 |KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

15 |DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

16 |KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

17 EKRETARIAT DAERAH

1 EKRETARIAT DPRD

1 INSPEKTORAT DAERAH

2 BADAN KEUANGAN DAERAH 95.000.000,00

21 |PPKD

22 |KECAMATAN BEJI 16.000.000,0t

23 |KECAMATAN CIMANGGIS 22.500.00

24 |KECAMATAN LIMO 4.850.000,01

25 |KECAMATAN PANCORAN MAS

26 |KECAMATAN SAWANGAN 37.582.000,01

27 |KECAMATAN SUKMAJAYA 16.830.000,01

2 KECAMATAN TAPOS 34.600.000,0!

i KECAMATAN CINERE 52.500.000,0
KECAMATAN CIPAYUNG 42.000.000,0f
KECAMATAN BOJONG SARI 5.500.000,0
KECAMATAN CILODONG 2.000.000,01
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 650.000,0

DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

2.233.398.500,00

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

S|&|R|S[8|=

DINAS SOSIAL




URAIAN

TANAH

PERALATAN DAN MESIN

GEDUNG DAN BANGUNAN

JALAN, IRIGASI, DAN
JARINGAN
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KDP

AKUMULASI PENYUSUTAN

DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN

DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

[Reklas KDP Menjadi Aset Tetap

30.973.626.200,00

401.478.773,00

(31.375.104.973,00)

DINAS PENDIDIKAN

DINAS KESEHATAN

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

401.478.773,00

(401.478.773,00)

DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN

DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

30.973.626.200,00

(30.973.626.200,00)

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH

DINAS PERHUBUNGAN

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

DINAS PERLINDUNGAN ANAK, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KELUARGA

DINAS TENAGA KERJA

DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO

DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

EKRETARIAT DAERAH

EKRETARIAT DPRD

INSPEKTORAT DAERAH

BADAN KEUANGAN DAERAH

PPKD

KECAMATAN BEJI

KECAMATAN CIMANGGIS

KECAMATAN LIMO

KECAMATAN PANCORAN MAS

KECAMATAN SAWANGAN

KECAMATAN SUKMAJAYA

KECAMATAN TAPOS

KECAMATAN CINERE

KECAMATAN CIPAYUNG

KECAMATAN BOJONG SARI

KECAMATAN CILODONG

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DINAS SOSIAL

DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN

DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

DED Menjadi Aset tetap

2.859.891.626,00

14.605.276.090,00

512.134.563,00

DINAS PENDIDIKAN

DINAS KESEHATAN

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

13.945.271.415,00

DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN

194.863.350,00

DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

2.665.028.276,00

660.004.675,00

512.134.563,00

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH

DINAS PERHUBUNGAN

ofm|~]|o|a|a|w|s|= o) 2]E

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

=]

DINAS PERLINDUNGAN ANAK, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KELUARGA

DINAS TENAGA KERJA

i}

DINAS KOPERAS| DAN USAHA MIKRO

@

DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

=

KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

&>

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

>

KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

17

EKRETARIAT DAERAH

EKRETARIAT DPRD

INSPEKTORAT DAERAH

BADAN KEUANGAN DAERAH

PPKD

ECAMATAN BEJI

ECAMATAN CIMANGGIS




URAIAN

TANAH

PERALATAN DAN MESIN

GEDUNG DAN BANGUNAN

JALAN, IRIGASI, DAN
JARINGAN

ASET TETAP LAINNYA

KDP

AKUMULASI PENYUSUTAN

KECAMATAN LIMO

KECAMATAN PANCORAN MAS

KECAMATAN SAWANGAN

KECAMATAN SUKMAJAYA

KECAMATAN TAPOS

KECAMATAN CINERE

KECAMATAN CIPAYUNG

KECAMATAN BOJONG SARI

KECAMATAN CILODONG

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DINAS SOSIAL

DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN

DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

ey

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Aset Dari Hibah

1.434.866.017.150,00

11.653.961.076,00

24.071.091.661,00

485.893.355.973,48

DINAS PENDIDIKAN

76.000.000,00

DINAS KESEHATAN

4.023.254.346,00

865.135.000,00

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

4.419.404.480,00

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN

DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

o|~|o|a|a|w|o|-]=

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH

DINAS PERHUBUNGAN

©

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

=

DINAS PERLINDUNGAN ANAK, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KELUARGA

DINAS TENAGA KERJA

b}

DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO

@

DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

=

KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

=

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

>

KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

17

EKRETARIAT DAERAH

EKRETARIAT DPRD

INSPEKTORAT DAERAH

BADAN KEUANGAN DAERAH

1.434.866.017.150,00

3.135.302.250,00

23.205.956.661,00

485.893.355.973,48

PPKD

KECAMATAN BEJI

KECAMATAN CIMANGGIS

KECAMATAN LIMO

KECAMATAN PANCORAN MAS

KECAMATAN SAWANGAN

KECAMATAN SUKMAJAYA

KECAMATAN TAPOS

KECAMATAN CINERE

KECAMATAN CIPAYUNG

KECAMATAN BOJONG SARI

KECAMATAN CILODONG

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DINAS SOSIAL

LB |F|R|S|8|=

DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN

&

DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

by

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

[Reklas Antar Akun Aset

(84.050.572.759,69)

(37.600.353.

3.730.456.921,02

(29.461.930.

25.393.743.257,00

DINAS PENDIDIKAN

(55.891.481.049,38)

986.940.

(21.022.416.

DINAS KESEHATAN

6.845.399.556.41)

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

758.114.484,02

ololal=

1
0!
40.953.00!
311.918.201

(154.780.760,

8
5
(4.135.775.926,7
(3.802.242.449,0

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

(224.079.232,96)

(614.549.130,

614.549.130,00

DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN

(12.451.045.852,90)

(1.641.876.100,00)

86.494.100,

(234.178.500,00)

DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

(658.439.583,12)

(29.705.783.320,11)

Slolala

4.317.018.711,

1.376.225,00

24.779.194.127,00

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH

DINAS PERHUBUNGAN

(1.025.855.297,37)

7.145.000,0

(1.116.654.000,00)

(25.786.250,00)

©o|o|~]|o|o]|a|w|r] o=

DINA! ENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

184.273.500,00

84.273.500,00)

>

DINAS PERLINDUNGAN ANAK, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KELUARGA

el

9.472.000,00)




URAIAN

TANAH

PERALATAN DAN MESIN

GEDUNG DAN BANGUNAN

JALAN, IRIGASI, DAN
JARINGAN

ASET TETAP LAINNYA

KDP

AKUMULASI PENYUSUTAN

DINAS TENAGA KERJA

(146.798.341,80)

DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO

DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

107.842.000,00

(73.756.000,00)

69.774.000,00

(103.860.000,00)

KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

SEKRETARIAT DAERAH

(2.764.382.020,24)

(147.000.000,00)

SEKRETARIAT DPRD

10.766.000,00

(10.766.000,00)

INSPEKTORAT DAERAH

BADAN KEUANGAN DAERAH

(5.818.096.157,25)

(186.000.000,00)

(5.227.500,00)

PPKD

KECAMATAN BEJI

KECAMATAN CIMANGGIS

KECAMATAN LIMO

(7.015.000,00)

KECAMATAN PANCORAN MAS

(6.453.866,56)

KECAMATAN SAWANGAN

KECAMATAN SUKMAJAYA

KECAMATAN TAPOS

(5.000.000,00)

(7.824.260,00)

KECAMATAN CINERE

(2.954.562.966,00)

KECAMATAN CIPAYUNG

KECAMATAN BOJONG SARI

KECAMATAN CILODONG

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

118.290.000,00

(118.290.000,00)

DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

19.986.120,00

(19.986.120,00)

DINAS SOSIAL

DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

(44.000.063,00)

44.000.063,00

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN

(658.189.816,81)

(9.600.000,00)

DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

1.289.937.107,53

(1.939.429.000,00)

300.920.000,00

(153.941.502,00)

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

mutang Belanja Aset Tetap 2020

378.624.852,00

DINAS PENDIDIKAN

369.600.000,00

DINAS KESEHATAN

4.544.852,00

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN

DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH

DINAS PERHUBUNGAN

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

DINAS PERLINDUNGAN ANAK, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KELUARGA

DINAS TENAGA KERJA

DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO

DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

EKRETARIAT DAERAH

EKRETARIAT DPRD

INSPEKTORAT DAERAH

BADAN KEUANGAN DAERAH

PPKD

KECAMATAN BEJI

KECAMATAN CIMANGGIS

KECAMATAN LIMO

KECAMATAN PANCORAN MAS

KECAMATAN SAWANGAN

KECAMATAN SUKMAJAYA

4.480.000,00

KECAMATAN TAPOS

KECAMATAN CINERE

KECAMATAN CIPAYUNG

KECAMATAN BOJONG SARI

KECAMATAN CILODONG

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DINAS SOSIAL

DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

B|B[NB| S| R|S[S8)=

DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
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URAIAN

TANAH

PERALATAN DAN MESIN

GEDUNG DAN BANGUNAN

JALAN, IRIGASI, DAN
JARINGAN

ASET TETAP LAINNYA

KDP

AKUMULASI PENYUSUTAN

s
S

DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

iy

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

[Memorial F Aset

199.030.016,00

1.833.581.000,00

DINAS PENDIDIKAN

DINAS KESEHATAN

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

199.030.000,00

1.833.581.000,00

DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN

DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH

of~|o|o|s]w|ro] ==

DINAS PERHUBUNGAN

©

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

>

DINAS PERLINDUNGAN ANAK, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KELUARGA

DINAS TENAGA KERJA

S

DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO

@

DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

=

KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

=3

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

>

KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

3

EKRETARIAT DAERAH

>

EKRETARIAT DPRD

©

INSPEKTORAT DAERAH

20

BADAN KEUANGAN DAERAH

PPKD

KECAMATAN BEJI

KECAMATAN CIMANGGIS

KECAMATAN LIMO

KECAMATAN PANCORAN MAS

KECAMATAN SAWANGAN

KECAMATAN SUKMAJAYA

KECAMATAN TAPOS

KECAMATAN CINERE

KECAMATAN CIPAYUNG

KECAMATAN BOJONG SARI

KECAMATAN CILODONG

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DINAS SOSIAL

DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN

16,00

DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

JUMLAH PENAMBAHAN

1.543.364.699.105,00

56.795.994.699,

370.452.678.294,06

732.919.105.654,62

6.909.013.316,23

(5.469.227.153,00)

DINAS PENDIDIKAN

(42.831.496.431,

52.948.753.228,01

1.256.533.665,00

6.008.022.943,42

DINAS KESEHATAN

274.318.000,00

7.263.928 476,

13.533.577.667,95

1.132.614.315,72

( 36.899,73)

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

46.987.221.828,

4.854.649.000,00

77.707.590,01

(22.872.000,00)

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

26.481.467.441,87

49.368.155,17

203.818.672.466,

213.070.357,00

DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN

(6.980.275.904,90)

12.505.822.579,00

30.027.500,00

DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

106.762.821.955,00

2.694.416,88

222.455.463.858,89

0
2.207.266.100,0
29.473.202.046,0;

1.376.225,00

(6.682.297.510,00)

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH

110.470.727,00

o|~|o|a|s|w]o|—

DINAS PERHUBUNGAN

1.370.316.452,63

110.896.000,00

5.059.366.877,10

(25.786.250,00)

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

2.259.691.780,00

DINAS PERLINDUNGAN ANAK, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KELUARGA

183.614.684,00

(129.472.000,00)

DINAS TENAGA KERJA

198.976.658,20

DINAS KOPERAS| DAN USAHA MIKRO

DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

406.245.967,00

9.161.075.974,00

291.995.543,34

12.644.000,00

KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

63.625.000,00

KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

EKRETARIAT DAERAH

147.230 6

39.500.000,00

EKRETARIAT DPRD

3.056.770.896,00

INSPEKTORAT DAERAH

337.376.084,89

BADAN KEUANGAN DAERAH

(782.935.785,67)

486.332.129.883,32

(6.227.500,00)

PPKD

32.115.703.879,82

KECAMATAN BEJI

690.618.211,00

KECAMATAN CIMANGGIS

780.028.799,00

862.836.601,00

82.475.648,75

ECAMATAN LIMO

54.853.600,00

127.000.000,00

ECAMATAN PANCORAN MAS

3.537.750,00

3.719.676.950,00

(6.453.886,56)

ECAMATAN SAWANGAN

2.908.261,00

9.931.379.592,65

441.200.541,82

3.515.414,35




URAIAN

TANAH

PERALATAN DAN MESIN GEDUNG DAN BANGUNAN

JALAN, IRIGASI, DAN
JARINGAN

ASET TETAP LAINNYA

KDP

AKUMULASI PENYUSUTAN

KECAMATAN SUKMAJAYA

1.333.089.217,68 6.717.337.969,32

801.759.013,00

KECAMATAN TAPOS

1.116.082.693,56 224.065.000,00

87.408.568,00

(7.824.260,00)

KECAMATAN CINERE

493.895.982,00 (2.954.562.966,00)

KECAMATAN CIPAYUNG

791.963.305,00 2.105.574.000,00

KECAMATAN BOJONG SARI

812.763.298,00 253.506.689,25

KECAMATAN CILODONG

679.989.647,00 99.130.000,00

872.955.393,00

9.468.310,75

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

252.602.576,00

DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

305.669.000,00

4.199.909.500,00 423.873.869,00

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

315.613.620,00

DINAS SOSIAL

200.513.000,00

17.751.560,00

11.498.003,55

DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

261.765.246,00
3.238.384,00 -

242.001.221,00

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

3.323.680.000,00

DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN

(473.152.716,81) 29.300.000,00

44.400.000,00

(9.600.000,00)

DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

1.968.725.107,53 933.457.000,00

300.920.000,00

(153.941.502,00)

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

152.973.250,00

PENGURANG

Mutasi Keluar

(1.735.860.000,00)

(6.909.769.589,54) (101.821.183.260,17)

(9.499.179.385,12)

(12.983.725,10)

DINAS PENDIDIKAN

DINAS KESEHATAN

(1.516.620.877,00)

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN

DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

(596.586.757,09) (100.459.848.260,17)

(4.317.018.711,02)

(12.983.725,10)

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH

DINAS PERHUBUNGAN
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DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

=

DINAS PERLINDUNGAN ANAK, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KELUARGA

DINAS TENAGA KERJA

b}

DINAS KOPERAS| DAN USAHA MIKRO

@

DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

=

KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

=

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

>

KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

17

EKRETARIAT DAERAH

(955.360.000,00)

(2.210.503.330,45)

EKRETARIAT DPRD

INSPEKTORAT DAERAH

BADAN KEUANGAN DAERAH

(2.586.058.625,00) (1.361.335.000,00)

(5.000.000.000,00)

PPKD

KECAMATAN BEJI

KECAMATAN CIMANGGIS

(780.500.000,00)

KECAMATAN LIMO

KECAMATAN PANCORAN MAS

KECAMATAN SAWANGAN

KECAMATAN SUKMAJAYA

KECAMATAN TAPOS

(87.408.579,00)

KECAMATAN CINERE

KECAMATAN CIPAYUNG

KECAMATAN BOJONG SARI

KECAMATAN CILODONG

(94.752.095,10)

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DINAS SOSIAL

LB |F| RSS2

DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN

DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

SK Penghapusan Aset Tetap

(1.277.735.644,03) -

DINAS PENDIDIKAN

DINAS KESEHATAN

(579.688.144,03)

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN

DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH

DINAS PERHUBUNGAN

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

DINAS PERLINDUNGAN ANAK, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KELUARGA

DINAS TENAGA KERJA

N Y ENES
NN REIEINES NSNS

DINAS KOPERAS| DAN USAHA MIKRO




URAIAN

TANAH

PERALATAN DAN MESIN

GEDUNG DAN BANGUNAN

JALAN, IRIGASI, DAN
JARINGAN

ASET TETAP LAINNYA

KDP

AKUMULASI PENYUSUTAN

DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

SEKRETARIAT DAERAH

(490.767.500,00)

SEKRETARIAT DPRD

INSPEKTORAT DAERAH

BADAN KEUANGAN DAERAH

(207.280.000,00)

PPKD

KECAMATAN BEJI

KECAMATAN CIMANGGIS

KECAMATAN LIMO

KECAMATAN PANCORAN MAS

KECAMATAN SAWANGAN

KECAMATAN SUKMAJAYA

KECAMATAN TAPOS

KECAMATAN CINERE

KECAMATAN CIPAYUNG

w

KECAMATAN BOJONG SARI

KECAMATAN CILODONG

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DINAS SOSIAL

DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN

s

DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

2[8|8|38|N|8 5| R[S =

&

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

BM Tidak Masuk Menjadi Aset Tetap

(7.135.795.738,00)

(380.818.900,00)

(252.245.622,00)

(7.650.000,00)

DINAS PENDIDIKAN

(4.246.280.084,00)

DINAS KESEHATAN

(259.456.556,00

(4.950.000,00)

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

(417.233.698,00)

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

(750.000,00)

(236.380.622,00)

DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN

(2.087.800,00)

(375.118.900,00)

DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH

(5.225. 00]

o|~|o|o|a|w|o]=]o

DINAS PERHUBUNGAN

00]

(153.0

©

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

=]

DINAS PERLINDUNGAN ANAK, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KELUARGA

0!
0|
00,00
100,00}

=
(22761,
(95.000.

DINAS TENAGA KERJA

b}

DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO

@

DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

(6.594.000,00)

(15.865.000,00)

(7.650.000,00)

=

KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

=

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

>

KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

17

EKRETARIAT DAERAH

(900.000,00)

EKRETARIAT DPRD

INSPEKTORAT DAERAH

BADAN KEUANGAN DAERAH

(58.320.000,00)

PPKD

KECAMATAN BEJI

(13 00)

KECAMATAN CIMANGGIS

00]

KECAMATAN LIMO

00]

KECAMATAN PANCORAN MAS

00]

KECAMATAN

SAWANGAN

SMEIEE

,00

KECAMATAN

UKMAJAYA

00]

KECAMATAN

APOS

,00

KECAMATAN CINERE

00]

KECAMATAN CIPAYUNG

00]

KECAMATAN BOJONG SARI

00]

KECAMATAN CILODONG

,00

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

N
&
8
B s[8):
SEEEEEEEEEER

00]

DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

(166.018.500,00)

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

(9.829.500,00}

LB |K|R|S|S8|=

DINAS SOSIAL

DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN

(2.800.000,00)

DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

(34.920.000,00)

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA




=
o

URAIAN

TANAH

PERALATAN DAN MESIN

GEDUNG DAN BANGUNAN

JALAN, IRIGASI, DAN
JARINGAN

ASET TETAP LAINNYA

KDP

AKUMULASI PENYUSUTAN

Belanja Modal Untuk Pelunasan Hutang Aset Tetap Tahun Lalu

(107.978.436,00).

(17.412.829.894,00)

(1.539.790.878,00)

DINAS PENDIDIKAN

DINAS KESEHATAN

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

(107.978.436,00)

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

(1.539.790.878,00)

DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN

DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

(17.412.829.894,00)

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH

of~|o|o|s]w|m]=|o

DINAS PERHUBUNGAN

©

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

>

DINAS PERLINDUNGAN ANAK, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KELUARGA

DINAS TENAGA KERJA

S

DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO

@

DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

=

KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

=3

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

>

KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

3

SEKRETARIAT DAERAH

18

SEKRETARIAT DPRD

INSPEKTORAT DAERAH

BADAN KEUANGAN DAERAH

PPKD

KECAMATAN BEJI

KECAMATAN CIMANGGIS

KECAMATAN LIMO

KECAMATAN PANCORAN MAS

KECAMATAN SAWANGAN

KECAMATAN SUKMAJAYA

KECAMATAN TAPOS

KECAMATAN CINERE

KECAMATAN CIPAYUNG

KECAMATAN BOJONG SARI

KECAMATAN CILODONG

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DINAS SOSIAL

DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN

&

DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Memorial Aset Tetap

(527.853.655,20)

(3.021.071.574,28)

(10.394.302.269,48)

(500.921.525,00)

(199.101.317,24)

DINAS PENDIDIKAN

(408.000.000,00)

(888.095.491,47)

(8.925.779.293,97)

(274,97)

DINAS KESEHATAN

(48.651.435,

1,00

0.27)

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

(60,2

(293,00

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

(119.853.499,00)

49
(364.767.500,70)
41

(1.132.611.000,

.75

DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN

(0,40

(862.382.983,76)

02

DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

)
)
(112,41)
)
)

(15.400.021,

S

0
(335.912.000,0
83,7,

(500.921.575,00)

0,10

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH

1,96

o|~|o|o|a|w|ro]=|m

DINAS PERHUBUNGAN

(247501,

|

(0.87)

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

(1,04)

DINAS PERLINDUNGAN ANAK, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KELUARGA

1,34

DINAS TENAGA KERJA

1,01

DINAS KOPERAS| DAN USAHA MIKRO

0,03

DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

(5,33)

KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

(0,01)

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

EKRETARIAT DAERAH

(33.730.025,63)

(0,56)

EKRETARIAT DPRD

0,98

INSPEKTORAT DAERAH

1,05

BADAN KEUANGAN DAERAH

(155,80)

(799.345.717,96)

PPKD

KECAMATAN BEJI

(4.500.000,57)

KECAMATAN CIMANGGIS

(131.247,16)

(1,00

(11.045.749,00)

KECAMATAN LIMO

14,21

KECAMATAN PANCORAN MAS

(119.991,12)

ATAN SAWANGAN

(80,23)

ATAN SUKMAJAYA

(9,53)

(1,00

(8.680.000,10)

ATAN TAPOS

(318.737,07)

11,00




JALAN, IRIGASI, DAN

NO URAIAN TANAH PERALATAN DAN MESIN GEDUNG DAN BANGUNAN JARINGAN ASET TETAP LAINNYA KDP AKUMULASI PENYUSUTAN

29 |[KECAMATAN CINERE (3,86)

30 |KECAMATAN CIPAYUNG (1.552.487,66

31 |KECAMATAN BOJONG SARI (1,35

32 |KECAMATAN CILODONG (954.983,86 40,10

33 |SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (0,05)

34 |DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN 2,69 1,00

35 |DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 1,68

36 |DINAS SOSIAL

37 |DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN (225.000,00)

38 |DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA (4,82)

39 |DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN (393.247,62) 0,53 (179.375.000,00)

40 |DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN (254.999,80)

41 |BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA (7,69)

F /Akumulasi Penyusutan Aset Tetap 2020 - - - - - (468.184.900.150,85)
1 DINAS PENDIDIKAN 17.396.827.211,91
2 DINAS KESEHATAN (4.203.235.018,52)
3 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (45.814.104.334,46)
4 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG (248.270.144.759,84)
5 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN (10.614.978.704,15)
6 DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN (60.579.511.386,21
7 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH (366.517.071,10,
8 DINAS PERHUBUNGAN (4.911.498.572,89)
9 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL (1.725.531.921,38)

10 |DINAS PERLINDUNGAN ANAK, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KELUARGA (491.289.126,34

11__ |DINAS TENAGA KERJA (151.281.389,88,

12 |DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO (399.572.781,70

13 |DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA (1.761.120.982,56)

14 |KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK (128.794.373,21

15 |DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH -

16 |KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH -

17 EKRETARIAT DAERAH (6.863.547.063,29) |

18 EKRETARIAT DPRD (4.585.577.507 6

19 |INSPEKTORAT DAERAH (338.449.639,2.

20 |BADAN KEUANGAN DAERAH (64.095.548.747,6

21 |PPKD -

22 |KECAMATAN BEJI (703.613.532,45)

23 |[KECAMATAN CIMANGGIS (623.718.849,64)

24 |KECAMATAN LIMO (650.496.174,31)

25 |[KECAMATAN PANCORAN MAS (1.106.967.974,7

26 |[KECAMATAN SAWANGAN (1.000.375.774,1

27 |[KECAMATAN SUKMAJAYA (960.781.148,

2 KECAMATAN TAPOS (1.040.337.028

2 KECAMATAN CINERE (2 2573,

KECAMATAN CIPAYUNG (1.0¢ 89,70
1 |KECAMATAN BOJONG SARI (957.070.678
2 |KECAMATAN CILODONG (694.488.278,
3 [SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (1.037.298.902,
4 |DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN (6.153.302.920,01)
5 |DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (613.965.994,48)
6 [DINAS SOSIAL (344.788.762,81)
7 |DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN (639.212.515,77)
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA (4.167.120.968,0:
DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN (604.705.674,53
4 DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN (7.281.47¢ 6)
41 |BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA (396.04;
JUMLAH PENGURANGAN (2.263.713.655,20) (18.452.350.981,85) (130.009.134.323,65) (11.792.137.410,12) (219.735.042,34) (468.184.900.150,85)

1 DINAS PENDIDIKAN (408.000.000,00) (6.134.375.575,47) (8.925.779.293,97) - (274,97) 17.396.827.211,91
2 |DINAS KESEHATAN B (2404.417.012,52) (4.949.999,00 - (0.27) 4.203.235.018,52)
3 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH - (889.979.634,70) 2 - (293,00) (45.814.104.334,46)
4 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG (119.853.499,00) (112.41) (1.133.361.000,0 (1.776.171.499,25) - (248.270.144.759,84)
5 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN (0,40) (864.470.783,76) (711.030.900,01 ,02 - (10.614.978.704,15)
6 DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN - (611.986.778,91) (117.872.678.070,4 (4.817.940.286,02) (12.983.725,00) (60.579.511.386,21
7 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH - (5.224.998,04) - - - (366.517.071,10,
8 DINAS PERHUBUNGAN - (153.332.501,22) - (0.87) - (4.911.498.572,89)
9 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL - (22.761.601,04) - - - (1.725.531.921,38)

10 |DINAS PERLINDUNGAN ANAK, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KELUARGA - (94.999.998,66) - - - (491.289.126,34

11__ |DINAS TENAGA KERJA - 1,01 - - - (151.281.389,

12 |DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO - 0,03 - - - (399.572.781,7
3 [DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA - (6.594.005,33) - (15.865.000,00) (7.650.000,00) (1.761.120.982,5¢
4 ANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK - (0,01) - - - (128.794.373,21
5 -

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH




URAIAN

TANAH

PERALATAN DAN MESIN

GEDUNG DAN BANGUNAN

JALAN, IRIGASI, DAN
JARINGAN

ASET TETAP LAINNYA

KDP

AKUMULASI PENYUSUTAN

KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

SEKRETARIAT DAERAH

(955.360.000,00)

(2.735.900.856,08)

(0,56)

(6.863.547.063,29)

SEKRETARIAT DPRD

0,98

(4.585.577.507,66)

INSPEKTORAT DAERAH

1,05

(336.449.639,2

BADAN KEUANGAN DAERAH

(155,80)

(3.651.004.342,96)

(1.361.335.000,00)

(5.000.000.000,

=
=

(64.095.548.747,66,

PPKD

KECAMATAN BEJI

(137.566.800,57)

(703.613.532,45)

KECAMATAN CIMANGGIS

(780.500.000,00)

(201.130.047,16)

(11.045.749,00)

(623.718.849,64)

KECAMATAN LIMO

(80.319.585,79)

(650.496.174,31)

KECAMATAN PANCORAN MAS

199.919.991,12

(1.106.967.974,76)

KECAMATAN SAWANGAN

127.072.880,23

(1.000.375.774,19)

KECAMATAN SUKMAJAYA

)
)
)
)
)
)

258.236.009,53)

(8.680.000,10;

(960.781.148,98

KECAMATAN TAPOS

(
(
(:
(213.657.137,07)

(87.408.566,00)

(1.040.337.028,69)

KECAMATAN CINERE

(83.116.803,86)

(239.592.573,90

KECAMATAN CIPAYUNG

(132.262.487,66)

(1.065.666.389,70)

KECAMATAN BOJONG SARI

(97.102.801,35)

(957.070.678,66,

KECAMATAN CILODONG

(128.826.983,86)

(94.752.055,00)

(694.488.278,86,

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

(3.650.000,05)

(1.037.298.902,11

DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

(166.018.497,31

(6.153.302.920,01)

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

(9.829.498,32)

(613.965.994,48)

DINAS SOSIAL

(344.788.762,81)

DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

(225.000,00

(639.212.515,77)

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

(@,

S

(4.167.120.968,02

DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN

(3.193.247,

(179.375.000,00)

604.705.674,5!

DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

(35.174.999,

3

(7.281.476.833 8

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

ElEEEE

,

(396.043.006,9

REKLAS ANTAR AKUN ASET TETAP

DINAS PENDIDIKAN

DINAS KESEHATAN

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN

DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH

DINAS PERHUBUNGAN

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

DINAS PERLINDUNGAN ANAK, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KELUARGA

DINAS TENAGA KERJA

DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO

DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

EKRETARIAT DAERAH

EKRETARIAT DPRD

INSPEKTORAT DAERAH

BADAN KEUANGAN DAERAH

PPKD

KECAMATAN BEJI

KECAMATAN CIMANGGIS

KECAMATAN LIMO

KECAMATAN PANCORAN MAS

KECAMATAN SAWANGAN

KECAMATAN SUKMAJAYA

KECAMATAN TAPOS

KECAMATAN CINERE

KECAMATAN CIPAYUNG

KECAMATAN BOJONG SARI

KECAMATAN CILODONG

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DINAS SOSIAL

LB |K| RSS2

DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN

DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

4

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

SALDO AKHIR (I+I+11+1V)

6.203.841.291.383,04

1.388.486.576.642,33

2.429.935.599.071,20

6.253.688.450.878,78

139.145.044.757,97

45.722.872.885,70

(4.369.862.324.736,85)

DINAS PENDIDIKAN

264.358.464.000,00

365.422.879.619,66

708.004.487.031,90

3.819.671.608,22

132.037.677.989,14

(398.732.146.479,12)




JALAN, IRIGASI, DAN

NO URAIAN TANAH PERALATAN DAN MESIN GEDUNG DAN BANGUNAN JARINGAN ASET TETAP LAINNYA KDP AKUMULASI PENYUSUTAN
2 |DINAS KESEHATAN 45.535.088.000,00 99.271.775.941,56 115.666.374.272,61 4.515.653.170,38 329.494.490,73 - (88.181.758.250,16)
3 |RUMAH SAKIT UMUM DAERAH 42.868.966.200,00 266.693.774.133,48 303.200.962.801,00 6.786.827.605,00 50.459.900,00 - (183.256.188.633,30)
4 |DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 328.528.869.100,00 113.510.270.667,33 27.466.115.060,17 4.180.509.620.457,27 22.650.181,00 955.790.365,00 (2.223.952.079.916,16)
5 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN 796.601.025.702,84 136.878.072.093,31 209.737.832.520,85 79.048.802.889,02 2.757.024.690,00 - (149.998.415.688,70)
6 |DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN 706.118.996.915,00 14.281.499.802,82 153.000.351.243,00 670.752.396.439,00 15.000.000,00 44.507.299.925,00 (159.094.203.128,23)
7 |BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH - 5.595.560.059,25 - - 15.440.000,00 - (4.992.701.628,09)
8  |DINAS PERHUBUNGAN 9.274.830.816,00 45.279.050.044,80 19.169.750.386,61 52.223.626.358,23 8.143.750,00 - (46.128.867.596,61)
9  |DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL - 21.738.302.115,44 - - - - (18.390.725.855,00)
10  |DINAS PERLINDUNGAN ANAK, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KELUARGA - 5.199.473.916,78 1.444.365.000,00 - 13.250.000,00 - (4.749.301.614,26)
11 |DINAS TENAGA KERJA - 2.333.840.525,20 35.464.000,00 - - - (1.784.250.894,49)
12 |DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO - 2.642.687.744,12 1.704.720.000,00 - - - (2.213.347.989,24)
13 [DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA - 5.882.514.641,30 51.767.624.082,60 4.523.030.083,74 530.481.625,00 - (9.548.171.636,36)
14 |KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK - 1.408.764.239,83 - - 1.062.500,00 - (1.196.614.377,70)
15 |DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH - - - - - -
16 |KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH - - - - - -
17 |SEKRETARIAT DAERAH 977.313.835.687,00 50.317.240.264,17 367.816.498.639,00 1.119.924.000,00 308.312.900,00 - (126.115.590.449,85)
18 |SEKRETARIAT DPRD 4.800.000.000,00 27.625.585.222,92 19.644.211.150,00 384.720.938,00 430.663.820,00 - (25.972.353.003,83)
19 |INSPEKTORAT DAERAH - 3.370.060.494,74 - - 25.133.900,00 - (2.646.126.313,91)
20 |BADAN KEUANGAN DAERAH 2.930.730.753.122,20 21.041.079.047,52 82.240.186.212,82 1.235.311.947.205,32 349.019.500,00 - (701.855.262.452,23)
21 |PPKD - - - - - -
22 |KECAMATAN BEJI 6.022.300.000,00 3.942.939.496,00 8.432.840.346,00 137.632.000,00 188.800.000,00 - (6.304.192.550,72)
23 |KECAMATAN CIMANGGIS 3.831.075.000,00 4.285.992.333,50 7.891.034.050,00 221.700.647,75 7.130.000,00 - (5.694.874.945,49)
24 |KECAMATAN LIMO 2.087.425.000,00 4.362.760.602,46 5.400.821.452,27 173.539.899,73 32.885.749,00 - (4.971.726.739,33)
25 |KECAMATAN PANCORAN MAS 3.612.850.000,00 5.539.499.352,86 17.744.937.662,37 241.325.898,00 7.971.250,00 - (6.434.882.315,90)
26 |KECAMATAN SAWANGAN 2.453.550.000,00 4.568.496.592,06 20.000.093.896,65 441.200.541,82 3.515.414,35 - (5.870.772.099,70)
27 |KECAMATAN SUKMAJAYA 2.857.200.000,00 5.525.774.269,50 12.006.912.791,32 801.759.013,00 25.369.494,00 - (6.224.136.605,08)
28 |KECAMATAN TAPOS 5.952.270.000,00 5.816.682.404,64 11.625.098.392,00 51.625.000,00 74.304.076,00 - (7.339.165.705,89)
29 |KECAMATAN CINERE 785.575.000,00 3.707.350.947,12 8.755.542.216,00 - - - (4.979.099.934,81)
30 [KECAMATAN CIPAYUNG 3.020.984.000,00 4.972.641.282,69 14.103.351.666,00 142.550.000,00 18.172.000,00 - (7.000.062.082,60)
31 |KECAMATAN BOJONG SARI 2.860.050.000,00 5.402.218.005,76 15.292.929.691,25 - 140.617.310,75 - (9.674.654.830,74)
32 |KECAMATAN CILODONG 11.749.427.840,00 3.039.617.128,41 11.519.224.902,00 820.909.731,00 21.152.000,00 - (5.802.847.321,50)
33 |SATUAN POLISI PAMONG PRAJA - 9.781.012.925,34 - 474.500,00 552.500,00 - (7.391.431.944,09)
34 [DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN 6.656.836.000,00 56.917.907.590,57 14.697.408.034,25 156.916.374,75 - - (49.208.254.523,27)
35 |DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU - 5.528.915.419,39 - - - - (4.642.039.809,23)
36 [DINAS SOSIAL 200.513.000,00 2.237.808.347,09 1.398.888.598,00 11.498.003,55 - - (2.028.144.026,13)
37 |DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN - 5.257.247.948,66 - - 1.639.766.718,00 - (4.081.951.060,00)
38 [DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA - 30.933.592.374,70 1.192.938.238,00 - - - (22.536.220.813 42)
39  |DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN 7.401.256.000,00 9.768.301.089,45 22.357.969.427,53 7.129.869.026,00 27.500.000,00 - (16.142.535.571,74)
40 |DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN 38.219.150.000,00 23.379.944.403,09 196.616.665.307,00 4.361.229.489,00 60.710.000,00 259.782.595,70 (40.235.162.058,83)
41 |BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA - 5.025.443.554,81 - - 2.783.000,00 - (4.492.063.891,14)
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1 [Tanah Kantor Kelurahan Cinere 521 4309882 2004 JI. Cinere Raya No. 8 Kel. Cinere Kec. Cinere Kota Depok

2 |Tanah Kantor Kecamatan Cimanggis 3000 10.10.18.12.4.00001 1991 JI. Radar Auri Kel. Cisalak Pasar Kec. Cimanggis Kota Depok

3 |Tanah Kantor Kelurahan Gandul 455 10.10.19.16.1.00978 1994 JI. Prapatan No.1 Kel. Gandul Kec. Cinere Kota Depok

4 |Tanah Kantor Kecamatan Sawangan 1945 10.10. . .4.00006 1996 JI. Raya Muchtar No. 91 Kel. Sawangan Kec. Sawangan Kota Depok

5 |Tanah Kantor Kecamatan Beji 1750 10.10.72.02.4.00204 1996 JI. Depok Indah Il No. 1, Kel. Beji, Kec. Beji, Kota Depok, KP : 16421

6 [Tanah Pasar Cisalak 18650 10.10.18.15.4.00003 1997 JI. Raya Bogor Km. 30 RT / RW 06 Kel. Cisalak Pasar Kec. Cimanggis Kota Depok
7 |Tanah Rumah Dinas Camat Cimanggis 1195 10.10.18.08.4.00004 1997 JI. Raya Bogor Km. 33 Kel. Curug Kec. Cimanggis Kota Depok

8 [Tanah SDN Rangkapan Jaya 1644 10.10.71.02.1.03312 1997 JI. Caringin No. 2 Kel. Rangkapan Jaya Kec. Pancoran Mas Kota Depok

9 |Tanah SMPN 1 Depok 5035 10.10.71.06.1.00017 1997 JI. Pemuda No.53 Kel. Depok Kec. Pancoran Mas Kota Depok

10 |Tanah Kantor Kelurahan Kalimulya 1185 10.10.73.04.1.00002 1998 JI. TPU Kalimulya 1 No.2 Kel. Kalimulya Kec. Cilodong Kota Depok

11 |Tanah SDN Sukamaju 5 1193 10.09.73.02.4.00003 1998 Kp. Sidamukti Rt 04/Rw 02 Kel. Sukamaju Kec. Cilodong Kota Depok

12 |Tanah Kantor Kelurahan Sukamaju 720 10.09.73.02.4.00002 1998 JI. Raya Jakarta - Bogor KM 36 Kel. Sukamaju Kec. Cilodong Kota Depok

13 |Tanah Puskesmas Kalimulya 330 10.09.73.09.1.00004 1998 JI. Kampung Jati Rt. 004/004 Kel. Jatimulya Kec. Cilodong Kota Depok

14 [Tanah Kantor Kelurahan Tanah Baru 824 10.10.72.03.1.00007 1998 JI. Palakali No. 27, Kel. Tanah Baru Kec. Beji, Kota Depok, KP : 16426

15 |Tanah Lapangan Sepak Bola Mampang 5852 00002 1999 JI. Damai Rt 03/02 Kel. Mampang Kec. Pancoran Mas Kota Depok

16 |Tanah Kantor Kelurahan Kalibaru 346 10.27.06.04.4.00002 1999 JI. H. Nirun No. 7 Kel. Kalibaru Kec. Cilodong Kota Depok

17 |Tanah IPLT 21328 10.27.08.05.4.00003 1999 Kel. Kalimulya Kec. Cilodong Kota Depok

18 |Tanah Kantor Kelurahan Kukusan 800 10.09.72.04.3.00003 1999 JI. Palakali Raya No. 67 Kel. Kukusan Kec. Beji Kota Depok

19 |Tanah Perluasan Kantor Walikota Depok 3470 10.27.04.06.4.00030 2001 JI. Margonda Raya No. 54 Kel. Depok Kec. Pancoran Mas Kota Depok

20 [Tanah Perluasan Kantor Walikota Depok 4230 10.27.04.06.4.00031 2001 JI. Margonda Raya No. 54 Kel. Depok Kec. Pancoran Mas Kota Depok

21 |Tanah SDN Pondok Cina 5 900 10.27.05.05.4.00001 2001 JI. Pinang I1l Rt.02 Rw.03 Kel. Pondok Cina Kel. Beji Kota Depok

22 |Tanah Puskesmas Rangkapan Jaya Baru 400 10.27.04.01.4.00183 2002 JI. Rawa Denok Rt. 001/002 Kel. Rangkapan Jaya Baru Kec. Pancoran Mas Kota Depok
23 [Tanah Puskesmas Pancoran Mas 1082 10.10.71.06.4.00005 2002 JI. Pemuda No.2 Rt. 004/008 Kel. Depok Kec. Pancoran Mas Kota Depok

24 |Tanah Kantor Kelurahan Pancoran Mas 245 10.10.71.04.4.00002 2002 JI. Pitara Raya No. 49 Kel. Pancoran Mas Kec. Pancoran Mas Kota Depok

25 |Tanah Kantor Kelurahan Depok 784 10.10.71.06.4.00006 2002 JI. Kartini No.26 Rt 002/009 Kel. Depok Kec. Pancoran Mas Kota Depok

26 [Tanah Stadion Merpati 17935 10.27.04.05.4.00004 2002 JI. Gelatik Raya Kel. Depok Jaya Kec. Pancoran Mas Kota Depok

27 |Tanah Balai Rakyat 2516 10.27.04.05.4.00005 2002 JI. Bangau Raya Kel. Depok Jaya Kec. Pancoran Mas Kota Depok

28 [Tanah Kantor Walikota Depok 27584 10.10.71.06.4.00010 2002 JI. Margonda Raya No. 54 Kel. Depok Kec. Pancoran Mas Kota Depok

29 |Tanah Kantor Kelurahan Baktijaya 833 10.27.06.08.4.00123 2002 JI. Cimandiri Depok Timur Kel. Baktijaya Kec. Sukmajaya Kota Depok
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30 |Tanah Lapangan Sepakbola Mahakam 13245 10.27.06.08.4.00124 2002 JI. Rasamala Raya No. 1 Kel. Baktijaya Kec. Sukmajaya Kota Depok

31 |Tanah Balai Rakyat 2760 10.27.06.06.4.00223 2002 JI. Merdeka Raya Kel. Mekarjaya Kec. Sukmajaya Kota Depok

32 |Tanah Kantor Kecamatan Sukmajaya 1675 10.10.73.06.4.00220 2002 JI. Merdeka Raya No. 1 Kel. Mekarjaya Kec. Sukmajaya Kota Depok

33 |Tanah Kantor Kelurahan Mekarjaya 792 10.27.06.06.4.00222 2002 JI. Waru Jaya No. 9 RT 3/21 Kel. Mekarjaya Kec. Sukmajaya Kota Depok

34 |Tanah Puskesmas Cimanggis 1919 10.27.01.08.4.00006 2002 JI. Raya Bogor Km. 33 Kel. Curug Kec. Cimanggis Kota Depok

35 |Tanah Kantor Kelurahan Curug Cimanggis 588 10.27.01.08.4.00007 2002 JI. Raya Pekapuran Kel. Curug Kec. Cimanggis Kota Depok

36 |Tanah Kantor Kelurahan Tugu 1051 10.27.01.09.4.00004 2002 JI. Tugu Raya Kel. Tugu Kec. Cimanggis Kota Depok

37 |Tanah Kantor Kelurahan Pasirgunung Selatan 432 10.27.01.11.4.00003 2002 JI. Garuda Kel. Pasirgunung Selatan Kec. Cimanggis Kota Depok

38 [Tanah Kantor Kelurahan Mekarsari 854 10.27.01.10.4.00001 2002 JI. Mekasari Raya Kel. Mekarsari Kec. Cimanggis Kota Depok

39 [Tanah Puskesmas Villa Pertiwi 3% 10.27.06.02.4.00004 2002 Komplek Perum Villa Pertiwi Rt. 002/016 Kel. Sukamaju Kec. Cilodong Kota Depok

40 |Tanah Puskesmas Sawangan 659 10.27.02.11.4.00001 2002 JI. Raya Mochtar No. 73 Rt. 003/003 Kel. Sawangan Baru Kec. Sawangan Kota Depok
41 [Tanah Lapangan Sepakbola Duren Seribu 10050 10.27.02.04.4.00093 2002 Kel. Duren Seribu Kec. Bojongsari Kota Depok

42 |Tanah Kantor Kelurahan Cilangkap 1270 10.27.01.07.4.00007 2002 JI. Raya Cilangkap No. 1 Kel. Cilangkap Kec. Tapos Kota Depok

43 [Tanah Kantor Kelurahan Cimpaeun 1365 10.27.01.01.4.00001 2002 JI. Raya Cimpaeun Gg. Kirai Kel. Cimpaeun Kec. Tapos Kota Depok

44 |Tanah Kantor Kelurahan Jatijajar 805 10.27.01.13.4.00001 2002 JI. Jatijajar No. 1 Kel. Jatijajar Kec. Tapos Kota Depok

45 |Tanah Kantor Kelurahan Grogol 409 10.27.03.02.4.00009 2002 JI. Raya Grogol RT 01/01 Kel. Grogol Kec. Limo Kota Depok

46 [Tanah Puskesmas Limo 283 10.27.03.02.4.00008 2002 JI. Raya Grogol No.4 Rt 001/001 Kel. Grogol Kec. Limo Kota Depok

47 |Tanah Puskesmas Cinere 1050 6148010 2002 JI. Cinere Raya No.30 Rt.004/001 Kel. Cinere Kec. Cinere Kota Depok

48 |Tanah Puskesmas Beji 1038 10.27.05.06.4.00002 2002 JI. Bamboo Raya No. 7B Rt. 001/001 Kelurahan Beji Timur Kec Beji Kota Depok

49 |Tanah Kantor Kelurahan Beji 414 10.27.05.02.4.00205 2002 JI. H. Asnawi No. 115, Kel. Beji, Kec. Beji, Kota Depok, KP : 16421

50 [Tanah Kantor Kelurahan Beji Timur 1493 10.27.05.06.4.00003 2002 JI. Karya Pemuda No. 03, Kel. Beji Timur, Kec. Beji, Kota Depok, KP : 16422

51 [Tanah Balai Penelitian Pertanian 1176 10.27.04.08.4.00005 2002 JI. Potongan Rawa Geni RT 01 RW 09 Kel. Ratu Jaya Kec. Cipayung Kota Depok

52 [Tanah Lahan Pertanian 3493 10.27.04.09.4.00002 2002 JI. TPA Kel. Cipayung Kec. Cipayung Kota Depok

53 [Tanah Kantor Kelurahan Cipayung Jaya 372 10.27.04.11.4.00001 2002 JI. Pertanian No. 4 Kel. Cipayung Jaya Kec. Cipayung Kota Depok

54 |Tanah Lapangan Sepak Bola Cipayung 7425 10.27.04.09.4.00002 2002 JI. Raya Cipayung Kel. Cipayung Kec. Cipayung Kota Depok

55 |Tanah Kantor Kelurahan Mampang 584 10.27.04.03.4.00005 2003 JI. Damai Rt 03/02 Kel. Mampang Kec. Pancoran Mas Kota Depok

56 |Tanah Kantor Kelurahan Depok Jaya 1560 10.27.04.05.4.00006 2003 JI. Nusantara Raya No. 1 Kel. Depok Jaya Kec. Pancoran Mas Kota Depok

57 [Tanah Kantor Kecamatan Pancoran Mas 2600 10.27.04.06.4.00007 2003 JI. Kartini No.9 Kel. Depok Kec. Pancoran Mas Kota Depok

58 [Tanah Sarana Pendidikan TK 419 10.27.04.01.4.00188 2003 JI. Raya Sawangan Kel. Rangkapan Jaya Baru Kec. Pancoran Mas Kota Depok

59 |Tanah Lapangan Volley 571 10.27.06.01.4.00185 2003 JI. Kp.Rangkapan Jaya Baru Kel. Rangkapan Jaya Baru Kec. Pancoran Mas Kota Depok
60 |Tanah Lapangan Bulu Tangkis 321 10.27.04.01.4.00186 2003 JI. Kp.Rangkapan Jaya Baru Kel. Rangkapan Jaya Baru Kec. Pancoran Mas Kota Depok
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61 [Tanah Lapangan Tenis 647 10.27.04.01.4.00187 2003 JI. Kp.Rangkapan Jaya Baru Kel. Rangkapan Jaya Baru Kec. Pancoran Mas Kota Depok

62 |Tanah Puskesmas Abadijaya 1995 10.27.06.07.4.00041 2003 JI. Kerinci Raya No.1 Rt 002/026 Kel. Abadijaya Kec. Sukmajaya Kota Depok

63 |Tanah SDN Sukmajaya 1 1481 10.27.06.11.4.00001 2003 JI. Tugu Jaya No. 12 Parung - Kp. Serab Kel. Tirtajaya Kec. Sukmajaya Kota Depok

64 |Tanah SDN Mekarjaya 29 1940 10.27.06.06.4.00229 2003 JI. Rebab Raya RT 07/09 Blok VI Depok Il Tengah Kel. Mekarjaya Kec. Sukmajaya Kota Depok
65 |Tanah Lapangan Olahraga Mekarjaya 1368 10.27.06.06.4.00226 2003 JI. Kolintang Kel. Mekarjaya Kec. Sukmajaya Kota Depok

66 |Tanah Kantor Kelurahan Abadijaya 1312 10.27.06.07.4.00042 2003 JI. Musi No. 1 Kel. Abadijaya Kec. Sukmajaya Kota Depok

67 |Tanah Puskesmas Tugu 476 10.27.01.09.4.00006 2003 JI. Raya Akses Ul No. 71 Rt. 005/003 Kel. Tugu Kec. Cimanggis Kota Depok

68 |Tanah Puskesmas Mekarsari 1163 10.27.01.10.4.00013 2003 JI. Tipar Raya No.158 RT. 05/08 Kel. Mekarsari Kec. Cimanggis Kota Depok

69 |Tanah Pasar Tugu 1890 10.27.01.09.4.00005 2003 JI. Raya Menpor No. 09 RT 07 / RW 04 Palsigunung Kel. Tugu Kec. Cimanggis Kota Depok

70 |Tanah Kantor PDAM 498 10.27.01.10.4.00010 2003 JI. Mekarsari Raya Rt.01/Rw.07 Kel. Mekarsari Kec. Cimanggis Kota Depok

71 [Tanah Sarana Pendidikan TK Mekarsari 516 10.27.01.10.4.00011 2003 Perumahan Mekarsari Permai Kel. Mekarsari Kec. Cimanggis Kota Depok

72 [Tanah Sarana Pemerintahan 1100 10.27.01.10.4.00012 2003 JI. Tipar Raya RT. 05/08 Kel. Mekarsari Kec. Cimanggis Kota Depok

73 [Tanah Taman Makam Pahlawan 197 10.27.06.05.4.00007 2003 JI. TPU Kalimulya |1l RT.003/RW.002 Kel. Kalimulya Kec. Cilodong Kota Depok

74 Tanah Taman Makam Pahlawan 443 10.27.06.05.4.00006 2003 JI. TPU Kalimulya |1l RT.003/RW.002 Kel. Kalimulya Kec. Cilodong Kota Depok

75 [Tanah TPU Kalimulya 300 10.27.06.05.4.00011 2003 JI. Raya Kebon Duren Kel. Kalimulya Kec. Cilodong Kota Depok

76 [Tanah Taman Makam Pahlawan 1035 10.27.06.05.4.00008 2003 JI. TPU Kalimulya |1l RT.003/RW.002 Kel. Kalimulya Kec. Cilodong Kota Depok

77 |Tanah TPU Kalimulya 165 10.27.06.05.4.00010 2003 JI. Raya Kebon Duren Kel. Kalimulya Kec. Cilodong Kota Depok

78 [Tanah TPU Kalimulya 472 10.27.06.05.4.00005 2003 JI. Raya Kebon Duren Kel. Kalimulya Kec. Cilodong Kota Depok

79 [Tanah TPU Kalimulya 257 10.27.06.05.4.00009 2003 JI. Raya Kebon Duren Kel. Kalimulya Kec. Cilodong Kota Depok

80 [Tanah TPU Kalimulya 200 10.27.06.05.4.00012 2003 JI. Raya Kebon Duren Kel. Kalimulya Kec. Cilodong Kota Depok

81 [Tanah Kantor Kelurahan Sawangan Baru 707 10.27.02.11.4.00002 2003 JI. Sawangan Permai No. 57 RT 03/08 Kel. Sawangan Baru Kec. Sawangan Kota Depok

82 [Tanah TPU Cinangka 314 10.27.02.09.4.00001 2003 Kp. Cinangka Kel. Cinangka Kec. Sawangan Kota Depok

83 [Tanah TPU Cinangka 1917 10.27.02.10.4.00002 2003 Kp. Cinangka Kel. Cinangka Kec. Sawangan Kota Depok

84 |Tanah Puskesmas Duren Mekar 700 10.27.02.14.4.00001 2003 Kel. Duren Mekar Kec. Bojongsari Kota Depok

85 |Tanah Kantor Kelurahan Pondok Petir 913 10.27.02.07.4.00001 2003 JI. Raya Pondok Petir No. 1 RT 01/09 Kel. Pondok Petir Kec. Bojongsari Kota Depok

86 [Tanah Kantor Kelurahan Krukut 443 10.27.03.03.4.00001 2003 JI. Krukut Raya Kel. Krukut Kec. Limo Kota Depok

87 |Tanah Kantor Kelurahan Pangkalan Jati 436 10.27.03.07.4.00018 2003 JI. Pangkalan Jati Il No. 14 Kel. Pangkalan Jati Kec. Cinere Kota Depok

88 |Tanah Kantor Kelurahan Pangkalan Jati Baru 227 10.27.03.08.4.00001 2003 JI. Andara No. 28A Kel. Pangkalan Jati Baru Kec. Cinere Kota Depok

89 |Tanah SDN Cipayung 4 1237 10.27.04.10.4.00003 2003 Kampung Pulo Rt. 01 Rw. 08 Kel. Cipayung Jaya Kec. Cipayung Kota Depok

90 |Tanah Kantor Kelurahan Bojong Pondok Terong 197 10.27.04.07.4.00004 2003 JI. Masjid Al-Ittihad No. 09 Rt. 005/004 Kel. Bojong Pondok Terong Kec. Cipayung Kota Depok
91 |Tanah Kantor Kelurahan Cipayung 446 10.27.04.09.4.00003 2003 JI. Bonang Raya Kel. Cipayung Kec. Cipayung Kota Depok
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92 |Tanah Kantor Kelurahan Rangkapan Jaya Baru 308 10.27.04.01.4.00184 2003 JI. Keadilan No. 1 Kel. Rangkapan Jaya Baru Kec. Pancoran Mas Kota Depok

93 |Tanah Kantor Cabang UPT Pendidikan Pancoran Mas 125 10.27.04.06.4.00035 2004 JI. Stasiun Depok Lama No.4 Kel. Depok Kec. Pancoran Mas Kota Depok

94 |Tanah Kantor Cabang UPT Pendidikan Pancoran Mas 221 10.27.04.06.4.00036 2004 JI. Stasiun Depok Lama No.4 Kel. Depok Kec. Pancoran Mas Kota Depok

95 |Tanah SDN Depok 4 790 10.27.04.06.4.00034 2004 JI. Stasiun Depok Lama No.4 Kel. Depok Kec. Pancoran Mas Kota Depok

96 |Tanah Perluasan Kantor Walikota Depok 560 10.27.04.06.4.00038 2004 JI. Margonda Raya No. 54 Kel. Depok Kec. Pancoran Mas Kota Depok

97 |Tanah Lapangan Basket 235 10.27.04.01.4.00189 2004 JI. Kp.Rangkapan Jaya Baru Kel. Rangkapan Jaya Baru Kec. Pancoran Mas Kota Depok
98 |Tanah Perluasan Kantor Walikota Depok 101 10.27.04.06.4.00039 2004 JI. Margonda Raya No. 54 Kel. Depok Kec. Pancoran Mas Kota Depok

99 |Tanah Perluasan Kantor Walikota Depok 1241 10.27.04.06.4.00041 2004 JI. Margonda Raya No. 54 Kel. Depok Kec. Pancoran Mas Kota Depok

100 (Tanah Perluasan Kantor Walikota Depok 400 10.27.04.06.4.00040 2004 JI. Margonda Raya No. 54 Kel. Depok Kec. Pancoran Mas Kota Depok

101 [Tanah Puskesmas Sukmajaya 2066 10.27.06.06.4.00239 2004 JI. Arjuna Raya No.1 Rt. 004/023 Kel. Mekarjaya Kec. Sukmajaya Kota Depok

102 [Tanah SDN Mekarjaya 5 2022 10.27.06.06.4.00236 2004 JI. Serimpi Raya Kel. Mekarjaya Kec. Sukmajaya Kota Depok

103 [Tanah SDN Mekarjaya 28 2038 10.27.06.06.4.00230 2004 JI. Kolintang 2 Depok Il Tengah Kel. Mekarjaya Kec. Sukmajaya Kota Depok

104 [Tanah SDN Mekarjaya 1 & 2 2156 10.27.06.06.4.00237 2004 JI. Flamboyan VII No. 68 Kel. Mekarjaya Kec. Sukmajaya Kota Depok

105 [Tanah Gereja Oikumene 1826 10.27.06.07.4.00043 2004 JI. Merapi VII Kel. Abadijaya Kec. Sukmajaya Kota Depok

106 | Tanah SDN Mekarjaya 17 2304 10.27.06.07.4.00045 2004 JI. Kahayan Raya Ujung No. 01 Depok Il Timur Kel. Abadijaya Kec. Sukmajaya Kota Depok
107 Tanah SDN Mekarjaya 20 2653 10.27.06.06.4.00246 2004 JI. Gandaria | Depok 2 Tengah Kel. Mekarjaya Kec. Sukmajaya Kota Depok

108 [Tanah SDN Mekarjaya 21 2308 10.27.06.06.4.00245 2004 JI. Semar Raya No. 360 Depok Il Tengah Kel. Mekarjaya Kec. Sukmajaya Kota Depok
109 [Tanah SDN Mekarjaya 6 1953 10.27.06.06.4.00241 2004 JI. Janger Raya No. 264 Kel. Mekarjaya Kec. Sukmajaya Kota Depok

110 Tanah SDN Sugutamu 1083 10.27.06.08.4.00125 2004 JI. H. Moch Nail Kp. Sugutamu Kel. Baktijaya Kec. Sukmajaya Kota Depok

111 [Tanah SDN Mekarjaya 7 & 25 2812 10.27.06.06.4.00232 2004 JI. Pajajaran Raya Depok Il Tengah Kel. Mekarjaya Kec. Sukmajaya Kota Depok

112 [Tanah SDN Mekarjaya 15 & SDN Baktijaya 3 2126 10.27.06.06.4.00240 2004 JI. Rasamala Raya Kel. Baktijaya Kec. Sukmajaya Kota Depok

113 [Tanah SDN Mekarjaya 11 & SDN Abadijaya 1 2292 10.27.06.07.4.00047 2004 JI. Bahagia Raya Depok Timur Kel. Abadijaya Kec. Sukmajaya Kota Depok

114 [Tanah SDN Mekarjaya 9 2442 10.27.06.06.4.00231 2004 JI. Nakula Raya 1A Depok Il Tengah Kel. Mekarjaya Kec. Sukmajaya Kota Depok

115 |Tanah SDN Mekarjaya 12 & 30 3237 10.27.06.07.4.00046 2004 JI. Danau Maninjau Raya Depok Timur Kel. Abadijaya Kec. Sukmajaya Kota Depok
116 |Tanah Masjid Al-Muhajirin Abadijaya 797 10.27.06.07.4.00044 2004 JI. Lingkungan Kel. Abadijaya Kec. Sukmajaya Kota Depok

117 |Tanah SDN Mekarjaya 18 2946 10.27.06.06.4.00233 2004 JI. Sonokeling Raya Depok Il Timur Kel. Baktijaya Kec. Sukmajaya Kota Depok

118 |Tanah Masjid Al-Muhajirin Mekarjaya 389 10.27.06.06.4.00242 2004 JI. Raya Flamboyan Kel. Mekarjaya Kec. Sukmajaya Kota Depok

119 |Tanah SDN Mekarjaya 19 & SDN Abadijaya 5 1059 10.27.06.06.4.00247 2004 JI. Maliki Il Depok Timur Kel. Abadijaya Kec. Sukmajaya Kota Depok

120 (Tanah SDN Mekarjaya 14, 27 & SDN Abadijaya 2, 6 2397 10.27.06.07.4.00048 2004 JI. Rinjani Raya No. 1 Kel. Abadijaya Kec. Sukmajaya Kota Depok

121 |Tanah SDN Mekarjaya 10 2103 10.27.06.06.4.00238 2004 JI. Majapahit Raya Depok Il Tengah Kel. Mekarjaya Kec. Sukmajaya Kota Depok

122 |Tanah SDN Mekarjaya 8 2223 10.27.06.06.4.00234 2004 JI. Kresna Raya Depok Il Tengah Kel. Mekarjaya Kec. Sukmajaya Kota Depok
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123 [Tanah SDN Mekarjaya 3 & 4 2112 10.27.06.06.4.00235 2004 JI. Angklung Raya Depok Il Tengah Kel. Mekarjaya Kec. Sukmajaya Kota Depok

124 |Tanah Kantor Kelurahan Harjamukti 416 10.27.01.06.4.00009 2004 JI. Putri Tunggal No.42 Kel. Harjamukti Kec. Cimanggis Kota Depok

125 |Tanah SDN Kalimulya 5 600 10.27.06.05.4.00013 2004 JI. TPA Kb. Duren Rt.02/01 Kel. Kalimulya Kec. Cilodong Kota Depok

126 |Tanah SDN Kalimulya 4 1119 10.27.06.10.4.00007 2004 JI. Raya Kalimulya Rt.06 Rw.04 Kel. Jatimulya Kec. Cilodong Kota Depok

127 |Tanah SDN Sukamaju 1 & 7 895 10.27.06.02.4.00005 2004 JI. Raya Jakarta - Bogor KM 36 Kel. Sukamaju Kec. Cilodong Kota Depok

128 |Tanah Kantor Kelurahan Kedaung 292 10.27.02.12.4.00004 2004 JI. Ketapang No. 45 RT 001/002 Kel. Kedaung Kec. Sawangan Kota Depok

129 |Tanah Kantor Kelurahan Sukatani 1364 10.27.01.05.4.00008 2004 JI. Antakupa Raya No. 1 Kel. Sukatani Kec. Tapos Kota Depok

130 |Tanah Pasar Sukatani 2989 10.27.01.05.4.00009 2004 JI. Bunga 4 Kel. Sukatani Kec. Tapos Kota Depok

131 [Tanah SDN Sukamaju Baru 1 681 10.27.10.13.4.00002 2004 JI. Swadaya V RT 02 RW 04 Kel. Jatijajar Kec. Tapos Kota Depok

132 |Tanah Lapangan Bola Sukatani 11203 10.27.01.05.4.00010 2004 JI. Dongkal Kel. Sukatani Kec. Tapos Kota Depok

133 [Tanah TPU Cilangkap 1509 10.27.01.07.4.00008 2004 Kel. Cilangkap Kec. Tapos Kota Depok

134 |Tanah TPU Sukatani 7059 10.27.01.05.4.00011 2004 Kel. Sukatani Kec. Tapos Kota Depok

135 [Tanah SDN Tapos 1 750 10.27.01.02.4.00002 2004 JI. Raya Tapos RT 01 RW 10 Kel. Tapos Kec. Tapos Kota Depok

136 [Tanah Kantor Kelurahan Limo 521 10.27.03.04.4.00001 2004 JI. Koman Muin No. 132 Kel. Limo Kec. Limo Kota Depok

137 (Tanah SMPN 2 Depok 10000 10.27.04.05.4.00007 2005 JI. Bangau Raya No. 1 Perumnas Depok Kel. Depok Jaya Kec. Pancoran Mas Kota Depok
138 |Tanah SDN Anyelir 2 853 10.27.04.05.4.00012 2005 JI. Anyelir Raya No.67 Kel. Depok Jaya Kec. Pancoran Mas Kota Depok

139 [Tanah Perluasan Kantor Walikota Depok 2138 10.27.04.06.4.00045 2005 JI. Margonda Raya No. 54 Kel. Depok Kec. Pancoran Mas Kota Depok

140 [Tanah SDN Depok Baru 8 2046 10.27.04.05.4.00011 2005 JI. Mawar Raya No.1 Kel. Depok Jaya Kec. Pancoran Mas Kota Depok

141 [Tanah SDN Anyelir 1 2639 10.27.04.05.4.00010 2005 JI. Nusantara Raya No. 241 Rt 01 Rw 06 Kel. Depok Jaya Kec. Pancoran Mas Kota Depok
142 [Tanah SDN Depok Baru 2 dan 6 2136 10.27.04.05.4.00009 2005 JI. Merpati Raya Kel. Depok Jaya Kec. Pancoran Mas Kota Depok

143 [Tanah SDN Depok Jaya 5 1846 10.27.04.05.4.00013 2005 JI. Gelatik Raya Kel. Depok Jaya Kec. Pancoran Mas Kota Depok

144 |Tanah SDN Mampang 1 dan 3 2277 10.27.04.03.4.00007 2005 JI. Pramuka 1 No. 5 Kel. Mampang Kec. Pancoran Mas Kota Depok

145 [Tanah Perluasan Kantor Walikota Depok 1355 10.27.04.06.4.00043 2005 JI. Margonda Raya No. 54 Kel. Depok Kec. Pancoran Mas Kota Depok

146 |Tanah Perluasan Kantor Walikota Depok 2103 10.27.04.06.4.00045 2005 JI. Margonda Raya No. 54 Kel. Depok Kec. Pancoran Mas Kota Depok

147 |Tanah SDN Depok Jaya 1, 2 dan 7 3841 10.27.04.05.4.00008 2005 JI. Nusantara Raya No. 318 Kel. Depok Jaya Kec. Pancoran Mas Kota Depok

148 |Tanah Perluasan Kantor Walikota Depok 2289 10.27.04.06.4.00044 2005 JI. Margonda Raya No. 54 Kel. Depok Kec. Pancoran Mas Kota Depok

149 |Tanah Perluasan Kantor Walikota Depok 1525 10.27.04.06.4.00042 2005 JI. Margonda Raya No. 54 Kel. Depok Kec. Pancoran Mas Kota Depok

150 |Tanah SDN Baktijaya 6 2435 10.27.06.08.4.00126 2005 JI. Saminten IV Kel. Baktijaya Kec. Sukmajaya Kota Depok

151 [Tanah SDN Mekarjaya 24 2245 10.27.06.08.4.00127 2005 JI. Ketapang Raya Depok 2 Timur Kel. Baktijaya Kec. Sukmajaya Kota Depok

152 |Tanah SDN Mekarjaya 16 & SDN Abadijaya 3 2010 10.27.06.07.4.00049 2005 JI. Sekatak Raya Depok Timur Kel. Abadijaya Kec. Sukmajaya Kota Depok

153 |Tanah SDN Tugu 6 & SDN Tugu 11 1874 10.27.01.09.4.00009 2005 JI. Inpres Kelapa Dua Rt 1 Rw 11 Kel. Tugu Kec. Cimanggis Kota Depok
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154 |Tanah SDN Tugu 7 987 10.27.01.09.4.00008 2005 JI. Akses Ul Kp. Areman Rt 01/06 Kel. Tugu Kec. Cimanggis Kota Depok

155 |Tanah SDN Tugu 4 1234 10.27.01.09.4.00007 2005 JI. Menpor Palsigunung No.70 Rt 05 Rw 03 Kel. Tugu Kec. Cimanggis Kota Depok

156 |Tanah SDN Kalibaru 1 & SDN Kalibaru 4 1035 10.27.06.04.4.00005 2005 JI. H. Abdul Gani RT 06/04 Kel. Kalibaru Kec. Cilodong Kota Depok

157 |Tanah Kantor Kelurahan Cilodong 859 10.27.06.09.4.00001 2005 JI. M. Nasir Kel. Cilodong Kec. Cilodong Kota Depok

158 |Tanah SDN Sukamaju 3 & 8 1221 10.27.06.02.4.00006 2005 JI. H. Dimun Raya No. 19 Rt 04/Rw 24 Kel. Sukamaju Kec. Cilodong Kota Depok

159 |Tanah SDN Kalimulya 3 1574 10.27.06.05.4.00014 2005 JI. Kencana Kp. Kebon Duren Rt. 01/08 Kel. Kalimulya Kec. Cilodong Kota Depok

160 |Tanah Puskesmas Duren Mekar 402 10.27.02.14.4.00003 2005 Kel. Duren Mekar Kec. Bojongsari Kota Depok

161 |Tanah SDN Tapos 2 1304 10.27.01.02.4.00004 2005 JI. Mayor Idrus No. 10 RT 02 RW 05 Kel. Tapos Kec. Tapos Kota Depok

162 Tanah SDN Sukatani 2 1388 10.27.01.05.4.00012 2005 JI. Raya Gas Alam Kp. Ciherang RT 05 RW 05 Kel. Sukatani Kec. Tapos Kota Depok

163 [Tanah Kantor Kecamatan Limo 2889 00002 2005 JI. Raya Limo No. 44 Kel. Limo Kec. Limo Kota Depok

164 [Tanah SDN Beji 6 & SDN Beji 7 2593 10.27.05.02.4.00209 2005 JI. Bali No. 1 Depok Utara Kel. Beji Kec. Beji Kota Depok

165 [Tanah SDN Beji 4 & SDN Beji 5 2100 10.27.05.02.4.00208 2005 JI. Pakis No. 1 Depok Utara Kel. Beji Kec. Beji Kota Depok

166 [Tanah SDN Ratu Jaya 3 & SDN Ratu Jaya 4 1668 10.27.04.08.4.00006 2005 JI. Masjid Al Falah RT 05 RW 05 Kel. Ratu Jaya Kec. Cipayung Kota Depok

167 |Tanah Puskesmas Tapos 1203 10.27.01.02.4.00003 2005 JI. Raya Tapos No 58 Rt 002/012 Kel. Tapos Kec. Tapos Kota Depok

168 [Tanah Masjid Baitul Rahman 728 10.27.06.07.4.00051 2006 JI. Gede Blok 33 No.17 Kel. Abadijaya Kec. Sukmajaya Kota Depok

169 [Tanah Puskesmas Harjamukti 164 10.27.01.06.4.00010 2006 Komp. Deppen, JI. Anantakupa Raya Blok P No.8 Kel. Harjamukti Kec. Cimanggis Kota Depok
170 [Tanah SDN Cisalak Pasar 1 & SDN Cisalak 2 1159 10.27.01.12.4.00006 2006 JI. Nusa Indah Gg. Soka No.91 RT 05 RW 05 Kel. Cisalak Pasar Kec. Cimanggis Kota Depok
171 [Tanah SDN Serua 3 1273 10.27.02.08.4.00003 2006 JI. Raya Serua Kel. Serua Kec. Bojongsari Kota Depok

172 |Tanah Sarana Pendidikan 1555 10.27.01.05.4.00013 2006 Kel. Sukatani Kec. Tapos Kota Depok

173 [Tanah Masjid Sukatani 632 10.27.01.05.4.00014 2006 Kel. Sukatani Kec. Tapos Kota Depok

174 Tanah SDN Cimpaeun 3 1176 10.27.01.01.4.00002 2006 JI. Inpres Cimpaeun RT 03 RW 09 Kel. Cimpaeun Kec. Tapos Kota Depok

175 |Tanah SDN Pangkalan Jati 2 700 10.27.03.08.4.00002 2007 JI. Al Barkah No.33 Kel. Pangkalan Jati Baru Kec. Cinere Kota Depok

176 [Tanah SDN Pengasinan 3 1241 10.27.02.03.4.00001 2007 JI. Raya Pengasinan RT 03/03 Kel. Pengasinan Kec. Sawangan Kota Depok

177 [Tanah Gereja Yermia 1828 10.27.04.05.4.00210 2007 JI. Melati Kel. Depok Jaya Kec. Pancoran Mas Kota Depok

178 |Tanah Kantor Kelurahan Pengasinan 340 10.27.03.10.4.00002 2007 JI. Raya Pengasinan No. 1 RT. 003/003 Kel. Pengasinan Kec. Sawangan Kota Depok

179 |Tanah SDN Limo 2 & SDN Limo 3 2750 10.27.03.04.4.00007 2017 JI. Rajawali No. 75 Kel. Limo Kec. Limo Kota Depok

180 |Tanah SDN Meruyung 1427 10.27.03.01.4.00002 2017 JI. Masjid Mujahidin Kel. Meruyung Kec. Limo Kota Depok

181 |Tanah Rumah Dinas Walikota 4000 10.27.06.11.4.00002 2008 JI. Boulevard Kota Kembang Kel. Tirtajaya Kec. Sukmajaya Kota Depok

182 [Tanah Jalan Masuk TPU Kalimulya 2 617 10.27.06.05.4.00015 2008 JI. Raya Kebon Duren Kel. Kalimulya Kec. Cilodong Kota Depok

183 |Tanah Gereja Santo Herkulanus 1929 10.27.04.05.4.00014 2010 JI. Irian Jaya Kel. Depok Jaya Kec. Pancoran Mas Kota Depok

184 [Tanah Gereja HKBP Abadijaya 1047 10.27.06.07.4.00053 2012 JI. Kerinci Raya No. 9 Kel. Abadijaya Kec. Sukmajaya Kota Depok
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185 |Tanah SDN Pondok Petir 2 1230 10.27.11.07.4.00002 2012 JI. Serua Bulak RT 02/03 Kel. Pondok Petir Kec. Bojongsari Kota Depok

186 [Tanah SDN Duren Seribu 4 3288 10.27.11.04.4.00094 2012 JI. Langsat No 2 Komplek Arco Kel. Duren Seribu Kec. Bojongsari Kota Depok

187 |Tanah SDN Ratu Jaya 2 1001 10.27.07.02.4.00007 2012 JI. Inpres Rawageni Kel. Ratu Jaya Kec. Cipayung Kota Depok

188 [Tanah Pasar Musi 3060 10.27.06.07.5.00009 2014 JI. Musi Raya RT. 005/002 Kel. Abadijaya Kec. Sukmajaya Kota Depok

189 |Tanah Rusunawa 2166 10.27.10.07.4.00012 2014 JI. Banjaran Pucung No. 66 Kel. Cilangkap Kec. Tapos Kota Depok

190 [Tanah Rusunawa 8600 10.27.10.07.4.00011 2014 JI. Banjaran Pucung No. 66 Kel. Cilangkap Kec. Tapos Kota Depok

191 |Tanah TPU Pasir Putih 514 00019 2015 Kel. Pasir Putih Kec. Sawangan Kota Depok

192 [Tanah TPU Pasir Putih 521 00020 2015 Kel. Pasir Putih Kec. Sawangan Kota Depok

193 [Tanah TPU Pasir Putih 625 00027 2015 Kel. Pasir Putih Kec. Sawangan Kota Depok

194 [Tanah TPU Pasir Putih 312 00079 2015 Kel. Pasir Putih Kec. Sawangan Kota Depok

195 [Tanah TPU Pasir Putih 854 00013 2015 Kel. Pasir Putih Kec. Sawangan Kota Depok

196 [Tanah TPU Pasir Putih 410 00025 2015 Kel. Pasir Putih Kec. Sawangan Kota Depok

197 Tanah SDN Harjamukti 1 978 10.27.01.06.4.00012 2016 JI. TPU Pondok Ranggon No.29 RT 01/06 Kel. Harjamukti Kec. Cimanggis Kota Depok
198 [Tanah SDN Tugu 3 2326 10.27.01.09.4.00011 2016 JI. H. Icang Palsigunung No. 73 RT 10/02 Kel. Tugu Kec. Cimanggis Kota Depok

199 [Tanah SDN Tugu 2 & SDN Mekarsari 5 1283 10.27.01.10.4.00014 2016 JI. Radar Auri Kp.Tipar RT 04 RW 10 Kel. Mekarsari Kec. Cimanggis Kota Depok

200 |Tanah SDN Cilodong 2 1058 10.27.08.01.4.00002 2016 JI. M. Natsir Kp. Bendungan Rt.05/01 Kel. Cilodong Kec. Cilodong Kota Depok

201 [Tanah SDN Kalibaru 2 1004 10.27.08.01.4.00003 2016 JI. M. Natsir No. 21 Kp. Bendungan Rt.01/08 Kel. Cilodong Kec. Cilodong Kota Depok
202 [Tanah SDN Kalimulya 1 1208 10.27.08.05.4.00018 2016 JI. Raya Kalimulya Kp. Kebon Duren Kel. Kalimulya Kec. Cilodong Kota Depok

203 [Tanah SDN Kalimulya 2 1253 10.27.08.03.4.00010 2016 JI. Kp. Sawah Rt 01 Rw 01 Kel. Jatimulya Kec. Cilodong Kota Depok

204 [Tanah SDN Duren Seribu 1 & 2 1670 10.27.11.04.4.00101 2016 Duren Seribu RT 03 RW 01 Kel. Duren Seribu Kec. Bojongsari Kota Depok

205 Tanah SDN Pondok Petir 1-3 2310 10.27.11.07.4.00003 2016 JI. Reni Jaya Selatan RT 01/09 Kel. Pondok Petir Kec. Bojongsari Kota Depok

206 Tanah SDN Curug 3 Bojongsari 1244 10.27.11.06.4.00003 2016 JI. Raya Curug RT 02 RW 02 Kel. Curug Kec. Bojongsari Kota Depok

207 (Tanah SDN Bojongsari 4 886 10.27.11.02.4.00003 2016 JI. Pelita Jaya Rt 02/06 Kel. Bojongsari Baru Kec. Bojongsari Kota Depok

208 |Tanah SDN Curug 2 Bojongsari 760 10.27.11.06.4.00002 2016 JI. Raya Curug RT 03 RW 05 Kel. Curug Kec. Bojongsari Kota Depok

209 |Tanah SDN Sukatani 1 788 10.27.01.06.4.00011 2016 JI. Putri Tunggal No. 6 RT 02/01 Kel. Harjamukti Kec. Cimanggis Kota Depok

210 |Tanah SDN Sukatani 3 1300 10.27.10.05.4.00017 2016 JI. Kemang Sukatani Kel. Sukatani Kec. Tapos Kota Depok

211 |Tanah SDN Sindangkarsa 1 & SDN Sukatani 7 1467 10.27.10.05.4.00016 2016 JI. Pekapuran No. 45 Kel. Sukatani Kec. Tapos Kota Depok

212 |Tanah SDN Kebayunan 970 10.27.10.02.4.00009 2016 JI. Kebayunan - Leuwinanggung RT 03/19 Kel. Tapos Kec. Tapos Kota Depok

213 [Tanah SDN Sukamaju 2 1255 10.27.10.06.4.00003 2016 JI. Jatijajar RT 04 RW 02 Kel. Jatijajar Kec. Tapos Kota Depok

214 |Tanah SDN Sukamaju 4 1250 10.27.10.04.4.00002 2016 J1. Bakti ABRI RT 03 RW 08 Kel. Sukamaju Baru Kec. Tapos Kota Depok

215 Tanah SDN Tapos 3 2407 10.27.10.02.4.00006 2016 JI. Raya Cibinong Tapos RT 03 RW 03 Kel. Tapos Kec. Tapos Kota Depok
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216 |Tanah SDN Cilangkap 5 2025 10.27.10.07.4.00009 2016 JI. Mandor Lipin RT 03 RW 04 Kel. Cilangkap Kec. Tapos Kota Depok

217 (Tanah SDN Cilangkap 6 1221 10.27.10.07.4.00010 2016 JI. Kampung Setu RT 01 RW 08 Kel. Cilangkap Kec. Tapos Kota Depok

218 |Tanah SDN Krukut 1 1340 10.27.03.03.4.00003 2016 JI. Krukut Raya No. 9 Kel. Krukut Kec. Limo Kota Depok

219 [Tanah SDN Grogol 2 1318 10.27.03.02.4.00011 2016 JI. Pulau Mangga No. 1 Kel. Grogol Kec. Limo Kota Depok

220 |Tanah SDN Cinere 2 1247 10.27.09.01.4.00004 2016 JI. Inpres Blok B RT 04 RW 05 Kel. Cinere Kec. Cinere Kota Depok

221 [Tanah SDN Cinere 1 1242 10.27.09.01.4.00005 2016 JI. Cinere Raya No. 18 Gg. Masjid Kel. Cinere Kec. Cinere Kota Depok

222 |Tanah SDN Beji 2 740 10.27.05.02.4.00219 2016 JI. Arif Rahman Hakim No. 30 Kel. Beji Kec. Beji Kota Depok

223 [Tanah SDN Pondok Cina1-4 1603 10.27.05.05.4.00002 2016 JI. Margonda Raya Km 4,5 Kel. Pondok Cina Kec. Beji Kota Depok

224 [Tanah SDN Kramat Beji 1312 10.27.05.02.4.00218 2016 JI. Sumur Batu No. 62 Pulo Jaya Kel. Beji Kec. Beji Kota Depok

225 [Tanah SDN Kemiri Muka 1 1630 10.27.05.01.4.00008 2016 JI. Mawar No. 41 Kel. Kemiri Muka Kec. Beji Kota Depok

226 (Tanah SDN Pondok Cina 2 1085 10.27.05.01.4.00009 2016 JI. Ir. H. Juanda RT 05 RW 14 Kel. Kemiri Muka Kec. Beji Kota Depok

227 [Tanah SDN Beji 1 2177 10.27.04.05.4.00018 2016 JI. Komodo No. 4 Kel. Depok Jaya Kec. Pancoran Mas Kota Depok

228 [Tanah Parkir Pemda 2645 10.27.04.06.4.00053 2017 JI. Margonda Raya No. 54 Kel. Depok Kec. Pancoran Mas Kota Depok

229 [Tanah SDN Sukmajaya 5 3292 10.27.06.01.4.00006 2017 JI. Sukma Asri Pondok Sukmajaya Permai No. 1 Kel. Sukmajaya Kec. Sukmajaya Kota Depok
230 [Tanah Kantor Kelurahan Sukmajaya 1182 10.27.06.01.4.00007 2017 JI. Pondok Sukmajaya Permai Blok C5 No. 24 Kel. Sukmajaya Kec. Sukmajaya Kota Depok
231 [Tanah SDN Harjamukti 2 743 10.27.01.06.4.00013 2017 JI. Pringgondani | Kp. Kalimanggis RT 03 RW 09 Kel. Harjamukti Kec. Cimanggis Kota Depok
232 [Tanah SDN Harjamukti 3 & SDN Harjamukti 4 1975 10.27.01.06.4.00014 2017 JI. Ananta Kupa Raya RT 01/10 Komplek Deppen Kel. Harjamukti Kec. Cimanggis Kota Depok
233 [Tanah SDN Mekarsari 2 1495 10.27.01.10.4.00016 2017 Komplek Perumahan Asuransi Jasindo RT 04/04 Kel. Mekarsari Kec. Cimanggis Kota Depok
234 Tanah SDN Mekarsari 3 2929 10.27.01.10.4.00018 2017 JI. Srigunting Il RT 5/14 Komplek Lembah Hijau Kel. Mekarsari Kec. Cimanggis Kota Depok
235 [Tanah SDN Mekarsari 6 1568 10.27.01.10.4.00017 2017 Perum Mekarsari Permai RT 01/12 Kel. Mekarsari Kec. Cimanggis Kota Depok

236 (Tanah SDN Curug 3 Cimanggis 1265 10.27.01.08.4.00014 2017 Komplek Pertamina RT 03/03 Kel. Curug Kec. Cimanggis Kota Depok

237 |Tanah SDN Kalibaru 6 976 10.27.08.04.4.00006 2017 JI. SDN 06 Kalibaru Rt.02 Rw.05 Kel. Kalibaru Kec. Cilodong Kota Depok

238 [Tanah TPU Kalimulya 520 00023 2017 JI. Raya Kebon Duren Kel. Kalimulya Kec. Cilodong Kota Depok

239 |Tanah TPU Kalimulya 241 00054 2017 JI. Raya Kebon Duren Kel. Kalimulya Kec. Cilodong Kota Depok

240 |Tanah TPU Kalimulya 892 00012 2017 JI. Raya Kebon Duren Kel. Kalimulya Kec. Cilodong Kota Depok

241 [Tanah TPU Kalimulya 542 00014 2017 JI. Raya Kebon Duren Kel. Kalimulya Kec. Cilodong Kota Depok

242 [Tanah TPU Kalimulya 365 00016 2017 JI. Raya Kebon Duren Kel. Kalimulya Kec. Cilodong Kota Depok

243 |Tanah TPU Kalimulya 872 00018 2017 JI. Raya Kebon Duren Kel. Kalimulya Kec. Cilodong Kota Depok

244 |Tanah SDN Sawangan 1,2 & 3 2031 10.27.02.11.4.00003 2017 JI. Raya Mochtar No. 1 Kel. Sawangan Baru Kec. Sawangan Kota Depok

245 [Tanah SDN Sawangan 5 1268 10.27.02.10.4.00010 2017 JI. Abdul Wahab Gg Poncol RT 01/03 Kel. Sawangan Kec. Sawangan Kota Depok

246 [Tanah SDN Sawangan 6 1207 10.27.02.11.4.00004 2017 J1. Jati RT 03/04 Kel. Sawangan Baru Kec. Sawangan Kota Depok
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247 Tanah SDN Bedahan 1 828 10.27.02.02.4.00003 2017 JI. Raya H. Sulaiman No. 9 RT 04/02 Kel. Bedahan Kec. Sawangan Kota Depok

248 |Tanah SDN Bedahan 2 1095 10.27.02.02.4.00004 2017 JI. Raya H. Sulaiman RT 02/05 Kel. Bedahan Kec. Sawangan Kota Depok

249 |Tanah SDN Bedahan 3 854 10.27.02.02.4.00002 2017 JI. Masjid Al Hidayah Rt 02 Rw 03 Kel. Bedahan Kec. Sawangan Kota Depok

250 [Tanah SDN Pengasinan 1 & 2 1629 10.27.02.03.4.00008 2017 JI. Raya Pengasinan RT 03/03 Kel. Pengasinan Kec. Sawangan Kota Depok

251 [Tanah SDN Cinangka 1 1066 10.27.02.12.4.00013 2017 JI. Abdul Wahab RT 03/08 Kel. Kedaung Kec. Sawangan Kota Depok

252 [Tanah SDN Cinangka 4 1220 10.27.02.12.4.00014 2017 JI. Abdul Wahab RT 02/10 Gg Pendidikan Kel. Kedaung Kec. Sawangan Kota Depok

253 |Tanah SDN Cinangka 5 412 10.27.02.12.4.00015 2017 JI. Jambu RT 01/04 Kel. Kedaung Kec. Sawangan Kota Depok

254 [Tanah SDN Pasir Putih 1 860 10.27.02.01.4.00002 2017 JI. Raya Pasir Putih RT 05/02 Kel. Pasir Putih Kec. Sawangan Kota Depok

255 [Tanah SDN Pasir Putih 2 1382 10.27.02.01.4.00001 2017 JI. Raya Pasir Putih RT 01/06 Kel. Pasir Putih Kec. Sawangan Kota Depok

256 [Tanah SDN Cilangkap 7 860 10.27.10.07.4.00029 2017 Kp. Banjaran Pucung RT 03 RW 05 Kel. Cilangkap Kec. Tapos Kota Depok

257 Tanah SDN Sukamaju 3 675 10.27.10.06.4.00004 2017 JI. Setu Jatijajar RT 04 RW 02 Kel. Jatijajar Kec. Tapos Kota Depok

258 [Tanah SDN Cimpaeun 1 & SDN Cimpaeun 2 2942 10.27.10.01.4.00005 2017 JI. Raya Tapos Cibinong RT 01 RW 03 Kel. Cimpaeun Kec. Tapos Kota Depok

259 [Tanah SDN Sukatani 6 2213 10.27.10.05.4.00018 2017 JI. Kramat Raya Ciherang RT 04 RW 07 Kel. Sukatani Kec. Tapos Kota Depok

260 Tanah SDN Cinere 3 1799 10.27.09.01.4.00007 2017 JI. Lempuyang VII Blok L - Megapolitan Kel. Cinere Kec. Cinere Kota Depok

261 Tanah SDN Pangkalan Jati 1 1129 10.27.09.03.4.00027 2017 JI. Raya Pangkalan Jati No. 75 Kel. Pangkalan Jati Kec. Cinere Kota Depok

262 [Tanah SDN Beji Timur 1, 2, 3 2780 10.27.05.06.4.01629 2017 JI. Amonia Il Komplek Kujang Kel. Beji Timur Kec. Beji Kota Depok

263 [Tanah SDN Tugu 10 1167 10.27.01.09.4.00012 2017 JI. Taman Duta 2 Perum. Pondok Duta 1 RT 9/14 Kel. Tugu Kec. Cimanggis Kota Depok
264 |Tanah SDN Sukatani 4 2782 10.27.10.05.4.00019 2017 JI. Jeruk Raya Perum. Sukatani Permai Kel. Sukatani Kec. Tapos Kota Depok

265 [Tanah SDN Rangkapan Jaya Baru 1457 10.27.04.01.4.00017 2018 JI. Raya Komplek ARCO Kel. Rangkapan Jaya Baru Kec. Pancoran Mas Kota Depok

266 [Tanah SDN Depok Baru 1, 3,4 dan 7 6357 10.27.04.05.4.00016 2018 JI. Semangka No. 7 Kel. Depok Jaya Kec. Pancoran Mas Kota Depok

267 [Tanah SDN Mampang 2 1297 10.27.04.03.4.00008 2018 JI. Damai No. 25 Kel. Mampang Kec. Pancoran Mas Kota Depok

268 [Tanah SDN Pancoran Mas 3, 5 dan 6 1468 10.27.04.04.4.00008 2018 JI. Cagar Alam Rt 06 Rw 18 Kel. Pancoran Mas Kec. Pancoran Mas Kota Depok

269 [Tanah Puskesmas Depok Jaya 1518 10.27.04.05.4.00019 2018 JI. Melati Raya Rt. 002/007 Kel. Depok Jaya Kec. Pancoran Mas Kota Depok

270 [Tanah SDN Cikumpa & SDN Sukmajaya 4 1410 10.27.06.01.4.00008 2018 JI. Kemang Raya Kp Cikumpa RT 04 / 09 Kel. Sukmajaya Kec. Sukmajaya Kota Depok

271 |Tanah SDN Mekarsari 1 1025 10.27.01.10.4.00019 2018 JI. Kp. Tipar Rt 05 Rw 06 Kel. Mekarsari Kec. Cimanggis Kota Depok

272 |Tanah SDN Cilodong 1 1357 10.27.08.01.4.00004 2018 JI. Raya Jakarta - Bogor KM 39 Bendungan Rt. 02/02 Kel. Cilodong Kec. Cilodong Kota Depok
273 |Tanah SDN Sukamaju 10 1795 10.27.08.02.4.00007 2018 Kompleks Vila Pertiwi RT 06 RW 16 Kel. Sukamaju Kec. Cilodong Kota Depok

274 |Tanah UPTD Balai Benih lkan 20925 10.27.11.03.4.00011 2018 JIn. H. Suhaemi RT. 02/03 Kel. Duren Mekar Kec. Bojongsari Kota Depok

275 |Tanah SDN Bojongsari 1 & 2 2520 10.10.19.05.1.00701 2018 JI. Raya Bojongsari No. 26 Rt.02/10 Kel. Bojongsari Kec. Bojongsari Kota Depok

276 |Tanah SDN Sukatani 5 1354 10.27.10.05.4.00020 2018 JI. Pekapuran RT 05 RW 22 Kel. Sukatani Kec. Tapos Kota Depok

277 (Tanah SDN Cilangkap 8 1794 10.27.10.07.4.00030 2018 Perum Pesona Laguna JI. Pesona Raya RT 04 RW 20 Kel. Cilangkap Kec. Tapos Kota Depok
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278 |Tanah SDN Sukamaju Baru 2 & SDN Sukamaju Baru 3 1732 10.27.10.04.4.00003 2018 Komplek BTN TNI AD JI. Duku Rt 03/12 Kel. Sukamaju Baru Kec. Tapos Kota Depok

279 [Tanah SDN Cilangkap 3 1700 10.27.10.07.4.00032 2018 JI. Banjaran Pucung RT 01 RW 10 Kel. Cilangkap Kec. Tapos Kota Depok

280 |Tanah SDN Curug 5 1085 10.27.01.12.4.00007 2018 Perum Pondok Cibubur RT 05/08 Kel. Cisalak Pasar Kec. Cimanggis Kota Depok

281 [Tanah SDN Cilangkap 1 & SDN Cilangkap 4 1866 10.27.10.07.4.00031 2018 JI. Simpang Cilangkap RT 01 RW 13 Kel. Cilangkap Kec. Tapos Kota Depok

282 |Tanah SDN Tapos 5 1306 10.27.10.02.4.00010 2018 Kp. Kebayunan RT 04 RW 19 Kel. Tapos Kec. Tapos Kota Depok

283 [Tanah SDN Tapos 4 1589 10.27.10.02.4.00007 2018 JI. Raya Cibinong Tapos RT 03 RW 03 Kel. Tapos Kec. Tapos Kota Depok

284 |Tanah SDN Limo 1 592 00016 2018 JI. Limo Raya No.107 Kel. Limo Kec. Limo Kota Depok

285 [Tanah Gereja HKBP Mekarjaya 1911 10.27.06.06.4.00255 2019 JI. Samiaji Raya No. 1 Kel. Mekarjaya Kec. Sukmajaya Kota Depok

286 (Tanah SMPN 22 Depok 2690 10.27.06.06.4.00256 2019 JI. Kresna Raya Depok Il Tengah Kel. Mekarjaya Kec. Sukmajaya Kota Depok

287 (Tanah SMPN 7 Depok 4094 10.27.01.10.4.00020 2019 JI. Radar Auri Kel. Mekarsari Kec. Cimanggis Kota Depok

288 [Tanah SMPN 23 Depok 5793 10.27.01.06.4.00017 2019 JI. Raya TPU Pondok Ranggon No. 29 Kel. Harjamukti Kec. Cimanggis Kota Depok

289 [Tanah SDN Pasirgunung Selatan 3 1945 10.27.01.11.4.00012 2019 JI. Pondok Pesantren Nurul Huda Rt.01 Rw.13 Kel. Pasirgunung Selatan Kec. Cimanggis Kota Depok
290 [Tanah SDN Harjamukti 5 506 10.27.01.06.4.00016 2019 JI. Alternatif Cibubur No.61 RT 04/05 Kel. Harjamukti Kec. Cimanggis Kota Depok

291 [Tanah SDN Sukamaju 9 682 10.27.08.02.4.00008 2019 JI. Taman Manggis Indah RT 04 RW 14 Kel. Sukamaju Kec. Cilodong Kota Depok

292 [Tanah SDN Sukamaju 6 636 10.27.08.02.4.00009 2019 JI. Tole Iskandar Komplek Cimanggis Indah RT 04 RW 14 Kel. Sukamaju Kec. Cilodong Kota Depok
293 [Tanah Kantor Imigrasi Depok 2790 00019 2019 JI. Boulevard Grand Depok City Kel. Kalimulya Kec. Cilodong Kota Depok

294 [Tanah SDN Pasir Putih 3 1393 10.27.02.01.4.00003 2019 JI. Raya Pasir Putih Kel. Pasir Putih Kec. Sawangan Kota Depok

295 [Tanah SDN Kedaung 3598 10.27.02.12.4.00016 2019 JI. Pertiwi Raya Komp. Bappenas Kel. Kedaung Kec. Sawangan Kota Depok

296 Tanah SDN Sindangkarsa 2 942 10.27.10.04.4.00004 2019 JI. Bakti ABRI RT 03 RW 09 Kel. Sukamaju Baru Kec. Tapos Kota Depok

297 [Tanah Puskesmas Jatijajar 1793 10.27.10.06.4.00009 2019 J1. Jatijajar 1 Kel. Jatijajar Kec. Tapos Kota Depok

298 [Tanah SDN Pondok Cina 3 1517 10.27.05.05.4.00003 2019 JI. H. Yahya Nuih No. 2 Kel. Pondok Cina Kec. Beji Kota Depok

299 [Tanah Puskesmas Jatijajar 4867 10.27.10.06.4.00010 2019 JI. Setu Jatijajar 1 Kel. Jatijajar Kec. Tapos Kota Depok

300 [Tanah Kantor Kecamatan Cinere 2220 10.27.09.01.4.00008 2019 JI. Bukit Cinere Raya No.23 Kel. Gandul Kec. Cinere Kota Depok

301 [Tanah Kantor BAZNAS Kota Depok 248 10.27.05.02.4.00221 2019 JI. Perumahan Depok Mulya 1 JI. Blk. | No.12 RT 04/15 Kel. Beji Kec. Beji Kota Depok

302 |Tanah SMPN 5 Depok 4268 10.27.05.06.4.01630 2019 JI. Mandar No. 30 Kel. Beji Timur Kec. Beji Kota Depok

303 |Tanah SDN Depok 1 2466 10.27.04.06.4.00054 2020 JI. Pemuda No.76 Kel. Depok Kec. Pancoran Mas Kota Depok

304 |Tanah SDN Serua 1 dan SDN Serua 2 2337 10.27.11.01.4.00004 2020 JI. Raya Parung - Ciputat Kel. Serua Kec. Bojongsari Kota Depok

305 |Tanah SMPN 14 Depok 7007 10.27.11.04.4.00104 2020 JI. Kemang Dalam No. 20 Komplek Arco Kel. Duren Seribu Kec. Bojongsari Kota Depok

306 [Tanah Kantor Kejaksaan Negeri Kota Depok 3412 10.27.08.05.4.00023 2020 JI. Boulevard Grand Depok City Kel. Kalimulya Kec. Cilodong Kota Depok

307 |Tanah SMPN 11 Depok 6939 10.27.10.05.4.00021 2020 JI. Murbai Komplek Sukatani Permai Kel.Sukatani Kec. Tapos Kota Depok

308 [Tanah SDN Duren Seribu 3 919 10.27.11.03.4.00012 2020 JI. H. Niing Rt 02 Rw 04 Kel. Duren Mekar Kec. Bojongsari Kota Depok
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309 |Tanah Kantor Kelurahan Duren Seribu 660 10.27.11.04.4.00105 2020 JI. Arco Raya Kel. Duren Seribu Kec. Bojongsari Kota Depok

310 [Tanah Kantor Kelurahan Bedahan 678 10.27.02.02.4.00005 2020 JI. H Sulaeman No. 9 - RT 004 /002 Kel. Bedahan Kec. Sawangan Kota Depok

311 |Tanah SMPN 17 Depok 3948 10.27.09.02.4.00267 2020 JI. H. Muhajir No.98-111 Kel. Gandul Kec. Cinere Kota Depok

312 [Tanah Kantor Kelurahan Meruyung 495 10.27.03.01.4.00003 2020 JI. Buntu | Kel. Meruyung Kec. Limo Kota Depok

313 |Tanah SDN Cipayung 886 10.27.06.01.4.00010 2020 JI. Tole Iskandar KM 02 Kel. Sukmajaya Kec. Sukmajaya Kota Depok

314 [Tanah SMPN 26 Depok 5590 10.27.05.02.4.00222 2020 JI. Mangga RT 01 RW 05 No. 26 Kel. Beji Kec. Beji Kota Depok

315 |Tanah Kantor UPT Pemadam Kebakaran Wilayah Bojongsari 650 10.27.11.05.4.00033 2020 JI. Raya H. Muchtar Sawangan Kel. Bojongsari Kec. Bojongsari Kota Depok

316 Tanah Kantor Kelurahan Pondok Cina 879 10.27.05.05.4.00004 2020 JI. H. Yahya Nuih Kel. Pondok Cina Kec. Beji Kota Depok KP : 16424

317 [Tanah Kantor Kelurahan Sukamaju Baru 613 10.27.10.04.4.00005 2020 JI. Nangka No. 2 RW 4 Kel. Sukamaju Baru Kec. Tapos Kota Depok

318 [Tanah Kantor Kelurahan Cinangka 610 10.27.02.09.4.00007 2020 JI. Raya Pahlawan No. 8 RT 02 RW 09 Kel. Cinangka Kec. Sawangan Kota Depok

319 [Tanah UPT Pasar Agung 10420 10.27.06.07.4.00057 2020 JI. Proklamasi Kel. Abadijaya Kec. Sukmajaya Kota Depok

320 |Tanah Sub Terminal Sawangan/Pasar Sawangan 6344 10.27.05.09.4.00054 2020 JI. Raya Muhtar Sawangan Kec. Sawangan Kota Depok

321 [Tanah SMPN 6 Depok 7224 10.27.08.04.4.00007 2020 JI. Mandor Samin No. 62 Kel. Kalibaru Kec. Cilodong Kota Depok

322 [Tanah Kantor Kelurahan Ratu Jaya 531 10.27.06.04.4.00051 2020 JI. Masjid Jami Al-Falah No. 9 Kel. Ratu Jaya Kec. Cipayung Kota Depok

323 [Tanah Kantor Kelurahan Pondok Jaya 521 10.27.05.04.4.00002 2020 JI. Permata Kel. Pondok Jaya Kec. Cipayung Kota Depok

324 |Tanah Kantor Sekretariat DPRD 9145 10.27.10.04.4.00018 2020 JI. Boulevard Kota Kembang Kec. Kalimulya Kec. Cilodong Kota Depok

325 [Tanah Kantor Dinas Perhubungan 8093 10.27.10.04.4.00019 2020 JI. Raya Jatimulya No. 50 Kel. Jatimulya Kec. Cilodong Kota Depok

326 [Tanah Kantor Dinas Pemadam Kebakaran 1875 10.27.10.04.4.00021 2020 JI. Boulevard Kota Kembang Kec. Kalimulya Kec. Cilodong Kota Depok

327 [Tanah Kantor Kelurahan Tirtajaya 1001 10.27.06.01.4.00006 2020 JI. Bakti Kel. Tirtajaya Kec. Sukmajaya Kota Depok

328 [Tanah Kantor Kelurahan Jatimulya 979 10.27.10.04.4.00025 2020 Perumahan GDC Sektor Melati Kel. Jatimulya Kec. Cilodong Kota Depok

329 [Tanah SMPN 10 8071 10.27.02.09.4.00009 2020 JI. Raya Bedahan RT 01 RW 09 Kel. Bedahan Kec. Sawangan Kota Depok

330 [Tanah Kantor Kelurahan Leuwinanggung 945 10.27.10.04.4.00007 2020 JI. Kramat RT 04 RW 02 Kel. Leuwinanggung Kec. Tapos Kota Depok

331 [Tanah SMPN 9 8218 10.27.06.04.4.00015 2020 JI. Raya Cipayung No. 27 Kel. Cipayung Kec. Cipayung Kota Depok

332 |Tanah SDN Cisalak Pasar 3 3238 10.27.08.05.4.00020 2020 JI. Pedurenan RT 04 RW 02 Kel. Cisalak Pasar Kec. Cimanggis Kota Depok

333 |Tanah SDN Depok 6 1085 10.27.03.05.4.00052 2020 Kp. Parung Belimbing - Sentral Rt008 / 03 Kel. Pancoran Mas Kec. Pancoran Mas Kota Depok

334 |Tanah SDN Pancoran Mas 1 434 10.27.03.05.4.00052 2020 JI. Kembang Lio No.7 Kel. Pancoran Mas Kec. Pancoran Mas Kota Depok

335 [Tanah Perluasan Kantor Kecamatan Sawangan 555 JI. Raya Muchtar No. 91 Kel. Sawangan Kec. Sawangan Kota Depok Dalam Proses Persertipikat
336 [Tanah Lembah Mawar 13213 Kel. Depok Jaya Kec. Pancoran Mas Kota Depok Dalam Proses Persertipikat
337 |Tanah TPU Pasir Putih 1167 Kel. Pasir Putih Kec. Sawangan Kota Depok Dalam Proses Persertipikat
338 |Tanah Puskesmas Bojongsari 1322 JI. Village VII Kel. Pondok Petir Kec. Bojongsari Kota Depok Dalam Proses Persertipikat
339 [Tanah SDN Parung Bingung 1 dan SDN Parung Bingung 2 2259 JI. H. Muhasim No. 69 Kel. Rangkapan Jaya Baru Kec. Pancoran Mas Kota Depok Dalam Proses Persertipikat
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340 [Tanah Mushola Al Muhajirin 1427 Kel. Baktijaya Kec. Sukmajaya Kota Depok Dalam Proses Persertipikat
341 [Tanah Pos Check Point Dinas Pertanian 236 Kel. Rangkapan Jaya Baru Kec. Pancoran Mas Kota Depok Dalam Proses Persertipikat
342 [Tanah RTH Akses Masuk Menuju Pos Pantau Ciliwung 390 Kel. Ratujaya Kec. Cipayung Kota Depok Dalam Proses Persertipikat
343 | Tanah Puskesmas Gandul 1646 Kel. Gandul Kec. Cinere Kota Depok Dalam Proses Persertipikat
344 |Tanah Kantor Kecamatan Cipayung 3225 Kel. Cipayung Jaya Kec. Cipayung Kota Depok Dalam Proses Persertipikat
345 [Tanah Fasos Fasum Puri Depok Mas 154 Kp. Pitara RT 006 RW 013 Kel. Pancoran Mas Kec. Pancoran Mas Kota Depok Dalam Proses Persertipikat
346 |Tanah Fasos Fasum Puri Depok Mas 301 Kp. Pitara RT 006 RW 013 Kel. Pancoran Mas Kec. Pancoran Mas Kota Depok Dalam Proses Persertipikat
347 |Tanah Fasos Fasum Perumahan Puri Depok Mas 2457 Kel. Pancoran Mas Kec. Pancoran Mas Kota Depok Dalam Proses Persertipikat
348 |Tanah Kantor Kelurahan Tapos 5000 Kel. Tapos Kec. Tapos Kota Depok Dalam Proses Persertipikat
349 | Tanah SMP Negeri 10 1200 Kel. Bedahan Kec. Sawangan Kota Depok Dalam Proses Persertipikat
350 |Tanah Fasos Fasum Perumahan Permata Cimanggis 137 Kel. Cimpaeun Kec. Tapos Kota Depok Dalam Proses Persertipikat
351 [Tanah Fasos Fasum Perumahan Permata Cimanggis 964 Kel. Cimpaeun Kec. Tapos Kota Depok Dalam Proses Persertipikat
352 |Tanah Fasos Fasum Perumahan Permata Cimanggis 213 Kel. Cimpaeun Kec. Tapos Kota Depok Dalam Proses Persertipikat
353 [Tanah Fasos Fasum Perumahan Permata Cimanggis 1781 Kel. Cimpaeun Kec. Tapos Kota Depok Dalam Proses Persertipikat
354 |Tanah Fasos Fasum Perumahan Permata Cimanggis 648 Kel. Cimpaeun Kec. Tapos Kota Depok Dalam Proses Persertipikat
355 [Tanah Fasos Fasum Perumahan Permata Cimanggis 5032 Kel. Cimpaeun Kec. Tapos Kota Depok Dalam Proses Persertipikat
356 |Tanah Fasos Fasum Perumahan Permata Cimanggis 987 Kel. Cimpaeun Kec. Tapos Kota Depok Dalam Proses Persertipikat
357 [Tanah Fasos Fasum Perumahan Permata Cimanggis 1606 Kel. Cimpaeun Kec. Tapos Kota Depok Dalam Proses Persertipikat
358 | Tanah Fasos Fasum Perumahan Permata Cimanggis 4325 Kel. Cimpaeun Kec. Tapos Kota Depok Dalam Proses Persertipikat
359 [Tanah RSUD Wilayah Timur 9811 Kel. Cimpaeun Kec. Tapos Kota Depok Dalam Proses Persertipikat
360 |Tanah Fasos Fasum Perumahan Rafless (Springfield) 12439 Kel. Harjamukti Kec. Cimanggis Kota Depok Dalam Proses Persertipikat




DAFTAR KONSTRUSI DALAM PENGERJAAN
PER 31 DESEMBER 2020

LAMPIRAN 11

Dilanjutkan/Tidak

No SKPD Uraian No Kontrak Nilai Pekerjaan Nilai Kontrak Alasan .
Dilanjutkan
1 |Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Penurapan Kali Caringin Il Rw. 11, Kel.
Pengasinan 602/08/01/PUPR/SDA/X/2019 341.241.235,00 454.988.313,54 Tidak Dikerjakan Tidak Dilanjutkan
2 |Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pekerjaan Penurapan Kali Laya, Kel. Tugu
602/03/0/PUPR/SDA/XI/2020 614.549.130,00 1.533.306.211,00 Akan di bayarkan pada ABT selanjutnya Dilanjutkan
3 |Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pembangunan saluran, Paglar Keliling 08/PPK-Pagar/SPK-F/Disdagin/X/2018 259.782.595,70 1.549.415.000,00 |- Karena Force Majeure / pent\olalfa.n dfm warga di ?ekltar pasar cisalak dan dilaporkan ke Dilanjutkan
dan Penataan Area Pasar Cisalak Ombudsman RI dan sudah diklarifikasi dengan hasil sbb :
Mulai Pekerjaan : 12 Oktober 2018 1. Kesepakatan antara muspika dan warga pekerjaan dihentikan sementara.
Selesai Pekerjaan : 25 Desember 2018 2. Pembayaran kepada pihak kedua dilakukan berdasarkan progres di lapangan.
- Kegiatan akan dilanjutkan setelah persoalan batas lahan/asset selesai diverifikasi.
4 [Dinas Perumahan dan Permukiman Pembangunan dan Penataan Lingkungan |602/PPK/FSK-05.TABA/DPP/IX/2020 7.114.118.815,00 7.183.949.100,00 |1. Terdapat perubahan dan penyesuaian pekerjaan Dilanjutkan
SDN Sawangan 1 7.483.280.000,00 [2. Kontraktor pelaksana menyatakan kesanggupan penyelesaian pekerjaan (ketersediaan
602/Add.01/PPK/FSK-05.TABA/DPP/XI/2020 material, jumlah tenaga kerja, peralatan / alat bantu)
7.483.280.000,00 (3. Azas Manfaat :
602/Add.02/PPK/FSK-05.TABA/DPP/XI1/2020 a. Pihak pengguna sangat menantikan penyelesaian Pekerjaan Pembangunan dan
Penataan Lingkungan SDN Sawangan 1 dapat diselesaikan;
4. Pemberian Kesempatan Penyelesaian Pekerjaan sesuai :
a. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah,
pasal 56.
5 [Dinas Perumahan dan Permukiman Pembangunan dan Penataan Lingkungan (602/PPK/FSK-07.TABA/DPP/IX/2020 3.133.515.708,00 3.677.847.600,00 (1. Terdapat perubahan dan penyesuaian pekerjaan Dilanjutkan
Kantor Kelurahan Krukut 3.494.355.000,00 |2. Kontraktor pelaksana menyatakan kesanggupan penyelesaian pekerjaan (ketersediaan
602/Add.01/PPK/FSK-07.TABA/DPP/X1/2020 s :
material, jumlah tenaga kerja, peralatan / alat bantu)
3.494.355.000,00 (3. Azas Manfaat :
602/Add.02/PPK/FSK-07.TABA/DPP/XI1/2020 a. Pihak pengguna sangat menantikan penyelesaian Pekerjaan Pembangunan dan
Penataan Lingkungan Kantor Kelurahan Krukut dapat diselesaikan;
4. Pemberian Kesempatan Penyelesaian Pekerjaan sesuai :
a. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah,
pasal 56.
6 |[Dinas Perumahan dan Permukiman Pembangunan dan Penataan Lingkungan |602/pPK/FSK-31.TABA/DPP/IX/2020 13.827.853.590,00 14.139.455.200,00 |1. Terdapat perubahan dan penyesuaian pekerjaan Dilanjutkan

SMP Negeri 23

602/ADD.01/PPK/FSK-31.TABA/DPP/IX/2020

602/ADD.02/PPK/FSK-31.TABA/DPP/XI/2020

602/ADD.03/PPK/FSK-31.TABA/DPP/XI1/2020

14.139.455.200,00

14.391.566.000,00

14.391.566.000,00

2. Kontraktor pelaksana menyatakan kesanggupan penyelesaian pekerjaan (ketersediaan
material, jumlah tenaga kerja, peralatan / alat bantu)

3. Azas Manfaat :

a. Pihak pengguna sangat menantikan penyelesaian Pekerjaan Pembangunan dan
Penataan Lingkungan SMP Negeri 23 dapat diselesaikan;

4. Pemberian Kesempatan Penyelesaian Pekerjaan sesuai :

a. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah,
pasal 56.
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S Tahun Masa | Akhir Masa TEL Nilai Setelah Kapitalisasi [ Amortisasi per Tahun Amortisasi
No. [ e Manfaat Pakai Amlt(reti-sasi Tahunn | Nilai Perolehan (Rp.) Kapitalisasi (Rp.) (Rp) (Rp) Beban Amortisasi Nilai Buku Tahun 2020
Jenis Barang / Nama Barang Keterangan SKPD per 31 Des 2019 per 31 Des 2020
1 [Virual dan Non Virtual Teaching Dinas Pendidikan 2012 500 2016 500 2020 71.177.800,00 71.177.800,00 14.235.560,00 - 71.177.800,00 71.177.800,00 -
o [Software Barcode Dinas Pendidikan 2012 500 2016 500| 2020 19.500.000,00 19.500.000,00 3.900.000,00 . 19.500.000,00 19.500.000,00 E
Total Dinas Pendidikan 90.677.800,00 E 90.677.800,00 18.135.560,00 E 90.677.800,00 90.677.800,00 -
1 [Sistem Informasi Pengelolaan Obat Dinas Kesehatan 2012 500 2016 500| 2020 96.283.000,00 96.283.000,00 19.256.600,00 . 96.283.000,00 96.283.000,00 E
o |Sistem Perizinan Dinas Kesehatan 2012 500 2016 500| 2020 49.750.000,00 49.750,000,00 9.950.000,00 . 49.750,000,00 49.750.000,00 -
3 [Sistem Pengarsipan Secara Digtel Dinas Kesehatan 2012 500 2016 500| 2020 49.650.000,00 49.650.000,00 9.930.000,00 . 49.650.000,00 49.650.000,00 E
4 |\Websites & Sistem Pelaporan Pelayanan Jamkesda Dinas Kesehatan 2012 500 2016 500| 2020 47.162.500,00 47.162.500,00 9.432.500,00 . 47.162.500,00 47.162.500,00 -
Total Dinas Kesehatan 242.845.500,00 E 242.845.500,00 48.569.100,00 . 242.845.500,00 242.845.500,00 -
j [Sistem Informasi Rumah Sakit RSUD 2009 500| 2013 500| 2020 606.414.500,00 606.414.500,00 121.282.900,00 - 606.414.500,00 606.414.500,00 -
2 |sistem Informasi Rumah Sakit (SIRS) Pengembangan RSUD 2000 500 2013 500 2020 169.602.000,00 169.602.000,00 33.920.400,00 E 169.602.000,00 169.602.000,00 -
2 |sistem Informasi Rumah Sakit (SIRS) Pengembangan RSUD 2009 500 2013 500 2020 49.636.000,00 49.636.000,00 9.927.200,00 . 49.636.000,00 49.636.000,00 -
2 :::sa";l'sngm‘?'ogﬁg‘gf:;' dan Program Keperawatan RSUD 2016 500 2020 500| 2020 49.969.000,00 49.969.000,00 9.993.800,00 9.993.800,00 39.975.200,00 49.969.000,00 E
Total RSUD 875.621.500,00 E 875.621.500,00 175.124.300,00 9.993.800,00 865.627.700,00 875.621.500,00 E
1 [Sistem Informasi Pengelolaan TPU Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersinan 2014 500 2018 500 2020 47.509.000,00 47.509.000,00 9.501.800,00 - 47.509.000,00 47.509.000,00 -
Total Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan 47.509.000,00 - 47.509.000,00 9.501.800,00 - 47.509.000,00 47.509.000,00 -
1 |Vtility Biling Management Pengelolaan Rusunawa Dinas Perumahan dan Permukiman 2014 500 2018 500| 2020 76.000.000,00 76.000.000,00 15.200.000,00 . 76.000.000,00 76.000.000,00 E
o [Utility Biling (2010, Dinas 1 dan Permukiman 2014 500| 2018 500| 2020 97.229.000,00 97.229.000,00 19.445.800,00 - 97.229.000,00 97.229.000,00 -
3 |Vuilty Biling (2030 Dinas 1 dan Permukiman 2014 500 2018 500| 2020 45.656.600,00 45.656.600,00 9.131.320,00 45.656.600,00 45.656.600,00 E
Total Dinas Perumahan dan Permukiman 173.229.000,00 45.656.600,00 218.885.600,00 43.777.120,00 45.656.600,00 173.229.000,00 218.885.600,00 E
1 [Apikasi Informasi Perhubungan Dinas Perhubungan 2013 500 2017 500 2020 44.214.500,00 44.214.500,00 8.842.900,00 . 44.214.500,00 44.214.500,00 -
o |Sistem Manajemen Pelayanan PKB Dinas Perhubungan 2013 500 2017 500 2020 19.200.500,00 19.200.500,00 3.840.100,00 - 19.200.500,00 19.200.500,00 -
3 |sistem Informasi Perlengkapan Jalan Dinas Perhubungan 2016 500 2020 500 2020 46.475.000,00 46.475.000,00 9.295,000,00 9.295.000,00 37.180.000,00 46.475.000,00 -
4 |sistem Infromasi Angkutan Umum Berbasis Smartphone Dinas Perhubungan 2017 500 2021 4,00 2020 49.885.000,00 49.885.000,00 9.977.000,00 9.977.000,00 29.931.000,00 39.908.000,00 9.977.000,00
5 |sistem Infromasi Roadmap PJU Dinas Perhubungan 2017 500 2021 400| 2020 144,000.000,00 144,000.000,00 28.800.000,00 28.800.000,00 86.400.000,00 115.200.000,00 28.800.000,00
Total Dinas Perhubungan 303.775.000,00 E 303.775.000,00 60.755.000,00 48.072.000,00 216.926.000,00 264.998.000,00 38.777.000,00
1 [Apikasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2013 500 2017 500 2020 93.117.200,00 93.117.200,00 18.623.440,00 . 93.117.200,00 93.117.200,00 E
Upgrade Aplikasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipi 2013 500 2017 500 2020 45.595.000,00 45.595.000,00 9.119.000,00 - 45.595.000,00 45.595.000,00 -
Upgrade Aplikasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil zg;‘gemba"ga" Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2013 500 2017 500 2020 47.850.000,00 47.850.000,00 9.570.000,00 . 47.850.000,00 47.850.000,00 B
2 |VWebsite Pelayanan Online Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipi 2013 500 2017 500 2020 34.874.167,00 34.874.167,00 6.974.833,40 - 34.874.167,00 34.874.167,00 -
Upgrade Website Pelayanan Online Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2013 500( 2017 500 2020 44.440.000,00 44.440.000,00 8.888.000,00 - 44.440.000,00 44.440.000,00 -
3 |Aplikasi SMS Gateway (SMS Center) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipi 2013 500 2017 500 2020 17.285.051,00 17.285.051,00 3.457.010,20 . 17.285.051,00 17.285.051,00 -
Aplikasi SMS Gateway (SMS Center) Pengembangan | P2 Kependudukan dan Pencatatan Sipi 2013 500 2017 500| 2020 49.350.000,00 49.350.000,00 9.870.000,00 . 49.350.000,00 49.350.000,00 .
Aplikasi SMS Gateway (SMS Center) pengembangan | 0@ Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2013 500 2017 500 2020 49.335.000,00 49.335.000,00 9.867.000,00 . 49.335.000,00 49.335.000,00 -
4 |Aplikasi E-KIOSK Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipi 2015 500 2019 500 2020 19.690.000,00 19.690.000,00 3.938.000,00 - 19.690.000,00 19.690.000,00 -
Total Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 401536.418,00 E 401536.418,00 80.307.283,60 - 401536.418,00 401536.418,00 -
1 |Database Elektronik Pemeriksaan Ketenagakerjaan Perusahaan |(dihapuskan di 2020 | PIN@s Tenaga Kerja 2013 500 2017 500 2020 29.422.800,00 (29.422.800,00) - - - 29.422.800,00 - -
o |Sistem Jaringan Server Wajib Lapor Perusahaann (dihapuskan di 2020)| O"as Tenaga Kerja 2013 500 2017 500 2020 48.086.500,00 (48.086.500,00) - - - 48.086.500,00 - -
3 |Patabase Elekironik Norma Ketenagakerjaan (dihapuskan di 2020) | PINas Tenaga Kerja 2013 500 2017 500| 2020 20.384.300,00 (29.384.300,00) E . . 29.384.300,00 E E

Total Dinas Tenaga Kerja

106.893.600,00

(106.893.600,00)

106.893.600,00




Jenis Barang/Nama Barang v Tahun _ - - Amortisasi
No. Pe.l;:uj;‘:r:‘an M’:Inals:at Akr:;kh;liasa Amt:(retisasi Tahun n Nilai Perolehan (Rp.) Kapitalisasi (Rp.) it Setel(a;p}l()apltallsasl Amomsa(;l;)er T Beban Amortisasi Nilai Buku Tahun 2020
Jenis Barang / Nama Barang Keterangan SKPD per 31 Des 2019 per 31 Des 2020
1 [Software Pedagang Tradisional Dinas Koperasi dan UMKM 2011 500 2015 500| 2020 93.000.000,00 93.000.000,00 18.600.000,00 . 93.000.000,00 93.000.000,00 -
2 |Aplikasi SIMKOP & ODS Dinas Koperasi dan UMKM 2015 500 2019 500| 2020 66.268.000,00 66.268.000,00 13.253.600,00 . 66.268.000,00 66.268.000,00 -
3 |Aplikasi SIMKOP & ODS Dinas Koperasi dan UMKM 2015 500 2019 500 2020 44.060.000,00 44.060.000,00 8.812.000,00 - 44.060.000,00 44.060.000,00 -
Aplikasi SIMKOP & ODS Pengembangan Dinas Koperasi dan UMKM 2015 500 2019 500 2020 47.982.000,00 47.982.000,00 9.596.400,00 - 47.982.000,00 47.982.000,00 -
4 |Websites Dinas Koperasi UKM Dinas Koperasi dan UMKM 2015 500 2019 500 2020 28.875.000,00 28.875.000,00 5.775.000,00 . 28.875.000,00 28.875.000,00 .
5 | Aplikasi Pengawasan Kooperasi Dinas Koperasi dan UMKM 2018 500 2022 300| 2020 49.650.000,00 49.650.000,00 9.930.000,00 9.930.000,00 19.860.000,00 29.790.000,00 19.860.000,00
Aplikasi Pengawasan Kooperasi Eg;‘gemba"ga" Dinas Koperasi dan UMKM 2018 500 2022 300 2020 35.493.000,00 35.493.000,00 7.098.600,00 21.295.800,00 21.295.800,00 14.197.200,00
6 |Aplikasi Pelaporan POKJA Dinas Koperasi dan UMKM 2018 500 2022 300| 2020 49.709.000,00 49.709.000,00 9.941.800,00 9.941.800,00 19.883.600,00 29.825.400,00 19.883.600,00
7 | Aplikasi D'CO Mart Online Dinas Koperasi dan UMKM 2018 500( 2022 300 2020 48.851.000,00 48.851.000,00 9.770.200,00 9.770.200,00 19.540.400,00 29.310.600,00 19.540.400,00
Aplikasi D'CO Mart Online ;g;‘gemba“ga" Dinas Koperasi dan UMKM 2018 500 2022 300 2020 48.955.500,00 48.955.500,00 9.791.100,00 9.791.100,00 9.791.100,00 19.582.200,00 29.373.300,00
Aplikasi D'CO Mart Online Eg;‘gemba"ga" Dinas Koperasi dan UMKM 2018 500 2022 300 2020 49.423.000,00 49.423.000,00 9.884.600,00 29.653.800,00 29.653.800,00 19.769.200,00
g [Apikasi Simpan Pinjam dan Laporan Keuangan Baru 2020 Dinas Koperasi dan UMKM 2020 500( 2024 1,00 2020 97.578.000,00 97.578.000,00 19.515.600,00 19.515.600,00 19.515.600,00 78.062.400,00
9 | Aplikasi Depok UMKM Center Baru 2020 Dinas Koperasi dan UMKM 2020 500| 2024 1,00| 2020 37.000.000,00 37.000.000,00 7.400.000,00 7.400.000,00 7.400.000,00 29.600.000,00
Total Dinas Koperasi dan UMKM 477.350.500,00 219.494.000,00 696.844.500,00 139.368.900,00 117.298.300,00 349.260.100,00 466.558.400,00 230.286.100,00
1 |Aikasi Tekhnologi Informasi Inspektorat 2010 5,00 | 2014 500| 2020 73.271.000,00 73.271.000,00 14.654.200,00 - 73.271.000,00 73.271.000,00 -
Total Inspektorat 73.271.000,00 E 73.271.000,00 14.654.200,00 . 73.271.000,00 73.271.000,00 -
1 |SIMPAD Badan Keuangan Daerah 2007 500| 2011 500| 2020 193.145.000,00 193.145.000,00 38.629.000,00 - 193.145.000,00 193.145.000,00 -
SIMPAD (Pengembangan) Badan Keuangan Daerah 2007 500 2011 500| 2020 49.500.000,00 49.500.000,00 9.900.000,00 . 49.500.000,00 49.500.000,00 -
SIMPAD (Pengembangan) Zg';gemba"ga" Badan Keuangan Daerah 2007 500 2011 500 2020 48.785.000,00 48.785.000,00 9.757.000,00 48.785.000,00 48.785.000,00 -
SIMPAD (Pengembangan) ngggembﬂ"gﬂ" Badan Keuangan Daerah 2007 500 2011 500 2020 98.279.500,00 98.279.500,00 19.655.900,00 98.279.500,00 98.279.500,00 -
SIMPAD (Pengembangan) Zg';gemba"ga" Badan Keuangan Daerah 2007 500 2011 500 2020 49.511.000,00 49.511.000,00 9.902.200,00 49.511.000,00 49.511.000,00 -
SIMPAD (Pengembangan) zg;‘gembﬂ"gﬂ" Badan Keuangan Daerah 2007 500 2011 500 2020 99.286.000,00 99.286.000,00 19.857.200,00 99.286.000,00 99.286.000,00 -
SIMPAD (Pengembangan) zg;gemba"ga" Badan Keuangan Daerah 2007 500 2011 500| 2020 99.308.000,00 99.308.000,00 19.861.600,00 99.308.000,00 99.308.000,00 -
SIMPAD (Pengembangan) zg;‘gemba"ga" Badan Keuangan Daerah 2007 500 2011 500 2020 49.643.000,00 49.643.000,00 9.928.600,00 49.643.000,00 49.643.000,00 -
5 |SMBADA Badan Keuangan Daerah 2010 P 00| 2020 ] i i i i i ]
3 |SIPKD Aset Badan Keuangan Daerah 2011 500 2015 500| 2020 . R R R - - R
SIPKD Aset (Pengembangan) Badan Keuangan Daerah 2011 500 2015 500| 2020 - - - - - - - -
4 |Avlkasi Antara Pendataan PBB Badan Keuangan Daerah 2013 500 2017 500 2020 38.500.000,00 38.500.000,00 7.700.000,00 . 38.500.000,00 38.500.000,00 B
5 |Aplikasi BPHTB Badan Keuangan Daerah 2011 500 2015 500( 2020 40.000.000,00 40.000.000,00 8.000.000,00 - 40.000.000,00 40.000.000,00 -
g |APlikasi BPHTE & PBS Onine Website Batlan Keuangan Dasrah 2014 500 2018 500( 2020 34.732.500,00 34.732.500,00 6.946.500,00 - 34.732.500,00 34.732.500,00 -
APlikasi BPHTB & PBB Online Website (Pengembangan) Badan Keuangan Daerah 2014 500 2018 500| 2020 45.914.000,00 45.914.000,00 9.182.800,00 - 45.914.000,00 45.914.000,00 -
APlikasi BPHTB & PBB Online Website (Pengembangan) ;gggemba"ga" Badan Keuangan Daerah 2014 500 2018 500 2020 48.537.500,00 48.537.500,00 9.707.500,00 48.537.500,00 48.537.500,00 -
7 |Awlikasi Monitoring Omzet Kota Depok Badan Keuangan Daerah 2013 500 2017 500 2020 40.507.500,00 40.507.500,00 8.101.500,00 - 40.507.500,00 40.507.500,00 -
g |Aplkasi Dasboard PBS Batan Keuangan Daerah 2014 500 2018 500( 2020 48.840.000,00 48.840.000,00 9.768.000,00 - 48.840.000,00 48.840.000,00 -
g |Aplikasi Transaksi Elektronik (1SO 8583) Badan Keuangan Daerah 2013 500 2017 500 2020 49.170.000,00 49.170.000,00 9.834.000,00 - 49.170.000,00 49.170.000,00 -
10 SISMIOP PBB & Smartmap Badan Keuangan Daerah 2012 500 2016 500| 2020 . R R R R R ~
11 |Aplikasi e-SPPT Badan Keuangan Daerah 2015 500 2019 500( 2020 48.400.000,00 48.400.000,00 9.680.000,00 - 48.400.000,00 48.400.000,00 -
12 SISMIOP PBB & Smartmap Badan Keuangan Daerah 2015 500 2019 500| 2020 . R R R R R ~
13 |Sistem Informasi Pendataan Fasos Fasum Badan Keuangan Daerah 2016 500 2020 500 2020 48.224.000,00 48.224.000,00 9.644.800,00 9.644.800,00 38.579.200,00 48.224.000,00 -
Z‘;‘:m Informasi Fasos Fasum (P Badan Keuangan Daerah 2016 500 2020 500 2020 49.027.000,00 49.027.000,00 9.805.400,00 9.805.400,00 29.416.200,00 39.221.600,00 9.805.400,00
;‘;‘Zm Informasi Fasos Fasum ( Badan Keuangan Daerah 2016 500 2020 500 2020 48.207.500,00 48.207.500,00 9.641.500,00 9.641.500,00 38.566.000,00 48.207.500,00 -
Sistem Informasi Pendataan Fasos Fasum ;gggemba"ga" Badan Keuangan Daerah 2016 500 2020 500 2020 48.983.000,00 48.983.000,00 9.796.600,00 48.983.000,00 48.983.000,00 -
14 |Aplikasi Pengelolaan Piutang PBB dan BPHTB Badan Keuangan Daerah 2017 500 2021 400| 2020 43.120.000,00 43.120.000,00 8.624.000,00 8.624.000,00 25.872.000,00 34.496.000,00 8.624.000,00




Jenis Barang/Nama Barang v Tahun _ - - Amortisasi
No. Pe.l;:uj;‘:r:‘an M’:Inals:at Akr:;kh;liasa Amt:(retisasi Tahun n Nilai Perolehan (Rp.) Kapitalisasi (Rp.) it Setel(a;p}l()apltallsasl Amomsa(;l;)er T Beban Amortisasi Nilai Buku Tahun 2020
Jenis Barang / Nama Barang Keterangan SKPD per 31 Des 2019 per 31 Des 2020
15 |Aplikasi Android PBB Badan Keuangan Daerah 2017 500( 2021 400 2020 43.120.000,00 43.120.000,00 8.624.000,00 8.624.000,00 25.872.000,00 34.496.000,00 8.624.000,00
Aplikasi Android PBB (Pzeo"fge)mba”ga” Badan Keuangan Daerah 2017 500 2021 200 2020 48.537.500,00 48.537.500,00 9.707.500,00 9.707.500,00 9.707.500,00 19.415.000,00 29.122.500,00
16 |Aplikasi SP2D Online Badan Keuangan Daerah 2017 500 2021 400 2020 49.599.000,00 49.599.000,00 9.919.800,00 9.919.800,00 29.759.400,00 39.679.200,00 9.919.800,00
Aplikasi SP2D Online fzeo"fge)mba“ga" Badan Keuangan Daerah 2017 500 2021 200 2020 49.489.000,00 49.489.000,00 9.897.800,00 9.897.800,00 9.897.800,00 19.795.600,00 29.693.400,00
17 |Aplikasi SPM Paperless Baru Badan Keuangan Daerah 2019 500 2023 200 2020 98.043.000,00 98.043.000,00 19.608.600,00 19.608.600,00 19.608.600,00 39.217.200,00 58.825.800,00
18 [Sistem Sinergi Aplikasi Baru Badan keuangan Daerah 2019 500 2023 2,00| 2020 84.799.000,00 84.799.000,00 16.959.800,00 16.959.800,00 16.959.800,00 33.919.600,00 50.879.400,00
19 |Sistem Sinergi Aplikasi Baru Badan Keuangan Daerah 2019 500 2023 200 2020 46.530.000,00 46.530.000,00 9.306.000,00 9.306.000,00 9.306.000,00 18.612.000,00 27.918.000,00
20 |sistem Executive Information Summary Baru Badan Keuangan Daerah 2020 500 2024 1,00| 2020 98.279.500,00 98.279.500,00 19.655.900,00 19.655.900,00 19.655.900,00 78.623.600,00
21 |SIAPE DIE Baru Badan Keuangan Daerah 2020 500( 2024 1,00( 2020 98.037.500,00 98.037.500,00 19.607.500,00 19.607.500,00 19.607.500,00 78.430.000,00
Total Badan Keuangan Daerah 1.197.405.000,00 738.650.000,00 1.936.055.000,00 387.211.000,00 703.335.600,00 842.253.500,00 1.545.589.100,00 390.465.900,00
q [SistemInformasi Kebakaran Damkar 2009 500 2013 500 2020 172.710.000,00 172.710.000,00 34.542.000,00 - 172.710.000,00 172.710.000,00 -
2 |Apikasi Pemadam Kebakaran Damkar 2020 500( 2024 1,00 2020 99.490.000,00 99.490.000,00 19.898.000,00 19.898.000,00 19.898.000,00 79.592.000,00
Total Damkar 172.710.000,00 99.490.000,00 272.200.000,00 54.440.000,00 19.898.000,00 172.710.000,00 192.608.000,00 79.592.000,00
1 [Sistem Pelayanan informasi & Perizinan DPMPTSP 2010 500 2014 500| 2020 1.698.549.250,00 1.698.549.250,00 339.709.850,00 . 1.698.549.250,00 1.698.549.250,00 E
o |Sistem Pelayanan Informasi & Perizinan DPMPTSP 2010 500| 2014 500| 2020 49.390.000,00 49.390.000,00 9.878.000,00 - 49.390.000,00 49.390.000,00 -
3 [Sistem Pelayanan nformasi & Perizinan DPMPTSP 2010 500 2014 500| 2020 247.566.000,00 247.566.000,00 49.513.200,00 . 247.566.000,00 247.566.000,00 E
4 |Sistem Pelayanan Informasi & Perizinan Zg';gemba"ga" DPMPTSP 2010 500| 2014 500| 2020 46.838.000,00 46.838.000,00 9.367.600,00 - 46.838.000,00 46.838.000,00 -
5 [Sistem Pelayanan nformasi & Perizinan bengembangan |DPMPTSP 2010 500 2014 500 2020 46.783.000,00 46.783.000,00 9.356.600,00 - 46.783.000,00 46.783.000,00 -
g |Sistem Pelayanan Informasi & Perizinan Zg';gemba"ga" DPMPTSP 2010 500| 2014 500| 2020 46.783.000,00 46.783.000,00 9.356.600,00 - 46.783.000,00 46.783.000,00 -
Sistem Pelayanan Informasi & Perizinan bengembangan |DPMPTSP 2010 500 2014 500 2020 46.255.000,00 46.255.000,00 9.251.000,00 - 46.255.000,00 46.255.000,00 -
Sistem Pelayanan Informasi & Perizinan Zg';gemba"ga" DPMPTSP 2010 500| 2014 500| 2020 49.137.000,00 49.137.000,00 9.827.400,00 - 49.137.000,00 49.137.000,00 -
Sistem Pelayanan Informasi & Perizinan Pengembangan - |DPMPTSP 2010 500 2014 500 2020 29.810.000,00 29.810.000,00 5.962.000,00 - 29.810.000,00 29.810.000,00 -
Sistem Pelayanan Informasi & Perizinan zg;gemba"ga" DPMPTSP 2010 500| 2014 500| 2020 79.090.000,00 79.090.000,00 15.818.000,00 79.090.000,00 79.090.000,00 -
Total DPMPTSP 2.261.111.250,00 79.090.000,00 2.340.201.250,00 468.040.250,00 79.090.000,00 2.261.111.250,00 2.340.201.250,00 .
1 [PAUN Dinas Komunikasi dan Informatika 2012 500 2016 500 2020 199.383.000,00 199.383.000,00 39.876.600,00 - 199.383.000,00 199.383.000,00 -
2 |E-Sehod Dinas Komunikasi dan Informatika 2012 500 2016 500 2020 247.959.000,00 247.959.000,00 49.591.800,00 . 247.959.000,00 247.959.000,00 E
3 |Alikasi Mobile Rute Transportasi Dinas Komunikasi dan Informatika 2014 500 2018 500 2020 99.170.500,00 99.170.500,00 19.834.100,00 - 99.170.500,00 99.170.500,00 -
4 |Aplikasi Cel Plan Dinas Komunikasi dan Informatika 2014 500 2018 500 2020 48.411.000,00 48.411.000,00 9.682.200,00 . 48.411.000,00 48.411.000,00 E
5 |Sistem Informasi Transparansi Publi Dinas Komunikasi dan Informatika 2014 500 2018 500 2020 49.000.000,00 49.000.000,00 9.800.000,00 - 49.000.000,00 49.000.000,00 -
o [Apikasi Retribusi Pengendalian Menara Dinas Komunikasi dan Informatika 2014 500 2018 500 2020 19.800.000,00 19.800.000,00 3.960.000,00 . 19.800.000,00 19.800.000,00 E
7 |Avlikasi Konten Digital Signed Dinas Komunikasi dan Informatika 2014 500 2018 500 2020 49.390.000,00 49.390.000,00 9.878.000,00 - 49.390.000,00 49.390.000,00 -
g |Apikasi Sistem Rekomendasi Menara Telekomunikasi Dinas Komunikasi dan Informatika 2014 500 2018 500 2020 20.680.000,00 20.680.000,00 4.136.000,00 . 20.680.000,00 20.680.000,00 E
g |Aplikasi Integrasi Data Dinas Komunikasi dan Informatika 2014 500 2018 500 2020 505.487.400,00 505.487.400,00 101.097.480,00 - 505.487.400,00 505.487.400,00 -
10 |Aplikasi Integrasi Data dan Aplikasi Dinas Komunikasi dan Informatika 2015 500 2019 500 2020 320.534.500,00 320.534.500,00 64.106.900,00 - 320.534.500,00 320.534.500,00 -
11 |Aplikasi Integrasi Data dan Aplikasi Dinas Komunikasi dan Informatika 2015 500 2019 500 2020 212.546.762,00 212.546.762,00 42.509.352,40 - 212.546.762,00 212.546.762,00 -
12 |\Website Portal Depok.go.id Dinas Komunikasi dan Informatika 2013 500 2017 500| 2020 49.868.500,00 49.868.500,00 9.973.700,00 . 49.868.500,00 49.868.500,00 -
Website Portal Depok.go.id Dinas K dan Informatika 2013 500 2017 500 2020 49.445.000,00 49.445.000,00 9.889.000,00 . 49.445.000,00 49.445.000,00 -
2018 (kurang catat)
\Website Portal Depok.go.id st Dinas K i dan Informatika 2013 500 2017 500 2020 13.915.000,00 13.915.000,00 2.783.000,00 . 13.915.000,00 13.915.000,00 -
Website Portal Depok.go.id P Dinas K dan Informatika 2013 500 2017 500| 2020 41.250.000,00 41.250.000,00 8.250.000,00 41.250.000,00 41.250.000,00 -
13 |Alikasi Dashboard Dinas Komunikasi dan Informatika 2015 500 2019 500| 2020 49.920.000,00 49.929.000,00 9.985.800,00 . 49.929.000,00 49.929.000,00 E
14 |APlikasi Pembaharuan Dinas Komunikasi dan Informatika 2015 500 2019 500| 2020 40.909.000,00 40.909.000,00 8.181.800,00 - 40.909.000,00 40.909.000,00 -
15 | Aplikasi Bidang Pendidikan Dinas Komunikasi dan Informatika 2015 500 2019 500| 2020 49.599.000,00 49.599.000,00 9.919.800,00 . 49.599.000,00 49.599.000,00 E
16 [APikasi SIMPEG Dinas Komunikasi dan Informatika 2015 500 2019 500( 2020 49.929.000,00 49.929.000,00 9.985.800,00 . 49.929.000,00 49.929.000,00 E




Jenis Barang/Nama Barang v Tahun _ - - Amortisasi
No. Pe.l;:uj;‘:r:‘an M’:Inals:at Akr:;kh;liasa Amt:(retisasi Tahunn | Nilai Perolehan (Rp.) Kapitalisasi (Rp.) Nilai Setel(a;p}l()apltallsasl Amomsa(;l;)er Tahun Beban Amortisasi Nilai Buku Tahun 2020
Jenis Barang / Nama Barang Keterangan SKPD per 31 Des 2019 per 31 Des 2020

1g | Aplikasi SkP Dinas Komunikasi dan Informatika 2015 500 2019 500| 2020 49.307.500,00 49.307.500,00 9.861.500,00 . 49.307.500,00 49.307.500,00 -

19 |Aplikasi SIMDA Dinas Komunikasi dan Informatika 2016 500 2020 500 2020 49.263.500,00 49.263.500,00 9.852.700,00 9.852.700,00 39.410.800,00 49.263.500,00 -
20 |Aplikasi Infromasi Manajemen Eksekutif Dinas Komunikasi dan Informatika 2016 500 2020 500 2020 49.747.500,00 49.747.500,00 9.949.500,00 9.949.500,00 39.798.000,00 49.747.500,00 -

21 |Aplikasi Infromasi Manajemen Eksekutif Mobile Dinas Komunikasi dan Informatika 2016 500 2020 500| 2020 49.995.000,00 49.995.000,00 9.999.000,00 9.999.000,00 39.996.000,00 49.995.000,00 -
24 | Aplikasi Helpdesk Dinas Komunikasi dan Informatika 2017 500 2021 400 2020 48.500.000,00 48.500.000,00 9.700.000,00 9.700.000,00 29.100.000,00 38.800.000,00 9.700.000,00
23 |E-Government Dinas Komunikasi dan Informatika 2017 500 2021 400| 2020 98.780.000,00 98.780.000,00 19.756.000,00 19.756.000,00 59.268.000,00 79.024.000,00 19.756.000,00
E-Government 020 Dinas K i dan Informatika 2017 500( 2021 400 2020 71.610.000,00 71.610.000,00 14.322.000,00 57.288.000,00 57.288.000,00 14.322.000,00
24 |E-Kelurahan (kurang catat) Dinas Komunikasi dan Informatika 2017 500 2021 200 2020 48.675.000,00 48.675.000,00 9.735.000,00 9.735.000,00 29.205.000,00 38.940.000,00 9.735.000,00
E-Kelurahan P Dinas K i dan Informatika 2017 500( 2021 400 2020 49.885.000,00 49.885.000,00 9.977.000,00 9.977.000,00 29.931.000,00 39.908.000,00 9.977.000,00
25 |sistem Integrasi Data dan Aplikasi (data warehouse) (kurang catat) Dinas Komunikasi dan Informatika 2017 500 2021 200 2020 181.400.000,00 181.400.000,00 36.280.000,00 36.280.000,00 108.840.000,00 145.120.000,00 36.280.000,00
Sistem Integrasi Data dan Aplikasi (data warehouse) 2018 (Krane oatat) Dinas K i dan Informatika 2017 500 2021 400 2020 224.500.000,00 224.500.000,00 44.900.000,00 44.900.000,00 134.700.000,00 179.600.000,00 44.900.000,00
Sistem Integrasi Data dan Aplikasi (data warehouse) 2015 (rureng catl) Dinas dan Informatika 2017 500 2021 200 2020 37.250.000,00 37.250.000,00 7.450,000,00 7.450.000,00 22.350.000,00 29.800.000,00 7.450.000,00
Sistem Integrasi Data dan Aplikasi (data warehouse) 2018 (Kranes ot Dinas K dan Informatika 2017 500 2021 200 2020 44.500.000,00 44.500.000,00 8.900.000,00 8.900.000,00 26.700.000,00 35.600.000,00 8.900.000,00
Sistem Integrasi Data dan Aplikasi (data warehouse) 2010 Dinas K dan Informatika 2017 500 2021 200 2020 196.806.000,00 196.806.000,00 39.361.200,00 39.361.200,00 118.083.600,00 157.444.800,00 39.361.200,00
Sistem Integrasi Data dan Aplikasi (data warehouse) pis Dinas K dan Informatika 2017 500 2021 200 2020 178.350.000,00 178.350.000,00 35.670.000,00 142.680.000,00 142.680.000,00 35.670.000,00

26 |Aplikasi SIGAP (kurang catat) Dinas Komunikasi dan Informatika 2018 500 2022 300| 2020 49.225.000,00 49.225.000,00 9.845.000,00 9.845.000,00 39.380.000,00 49.225.000,00 -
27 | Aplikasi Depok Single Window (DSW) (kurang catat) Dinas Komunikasi dan Informatika 2018 500 2022 300 2020 49.555.000,00 49.555.000,00 9.911.000,00 9.911.000,00 39.644.000,00 49.555.000,00 -
Aplikasi Depok Single Window (DSW) 2010 Dinas K dan Informatika 2018 500 2022 300 2020 77.990.000,00 77.990.000,00 15.598.000,00 15.598.000,00 31.196.000,00 46.794.000,00 31.196.000,00
Aplikasi Depok Single Window (DSW) pis Dinas K dan Informatika 2018 500 2022 300 2020 79.860.000,00 79.860.000,00 15.972.000,00 47.916.000,00 47.916.000,00 31.944.000,00

28 | Aplikasi Profil Kesehatan Lingkungan (kurang catat) Dinas Komunikasi dan Informatika 2018 500 2022 300| 2020 44.825.000,00 44.825.000,00 8.965.000,00 8.965.000,00 35.860.000,00 44.825.000,00 -
29 |Aplikasi Layanan Aptika (kurang catat) Dinas Komunikasi dan Informatika 2018 500 2022 300 2020 45.705.000,00 45.705.000,00 9.141.000,00 9.141.000,00 36.564.000,00 45.705.000,00 -

30 |Sistem Monitoring dan Aplikasi Hibah Bansos (kurang catat) Dinas Komunikasi dan Informatika 2018 500 2022 300| 2020 44,500.000,00 44500.000,00 8.900.000,00 8.900.000,00 35.600.000,00 44.500.000,00 -
31 |Aplikasi Satu Data dan Aplikasi Sistem Pengelolaan Layanan TIK | (kurang catat) Dinas Komunikasi dan Informatika 2018 500 2022 3,00| 2020 44,500.000,00 44.500.000,00 8.900.000,00 8.900.000,00 35.600.000,00 44,500.000,00 -
Aplikasi Satu Data dan Aplikasi Sistem Pengelolaan Layanan TIK |, > Dinas K i dan Informatika 2018 500 2022 300 2020 78.870.000,00 78.870.000,00 15.774.000,00 47.322.000,00 47.322.000,00 31.548.000,00

32 |Website diskominfo (kurang catat) Dinas Komunikasi dan Informatika 2018 500| 2022 3,00| 2020 34.650.000,00 34.650.000,00 6.930.000,00 6.930.000,00 27.720.000,00 34.650.000,00 -
Website diskominfo 2070 Dinas K i dan Informatika 2018 500 2022 300| 2020 43.450.000,00 43.450.000,00 8.690.000,00 26.070.000,00 26.070.000,00 17.380.000,00

33 |Sistem Portal Kelurahan (kurang catat) Dinas Komunikasi dan Informatika 2018 500 2022 3,00| 2020 44,500.000,00 44.500.000,00 8.900.000,00 8.900.000,00 35.600.000,00 44,500.000,00 -
Sistem Portal Kelurahan 2070 Dinas K i dan Informatika 2018 500 2022 300| 2020 43.230.000,00 43.230.000,00 8.646.000,00 25.938.000,00 25.938.000,00 17.292.000,00
34 |Aplikasi Manajemen Inovasi Smart City Depok Dinas Komunikasi dan Informatika 2019 500| 2023 2,00| 2020 48.125.000,00 48.125.000,00 9.625.000,00 9.625.000,00 9.625.000,00 19.250.000,00 28.875.000,00
35 |Portal Smart City Kota Depok Dinas Komunikasi dan Informatika 2019 500 2023 2,00 2020 49.665.000,00 49.665.000,00 9.933.000,00 9.933.000,00 9.933.000,00 19.866.000,00 29.799.000,00
36 |Portal Puskesmas dan Kecamatan Dinas Komunikasi dan Informatika 2019 500| 2023 2,00| 2020 43.575.000,00 43.575.000,00 8.715.000,00 8.715.000,00 8.715.000,00 17.430.000,00 26.145.000,00
Total Dinas Komunikasi dan Informatika 3.781.381.162,00 536.620.000,00 4.318.001.162,00 863.600.232,40 719.687.400,00 3.148.083.562,00 3.867.770.962,00 450.230.200,00

q |Sistem Manajemen Kepegawaian BKPSDM 2012 500 2016 500 2020 263.800.700,00 263.800.700,00 52.760.140,00 - 263.800.700,00 263.800.700,00 -
Sistem Manajemen Kepegawaian BKPSDM 2012 500 2016 500 2020 47.600.000,00 47.600.000,00 9.520.000,00 . 47.600.000,00 47.600.000,00 -

Sistem Manajemen Kepegawaian :g;‘gembanga" BKPSDM 2012 500 2016 500 2020 99.927.500,00 99.927.500,00 19.985.500,00 - 99.927.500,00 99.927.500,00 -
Sistem Manajemen Kepegawaian ;gggemba"ga" BKPSDM 2012 500 2016 500 2020 49.500.000,00 49.500.000,00 9.900.000,00 49.500.000,00 49.500.000,00 -

o |VWebsies Badan Kepegawaian Daerah BKPSDM 2014 500 2018 500 2020 12.689.700,00 12.689.700,00 2.537.940,00 - 12.689.700,00 12.689.700,00 -
3 |EKinerja BKPSDM 2017 500 2021 400| 2020 50.355.000,00 50.355.000,00 10.071.000,00 10.071.000,00 30.213.000,00 40.284.000,00 10.071.000,00
4 |Aplikasi ANJAB BKPSDM 2018 500 2022 300| 2020 49.696.400,00 49.696.400,00 9.939.280,00 9.939.280,00 19.878.560,00 29.817.840,00 19.878.560,00
5 |Aplkasi Kinerja Mobile BKPSDM 2020 500 2024 1,00 2020 50.262.300,00 50.262.300,00 10.052.460,00 10.052.460,00 10.052.460,00 40.209.840,00
6 |SIAP KOMPAK BKPSDM 2020 500 2024 1,00 2020 98.773.400,00 98.773.400,00 19.754.680,00 19.754.680,00 19.754.680,00 79.018.720,00
Total BKPSDM 524.069.300,00 198.535.700,00 722.605.000,00 144,521.000,00 99.317.420,00 474.109.460,00 573.426.880,00 149.178.120,00

1 |E-Book Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 2016 5,00 | 2020 500| 2020 245.137.000,00 245.137.000,00 49.027.400,00 49.027.400,00 196.109.600,00 245.137.000,00 E




2 |Aplikasi Buku Digital Berbasis Android Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 2017 5,00 2021 4,00 2020 49.830.000,00 49.830.000,00 9.966.000,00 9.966.000,00 29.898.000,00 39.864.000,00 9.966.000,00
3 |Aplikasi Buku Digital Berbasis Android Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 2019 500 2023 200| 2020 46.500.000,00 46.500.000,00 9.300.000,00 9.300.000,00 9.300.000,00 18.600.000,00 27.900.000,00
4 S| ARIF (Sistem Informasi Arsip Inaktif) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 2020 5,00 2024 1,00 2020 61.627.500,00 61.627.500,00 12.325.500,00 12.325.500,00 12.325.500,00 49.302.000,00
Total Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 341.467.000,00 61.627.500,00 403.094.500,00 80.618.900,00 80.618.900,00 235.307.600,00 315.926.500,00 87.168.000,00
p  [Sistem Informasi Peringatan Dini Penghapusan 2020 Daerah 2015 500 2019 500 2020 49.125.000,00 (49.125.000,00) - - - 49.125.000,00 - -
o |Sistem Aplikasi Palayanan Administrasi Penghapusan 2020 | SekTetariat Daerah 2015 500 2019 500 2020 46.871.000,00 (46.871.000,00) . - . 46.871.000,00 - .
3 |Apliasi Arsip dan Hukum Penghapusan 2020 Daerah 2015 500 2019 500 2020 48.600.000,00 (48.600.000,00) - - - 48.600.000,00 - -
4 |Sistem Terpadu Administrasi Pembangunan Penghapusan 2020 | Sekretaviat Daerah 2016 500 2020 500| 2020 49.500.000,00 (49.500.000,00) - - - 39.600.000,00 - -
Sistem Terpadu ini i (1 2020 Daerah 2016 5,00 2020 5,00 2020 49.900.000,00 (49.900.000,00) - - - 29.940.000,00 - -
5 ’;‘;ﬂ::f;:‘;:&ﬂ{;‘fﬂx:ﬁ;mﬂﬁ;g Pelayanan Sekretariat Daerah 2017 500( 2021 4,00 2020 99.999.900,00 99.999.900,00 19.999.980,00 19.999.980,00 59.999.940,00 79.999.920,00 19.999.980,00
Total Sekretariat Daerah 343.995.900,00 (243.996.000,00) 99.999.900,00 19.999.980,00 19.999.980,00 274.135.940,00 79.999.920,00 19.999.980,00
1 [Apikasi Retribusi Sewa Alat Berat Dinas PUPR 2019 500( 2023 2,00| 2020 52.277.500,00 52.277.500,00 10.455.500,00 10.455.500,00 10.455.500,00 20.911.000,00 31.366.500,00
Aplikasi Retribusi Sewa Alat Berat ;g;ge’""""gs" Dinas PUPR 2019 500 2023 2,00 2020 48.895.000,00 48.895.000,00 9,779.000,00 19.558.000,00 19.558.000,00 29.337.000,00
Total Dinas PUPR 52.277.500,00 48.895.000,00 101.172.500,00 20.234.500,00 30.013.500,00 10.455.500,00 40.469.000,00 60.703.500,00
1 |Apliasi Sistem Infrastruktur Data Spasial Daerah (IDSD) |Bappeda 2020 5,00 l 2024 100{ 2020 329.750.300,00 329.750.300,00 65.950.060,00 65.950.060,00 65.950.060,00 263.800.240,00
Total Bappeda - 329.750.300,00 329.750.300,00 65.950.060,00 65.950.060,00 - 65.950.060,00 263.800.240,00




RINCIAN PENDAPATAN PAJAK - LO TAHUN 2020
PEMERINTAH KOTA DEPOK

LAMPIRAN 13

No Jenis Pajak Uraian Nilai (Rp)
1 Pajak Hotel Penerimaan Tahun 2020 9.361.392.706,00
Piutang Pajak Hotel Tahun 2020 1.179.082.975,00
Koreksi BPK-Pembayaran Pajak Hotel dibawah Tahun 2020 (26.555.000,00)
Koreksi BPK-Piutang Pajak Hotel Tahun 2020 (55.500.451,00)
Subtotal 1 10.458.420.230,00
2 Pajak Restoran Penerimaan Tahun 2020 143.298.280.188,00
Piutang Pajak Restoran Tahun 2020 2.251.661.627,00
Koreksi BPK-Pembayaran Pajak Restoran dibawah Tahun 2020 (653.655.454,00)
Koreksi BPK-Piutang Pajak Restoran Tahun 2020 96.126.130,00
Subtotal 2 144.992.412.491,00
3 Pajak Hiburan Penerimaan Tahun 2020 9.891.080.404,00
Piutang Pajak Hiburan Tahun 2020 98.581.570,00
Koreksi BPK-Pembayaran Pajak Hiburan dibawah Tahun 2020 (24.222.488,00)
Koreksi BPK-Piutang Pajak Hiburan Tahun 2020 (1,00)
Subtotal 3 9.965.439.485,00
4 Pajak Parkir Penerimaan Tahun 2020 8.895.602.522,00
Piutang Pajak Parkir Tahun 2020 38.022.901,00
Koreksi BPK-Pembayaran Pajak Parkir dibawah Tahun 2020 (81.847.970,00)
Koreksi BPK-Piutang Pajak Parkir Tahun 2020 13.619.199,00
Subtotal 4 8.865.396.652,00
5 Pajak Reklame Penerimaan Tahun 2020 28.672.891.179,00
Piutang Pajak Reklame Tahun 2020 1.088.375.168,00
Pendapatan dibayar dimuka Pajak Reklame Tahun 2019 8.702.311.128,01
Pendapatan dibayar dimuka Pajak Reklame Tahun 2020 (8.685.262.243,31)
Koreksi BPK-Pembayaran Pajak Reklame dibawah Tahun 2020 (213.049.040,00)
Koreksi BPK-Piutang Pajak Reklame Tahun 2020 (579.941.789,00)
Subtotal 5 28.985.324.402,70
6 Pajak Penerangan Jalan Penerimaan Tahun 2020 107.430.537.906,00
Subtotal 6 107.430.537.906,00
7 Pajak Air Bawah Tanah Penerimaan Tahun 2020 9.906.293.634,00
Piutang Pajak Air Bawah Tanah Tahun 2020 1.378.040.402,00
Koreksi BPK-Pembayaran Pajak Air Bawah Tanah dibawah Tahun 2020 (2.486.728.391,00)
Koreksi BPK-Piutang Pajak Air Bawah Tanah Tahun 2020 (404.379.894,00)
Subtotal 7 8.393.225.751,00
8 Pajai Bumi dan Bangunan Penerimaan Tahun 2020 274.233.365.292,00
Pembayaran Piutang PBB dibawah Tahun 2019 (49.105.928.709,00)
Piutang PBB Tahun 2020 185.588.572.287,55
Koreksi Piutang PBB dibawah Tahun 2020 2.193.905.568,00
Koreksi BPK-Piutang PBB Tahun 2020 7.201.695.867,45
Subtotal 8 420.111.610.306,00

9 Bea Perolehan Hak Atas Tanah

dan Bangunan

Penerimaan Tahun 2020

357.886.329.380,00

Pembayaran Piutang BPHTB Tahun 2017

(11.020.800,00)

Pembayaran Piutang BPHTB Tahun 2018

(6.803.200,00)

Pembayaran Piutang BPHTB Tahun 2019

(414.700.444,00)

Piutang BPHTB Tahun 2020

194.993.211,00

Koreksi BPK-Piutang BPHTB Tahun 2020

107.485.045,00

Subtotal 9

357.756.283.192,00

Total

1.096.958.650.415,70




RINCIAN PENDAPATAN RETRIBUSI - LO TAHUN 2020
PEMERINTAH KOTA DEPOK

LAMPIRAN 14

Pendapatan Tahun 2019

No SKPD Jenis Retribusi Penerimaan TA.2019 Penambahan Pengurangan (Rp) Keterangan
1 |Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 105.355.000,00 - - 105.355.000,00
Subtotal 1 105.355.000,00 - - 105.355.000,00
2 |Dinas Perumahan dan Pemukiman Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus 634.905.000,00 - - 634.905.000,00
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 57.380.000,00 - 13.675.000,00 43.705.000,00 |Retribusi Tahun 2019 Setor Tahun 2020
Subtotal 2 692.285.000,00 - 13.675.000,00 678.610.000,00
3 |Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan |Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 2.750.000,00 - - 2.750.000,00
Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran 292.504.000,00 - - 292.504.000,00
Subtotal 3 295.254.000,00 - - 295.254.000,00
4 [Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Retribusi Rumah Potong Hewan ( RPH ) 675.640.000,00 - - 675.640.000,00
Perikanan
Subtotal 4 675.640.000,00 - - 675.640.000,00
5 |Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan 5.599.711.700,00 - - 5.599.711.700,00
Retribusi Pelayanan Pemakaman & Pengabuan Mayat 1.044.525.000,00 463.890.801,77 704.715.267,85 803.700.533,92 |Pengakuan Pendapatan Diterima Dimuka 2019 Rp.
463.890.801,77 dan Pendapatan Diterima Dimuka Tahun
2020 Rp. 704.715.267,85
Retribusi Pelayanan Laboratorium Lingkungan 11.631.500,00 11.631.500,00
Subtotal 5 6.655.868.200,00 463.890.801,77 704.715.267,85 6.415.043.733,92
6 |Dinas Perhubungan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor ( PKB ) 1.096.713.400,00 1.977.400,00 1.094.736.000,00 |Retribusi Tahun 2019 Setor Tahun 2020 Rp1.977.400,00
Retribusi Terminal 660.354.000,00 8.705.000,00 4.815.000,00 664.244.000,00 |Retribusi Tahun 2019 Setor Tahun 2020 Rp 4.815.000,00
dan Retribusi 2020 Setor Tahun 2021 Rp. 8.705.000,00
Retribusi Tempat Khusus Parkir 304.636.000,00 540.000,00 1.500.000,00 303.676.000,00 |Retribusi Tahun 2019 Setor Tahun 2020 Rp.1.500.000,00
dan Retribusi 2020 Setor Tahun 2021 Rp. 540.000,00
Retribusi Izin Trayek 37.728.000,00 37.728.000,00
Subtotal 6 2.099.431.400,00 9.245.000,00 8.292.400,00 2.100.384.000,00
7 |Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) 22.221.637.200,00 116.400.400,00 510.542.800,00 21.827.494.800,00 |Piutang 2020 Rp.116.400.400,00 dan Pembayaran
Terpadu Satu Pintu Piutang 2019 Rp.510.542.800,00
Retribusi Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA) 496.156.000,00 207.425.800,00 255.241.000,00 448.340.800,00 |Pengakuan Pendapatan Diterima Dimuka 2019
Rp.207.425.800,00 dan Pendapatan Diterima Dimuka
Tahun 2020 Rp.255.241.000,00
Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi 357.938.100,00 - 357.938.100,00
Subtotal 7 23.075.731.300,00 323.826.200,00 765.783.800,00 22.633.773.700,00
8 |Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 22.000.000,00 - - 22.000.000,00
Pariwisata
Subtotal 8 22.000.000,00 - - 22.000.000,00
9 |Dinas Perindustrian dan Perdagangan Retribusi Pelayanan Pasar 3.674.716.000,00 3.674.716.000,00
Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang 158.315.500,00 - - 158.315.500,00
Subtotal 9 3.833.031.500,00 - - 3.833.031.500,00
10 |Badan Keuangan Daerah Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 741.137.839,00 - - 741.137.839,00
Subtotal 10 741.137.839,00 - - 741.137.839,00
Total 38.195.734.239,00 796.962.001,77 1.492.466.467,85 37.500.229.772,92
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Rumah Sakit Umum

Badan Keuangan

No. Uraian Lain-Lain PAD Dinas Kesehatan Daerah (RSUD) Disporyata Braly Jumlah
1 |Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan - - 15.000.000,00 15.000.000,00
2 |Penerimaan Jasa Giro Kas Daerah - - 12.079.309.944,00 12.079.309.944,00
3 [Penerimaan Jasa Giro Pemegang Kas
- Jasa Giro OPD 2019 - - (576.872,00) (576.872,00)
- Jasa Giro OPD 2020 - 39.470,00 182.191.199,00 182.230.669,00
4 |Pendapatan Bunga Deposito
- Deposito BJB 19.187.841.540,00 19.187.841.540,00
5 |Tuntutan Ganti Kerugian Daerah
- Kerugian Barang 262.822,00 262.822,00
6 Penda.patan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan
Pekerjaan
- Bidang Kesehatan 965.438,00 965.438,00
- Bidang Pekerjaan Umum 323.652.777,00 323.652.777,00
- Bidang Perumahan Rakyat 660.220.281,00 660.220.281,00
5 [Pendapatan Denda Pajak
- Pendapatan denda Pajak Hotel - - 12.389.630,00 12.389.630,00
- Pendapatan denda Pajak Restoran - - 350.350.338,00 350.350.338,00
- Pendapatan denda Pajak Hiburan - - 12.904.991,00 12.904.991,00
- Pendapatan denda Pajak Reklame - - 24.332.619,00 24.332.619,00
- Pendapatan denda Pajak Parkir - - 45.270.758,00 45.270.758,00
- Pendapatan denda Pajak air Bawah Tanah - - 70.068.666,00 70.068.666,00
6 [Pendapatan Denda Retribusi
- Pendapatan denda Retribusi Jasa Umum - - 119.100.000,00 119.100.000,00
- Pendapatan denda Retribusi Perizinan Tertentu - - 2.126.388.200,00 2.126.388.200,00
7 |Pendapatan BLUD
- Pendapatan BLUD RSUD - 117.049.728.619,33 - 117.049.728.619,33
- Pendapatan BLUD UPT Puskesmas Pancoran Mas 4.052.373.038,00 - - 4.052.373.038,00
- Pendapatan BLUD UPT Puskesmas Depok Jaya 731.264.325,00 - - 731.264.325,00
- Pendapatan BLUD UPT Puskesmas Rangkapan Jaya 1.487.519.580,00 - - 1.487.519.580,00
- pendapatan BLUD UPT Puskesmas Mampang 555.358.702,00 - - 555.358.702,00
- Pendapatan BLUD UPT Puskesmas Sukmajaya 3.260.462.569,00 - - 3.260.462.569,00

Pendapatan BLUD UPT Puskesmas Abadi Jaya

1.836.112.727,00

1.836.112.727,00

- Pendapatan BLUD UPT Puskesmas Bhaktijaya

1.155.534.023,00

1.155.534.023,00

Pendapatan BLUD UPT Puskesmas Pondok

- 5 674.044.493,00 - - 674.044.493,00
Sukmajaya

- Pendapatan BLUD UPT Puskesmas Cimanggis 2.526.935.720,00 - - 2.526.935.720,00

- Pendapatan BLUD UPT Puskesmas Tugu 1.577.799.011,00 - - 1.577.799.011,00

- Pendapatan BLUD UPT Puskesmas Harjamukti 516.984.692,00 - - 516.984.692,00

Pendapatan BLUD UPT Puskesmas Pasir Gunung
Selatan

391.700.129,00

391.700.129,00

- Pendapatan BLUD UPT Puskesmas Cisalak Pasar

537.699.701,00

537.699.701,00

Pendapatan BLUD UPT Puskesmas Mekarsari

596.439.323,00

596.439.323,00

Pendapatan BLUD UPT Puskesmas Cinere

3.187.424.755,00

3.187.424.755,00

- Pendapatan BLUD UPT Puskesmas Bojongsari

2.473.527.321,00

2.473.527.321,00

Pendapatan BLUD UPT Puskesmas Duren Seribu

1.057.377.666,00

1.057.377.666,00

Pendapatan BLUD UPT Puskesmas Beji

2.169.954.169,00

2.169.954.169,00

- Pendapatan BLUD UPT Puskesmas Tanah Baru

1.095.761.857,00

1.095.761.857,00

Pendapatan BLUD UPT Puskesmas Kemirimuka

1.014.102.557,00

1.014.102.557,00




Rumah Sakit Umum

Badan Keuangan

No. Uraian Lain-Lain PAD Dinas Kesehatan Daerah (RSUD) Disporyata Brli Jumlah
- Pendapatan BLUD UPT Puskesmas Depok Utara 515.579.895,00 - - 515.579.895,00
- Pendapatan BLUD UPT Puskesmas Tapos 1.658.549.825,00 - - 1.658.549.825,00
- Pendapatan BLUD UPT Puskesmas Sukatani 1.073.455.476,00 - - 1.073.455.476,00
- Pendapatan BLUD UPT Puskesmas Jatijajar 816.234.338,00 - - 816.234.338,00
- Pendapatan BLUD UPT Puskesmas Cilangkap 1.042.962.161,00 - - 1.042.962.161,00
- Pendapatan BLUD UPT Puskesmas Cimpaeun 717.708.013,00 - - 717.708.013,00
- Pendapatan BLUD UPT Puskesmas Sukamaju Baru 734.644.750,00 - - 734.644.750,00
- Pendapatan BLUD UPT Puskesmas Sawangan 1.804.115.557,00 - - 1.804.115.557,00
- Pendapatan BLUD UPT Puskesmas Pasir Putih 839.166.734,00 - - 839.166.734,00
- Pendapatan BLUD UPT Puskesmas Kedaung 1.150.379.544,00 - - 1.150.379.544,00
- Pendapatan BLUD UPT Puskesmas Pengasinan 1.316.347.803,00 - - 1.316.347.803,00
- Pendapatan BLUD UPT Puskesmas Cinangka 230.513.778,00 - - 230.513.778,00
- Pendapatan BLUD UPT Puskesmas Cipayung 2.704.574.247,00 - - 2.704.574.247,00
- Pendapatan BLUD UPT Puskesmas Ratu Jaya 1.452.948.203,00 - - 1.452.948.203,00
- Pendapatan BLUD UPT Puskesmas Cilodong 1.582.617.403,00 - - 1.582.617.403,00
- Pendapatan BLUD UPT Puskesmas Villa Pertiwi 1.115.285.255,00 - - 1.115.285.255,00
- Pendapatan BLUD UPT Puskesmas Kalimulya 631.333.830,00 - - 631.333.830,00
- Pendapatan BLUD UPT Puskesmas Limo 2.462.459.437,00 - - 2.462.459.437,00
8 [Penerimaan PAD Lainnya

- Kontribusi Tetap BGS Terminal Terpadu 1.084.308.419,00 1.084.308.419,00
- Lain-Lain PAD - - 5.381.144.831,00 5.381.144.831,00

JUMLAH 52.747.252.607,00 117.049.728.619,33 39.470,00 41.675.125.581,00 211.472.146.277,33
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Saldo Piutang per 31

Penambahan Piutang di

Pengurangan Piutang di

Saldo Piutang per 31

Akumulasi Penyisihan

Akumulasi Penyisihan

Beban Penyisihan

D et Tahun | = 5 cember 2019 Tahun 2020 Tahun 2020 Desember 2020 |per 31 Desember 2020| per 31 Desember 2019 Tahun 2020
1 [Pajak Hotel 2015 3.108.400,00 250.000,00 3.358.400,00 1.679.200,00 1.554.200,00
Pajak Hotel 2016 3.730.760,00 3.730.760,00 1.865.380,00 1.865.380,00
Pajak Hotel 2017 5.812.000,00 5.812.000,00 2.906.000,00 581.200,00 2.324.800,00
Pajak Hotel 2018 588.273,00 3.581.727,00 4.170.000,00 417.000,01 58.827,31
Pajak Hotel 2019 28.884.500,00 3.350.500,00 26.555.000,00 5.680.000,00 568.000,00 144.422,50 2.744.027,50
Pajak Hotel 2020 8.684.258.143,00 7.560.675.619,00 1.123.582.524,00 5617.912,62 5.617.912,62
Subtotal 1 42.123.933,00 8.691.440.370,00 7.587.230.619,00 1.146.333.684,00 13.053.492,63 4.204.029,81 10.686.740,12
2 |Pajak Restoran 2012 111.000,00 111.000,00 - - 111.000,00
Pajak Restoran 2015 290.284.549,00 880.210,00 289.404.339,00 144.702.169,50 145.142.274,50
Pajak Restoran 2016 42.057.447,00 42.057.447,00 21.028.723,50 21.028.723,50
Pajak Restoran 2017 145,854 315,50 64.449.122,50 81.405.193,00 40.702.596,50 14.585.431,55 58.341.726,20
Pajak Restoran 2018 106.585.877,00 118.440.653,00 110.249.349,00 114.777.181,00 11.477.718,10 10.658.587,70
Pajak Restoran 2019 1.014.465.650,00 96.300.247,00 543.406.105,00 567.359.792,00 56.735.979,20 5.072.328,25 96.374.236,75
Pajak Restoran 2020 122.166.166.610,00 119.818.378.853,00 2.347.787.757,00 11.738.938,78 11.738.938,78
Subtotal 2 1.599.358.838,50 122.380.907.510,00 120.537.474.639,50 3.442.791.709,00 286.386.125,58 196.598.345,50 166.454.901,73
3 |Pajak Hiburan 2014 34.004.250,00 34.004.250,00 - ; 17.002.125,00 17.002.125,00
Pajak Hiburan 2015 11.196.500,00 11.196.500,00 5.598.250,00 5.598.250,00
Pajak Hiburan 2018 11.561.333,00 8.696.250,00 8.696.250,00 11.561.333,00 1.156.133,30 1.156.133,30
Pajak Hiburan 2019 16.006.238,00 15.526.238,00 480.000,00 48.000,00 80.031,19 1.520.592,61
Pajak Hiburan 2020 6.708.491.803,00 6.609.910.234,00 98.581.569,00 492.907,85 492.907,85
Subtotal 3 72.768.321,00 6.717.188.053,00 6.668.136.972,00 121.819.402,00 7.295.291,15 23.836.539,49 19.015.625,46
2 |Pajak Parkir 2011 505.000,00 505.000,00 - } 505.000,00
Pajak Parkir 2012 20.000,00 20.000,00 - - 40.000,00
Pajak Parkir 2013 2.600.000,00 2.600.000,00 - - 2.600.000,00
Pajak Parkir 2015 17.230.000,00 1.550.000,00 18.780.000,00 9.344.350,00 8.569.350,00
Pajak Parkir 2016 195.000,00 195.000,00 143.150,00 143.150,00
Pajak Parkir 2018 - 15.088.970,00 9.648.970,00 5.440.000,00 544.000,00
Pajak Parkir 2019 79.919.000,00 73.399.000,00 6.520.000,00 652.000,00 399.595,00 7.592.305,00
Pajak Parkir 2020 7.275.255.529,00 7.223.613.429,00 51.642.100,00 258.210,51 258.210,51
Subtotal 4 100.489.000,00 7.291.894.499,00 7.309.806.399,00 82.577.100,00 10.941.710,51 12.257.095,00 7.850.515,51
5 |Pajak Reklame 2011 41.953.115,00 41.953.115,00 - - 41.953.115,00
Pajak Reklame 2012 29.055.262,00 29.055.262,00 - - 29.055.262,00
Pajak Reklame 2013 8.276.055,00 8.276.055,00 - - 8.276.055,00
Pajak Reklame 2014 5.010.000,00 5.010.000,00 - - 2.505.000,00 2.505.000,00
Pajak Reklame 2015 36.543.741,00 36.543.741,00 - - 18.271.870,50
Pajak Reklame 2016 19.094.065,00 19.094.065,00 - - 9.547.032,50
Pajak Reklame 2017 48.112.536,00 16.636.536,00 1.476.000,00 738.000,00 4.811.253,60 19.245.014,40
Pajak Reklame 2018 98.941.279,00 90.031.551,00 8.909.728,00 890.972,81 9.804.127,01
Pajak Reklame 2019 236.770.574,00 233.768.069,00 3.002.505,00 300.250,49 1.183.852,87 22.493.204 52
Pajak Reklame 2020 25.487.462.846,00 24.979.029.467,00 508.433.379,00 2.542.166,88 2.542.166,88
Subtotal 5 523.756.627,00 25.487.462.846,00 25.489.397.861,00 521.821.612,00 4.471.390,18 125.497.569,38 26.785.385,80




Saldo Piutang per 31

Penambahan Piutang di

Pengurangan Piutang di

Saldo Piutang per 31

Akumulasi Penyisihan

Akumulasi Penyisihan

Beban Penyisihan

M Ut T Desember 2019 Tahun 2020 Tahun 2020 Desember 2020 per 31 Desember 2020( per 31 Desember 2019 Tahun 2020

6 [Pajak Air Bawah Tanah 2011 35.813.806,00 35.813.806,00 - - 35.813.806,00
Pajak Air Bawah Tanah 2012 21.447.352,00 21.447.352,00 - - 21.447.352,00
Pajak Air Bawah Tanah 2013 31.837.480,00 31.837.480,00 - - 31.837.480,00
Pajak Air Bawah Tanah 2014 31.268.456,00 31.268.456,00 - - 15.634.228,00 15.634.228,00
Pajak Air Bawah Tanah 2015 1.354.410,00 1.354.410,00 - - 677.205,00
Pajak Air Bawah Tanah 2016 300.288,00 150.144,00 150.144,00 75.072,00 150.144,00
Pajak Air Bawah Tanah 2017 590.911,60 0,40 590.912,00 295.456,00 59.091,16 236.364,64
Pajak Air Bawah Tanah 2018 3.941.164,00 3.941.164,00 394.116,40
Pajak Air Bawah Tanah 2019 5.037.853.476,00 2.523.921.068,00 2.513.932.408,00 251.393.240,80 25.189.267,38 478.596.080,22
Pajak Air Bawah Tanah 2020 7.061.080.493,00 6.087.419.985,00 973.660.508,00 4.868.302,54 4.868.302,54
Subtotal 6 5.160.466.179,60 7.065.021.657,40 8.733.212.701,00 3.492.275.136,00 257.026.187,74 130.808.573,54 499.334.975,40

7  |Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 2006 26.172.340,00 9.013.657.550,00 26.172.340,00 9.013.657.550,00 9.013.657.550,00 26.172.340,00 (26.172.340,00)
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 2007 1.564.494.500,75 11.191.142.914,25 160.895.023,00 12.594.742.392,00 12.594.742.392,00 1.564.494.500,75 (160.895.023,00)
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 2008 1.184.244.766,00 12.475.603.517,00 195.856.791,00 13.463.991.492,00 13.463.991.492,00 1.184.244.766,00 (195.856.791,00)
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 2009 1.046.103.793,25 15.435.922.252,75 204.390.631,00 16.277.635.415,00 16.277.635.415,00 1.046.103.793,25 (204.390.631,00)
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 2010 3.339.375.580,00 15.308.662.159,00 553.673.289,00 18.094.364.450,00 18.094.364.450,00 3.339.375.580,00 (553.673.289,00)
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 2011 3.991.511.731,00 19.287.839.823,00 714.241.423,00 22.565.110.131,00 22.565.110.131,00 3.991.511.731,00 (714.241.423,00)
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 2012 32.967.793.797,00 553.690.389,00 938.579.690,00 32.582.904.496,00 32.582.904.496,00 32.967.793.797,00 (914.803.388,00)
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 2013 33.075.549.300,00 1.052.087.270,00 1.172.928.619,00 32.954.707.951,00 32.954.707.951,00 33.075.549.300,00 (1.143.205.345,00)
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 2014 36.471.008.957,00 560.397.196,00 1.423.113.422,00 35.608.292.731,00 35.608.292.731,00 18.235.504.478,50 16.849.156.028,50
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 2015 60.482.411.729,00 2.184.231.424,00 2.901.239.010,00 59.765.404.143,00 29.882.702.071,50 30.241.205.864,50 (1.393.404.546,00)
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 2016 86.370.534.859,00 1.393.726.978,00 4.536.103.073,00 83.228.158.764,00 41.614.079.382,00 43.185.267.429,50 (2.190.852.867,00)
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 2017 123.173.423.493,00 1.823.545.784,00 8.420.085.460,00 116.576.883.817,00 58.288.441.908,50 12.317.342.349,30 45.156.424.321,70
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 2018 134.257.750.280,85 4.471.800.429,15 9.442.212.635,00 129.287.338.075,00 12.928.733.807,50 13.425.775.028,09 (815.374.510,20)
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 2019 166.238.346.970,00 3.326.208.593,00 20.372.144.912,00 149.192.410.651,00 14.919.241.065,10 831.191.734,85 13.790.643.563,05
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 2020 423.904.462.718,45 231.114.194.563,45 192.790.268.155,00 963.951.340,78 963.951.340,78
Subtotal 7 684.188.722.096,85 521.982.978.997,60 282.175.830.881,45 923.995.870.213,00 351.752.556.183,38 195.431.532.692,74 68.447.305.100,83

8 Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan 2012 404.252.290,00 50.010.245,00 - 454.262.535,00 454.262.535,00 404.252.290,00 =
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan 2013 2.243.196.230,00 225.346.049,00 2.017.850.181,00 2.017.850.181,00 2.243.196.230,00 =
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan 2014 1.036.524.899,00 559.972.028,00 - 1.596.496.927,00 1.596.496.927,00 518.262.449,50 518.262.449,50
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan 2015 48.411.597,00 426.696.775,00 - 475.108.372,00 237.554.186,00 24.205.798,50 =
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan 2016 59.982.473,00 128.276.921,00 188.259.394,00 94.129.697,00 29.991.236,50 =
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan 2017 352.209.750,00 344.480.820,00 11.020.800,00 685.669.770,00 342.834.885,00 35.220.975,00 135.373.500,00
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan 2018 77.811.100,00 72.309.207,00 6.803.200,00 143.317.107,00 14.331.710,70 7.781.110,00 (680.320,00)
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan 2019 733.971.385,00 103.268.849,00 414.700.444,00 422.539.790,00 42.253.979,00 3.669.856,93 28.257.237,18
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan 2020 358.809.096.992,00 358.506.618.736,00 302.478.256,00 1.512.391,29 1.512.391,29
Subtotal 8 4.956.359.724,00 360.494.111.837,00 359.164.489.229,00 6.285.982.332,00 4.801.226.491,99 3.266.579.946,43 682.725.257,97
Total-Piutang Pajak (1+2+3+4+5+6+7+8) 696.644.044.719,95 1.060.111.005.770,00 817.665.579.301,95 939.089.471.188,00 357.132.956.873,15 199.191.314.791,87 69.880.158.502,82

9 Piutang Jasa Layanan 2019 140.848.450,00 140.848.450,00 - - 704.242,25 (704.242,25)
Piutang Pihak Ke 3 UPT Sukmajaya 2019 297.861.648,00 297.861.648,00 - - 1.489.308,24 (1.489.308,24)
Piutang Jasa Layanan 2020 50.186.950,00 50.186.950,00 250.934,75 250.934,75
Piutang Pihak Ke 3 UPT PKM Rangkapan Jaya 2020 5.800.000,00 5.800.000,00 29.000,00 29.000,00
Subtotal 9 438.710.098,00 55.986.950,00 438.710.098,00 55.986.950,00 279.934,75 2.193.550,49 (1.913.615,74)

10 |JKN 2019 16.885.841.700,00 1.941.463.600,00 16.753.949.900,00 2.073.355.400,00 10.366.777,00 84.429.208,50 (74.062.431,50)
JKN Obat Kronis 2019 1.666.012.088,00 844.521.481,00 1.666.012.088,00 844.521.481,00 4.222.607,41 8.330.060,44 (4.107.453,04)
JKN Ambulance 2019 6.550.000,00 2.350.000,00 6.550.000,00 2.350.000,00 11.750,00 32.750,00 (21.000,00)
Jamkesda Bogor 2019 82.679.800,00 27.485.100,00 81.879.800,00 28.285.100,00 141.425,50 413.399,00 (271.973,50)
Jamkesda Bekasi 2019 - - - - -
BPJS Ketenagakerjaan 2019 14.666.648,00 16.401.722,00 14.526.648,00 16.541.722,00 82.708,61 73.333,24 9.375,37
Jasa Raharja 2019 31.059.985,00 65.430.137,00 30.947.985,00 65.542.137,00 327.710,69 155.299,93 172.410,76
Piutang Pendapatan Pasien COVID-19 2020 9.406.898.450,00 9.406.898.450,00 47.034.492,25 47.034.492,25
KSO Laboratorium 2020 47.317.309,00 47.317.309,00 236.586,55 236.586,55




Saldo Piutang per 31

Penambahan Piutang di

Pengurangan Piutang di

Saldo Piutang per 31

Akumulasi Penyisihan

Akumulasi Penyisihan

Beban Penyisihan

i Ut Tl Desember 2019 Tahun 2020 Tahun 2020 Desember 2020 per 31 Desember 2020( per 31 Desember 2019 Tahun 2020
Subtotal 10 19.227.380.306,00 13.677.679.714,00 18.975.782.621,00 12.484.811.599,00 62.424.058,00 93.434.051,11 (31.009.993,11)
11 [Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Jembatan| 2013 314.918.000,00 314.918.000,00 314.918.000,00 157.459.000,00 157.459.000,00
Utama Jatijajar
Pekerjaan Konsultansi Pengawasan Kel.Pondok Jaya 2019 40.953.000,00 40.953.000,00 - - 204.765,00 (204.765,00)
Subtotal 11 355.871.000,00 - 40.953.000,00 314.918.000,00 314.918.000,00 157.663.765,00 157.254.235,00
12 |Kurang Potong PHO yang dibayarkan di Tahun 2018 2017 21.400.298,00 21.400.298,00 10.700.149,00 2.140.029,80 8.560.119,20
Pekerjaan Pembangunan dan Penataan Lingkungan GOR | 2019 703.706.015,00 703.706.015,00 - - 3.518.530,08 (3.518.530,08)
Kota
Pekerjaan Pembangunan dan penataan Lingkungan 2019 120.876.042,00 120.876.042,00 - - 604.380,21 (604.380,21)
Kantor Kecamatan Sawangan
Pekerjaan Pembangunan dan penataan Lingkungan 2019 291.604.877,00 291.604.877,00 - - 1.458.024,39 (1.458.024,39)
Kantor Kecamatan Sukmajaya
Subtotal 12 1.137.587.232,00 - 1.116.186.934,00 21.400.298,00 10.700.149,00 7.720.964,47 2.979.184,53
13 |Piutang Hasil Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan - PDAM | 2020 16.194.453.453,00 16.194.453.453,00 80.972.267,27 80.972.267,27
Tirta Asasta
Subtotal 13 16.194.453.453,00 - - 16.194.453.453,00 80.972.267,27 - 80.972.267,27
Total-Piutang Lainnya (9+10+11+12+13) 37.354.002.089,00 13.733.666.664,00 20.571.632.653,00 29.071.570.300,00 469.294.409,02 261.012.331,07 208.282.077,96
14 |Piutang HO 2017 36.500.000,00 36.500.000,00 - - 3.650.000,00 (3.650.000,00)
Piutang HO 2018 7.500.000,00 7.500.000,00 - - 750.000,00 (750.000,00)
Piutang IMB 2017 42.302.000,00 42.302.000,00 21.151.000,00 4.230.200,00 16.920.800,00
Piutang IMB 2018 12.236.200,00 12.236.200,00 1.223.620,00 1.223.620,00 -
Piutang IMB 2019 5.038.691.600,00 4.900.847.000,00 137.844.600,00 13.784.460,00 25.193.458,00 (11.408.998,00)
Piutang IMB 2020 116.400.400,00 116.400.400,00 582.002,00 582.002,00
Subtotal 14 5.137.229.800,00 116.400.400,00 4.944.847.000,00 308.783.200,00 36.741.082,00 35.047.278,00 1.693.804,00
15 [Piutang Retribusi Pasar 2019 58.000,00 58.000,00 - - 290,00 (290,00)
Subtotal 15 58.000,00 - 58.000,00 - - 290,00 (290,00)
Total-Piutang Retribusi (14+15) 5.137.287.800,00 116.400.400,00 4.944.905.000,00 308.783.200,00 36.741.082,00 35.047.568,00 1.693.514,00
16 |Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah 2019 23.942.358.201,00 23.942.358.201,00 - - 119.711.791,01 (119.711.791,01)
Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah 2020 26.072.898.722,00 26.072.898.722,00 130.364.493,61 130.364.493,61

Total Piutang Transfer Pemerintah

23.942.358.201,00

26.072.898.722,00

23.942.358.201,00

26.072.898.722,00

130.364.493,61

119.711.791,01

10.652.702,60

TOTAL

763.077.692.809,95

1.100.033.971.556,00

867.124.475.155,95

994.542.723.410,00

357.769.356.857,78

199.607.086.481,95

70.100.786.797,37
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